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ABSTRAK   
 ANALISIS NORMATIF-FILOSOFIS HUKUM ISLAM ATAS FATWA 
DEWAN  SYARI’AH NASIONAL  
 MAJELIS ULAMA’ INDONESIA (DSN-MUI) TENTANG TRANSAKSI 
JUAL BELI PADA BANK SYARI’AH 
 
Jual beli dipakai dalam transaksi lembaga keuangan syari’ah untuk 
menghindari sistem bunga. Uang dan jangka waktu pengembalian menjadi standar 
perhitungan bunga. Sistem bunga di Indonesia dirombak oleh fatwa DSN-MUI 
dengan menerapkan akad jual beli dikombinasi dengan mekanisme lembaga 
keuangan. Persoalan hukum dan moral menjadi hal penting dalam perumusan jual 
beli di bank syari’ah, mengingat masih ada kekhawatiran melekatnya sistem 
bunga dalam jual beli di bank syari’ah. Hal tersebut berarti jual beli menurut 
fatwa DSN-MUI masih dikhawatirkan mengandung riba. Permasalahan yang 
penulis angkat adalah 1. Bagaimana DSN-MUI merumuskan akad jual beli untuk 
mereformasi sistem riba, bagian mana yang adopsi pemikiran ulama’ klasik dan 
bagian mana hasil ijtihad DSN-MUI.  2. Bagaimana fatwa DSN-MUI tentang jual 
beli menurut analisis normatif dan filosofis. Kegelisahan dalam permasalahan 
tersebut muncul sejalan dengan adanya “kejanggalan” penggunaan akad jual beli 
pada transaksi bank syari’ah. Apakah inovasi fatwa mampu menghindari substansi 
riba dan mampu memenuhi tujuan transaksi jual beli?. Dalam tradisi fikih, 
merespons persoalan kemodernan dimungkinkan digunakan akad baru (gairu 
musammah). 
Penelitian ini termasuk jenis penelitian hukum Islam normatif. Fokus 
penelitiannya adalah kajian teks (kepustakaan).Sumber data berupa fatwa DSN-
MUI tahun 2000-2006. Sumber kepustakaan lain adalah kitab-kitab dan buku 
tentang jual beli dan prinsip transaksi dalam Islam. Data dari sumber tersebut 
digali dengan kajian pustaka. Ia adalah data sekunder. Sumber primer dalam 
penelitian ini adalah para pengurus harian DSN-MUI dan dokumen DSN-MUI 
yang belum dipublikasi. Data dari sumber primer dan sekunder digali dengan cara 
wawancara dan studi dokumen. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini 
adalah pendekatan filosofis normatif. Analisis data penelitian ini menggunakan 
analisis deskriptif. Penelitian ini hendak memberi kritik terhadap konsep jual beli 
dalam fatwa DSN-MUI. 
Penelitian ini menyimpulkan dua hal. Pertama, DSN-MUI mengadopsi 
pemikiran ulama’ klasik tentang jual beli untuk mengatur transaksi pembiayaan 
pembelian barang. DSN-MUI ingin menegaskan konsep jual beli dalam transaksi 
bank syari’ah. DSN-MUI juga melakukan ijtihad tat}biqi> untuk memudahkan 
konsep jual beli beroperasi di bank syari’ah. Kedua, fatwa DSN-MUI tentang jual 
beli nampak sesuai dengan konsep fikih secara normatif, meskipun ada 
ketidaksesuaian dalam akad salam dan istis}na>’ . Fatwa DSN-MUI tentang jual beli 
kurang memperhatikan filosofi jual beli, karena jual beli direduksi dalam transaksi 
penyediaan dana untuk membeli barang, dengan pranata-pranata multi akad. 
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ABSTRACT    
 
Islamic Law Normative-Philosophical Analysis on Fatwa of National Sharia 
Board–Indonesian Council of Ulema (DSN-MUI) on Buying-Selling 
transaction in Sharia Banks. 
 
 
Buying-selling activity is used in the transaction of Sharia financial 
institutions to avoid the interest system. Money and repayment period have 
become interest calculation standard. The interest system in Indonesia is 
overhauled by the fatwa of  National Sharia Board–Indonesian Council of Ulema 
(DSN-MUI) by applying the buying-selling akad combined with the mechanism 
of financial institutions. Legal and moral issues become important aspects in 
buying-selling formulation in Sharia banks, since there is a worry about the 
attachment of interests system in buying-selling transaction in sharia banks. This 
means that buying-selling transaction based on fatwa of National Sharia Board–
Indonesian Council of Ulema (DSN-MUI) is containing usury. The statements of 
problems of the study are to find out 1) How the National Sharia Board–
Indonesian Council of Ulema (DSN-MUI) formulates buying-selling akad to 
reform the usury system, which one is adopting the thought of classical ulema and 
ijtihad of National Sharia Board–Indonesian Council of Ulema (DSN-MUI). 2) 
How the fatwa of National Sharia Board–Indonesian Council of Ulema (DSN-
MUI) on buying-selling transaction based on normative and philosophical 
analysis is.  The anxiety and problem arising are in line with the “suspicious” use 
of buying-selling akad in sharia bank transactions. This study is questioning 
whether or not fatwa innovation could avoid usury substance and meet the 
objectives of buying-selling transaction. In fiqh tradition, it is possible to use new 
akad (gairu musammah) to respond the issues of modernity.  
This study is a normative Islamic law one. The study focuses on the 
literary texts. The sources of data are the fatwas of National Sharia Board–
Indonesian Council of Ulema (DSN-MUI) in the years of 2000-2006. Other 
literature sources are gained from books of buying-selling and transaction 
principles in Islam. Those data are then explored through literature review as 
secondary data. The primary sources of data are daily officials of National Sharia 
Board–Indonesian Council of Ulema (DSN-MUI) and their unpublished 
documents. Those primary and secondary data are gained and explored through 
interview and documentation study. The approach employed in this study is 
normative philosophical approach and the data analysis used is descriptive 
analysis one. This study criticizes the buying-selling concept in the fatwa of 
National Sharia Board–Indonesian Council of Ulema (DSN-MUI). 
The results of the study found two things. Firstly, the National Sharia 
Board–Indonesian Council of Ulema (DSN-MUI) adopted the classical ulema’s 
thought on buying-selling to regulate the finance transaction of goods purchasing. 
The National Sharia Board–Indonesian Council of Ulema (DSN-MUI) 
emphasized on buying-selling concept in sharia banks transaction. The National 
Sharia Board–Indonesian Council of Ulema (DSN-MUI) also made Ijtihad 
x 
Tatbiqi to facilitate the operation of buying-selling concept in sharia banks. 
Secondly, the fatwa of National Sharia Board–Indonesian Council of Ulema 
(DSN-MUI) on buying-selling appeared to be in accordance with the concept of 
fiqh normatively, although there was a discrepancy in the akad of salam and 
istisna’. The fatwa of National Sharia Board–Indonesian Council of Ulema (DSN-
MUI) on buying-selling was less attention to the buying-selling philosophy, 
because buying-selling was reduced in the transaction of fund provision to 
purchase goods with multi-akad institutions.  
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Alhamdulillah atas berkat rahmat Allah swt, penulis telah menyelesaikan 
disertasi dengan judul “ Analisis Normatif-Filosofis Hukum Islam atas Fatwa 
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BAB I 
PENDAHULUAN 
 
A. Latar Belakang Masalah     
Jual beli adalah salah satu cara  perpindahan kepemilikan yang 
dihalalkan hukum Islam. Ia termasuk salah satu sebab kepemilikan (alas hak 
kepemilikan). Śalabi (1964: 327-329) menjelaskan tiga sebab kepemilikan 
yaitu al-ikhrāz al-mubāh}at (menguasai barang yang belum ada pemiliknya), 
al-‘uqu>d (kontrak-kontrak) yang di dalamnya terdapat jual beli dan khalafiyah 
(penggantian). Al-Quran (4: 29) mengatur tija>rah (bisnis) yang di dalamnya 
termasuk jual beli, agar pelaksanaannya dilakukan atas dasar saling rela  
               
            
Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta 
sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan 
yang erlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. dan janganlah 
kamu membunuh dirimu; Sesungguhnya Allah adalah Maha 
Penyayang kepadamu.  
 
Al-Quran (2: 275) menggambarkan kekeliruan pandangan  kaum 
jahiliyah  yang menyamakan jual beli dengan  riba. Mereka menyamakan jual 
beli tunda dengan riba (Rid}a, 1367 H: 96). Jual beli ditegaskan oleh al-Quran 
sebagai lawan riba. Jual beli dinyatakan halal sedangkan riba dinyatakan 
haram. 
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              
                  
               
      
Orang-orang yang makan (mengambil) riba tidak dapat berdiri 
melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan lantaran 
(tekanan) penyakit gila. Keadaan mereka yang demikian itu, adalah 
disebabkan mereka berkata (berpendapat), Sesungguhnya jual beli itu 
sama dengan riba, Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan 
mengharamkan riba. orang-orang yang telah sampai kepadanya 
larangan dari Tuhannya, lalu terus berhenti (dari mengambil riba), 
Maka baginya apa yang telah diambilnya dahulu (sebelum datang 
larangan); dan urusannya (terserah) kepada Allah. orang yang kembali 
(mengambil riba), Maka orang itu adalah penghuni-penghuni neraka; 
mereka kekal di dalamnya.  
 
Menurut Abdullah Saeed (2005: 54), al-Quran sangat peduli dengan 
kelompok yang kurang beruntung dalam ekonomi. Al-Quran berusaha 
melindungi mereka dari eksploitasi kelompok kaya dengan menolak tradisi 
riba dan mengharamkannya. Pada hakekatnya riba adalah pemaksaan kreditur 
kepada debitur miskin untuk memberi tambahan atas pengunduran 
pembayaran hutang. Debitur miskin semakin menderita terbebani riba seiring 
dengan bertambahnya waktu. Al-Quran (2: 276-280) menganjurkan 
menolong kelompok miskin. Ia menyatakan, Allah memusnahkan riba dan 
menyuburkan sedekah. Orang kaya seharusnya memberi, bukan minta 
pengembalian dan tambahan kepada orang miskin. Manakala orang miskin 
menunda pembayaran hutang maka kreditur hendaknya memberi tenggang 
waktu sampai dia mampu membayar. 
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                
           
   
Maka jika kamu tidak mengerjakan (meninggalkan sisa riba), Maka 
ketahuilah, bahwa Allah dan Rasul-Nya akan memerangimu. dan jika 
kamu bertaubat (dari pengambilan riba), Maka bagimu pokok 
hartamu; kamu tidak Menganiaya dan tidak (pula) dianiaya. Dan jika 
(orang yang berhutang itu) dalam kesukaran, Maka berilah tangguh 
sampai Dia berkelapangan. dan menyedekahkan (sebagian atau semua 
hutang) itu, lebih baik bagimu, jika kamu mengetahui. (QS. 2: 279-
280).  
 
Tuntunan yang dikemukakan al-Quran dan hadis memiliki latar 
belakang  masyarakat Arab abad VII M (Shihab, 2009: 53), termasuk di 
dalamnya kegiatan bisnis dan perniagaan. Praktek jual beli telah ada sebelum  
al-Quran diturunkan. Jual beli dengan pembayaran tunda juga telah dilakukan 
oleh masyarakat Arab abad VII M (Zuhaili, 2006: 60). Hutang dengan 
tambahan juga terjadi pada masa itu. Menurut Abdullah Saeed (2005: 55) 
hutang pada masa Arab abad VII M terjadi untuk memenuhi kebutuhan 
mendesak kaum miskin. Ayat-ayat tentang riba dan sedekah adalah kerangka 
moral al-Quran. Konteks ayat-ayat riba menunjukkan al-Quran sedang 
menghadapi masalah riba dari sudut pandang moral bukan sudut pandang 
legal (hukum).      
Hadis juga membicarakan riba dalam sudut pandang moral. Nabi 
Muhammad  menyebut jual beli mabru>r sebagai salah satu usaha yang baik 
(al-„Asqalāni >,tt:158). Hal itu bukan jaminan semua jual beli baik dan tidak 
dilarang. Ada hal penting yang harus diperhatikan dalam praktik jual beli, 
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karena ada jual beli yang mengandung riba. Khalifah „Umar bin Khatab, 
sebagaimana dikutip oleh Sayyid Sābiq (2000: 88), pernah mengingatkan 
kepada para pedagang agar mengetahui tata cara jual beli yang benar, agar 
tidak terjerumus pada praktik riba.  
Riba dalam jual beli adalah rambu-rambu yang sering diingatkan oleh 
Nabi. Dalam beberapa hadis (al-Bukhāri >, t.th: 16, 20, 21), Nabi menyebutkan 
ada barang-barang yang hanya boleh ditukar (dijualbelikan) atas dasar 
kesamaan timbangan atau takaran dan kontan. Jika tidak demikian, maka 
praktik pertukaran tersebut adalah mengandung riba (al-Bukhāri >, t.th: 16, 20, 
21). Pertukaran mata uang boleh dilakukan manakala kontan, manakala tunda 
maka dilarang. Hadis (al-Bukhāri, t.th: 17-19) menyebut beberapa nama jual 
beli yang dilarang karena riba, menipu atau tidak jelas akibat transaksinya 
(ġ}arar). Hal ini menunjukkan bahwa riba dan perbuatan terlarang lainnya  
bisa terjadi pada praktik jual beli, meskipun al-Quran  menempatkan 
keduanya pada dua kutub yang berlawanan, yaitu menghalalkan jual beli dan 
mengharamkan riba.  
Ibnu Hajar al-„Asqalāni > (t.th.: 162) menukil hadis dari Ibnu „Umar 
yang diriwayatkan oleh Imām Ahmad, an-Nasa‟i, dan dinyatakan sahih oleh 
al-Turmużi dan Ibnu Hibban, tentang larangan melakukan dua akad dalam 
satu transaksi jual beli. Maksud hadis tersebut dijelaskan oleh Imām al-
Sya>fi’i> sebagaimana dikutip dalam Subul al-Salām (al-S}an’a>ni>, t.th: 16). Ada 
dua kemungkinan konteks hadis tersebut. Pertama, seseorang berkata, ”Saya 
jual hartaku 1000 dinar kepada anda tunai”. Setelah disetujui pembeli, lantas 
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seseorang tersebut berkata kepada pembeli, ”Saya beli kembali harta saya dari 
anda 1500 dinar dengan pembayaran tunda”. Kedua, seseorang berkata, ”Saya 
jual harta saya 1000 dinar jika kontan, atau 1500 dinar dengan jika dibayar 
tunda”. Penjelasan Imām Sya>fi’i di atas menunjukkan adanya tambahan atas 
harga pokok karena pembayaran tunda atau adanya hutang dengan tambahan 
dalam akad jual beli.  
Al-Duwalibi (1965: 12) menegaskan al-Quran dan hadis adalah 
sumber utama dalam pemikiran hukum Islam. Problem-problem hukum Islam 
yang muncul dicari jawabannya dalam kedua sumber tersebut. Perlakuan 
seorang pemikir hukum Islam (mujtahid) terhadap kedua sumber tersebut 
bervariasi sesuai dengan metode yang dipakai. Menurut al-Duwalibi>, (1965: 
9-10) ada dua  metode pemikiran hukum Islam yaitu: al-ijtiha>d al-bayāni, al-
ijtiha>d al-qiya>si dan al-ijtiha>d istis}la>h}i. Bayāni adalah metode ijtihad 
menggunakan kaidah-kaidah kebahasaan. qiya>si, adalah metode ijtihad 
menggunakan kaidah-kaidah ruh syari‟ah pada hukum-hukum yang ada 
nasnya. 
Istis}lah}i adalah metode ijtihad menggunakan ruh syari‟ah pada 
kejadian-kejadian yang tidak memiliki nas khusus. Menurut Wael B. Hallaq, 
(2001: 307-377) ada tiga aliran metodologi pemikiran hukum Islam yaitu: a. 
literalis, ia menggunakan bahasa al-Quran dan hadis sebagai tumpuan 
mencari kebenaran. b. Utilitarianisme religius, ia  menggunakan konsep 
maslahat menjadi tumpuan menemukan kebenaran, manakala ada 
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pertentangan dengan al-Quran dan Hadits. c. liberalism religius, memahami 
al-Quran dan hadis secara teks dan konteks.  
Dalam  konsep ulama‟ fikih, jual beli dikemas dalam kerangka 
formalistik hukum. Jual beli dikemas menjadi akad (kontrak). Jual beli 
dirumuskan dalam tatanan syarat,  rukun, sah, batal, hak dan kewajiban. Ada 
model jual beli yang dilarang dan ada jual beli yang diperkenankan. Konsep 
jual beli dalam fikih merujuk kepada nas} (al-Quran dan al-Hadis) dan 
menerima adat (dinamika) masyarakat. Śalabi (1964:508) menjelaskan ada 
dua jenis akad, yaitu: musammah dan ġairu musammah. Akad musammah, 
yaitu transaksi yang telah ada namanya, terutama akad yang terjadi  pada 
masa Nabi dan akad  ġairu musammah  yaitu akad  yang belum ada namanya, 
karena termasuk fenomena atau kebutuhan baru. 
Persoalan riba dalam jual beli seolah menjadi kajian yang formal 
semata. Para ulama‟ fikih menempatkan keduanya dalam posisi berlawanan. 
Jual beli adalah pertukaran harta riil dan keuntungannya (tambahan dari harga 
pokok) adalah halal, sedangkan riba adalah tambahan pada hutang piutang 
dan dinyatakan haram. Para ulama‟ fikih hanya memfokuskan pada kajian 
apakah ada tambahan pada hutang piutang dan apakah barang yang 
dipertukarkan (diperjualbelikan) adalah barang riba atau bukan. Saeed (2005: 
55) memandang para ulama‟ mengabaikan sifat dan keadaan transaksi, pihak-
pihak yang terlibat transaksi, lingkungan ekonomi yang dominan dimana 
transaksi itu terjadi dan tujuan-tujuannya. Masalah riba hanya menjadi 
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persoalan legal semata yang berupa “bentuk luar”, dan tidak memiliki 
kerangka moral.  
Saeed (2005: 60) menilai para ulama‟ modern berbeda pendapat, 
apakah riba yang diharamkan al-Quran bisa diterapkan pada bunga perbankan 
modern. Perbedaan tersebut disebabkan oleh perbedaan pemahaman riba, 
apakah lebih cenderung pada hikmahnya yaitu kezaliman atau bentuk 
legalnya yaitu tambahan atas hutang, sebagaimana terkonsep dalam fikih. 
Kelompok modernis mengarah pada kecenderungan pertama dan kelompok 
neo revivalis mengarah pada kecenderungan kedua. Interpretasi neo revivalis 
adalah penafsiran tradisional, yang memiliki pandangan bunga adalah riba. 
Saeed (2005: 72) menyimpulkan interpretasi kaum neorevivalis mendominasi 
perdebatan tentang riba.   
Syafi‟i Antonio (1999:127) menyebut akad jual beli pada masa 
modern dipakai untuk akad pembiayaan di bank syari‟ah. Antonio (1999: 
249) menjelaskan Bank syari‟ah memiliki fungsi sebagai lembaga keuangan 
yaitu,  menerima uang  dari masyarakat dan menyalurkan uang kepada 
masyarakat. Fungsi menghimpun dan menyalurkan dana masyarakat adalah 
kewajiban bank syari‟ah, menurut Undang-undang RI Nomor 21, 2008, 
(Pasal. 4.7). Bank Syari‟ah memiliki kegiatan usaha yang diatur undang-
undang, diantaranya menyalurkan pembiayaan berdasarkan akad jual beli 
mura>bahah, akad jual beli salam, akad jual beli istis}na>’ atau akad lain yang 
tidak bertentangan dengan syari‟ah menurut Undang-undang RI Nomor 21, 
2008, (Pasal 18.d). 
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Transaksi pembiayaan jual beli di bank syari‟ah dituangkan dalam 
akad. Ia berupa kesepakatan tertulis antara bank syari‟ah dan pihak lain yang 
memuat hak dan kewajiban masing-masing sesuai prinsip syari‟ah  enurut 
Undang-undang RI Nomor 21, 2008 (Pasal. 1.7) ank syari‟ah dilarang 
melakukan kegiatan usaha yang bertentangan dengan prinsip syari‟ah 
(Undang-undang RI Nomor 21, 2008: Ps. 24.a). Jenis usaha yang sesuai 
dengan prinsip syari‟ah telah diatur dalam fatwa DSN-MUI dan dituangkan 
dalam undang-undang Perbankan Syari‟ah Republik Indonesia. Usaha 
dimaksud menggunakan akad-akad syari‟ah. Kegiatan usaha dan produk bank 
syari‟ah seperti bank pada umumnya tetapi disesuaikan dengan akad-akad 
syari‟ah, sehingga nampak ada prosedur dan kontrak yang berbeda dengan 
bank pada umumnya.    
Bank Syari‟ah di Indonesia masih dalam koridor lembaga keuangan, 
dimana produk dan pelayanannya adalah seputar jasa keuangan. Menurut 
Undang-undang RI Nomor 21, 2008, (Pasal. 1.19), nasabah penerima fasilitas 
pembiayaan adalah nasabah yang menerima fasilitas dana atau yang 
dipersamakan dengan itu, berdasarkan prinsip syari‟ah. 
Dalam Undang-undang RI Nomor 21, 2008, (Pasal. 1.25), pembiayaan adalah 
penyediaan dana atau tagihan yang dipersamakan dengan itu berupa: a. 
transaksi bagi hasil dalam bentuk mudarabah dan musyarakah, b. transaksi 
sewa-menyewa dalam bentuk ijarah atau sewa beli dalam bentuk ijarah 
muntahiyyah bittamlik, c. transaksi jual beli dalam bentuk piutang 
murabahah, salam, istisna’, d. transaksi pinjam meminjam dalam bentuk 
piutang qard; dan e. transaksi sewa menyewa jasa dalam bentuk ijarah untuk 
transaksi multi jasa berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara bank 
syari‟ah dan /atau UUS dan pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai 
dan / atau diberi fasilitas dana untuk mengembalikan dana tersebut setelah 
jangka waktu tertentu dengan imbalan, ujrah, tanpa imbalan, atau bagi hasil. 
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Formula jual beli dalam fikih, dipilih oleh Dewan Syari‟ah Nasional 
(selanjutnya ditulis DSN-MUI) untuk merombak sistem bunga bank, namun 
tidak mengadopsi seluruhnya. Dalam konteks jual beli fatwa DSN-MUI 
(2006: 24-27) merumuskan nasabah penerima pembiayaan menjadi pembeli 
barang dan bank syari‟ah sebagai penjual barang. Mekanisme yang digunakan 
dalam transaksi jual beli pada bank syari‟ah mirip dengan mekanisme 
perbankan sebagaimana lazimnya. Bank syari‟ah melepas uang kepada calon 
nasabah untuk membeli barang atas nama bank dengan akad waka>lah.  
Akad jual beli mur>abah}ah dilakukan setelah barang menjadi milik 
bank syari‟ah. Pembayaran harga beli mur>abah}ah menggunakan model 
cicilan/angsuran dengan  tambahan/keuntungan atas harga pokok barang. 
Keuntungan bank syari‟ah berupa selisih harga beli dan harga jual yang 
disepakati dalam  jual  beli. Adi Warman Karim (2003: 110) berpendapat 
keuntungan yang disepakati bisa  dinyatakan  dalam  bentuk  prosentase atas 
harga pokok barang. Bank syari‟ah bisa meminta keuntungan atas modal 
pembelian yang ia keluarkan. Prosentase keuntungan bisa juga dikaitkan 
dengan jangka waktu pembayaran. Bank syari‟ah juga diperkenankan 
memasukkan biaya dalam komponen modal. DSN-MUI tidak menerangkan 
lebih rinci tentang biaya dalam pembelian barang. 
Sesuatu yang ada dalam konsep jual beli fikih, namun belum nampak 
dalam transaksi jual beli di bank syari‟ah adalah khiya>r (hak memilih). Nabi 
memberi tuntunan, dalam jual beli ada khiya>r (al-Asqala>ni, t.th., 169). Khiya>r 
diberikan kepada kedua belah pihak yang melakukan jual beli, untuk menjaga 
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kepentingan kedua belah pihak agar tidak terjadi “penipuan”. Zuhaili ( : 
3516) memasukkan khiya>r dalam syarat akad la>zim. Akad masuk kategori 
la>zim, jika tidak ada khiya>r lagi, artinya kedua belah pihak telah memastikan 
maksudnya dan saling menyepakati maksud kedua belah pihak. Manakala 
kedua belah pihak telah sepakat (memilih meneruskan jual beli), maka  kedua 
belah pihak tidak bisa membatalkan atau menggugurkan akad yang 
disepakati. Khiya>r nampaknya sulit diakomodir dalam akad jual beli di bank 
syari‟ah, karena bank syari‟ah menggunakan janji beli sebelum akad. 
Fatwa DSN-MUI penting dikaji, karena ia adalah salah satu produk 
pemikiran hukum Islam yang memiliki keunikan, yaitu sebagai sumber 
hukum yang wajib diakses oleh regulator bank syari‟ah di Indonesia. 
Kesyari‟ahan Bank Syari‟ah ditentukan oleh seberapa taat ia pada ketentuan 
fatwa DSN-MUI (2006: 426-427). Produk pemikiran hukum Islam menurut 
Rofiq, (2000: 98) ada empat, yaitu: fikih, keputusan hakim pengadilan, fatwa 
dan perundang-undangan. Keempat produk pemikiran tersebut memiliki 
kekhasan dan wilayah operasi masing-masing.  Fatwa DSN-MUI adalah 
termasuk kelompok fatwa dan memiliki kelebihan dibanding fatwa lain yang 
dikeluarkan oleh lembaga keagamaan maupun perorangan dari sisi adanya 
kewajiban untuk dirujuk.    
Bank Syari‟ah tunduk pada aturan dua lembaga secara komplementer, 
yaitu: Peraturan Bank Indonesia dan Fatwa DSN-MUI. Hal itu diatur dalam 
Undang-undang RI Nomor 21, 2008, (Pasal. 1.7) tentang Perbankan Syari‟ah. 
Bank Syari‟ah adalah bank yang menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan 
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prinsip syari‟ah. Prinsip syari‟ah yang dimaksud, dijelaskan dalam pasal 1.12, 
adalah prinsip hukum Islam dalam kegiatan perbankan berdasarkan fatwa 
yang dikeluarkan oleh lembaga yang memiliki kewenangan dalam penetapan 
fatwa di bidang syari‟ah. Lembaga yang memiliki kewenangan dalam 
penetapan fatwa di bidang syari‟ah yang dimaksud, dijelaskan dalam pasal 
26.2, adalah Majelis Ulama‟ Indonesia. Menurut Undang-undang RI Nomor 
21, 2008 (Pasal 26.3) Fatwa DSN-MUI tentang bank syari‟ah dituangkan 
dalam Peraturan Bank Indonesia. 
 Barlinti (2010: 143) memandang fatwa DSN-MUI muncul sebagai 
respons atas persoalan kekinian tentang ekonomi Islam, terutama yang 
berkaitan dengan lembaga keuangan  syari‟ah,  khususnya perbankan 
syari‟ah, mengingat sebagian besar fatwa yang dikeluarkan  berkaitan dengan 
persoalan sistem syari‟ah  pada perbankan syari‟ah. Kehadiran fatwa DSN-
MUI adalah kebutuhan para praktisi ekonomi syari‟ah dalam melakukan 
kegiatan transaksi, khususnya di lembaga keuangan syari‟ah (LKS). Alasan 
DSN-MUI mengeluarkan fatwa-fatwa tentang jual beli pada bank syari‟ah 
adalah: pertama, kebutuhan masyarakat atas suatu barang yang difasilitasi 
oleh LKS harus sesuai dengan syari‟ah. Alasan ini ada pada fatwa 
mura>bah}ah, salam, ija>rah.  
Kedua, adanya kegiatan-kegiatan  lanjutan  sebagai rangkaian proses dari 
kegiatan produk usaha LKS juga harus sesuai syari‟ah. Alasan ini ada pada 
fatwa uang muka dalam mura>bah}ah dan diskon dalam mura>bah}ah sebagai 
rangkaian  kegiatan  produk mura>bah}ah.  Fatwa DSN-MUI muncul setelah 
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lembaga keuangan syari‟ah (LKS) beroperasi di Indonesia. Bank syari‟ah 
telah beroperasi mulai tahun 1992, perusahaan asuransi syari‟ah mulai 
beroperasi  tahun 1994 dan pasar modal syari‟ah mulai beroperasi tahun 1997  
Fatwa DSN-MUI pertama muncul pada tahun 2000.  
Barlinti (2010: 144) menjelaskan Semua LKS memiliki Dewan 
Pengawas Syari‟ah (selanjutnya ditulis DPS) sebagai kelengkapan 
kelembagaan, yang berfungsi mengawasi dan memberi fatwa tentang 
persoalan kesyariahan produk LKS. Fatwa yang dikeluarkan masing-masing 
DPS bersifat mengikat terbatas. Artinya fatwa DPS di suatu LKS hanya 
mengikat LKS dimaksud, sedangkan LKS yang lain tidak terikat dengan 
fatwa DPS pada LKS lainnya.   Keterbatasan ikatan fatwa DPS tersebut 
melahirkan kebutuhan adanya lembaga fatwa yang menjadi  acuan  kegiatan 
LKS secara nasional, maka dibentuklah DSN-MUI, sebagai bagian dari 
kelembagaan MUI yang fokus memberi fatwa tentang persoalan kegiatan 
ekonomi di Indonesia yang sesuai syari‟ah. DSN-MUI (2006: 426-427) 
memutuskan fatwa DSN-MUI  menjadi landasan bagi ketentuan atau 
peraturan Bank Indonesia dan Departemen Keuangan Republik Indonesia. 
Makruf Amin (2008: 267-272) menjelaskan pendekatan MUI dalam 
memutuskan fatwa. Pendekatan dimaksud juga digunakan oleh DSN-MUI. 
Tiga pendekatan dimaksud yaitu: pendekatan nas} qat }’i, pendekatan qauli dan 
pendekatan manhaji. Pendekatan pertama, dilakukan dengan berpegang 
kepada nas} al-Quran atau hadis untuk suatu masalah yang terdapat dalam al-
Quran atau  hadis secara jelas. Dalam hal permasalahan yang dikaji tidak 
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terdapat secara jelas ketentuannya dalam al-Quran atau  hadis, maka 
dilakukan dengan pendekatan qauli dan manhaji. Pendekatan qauli artinya 
pendekatan dalam proses penetapan fatwa dengan mendasarkannya pada 
pendapat para imam mazhab dalam kitab fikih mu’tabarah. Ia dilakukan 
dalam hal masalah yang dikaji, dibahas di kitab-kitab mu’tabarah, dan hanya 
ada satu pendapat dengan catatan kajian di dalamnya masih relevan.  
Dalam hal kajian dalam kitab tersebut tidak relevan lagi karena 
beberapa hal, maka dilakukan kajian ulang. Artinya manakala teks-teks 
pendapat hukum dalam kitab mu’tabarah tidak mencukupi, maka fatwa 
diputuskan dengan pendekatan lainnya, yaitu manhaji. Pendekatan manhaji 
adalah pendekatan yang menggunakan  kaidah usu>liyyah, fiqhiyyah dan 
kaidah-kaidah yang biasa dipakai para ulama‟ terdahulu.  Pendekatan manhaji 
dilakukan secara kolektif (ijtiha>d jama’i), dengan menggunakan cara tarji>h} 
(memilih pendapat yang paling kuat, diantara beberapa pendapat ulama‟), 
ilha>q (mempertemukan berbagai pendapat ulama‟) dan istinba>t} (menggali 
hukum). 
Fatwa DSN-MUI telah ada sejak tahun 2000 dan selalu bertambah 
sesuai dengan persoalan kekinian yang muncul. DSN-MUI (2011: 21-25) 
sampai  dengan tahun 2011 telah mengeluarkan 82 fatwa. Fatwa yang 
dikhususkan untuk  perbankan  syari‟ah lebih banyak dibandingkan fatwa 
yang dikhususkan  untuk lembaga  keuangan  lainnya. Fatwa yang paling 
banyak adalah fatwa umum, artinya tidak dikhususkan untuk lembaga 
keuangan tertentu. DSN-MUI lebih lebih memandang isi dan persoalan 
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hukum suatu kontrak transaksi, dibandingkan  persoalan di mana transaksi 
tersebut dilakukan. Lembaga bank dan non bank bisa melakukan akad jual 
beli. Bank dan pegadaian bisa melakukan akad gadai. Kenyataan tersebut 
membuat fatwa DSN-MUI lebih fleksibel diterapkan di lembaha keuangan 
maupun bisnis syari‟ah.  
Fatwa tentang teknis  jual beli di perbankan syari‟ah (terutama  
mura>bah}ah)  adalah fatwa paling  lengkap dan variatif dibanding fatwa 
tentang akad lainnya. Fatwa tentang akad jual beli paling lengkap karena 
mencakup berbagai hal tentang pelaksanaan jual beli  yang  meliputi prosedur  
jual beli yang dipakai, waka>lah,  jenis-jenis jual beli yang bisa dilakukan, 
uang muka dalam jual beli, agunan/jaminan dalam akad jual beli, potongan  
waharga dalam pelunasan jual beli, denda, penjadwalan ulang angsuran jual 
beli dan penyelesaian hutang mura>bah}ah. 
Fatwa-fatwa DSN-MUI tentang jual beli tidak berurutan munculnya 
dan masing-masing fatwa hanya membahas satu persoalan saja. Ia merentang 
dari fatwa tahun 2000 sampai dengan 2005. Satu fatwa  menjawab satu 
bagian persoalan jual beli di lembaga keuangan syari‟ah. Satu fatwa memiliki 
keterkaitan  dengan fatwa lainnya karena memutuskan persoalan dalam tema 
akad yang sama. Misalnya mura>bah}ah melekat pada bebrapa nama fatwa 
yang terpisah-pisah, seperti diskon mura>bah}ah, potognan pelunasan 
mura>bah}ah, uang muka mura>bah}ah dan fatwa mura>bah}ah yang membahas 
tata cara mura>bah}ah.   
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Fatwa jual beli DSN-MUI (2006: 24-27)  menata jual beli dengan pola 
penyediaan fasilitas dana bank syari‟ah untuk nasabah. Jual beli antara bank 
syari‟ah dengan nasabah  menggunakan jual beli pesanan (janji pembelian). 
Calon nasabah bisa diminta uang muka dan jaminan saat menandatangani 
janji jual beli. Manakala nasabah menolak membeli, maka uang muka yang 
telah dibayarkan menjadi pengganti kerugian bank. Jika jumlah uang muka 
lebih kecil dari kerugian bank syari‟ah maka bank syari‟ah boleh meminta 
sisa kerugiannya dan nasabah wajib memenuhinya..   
Bank syari‟ah wajib membeli pesanan barang nasabah. Bank syari‟ah 
membiayai sebagian atau seluruh harga pembelian barang yang telah 
disepakati kualifikasinya. Bank syari‟ah membeli barang yang diperlukan 
nasabah atas nama bank syari‟ah. Bank syari‟ah boleh mewakilkan pembelian 
barang dari pihak ketiga kepada calon nasabah. Bank syari‟ah kemudian 
menjual barang tersebut kepada nasabah dengan mengambil keuntungan atas 
harga pokok dan biaya pembelian. Nasabah membayar harga barang yang 
telah disepakati pada jangka waktu tertentu yang disepakati. 
Fatwa DSN-MUI (2006: 24-27) menjelaskan harga barang yang 
disepakati adalah hutang nasabah. Nasabah boleh menjual barang yang belum 
lunas pembayarannya, dengan tetap berkewajiban melunasi hutangnya pada 
bank syari‟ah. Ia tidak wajib segera melunasi seluruh hutangnya, setelah 
menjual barang tersebut, dan manakala rugi dalam penjualan, ia tidak boleh 
memperlambat angsuran atau meminta kerugiannya diperhitungkan. 
Prinsipnya barang yang telah dibeli adalah milik pembeli. Hutang pembeli 
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tidak membatasi haq al-mutlaq (hak absolut) pembeli atas barang yang ia 
beli. 
Fatwa jual beli DSN-MUI (2006: 27) memberi landasan moral dalam 
penagihan hutang. Nasabah yang dinyatakan pailit dan gagal bayar hutang, 
bank syari‟ah harus menunda penagihan hutangnya, sampai ia sanggup 
membayar berdasarkan kesepakatan. Fatwa jual beli DSN-MUI (2006: 99) 
Nasabah yang tidak/belum mampu membayar disebabkan force majeur tidak 
boleh dikenai sanksi. Sanksi hanya boleh diberikan kepada nasabah yang 
mampu tetapi menunda-nunda pembayaran. Dana yang berasal dari denda 
diperuntukkan sebagai dana sosial. 
Harga yang telah disepakati tidak boleh bertambah tetapi bisa 
berkurang. Diskon harga dari supplier adalah hak nasabah (DSN-MUI, 2006: 
94-95). Nasabah yang melunasi pembayaran tepat waktu atau lebih cepat 
boleh diberi potongan harga, asal tidak diperjanjikan (DSN-MUI, 2006: 144). 
Penjadwalan ulang pembayaran hutang (rescheduling) boleh dilakukan oleh 
LKS dengan tidak menambah jumlah tagihan yang tersisa, dan beban biaya 
rescheduling adalah biaya riil (DSN-MUI, 2006: 359). Moralitas pembayaran 
hutang yang dirumuskan DSN-MUI menjadi salah satu perbaikan pada 
transaksi hutang-piutang di lembaga keuangan di Indonesia.  
Hal yang menarik perhatian penulis dalam fatwa jual beli di atas 
adalah adanya ketentuan-ketentuan fatwa yang secara eksplisit berbeda 
dengan sistem bunga dalam konteks transaksi bank syari‟ah, seperti larangan 
meminta tambahan harga karena rescheduling, larangan meminta denda 
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keterlambatan pembayaran, bank wajib memberi tenggang waktu terhadap 
nasabah yang mengalami penurunan kemampuan membayar. Ketentuan fatwa 
DSN-MUI tersebut nampak berusaha meniadakan riba dalam praktek 
perbankan syari‟ah, dengan mengatur tambahan dan denda pada akad jual 
beli. 
Para ulama‟ sepakat keharaman riba yang terjadi pada dua hal; jual 
beli dan sesuatu yang ada pada tanggungan, baik berupa jual beli, pesanan 
atau yang lain. Riba pada tanggungan ada dua jenis, yaitu: a. riba jahiliyah 
yaitu kedua belah pihak sepakat menunda pembayaran  hutang  dengan  
memberi  tambahan. b. menunda, riba pada jual beli terjadi pada dua hal 
yaitu; tambahan dan penundaan (Rusyd, t.th.: 96). Tambahan dan penundaan 
dilarang pada jual beli barang-barang ribawi yang sejenis, sedangkan pada 
barang non ribawi tambahan dan penundaan pembayaran atau penundaan 
serahterima barang diperkenankan.pertukaran barang ribawi yang tidak 
sejenis boleh ada tambahan tetapi tidak boleh ada penundaan (kontan). 
Pokok persoalan jual beli di bank syari‟ah bersumber dari karakter 
bank yang identik dengan penundaan pembayaran disertai tambahan. Pada 
konsep fikih jual beli, penundaan pembayaran dengan disertai tambahan 
berpotensi menimbulkan riba, karena dalam konteks tersebut tergabung dua 
akad yaitu jual beli dan hutang. Kamal Musa (t.th.: 253) menerangkan 
definisi riba menurut mazhab H}ana>fi dan mazhab Sya>fi’i. Riba menurut 
mazhab H}ana>fi  adalah tambahan tanpa „iwad} (ganti sebanding) dalam 
pertukaran harta dengan harta.  
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Menurut pendapat mazhab Sya>fi’i  riba adalah akad „iwad khusus 
yang tidak diketahui kesepadanannya dalam standar syari‟ah pada saat akad, 
atau disertai pengunduran waktu pertukaran keduanya atau salah satunya. 
Kedua definisi tersebut berpijak pada dasar adanya tambahan dan atau 
pengunduran waktu pertukaran sebagai penentu ada atau tidaknya riba. 
Definisi ulama‟ mazhab di atas berbeda dengan pandangan kaum modernis 
yang melihat keharaman riba ada pada kezalimannya, bukan semata-mata 
tambahannya. Mereka diantaranya adalah Fazlurrahman, Muhammad Asad, 
Sa‟id al-Najjar, dan Abdul Mun‟im al-Namr (Saeed, 2005: 62-64). Rasyid 
Rid}a (1326 H103: 90-91) berpendapat „illat riba adalah kezaliman.  
 Saeed (2005: 125) menyimpulkan penambahan keuntungan pada 
harga jual di bank syari‟ah masih debatable apakah ia sebagai time value of 
money yang diartikan sebagai tambahan tanpa „iwad} dan termasuk riba atau 
economic value of money yang berarti ada „iwad dalam tambahan tersebut dan 
termasuk halal. Ada dua kubu pemikiran tentang penerapan prinsip transaksi 
dalam hukum Islam pada bank syari‟ah. Pertama, dikemukakan oleh pemikir 
ekonomi Islam diantaranya Adiwarman Karim (2005: 113) mendukung dan 
yakin dengan didukung argumentasi bahwa bank syari‟ah  mampu 
menghindari riba dengan menerapkan formula jual beli. Kedua, dikemukakan 
oleh kritikus bank syari‟ah diantaranya Abdullah Saeed (2003: 145) 
menganggap bank syari‟ah gagal menghindari larangan riba dengan formula 
jual beli.    
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Penulis memandang ada problem  normatif hukum dan filosofi moral 
dalam fatwa jual beli di bank syari‟ah. Kegelisahan akademik muncul dalam 
beberapa pertanyaan sebagai berikut:   
1. Bank syari‟ah yang didesain untuk hanya mengeluarkan uang bukan 
barang harus berfungsi sebagai penjual barang. Bagaimana jual beli 
didesain/ditata?.   
2. Ketika khiya>r tidak masuk dalam mekanisme jual beli dan diganti dengan 
janji beli, masihkah jual beli di bank syari‟ah memenuhi moral jual beli?.   
3. Bank syari‟ah adalah lembaga bisnis yang menghasilkan keuntungan dari 
setiap aktifitas bisnisnya dan ia dibatasi oleh  hukum  dan  moral sesuai 
prinsip-prinsip transaksi dalam hukum  Islam yaitu larangan riba, gara>r, 
menjual barang haram dan syarat-syarat yang mengarah kepada riba dan 
gara>r. Bank syari‟ah menarik keuntungan dengan menerapkan 
menambahkan keuntungan pada harga perolehan, bahkan menggunakan 
prosentase dari harga perolehan. Apakah hal tersebut   tidak melanggar 
prinsip-prinsip transaksi dalam hukum Islam?.  
4. Teknis pengembalian pembiayaan  di bank syari‟ah menggunakan cara 
pembayaran  tunda  dan cicilan. Bagaimana hal itu  disesuaikan dengan 
prinsip-prinsip transaksi dalam Islam?.   
Permasalahan yang timbul dari latar belakang di atas adalah 
bagaimana DSN-MUI menghindari sejumlah larangan dalam transaksi jual 
beli?. Legal formal dalam tata cara kontrak sangat kelihatan. Moralias jual 
beli belum knsisten dirumuskan. Di sisi lain muncul aturan pasca kontrak 
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yang permisif yang bisa menimbulkan tidak konsisten pada akad. Oleh karena 
itu disertasi ini akan mengarah pada analisis normatif-filosofi hukum Islam 
atas fatwa DSN-MUI tentang jual beli pada bank syari‟ah. Seberapa kuat 
fatwa DSN-MUI menegakkan normatifitas maupun moralitas jual beli dan 
seberapa besar fatwa DSN-MUI mengakomodir kebutuhan pelaku bisnis 
perbankan yang tidak bisa melakukan jual beli langsung. 
 
B. Rumusan Masalah 
Berdasarkan latar belakang masalah di atas, Fokus permasalahan 
dalam disertasi ini dibatasi dalam dua  rumusan masalah, yaitu:  
1. Bagaimana DSN-MUI merumuskan penggunaan prinsip jual beli dalam 
produk pembiayaan bank syari‟ah, apakah semata-mata reproduksi 
pemikiran fikih atau ada inovasi baru dalam  ijtihad hukum Islam?. 
2. Bagaimana DSN-MUI menempatkan prinsip-prinsip transaksi dalam 
hukum Islam  berupa larangan menjual barang haram, riba, garar dan 
syarat yang mengarah kepada riba dan garar dalam fatwa jual beli pada 
bank syari‟ah. Apakah  sebatas normatif-formal atau memperhatikan aspek 
filosofis-substantif? 
 
C. Tujuan Pembahasan 
Pembahasan konsep jual beli DSN-MUI dalam disertasi ini memiliki 
tujuan sebagai berikut; 
21 
1. Menemukan konsep DSN-MUI dalam menetapkan fatwa-fatwa tentang 
jual beli dalam kerangka ijtihad hukum Islam, berupa hasil reproduksi 
fikih dan hasil inovasi baru. 
2. Mengkritisi fatwa jual beli DSN-MUI dari sudut pandang normatif dan 
filosofis. 
 
 
D. Signifikansi Penelitian 
Kajian  tentang jual beli di  bank syari‟ah, umumnya dilakukan dari 
sisi pelaksanaan, prosedur dan hukumnya, atas dasar data-data yang di dapat 
dari praktek jual beli di bank syari‟ah. Siti Mujibatun (2005: 185-188) 
misalnya, melakukan kajian terhadap jual beli di bank syari‟ah dan 
menyimpulkan bahwa jual beli di bank syari‟ah  adalah h}i>lah untuk 
menghindari riba, yang secara substansi tidak berbeda dengan produk leasing, 
yang menggunakan  bunga. Penelitian ini tidak membahas jual beli dari fatwa 
DSN-MUI secara utuh, tetapi lebih banyak melihat sisi cara transaksinya, 
belum sampai mempertimbangkan ketentuan tentang moral dalam 
penyelesaian masalah pembayaran. 
Ali Murtadho (2011: 147-148) menyimpulkan, ada perbedaan antara 
prinsip transaksi jual beli dan sewa di bank syari‟ah dengan jual beli dan sewa 
pada masa Rasul.  Pada masa Rasul jual beli dan sewa dilaksanakan atas 
dasar kebutuhan riil barang dan jasa, sedangkan di bank syari‟ah didasarkan 
atas kebutuhan pembiayaan pengadaan barang. Prinsip jual beli di bank 
syari‟ah diambil dari pemikiran para penggagas bank syari‟ah dan Undang-
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undang tentang bank syari‟ah. Dalam membahas jual beli dan sewa di bank 
syari‟ah,  penelitian ini tidak banyak melibatkan fatwa DSN-MUI. Menurut 
penulis, masih terjadi jarak antara jual beli  yang  seharusnya (ideal) menurut 
konsep fatwa DSN-MUI dengan pelaksanaan di perbankan syari‟ah.  
Jarak tersebut lebih disebabkan karena perbedaan penerapan jual beli. 
Fikih menerangkan jual beli secara umum. Konsep fikih tersebut sering 
dijadikan rujukan para peneliti. Bank syari‟ah melaksanakan jual beli dalam 
konteks lembaga keuangan, karena ia sejatinya bukan penyedia barang, ia 
adalah lembaga keuangan dengan seperangkat sistem dan  mekanismenya. 
Dalam konteks ini, fatwa DSN-MUI merumuskan hal baru tentang jual beli 
dengan menerangkan dan memandu bagaimana bertransaksi melalui lembaga 
keuangan  yang benar menurut prinsip-prinsip transaksi dalam hukum Islam. 
Kajian secara utuh dan kritis terhadap fatwa DSN-MUI tentang jual beli 
nampaknya belum menjadi perhatian para peneliti atau penulis, terutama 
dalam melihat sisi hukum dan moral yang telah dituangkan dalam fatwa 
tersebut.   
Disertasi ini ingin mengungkap sesuatu yang belum banyak 
diperhatikan oleh peneliti lain berupa kajian utuh dan kritis atas konsep jual 
beli di bank syari‟ah. Jual beli yang dirumuskan dalam fikih tidak 
memungkinkan diterapkan begitu saja dalam konteks perbankan syari‟ah. 
Penulis menduga ada modifikasi yang dilakukan oleh fatwa DSN-MUI. 
Konsep jual beli pada transaksi pembiayaan di bank syari‟ah memiliki 
perbedaan dengan rumusan yang telah ada di fikih, maupun sistem perbankan 
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konvensional. Penulis akan mencari sesuatu yang bersifat reproduksi dan 
inovasi dalam fatwa DSN-MUI tentang jual beli. Hasil ijtihad DSN-MUI 
akan penulis kritisi dari sudut pandang normatif dan filosofis hukum Islam. 
Disertasi ini diharapkan akan memberi manfaat sebagai berikut: 
1. Mengembangkan ilmu syari‟ah, khususnya fikih kontemporer. 
Problematika bank syari‟ah adalah problem kemodernan yang menuntut 
Ilmu syari‟ah berperan penting di dalamnya. Pengembangan ilmu syari‟ah 
menjadi keharusan untuk dapat melaksanakan tuntutan kemodernan. 
2. Memberi masukan kepada DSN-MUI. Sebagai lembaga fatwa yang 
memiliki otoritas di Indonesia, DSN-MUI sepatutnya membutuhkan opini 
akademis dari luar DSN-MUI. Hal itu perlu untuk melengkapi pendekatan 
yang digunakan dan menyempurnakan produk ijtihad. Hukum Islam 
menyandingkan moral dan hukum, manakala produk hukum Islam masih 
memiliki kekurangan  maka perlu penyempurnaan. 
3. Memberi pencerahan atas “ketegangan” yang ditimbulkan oleh perbedaan 
dalam memahami bank syari‟ah yang menggunakan dasar konsep fikih 
muamalah dan memberi analisis atas hal-hal yang telah diputuskan dalam 
fatwa DSN-MUI, yang dirasa masih lemah secara normatif dan filosofis. 
 
E. Telaah Pustaka 
Beberapa penelitian dan tulisan ilmiah tentang fatwa DSN-MUI 
maupun jual beli telah penulis temukan. Ada dua penelitian dalam bentuk 
disertasi, satu tesis dan satu penelitian yang penulis telaah. 
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1. Disertasi Hasanuddin (2007: 1-25) dengan judul “Konsep dan Standar 
Multi Akad atwa DSN-MUI 2000-2006” di Sekolah Pasca Sarjana UIN 
Syarif Hidayatullah Jakarta tahun 2007. Fokus penelitiannya adalah akad-
akad yang melibatkan lebih dari satu akad dalam transaksi lembaga 
keuangan syari‟ah. Obyek penelitian tersebut berbeda dengan obyek 
penelitian ini, yaitu akad jual beli yang tidak masuk kategori multi akad. 
Dalam penelitian tersebut fatwa-fatwa multi akad mendapat 
sorotan dari dua sisi yaitu konsep dan standar. Kerangka berpikir yang 
dibangun adalah merujuk kepada pemikiran modern bahwa multi akad  
adalah pilihan dalam melaksanakan transaksi modern di bank syari‟ah. 
Multi akad memiliki problem dengan landasan normatif  jual beli, untuk 
itu dalam penelitian tersebut juga menelaah standar yang dipakai DSN-
MUI, apakah standar yang dipakai melanggar ketentuan syari‟ah atau 
tidak. 
Dalam penelitian ini, penulis menggunakan kerangka berpikir 
hukum Islam dengan perspektif legal dan moral serta menunjukkan adanya 
konflik dan ketegangan dalam perumusan hukum Islam. Penelitian ini 
akan menyimpulkan adopsi dan ijtihad fatwa DSN-MUI atas pemikiran 
ulama‟ fikih dan menghasilkan analisis normatif-filosofi hukum Islam atas 
hasil ijtihad DSN-MUI tentang jual beli di bank syari‟ah. 
2. Disertasi dan telah dibukukan karya Yeni Salma Barlinti (2010: 23) 
dengan judul “Kedudukan Fatwa DSN dalam Sistem Hukum Nasional” di 
Universitas Indonesia Jakarta tahun 2010. Fokus penelitiannya adalah 
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Kedudukan fatwa dalam sistem hukum nasional. Fokus penelitian tersebut 
tidak membahas substansi isi fatwa, tetapi keberlakuan fatwa dalam sistem 
hukum, misalnya perannya sebagai materi regulasi yang disusun oleh 
regulator lembaga keuangan di Indonesia dan menjadi hukum materi pada 
sengketa syari‟ah di pengadilan agama.  
Fokus kajian tersebut berbeda dengan fokus penelitian yang akan 
dikerjakan penulis, dimana fokus kajiannya adalah substansi fatwa berupa 
konsep dan ketentuan beberapa fatwa dalam fatwa DSN-MUI tentang jual 
beli dan dasar pertimbangan teori apa yang dipakai dalam fatwa DSN-
MUI, khususnya tentang jual beli, untuk mendapatkan hal yang baru, beda 
dan berkait dalam konsep tersebut. Kerangka teori yang digunakan dalam 
penelitian Barlinti adalah teori hukum, sedangkan yang dipakai oleh 
penulis adalah teori hukum Islam. 
Ada perbedaan mendasar antara penelitian di atas dengan 
penelitian yang akan dikerjakan penulis, yaitu pada ranah keilmuannya. 
Penelitian Barlinti dalam ranah hukum, yaitu posisi sebuah pemikiran 
hukum Islam dalam sistem hukum nasional sedangkan penulis dalam 
kerangka hukum Islam, yang menempatkan fatwa sebagai hasil ijtihad 
yang patut dipahami sekaligus dianalisis. Fatwa DSN-MUI tentang jual 
beli adalah hasil ijtihad kemodernan. Penulis menganalisis isi fatwa DSN-
MUI tentang jual beli menggunakan pendekatan normatif-filosofi hukum 
Islam   
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3. Tesis “Landasan Normatif Akad Mura>bah}ah dalam Produk Market Bank 
Syari‟ah”, oleh Siti Mujibatun (2005: 1-8), Program Pasca Sarjana IAIN 
Walisongo. Penelitian di atas fokus pada pencarian landasan normatif atas 
penggunaan akad mura>bah}ah di bank syari‟ah. Obyek yang diteliti adalah 
beberapa pemikiran ulama‟ fikih dan konsep-konsep yang disusun para 
penggagas bank syari‟ah. Apakah akad mura>bah}ah yang dipraktekkan di 
bank syari‟ah ada dalam nas} atau tidak. Jika tidak maka didasarkan pada 
sumber apa praktek mura>bah}ah tersebut?. Apakah mura>bah}ah yang 
dilaksanakan di bank syari‟ah telah sesuai dengan konsep jual beli yang 
benar dalam hukum Islam?. 
Penelitian tersebut menyimpulkan bahwa mura>bah}ah tidak 
memiliki landasan nas} tafsili (khusus), tetapi merujuk pada nas}  umum jual 
beli. Mura>bah}ah di bank syari‟ah adalah salah satu model h}i>lah. Ia 
merupakan penghindaran formal dari larangan riba. Hal itu dilakukan oleh 
bank syari‟ah untuk menghindari model pinjaman uang semata dalam 
transaksi perbankan. Mura>bah}ah di bank syari‟ah mengacu pada sistem 
perbankan konvensional dan  leasing atau jual beli kredit. Bank syari‟ah 
dan bank konvensional tidak ada perbedaan yang signifikan.   
Temuan penelitian di atas (Siti Mujibatun, 2005: 183-189) menjadi 
pijakan penulis untuk menganalisis konsep jual beli dalam fatwa DSN-
MUI yang menjadi landasan syari‟ah transaksi bank syari‟ah. Apakah 
h}i>lah menunjukkan adanya hal baru dan beda dalam konsep jual beli fatwa 
DSN-MUI tentang jual beli. Apakah dalam Fatwa DSN-MUI ada 
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keterkaitan antara moral dan hukum dalam konsep jual beli fatwa DSN-
MUI. Oleh karena itu penulis mengarahkan disertasi ini untuk mencari hal-
hal baru, beda dan berkait antara fatwa DSN-MUI dengan pemikiran 
ulama‟ fikih dan berusaha menemukan kelemahan konsep jual beli yang 
ada di fatwa DSN-MUI tentang jual beli dalam perspektif normatif-filosofi 
hukum Islam. 
4. Laporan Penelitian Individu “Analisa Komparatif Antara Akad Jual Beli 
dan Sewa yang dilegitimasi pada Masa Rasulullah & yang Diaplikasikan 
pada Perbankan Syari‟ah” oleh Dr. Ali Murtadho, M.Ag (2011: 1-10), 
Puslit IAIN Walisongo tahun 2011. Penelitian tersebut dilatarbelakangi 
oleh adanya label “syari‟ah” dalam penyebutan nama perbankan seperti 
BNI Syari‟ah, Bank Syari‟ah Mandiri, BRI Syari‟ah, dll. Hal itu dipertegas 
dengan branding “Islamic Banking” (iB) pada setiap produk yang 
dikeluarkan bank syari‟ah seperti iB Tabungan mud}a>rabah. Keberadaan 
bank syari‟ah dan produknya dimaksudkan sebagai pengganti sistem 
konvensional yang dianggap melakukan praktek bunga yang dipahami 
sebagai riba yang dilarang oleh Islam.  
Model bisnis dan sistem yang digunakan disandarkan kepada 
tradisi Rasul dan nas}  al-Quran dan hadis. Fokus penelitian tersebut 
(Murtadho, 2011: 14-20) adalah pemikiran para penggagas bank syari‟ah 
dan ketentuan operasional bank syari‟ah dalam UU no.21 tahun 2008 
tentang bank syari‟ah. Kerangka berpikir yang digunakan adalah 
pendekatan ta’li>li dan istis}lah}i. Ayat dan matan hadis tentang jual beli 
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dideduksi dengan penalaran ta’li>li. Hasilnya dibandingkan dengan 
ketentuan dan pemikiran penggagas jual beli dan sewa di bank syari‟ah. 
Hasil penelitian ini (Murtadho, 2011: 147-148) menemukan 
kesimpulan bahwa ada perbedaan pada prinsip yang mendasari transaksi. 
Jual beli dan sewa pada masa Rasul adalah kegiatan riil atas dasar 
kebutuhan barang dan jasa, sedangkan jual beli di bank syari‟ah 
didasarkan atas kebutuhan akan pembiayaan untuk pengadaan barang dan 
jasa. Ketentuan operasional jual beli dan sewa di bank syari‟ah mengacu 
pada rumusan formal fikih muamalah tentang jual beli dan sewa. 
Penelitian tersebut berbeda dengan penelitian disertasi penulis. 
Perbedaan yang pokok adalah pada fokus kajian dan kerangka konseptual. 
Fokus kajian disertasi ini adalah fatwa DSN-MUI, bukan UU perbankan 
syari‟ah. Kerangka konseptual yang digunakan dalam penelitian penulis  
bukan deduktif tetapi induktif dan kritis, memakai kerangka teori 
CJ.Coulson dan Syahru>r. Hasil yang diharapkan bukan perbandingan 
melainkan menemukan hal baru, beda dan berkait pada konsep jual beli 
DSN-MUI dan solusinya agar menyatukan moral dan hukum.  
 
F. Kerangka Konseptual 
Analisis normatif yang penulis maksud adalah memahami fatwa DSN-
MUI tentang jual beli pada bank syari‟ah menggunakan pemikiran ulama‟ 
fikih klasik dalam merumuskan jual beli. Persoalan jual beli dalam hukum 
Islam rujukannya adalah pemikiran ulama‟ fikih. Argumentasinya adalah 
pemikiran ulama‟ fikih menjadi norma yang operatif sedangkan al-Quran dan 
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Hadis adalah konsep dasar.  Norma operatif bisa diuji seberapa kuat 
keterkaitannya dengan konsep dasar. Ulama‟ fikih telah merumuskan bentuk 
jual beli yang ideal menurut Islam dalam kerangka rukun dan syarat. Konsep 
jual beli ulama‟ fikih memiliki keterbatasan dalam menegakkan ideal moral 
jual beli seperti larangan garar (ketidakjelasan) dan gasy (pemalsuan bahkan 
penipuan) dalam jual beli. Konsep jual beli ulama‟ fikih menempatkan khiya>r  
untuk menjamin kerelaan dan kemerdekaan kedua belah pihak di luar rukun. 
Konsep jual beli ulama‟ fikih menurut kerangka pemikiran Coulson 
(1969: 79-80) ada dua bagian. Pertama norma hukum yaitu bagian yang 
nampak, terukur dan memiliki konsekwensi penegakan. Bentuknya adalah 
rukun jual beli.  Kedua moral hukum yaitu bagian yang  samar, tidak ada 
dalam rukun dan penegakannya tidak setegas rukun. Bagian moral dimaksud 
adalah larangan riba, garar (ketidakjelasan), gasy (pemalsuan bahkan 
penipuan)  dan syarat yang mengarah pada ketiganya. Bentuk moral yang lain 
adalah keharusan melakukan khiya>r.  Oleh karena ada dua bagian tersebut 
penulis melengkapi analisis normatif dengan analisis filosofis. 
Analisis filosofis yang penulis maksud adalah penggunaan h}ikmah al-
tasyri >’ dan logika dalam menelaah fatwa DSN-MUI tentang jual beli. 
Seberapa kuat fatwa DSN-MUI tentang jual beli pada bank syari‟ah  mengarah 
pada h}ikmah al-tasyri >’ jual beli dan moral jual beli. Indikator yang penulis 
pakai adalah bagaimana ideal moral ditegakkan dalam keputusan fatwa DSN-
MUI tentang jual beli pada bank syari‟ah. Bagaimana DSN-MUI mensikapi 
sesuatu yang sulit. Bank syari‟ah sebagai lembaga jasa keuangan berbasis 
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syari‟ah dikreasi oleh DSN-MUI menggunakan akad jual beli. Dengan 
mempertanyakan kembali beberapa hal pada fatwa DSN-MUI mengunakan 
analisis filosofis ini, penulis berharap dapat menemukan jawaban untuk 
menjelaskan hal penting yang belum diketahui masyarakat yaitu keunikan 
fatwa DSN-MUI tentang jual beli pada bank syari‟ah.       
Coulson (1969: 79-80) menyimpulkan syari‟ah Islam mencakup aturan 
moral dan hukum. Syari‟ah Islam adalah sebuah skema komprehensif perilaku 
manusia yang diturunkan dari Pemilik otoritas tunggal yaitu Allah swt. Batas 
pemisah antara hukum dan moral tidak jelas secara definitif sebagaimana 
dalam terminologi barat. Pokok persoalan hubungan keduanya adalah 
seberapa jauh para ulama‟ dulu maupun sekarang membedakan antara perilaku 
yang secara etika diinginkan dan perilaku yang mana yang secara hukum 
ditegakkan. 
Al-Quran sebagai sumber materi pokok syari‟ah menyatukan moral 
dan aturan hukum. Sebagai rumusan etika agama Islam, al-Quran 
memperhatikan pokok-pokok perbedaan benar salah, baik buruk, layak tidak 
layak. Pokok-pokok perbedaan tersebut tidak selalu berujung pada 
konsekwensi –sanksi- hukum untuk melindungi norma-norma. Dalam 
beberapa kasus ada bentuk hukuman yang jelas atas pelanggaran norma 
seperti potong tangan bagi pencuri, akan tetapi secara umum pandangan al-
Quran menunjukkan standar-standar aturan yang diterima atau tidak diterima 
menurut Allah swt. Al-Quran juga mengekspresikan kesimpulannya dalam 
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bentuk disetujui atau tidak disetujui menurut Allah swt. Contohnya minuman 
keras dinyatakan sebagai dosa dan riba sebagai haram (Coulson, 1969: 80). 
Para ulama‟ merumuskan ukuran dan sekaligus menunjukkan 
perbedaan moral dan hukum dalam nilai-nilai syari‟ah untuk menaungi 
seluruh perilaku dan aktifitas manusia. Ukuran tengah-tengahnya adalah 
muba>h, dimana aktifitas manusia tidak memiliki nilai positif maupun negatif 
secara hukum dan moral. Nilai positif dalam hukum Islam adalah wajib. Jika 
bentuk kewajiban berupa praktek keagamaan  seperti puasa, maka pengadilan 
syari‟ah tidak menegakkan ketaatan padanya. Sanksi atas pelanggarannya 
bersifat keTuhanan. Jika bentuk kewajiban berupa kewajiban sosial, maka  
pengadilan menegakkan kesetiaannya. Nilai negatif dalam hukum Islam 
adalah haram. Penegakan sanksi tergantung bentuk aktifitasnya.  
Aktifitas yang melanggar dan ia berupa pelanggaran sosial seperti 
kriminal, maka ditegakkan dalam hukum kriminal. Manakala berupa 
pelanggaran murni personal (urusan dengan Tuhan) maka penegakannya 
diletakkan pada hukum keTuhanan.   Diantara dua nilai tersebut ada dua 
mandu>b dan makru>h (Coulson, 1969: 82-83). Dalam kasus hukum 
kekeluargaan, nilai dan norma yang dianggap kategori moral ditransformasi 
menjadi kebutuhan hukum positif (Coulson, 1969: 92). Dalam wilayah hukum 
muamalah, persoalan moral dan hukum memiliki persoalan yang sama dengan 
wilayah hukum kekeluargaan.  
Sahal Mahfudh (1994: 164-165) memandang persoalan ekonomi 
sebagai salah satu sarana hidup memiliki dimensi moral dan spiritual. Dimensi 
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moral dan spiritual adalah hal yang penting, karena tanpa keduanya kegiatan 
ekonomi akan cenderung eksploitatif terhadap manusia dan alam.  Contoh 
eksploitasi ekonomi yang tidak bermoral adalahi sistem riba. Riba memiliki 
daya rusak yang dahsyat. Ia merusak kemaslahatan yang ingin ditegakkan 
syari‟ah yaitu menjaga harta (hifżul al-ma>l). Pemberi pinjaman mengambil 
harta peminjam secara sistemik tanpa ada imbalan yang dibenarkan syarak.    
Riba dalam pandangan para ulama‟ fikih adalah persoalan hukum. 
„Illat yang digunakan adalah sifat yang sangat terukur dan jelas, yaitu adanya 
tambahan pada pinjaman tanpa mempertimbangkan situasi pelakunya dan 
aktifitasnya. Lain halnya dengan Syahru>r (1990: 464-468), yang menempatkan 
riba sebagai isu moral yang penting untuk diperbaiki. Ia memahami ayat-ayat 
riba berkaitan (saling menerangkan) dengan ayat-ayat zakat dan sedekah. Pada 
teori hudu>d (batas) yang ke enam, ia merumuskan bahwa hubungan harta antar 
manusia ada batas atasnya, yaitu riba, yang mana ia tidak boleh dilampaui, dan 
ada batas bawahnya yaitu zakat, yang mana boleh dilampaui dengan sedekah. 
Diantara dua batas atas dan bawah, ada titik nol, yaitu berupa hutang tanpa 
memberi tambahan ketika mengembalikan, yang ia sebut al-qard } al-hasan. 
Penjelasan al-Quran tentang riba dan zakat adalah dua hal yang 
berkait. Riba tidak cukup dipandang dalam ukuran adanya tambahan semata, 
tetapi harus dipandang dari sudut situasi dan kondisi pelakunya. Ada dan tidak 
adanya tambahan tergantung pada tepat atau tidaknya situasi dan kondisi para 
pelaku transaksi, baik jual beli atau hutang piutang. Pemikiran Syahru>r di atas 
akan penulis gunakan sebagai pembanding transaksi jual beli pada bank 
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syari‟ah dalam fatwa DSN-MUI 2000-2008. Fatwa DSN-MUI telah mengatur 
tata cara jual beli. Rumusan beberapa fatwa tentang jual beli menempatkan 
bank syari‟ah masih sebagai lembaga keuangan pada umumnya, bukan penjual 
barang yang sejatinya.  
Transaksi jual beli pada bank syari‟ah yang digagas DSN-MUI 
memadukan pengunduran dan penjadwalan waktu pembayaran yang 
diimbangi dengan tambahan atas pokok harga berupa keuntungan yang 
disepakati. Pemikiran Syahru>r penulis jadikan pembanding untuk menjelaskan 
posisi fatwa DSN-MUI tentang jual beli, antara mempertahankan dan 
konsisten menggunakan akad-akad musammah dan membuat inovasi untuk 
mengatasi kesulitan penerapan akad-akad musammah. DSN-MUI berada pada 
pilihan yang sulit. Mengadopsi akad-akad musammah tidak bisa utuh. 
Konsekwensinya ada moralitas yang dikalahkan. Menegakkan moralitas harus 
mengadopsi utuh konsep akad-akad musammah tetapi tidak sesuai dengan 
sistem perbankan Indonesia.  
Dalam wilayah muamalah kaidah yang dipakai adalah “al-as}lu fi al-
mu’āmalah al-ibāh}ah”. Transaksi apapun boleh sepanjang tidak melanggar 
ketentuan syari‟ah. Hal yang menjadi ukuran kebolehan suatu transaksi adalah 
kemerdekaan kedua belah pihak dan saling rela, sebatas tidak bertentangan 
dengan nas} (Zuhaili, 2006: 61). Ulama‟ us}u>l fkih mengunakan ‘illat dan 
h}ikmah untuk menentukan ada atau tidak adanya hukum, termasuk jual beli. 
Sifat jual beli kenali untuk memastikan suatu perbuatan pertukaran adalah 
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jual beli yang sah. Sifat dimaksud ada yang nampak dan terukur, biasa 
disebut ‘illat dan ada yang samar dan kondisional disebut h}ikmah. 
Ibnu al-Hima>m sebagaimana dikutip Ṡalabi> (1981: 120-123) 
menjelaskan bahwa  ‘illat yang hakiki untuk menentukan hukum adalah sifat 
yang samar yaitu  h}ikmah. Persoalannya, apakah sifat yang samar dimaksud 
harus terwakili dengan sifat yang tampak dan terukur atau cukup dengan sifat 
yang samar dimaksud untuk menentukan atau membangun suatu hukum. 
Ṡalabi menjelaskan idealnya sifat yang jelas dan terukur pada suatu perbuatan 
hukum adalah perwujudan dari  h}ikmah. H>}ikmah difahami sebagai sesuatu 
yang sesuai dengan tujuan hukum Islam yaitu menarik maslahat dan menolak 
mafsadat. Penulis memahami konsep Ṡalabi tersebut dengan menyamakan 
‘illat dengan norma hukum yang tertuang dalam ketentuan fikih sedangkan 
h}ikmah adalah moral atau etika pada ketetuan fikih. Idealnya ketetuan hukum 
adalah perwujudan moral dan etika.   
Norma jual beli menurut syarak idealnya memadukan pelaksanaan 
rukun dan syarat sebagai normatif hukum dengan moral jual beli yaitu 
ketentuan khiya>r, pelarangan garar, gasy dan riba. Hikmah jual beli tidak akan 
terealisir dengan sempurna manakala jual beli hanya diwujudkan dalam rukun 
dan syarat saja. Sebaliknya moral jual beli tidak bisa eksis manakala tidak 
melekat pada rukun dan syarat. Jual beli pada bank syari‟ah memiliki dua 
tahap. Tahap pengadaan atau pembelian barang oleh bank syari‟ah dan tahap 
akad jual beli mura>bah}ah. Dua tahap tersebut masing-masing menggunakan 
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akad jual beli. Menurut nalar fikih Imam Syafi‟i (t.th.: 39) harus terpisah. 
Nalar tersebut menegaskan adanya moral berupa khiya>r  dalam rukun jual beli.  
 
G. Metode Penelitian 
1. Jenis Penelitian dan Pendekatan Penelitian 
Menurut bidangnya,  jenis penelitian ini adalah penelitian hukum 
normatif. Hukum normatif yang dimaksud adalah fikih dalam dimensi 
normatif (Bisri, 2003: 8-9). Penelitian ini membahas fikih sebagai 
kumpulan hasil ijtihad ulama‟ yang dijadikan rujukan normatif oleh 
masyarakat. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah 
pendekatan normatif filosofis. Pendekatan filosofis dipakai sebagai alat 
kritik terhadap ketentuan hukum (norma) agama (Connolly, 2002: 167). 
Normatif yang dimaksud adalah norma-norma hukum Islam tentang 
muamalah.  
Dalam norma tersebut ada ketentuan prinsip-prinsip dasar yang 
berdimensi hukum dan moral, seperti yang dikemukakan Ibnu Rusyd, 
yaitu: menghindari jual beli barang haram, riba, gara>r dan syarat yang 
mengarah pada riba dan garar (Rusyd, t.th: 94). Dalam kerangka 
paradigma penelitian, penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif 
(naturalistik). Fikih dipandang sebagai sesuatu yang holistik. Ada 
hubungan timbal balik antara fikih dengan fatwa, fikih dengan perundang-
undangan dan keputusan pengadilan (Bisri, 2003: 26). Penelitian 
diarahkan untuk mengembangkan konsep jual beli, mendiskusikan realitas 
fatwa DSN-MUI tentang jual beli dan mengembangkan teori riba serta 
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pemahamannya, bila memungkinkan menemukan konsep baru jual beli di 
bank syari‟ah. 
2. Fokus Kajian 
Objek penelitian  ini adalah fatwa-fatwa DSN-MUI. Fatwa–fatwa 
tersebut diperlakukan sebagai teks yang mengandung sebab-sebab dan 
pemikiran dalam proses pembuatannya. Kajian teks dilakukan untuk 
menemukan konsep jual beli, yang terdapat di beberapa sumber seperti 
naskah fikih klasik maupun modern. Kajian teks juga dimaksudkan untuk 
mengetahui model-model, variasi dan standar jual beli yang digunakan 
oleh DSN-MUI dalam fatwanya tentang jual beli yang dilakukan bank 
syari‟ah. Sesuatu yang sama dengan pemikiran ulama‟ terdahulu 
(reproduksi) dan sesuatu yang baru (inovasi) dalam fatwa jual beli DSN-
MUI dibandingkan  dengan konsep fikih lama, dalam mempertimbangkan 
latar belakang maupun penerapan ketentuan dan keterkaitan hukum dan 
moral, menjadi fokus kajian konsep jual beli yang penulis maksud. 
Menurut Cik Hasan Bisri, fokus kajian di atas termasuk model penelitian 
internal (MPI) (Bisri, 2003:199-201). 
3. Jenis dan Teknik Pengumpulan Data 
Jenis data penelitian menurut sifatnya ada dua, data kuantitatif dan 
data kualitatif (Adi, 2004: 56). Data kuantitatif adalah data yang berbentuk 
angka atau ukuran dalam angka. Dalam penelitian ini data yang dipakai 
adalah data kualitatif, yaitu data yang tidak berbentuk angka. Menurut 
sumbernya data ada dua, data internal dan data eksternal. Dalam penelitian 
37 
ini penulis menggunakan data internal, yaitu data dari internal lembaga 
Dewan Syari‟ah Nasional Majelis Ulama‟ Indonesia (DSN-MUI) yang 
berkedudukan di Jakarta sebagai sumber data dan asal obyek penelitian 
berupa fatwa DSN-MUI. 
Menurut cara memperolehnya, data ada dua, data primer dan data 
sekunder.  Data primer adalah data yang diperoleh secara langsung dari 
objek yang diteliti. Data sekunder adalah data yang sudah dalam bentuk 
jadi seperti data dokumen yang dipublikasi. Penelitian ini menggunakan 
data primer maupun sekunder. Data primer berupa dokumen notulen (jika 
masih ada) dan hasil wawancara dengan anggota dewan pengurus harian 
DSN-MUI. Data sekunder berupa data-data yang telah dipublikasi seperti 
buku fatwa DSN-MUI 2000-2006, buku dan kitab berkenaan jual beli. 
Data menurut waktu pengumpulannya ada dua: cross section data dan time 
series data. Penelitian ini menggunakan data time series data berupa data 
fatwa beberapa tahun mulai tahun 2000 sampai tahun 2005. Data tersebut 
menunjukkan adanya perkembangan fatwa jual beli (Adi, 2004: 56-57). 
Data yang diperlukan dalam penelitian ini ada dua, yaitu data 
dokumen dan data hasil wawancara. Oleh karena itu teknik pengumpulan 
data juga ada dua cara, yaitu:  
a. Data dokumen diperoleh dengan cara studi dokumen, berupa kegiatan 
pengumpulan data dari fatwa DSN-MUI, buku-buku dan kitab yang 
relevan.   
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b. Data hasil wawancara diperoleh dengan cara wawancara berupa 
komunikasi melalui kontak atau hubungan pribadi antara pengumpul 
data (pewawancara) dengan sumber data (responden). Komunikasi bisa 
dilakukan langsung maupun tidak langsung (Adi, 2004: 72). Dalam 
teknik pengumpulan data hasil wawancara, peneliti akan melakukan 
komunikasi secara langsung maupun tidak langsung, menyesuaikan 
kondisi dan kesediaan responden. 
4. Analisis Data 
Data yang telah terkumpul dianalisis secara normatif filosofis 
kualitatif. Analisis data dilakukan sejak tahap pengumpulan data dan 
dilanjutkan pada tahap analisis dan interpretasi data. Menurut Spradley 
sebagaimana dikemukakan Moleong (2009: 149) ada empat tahap analisis 
kualitatif, yaitu analisis domein, analisis taksonomi, analisis komponen 
dan analisis tema. Dalam tahap pengumpulan data, penulis memilah data-
data yang diperlukan dan yang tidak diperlukan sesuai dengan topik yang 
penulis pilih, yaitu jual beli.  
Sejumlah fatwa yang telah dikeluarkan oleh DSN-MUI dipilah 
menjadi dua; fatwa jual beli dan fatwa non jual beli. Data jual beli dipilah 
kembali menjadi dua kelompok jual beli, yaitu jual beli barang yang telah 
ada dan jual beli barang yang belum ada. Pemilahan ini diperlukan untuk 
mencari varian jual beli yang bisa dilakukan. Pemilahan fatwa jual beli 
juga dilakukan atas dasar penempatan fatwa dalam jual  beli. Pertama, 
fatwa yang berkenaan dengan kontrak jual beli. Kedua, fatwa berkenaan 
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dengan penyelesaian pembayaran jual beli (pasca kontrak). Dari pemilahan 
tersebut akan diambil kesimpulan hubungan semantik dan hermeneutik 
antara beberapa tema yang dipilih dalam konteks jual beli pada bank 
syari‟ah. 
5. Teknis Penulisan  
Teknis penulisan disertai ini mengacu pada “Buku Panduan 
Program Doktor (S.3) Ilmu-ilmu KeIslaman Program Pasca Sarjana IAIN 
Walisongo Semarang 2011.  
 
H. Sistematika Penulisan 
Bab pertama adalah pendahuluan. Ia berisi latar belakang masalah, 
rumusan permasalahan, tujuan pembahasan, urgensi penelitian, studi 
kepustakaan, kerangka teori dan metode penelitian. 
Bab dua adalah jual beli dan prinsip-prinsip transaksi dalam hukum 
Islam. Ia berisi definisi dan dasar hukum jual beli, jenis-jenis jual beli, kaidah 
dan ketentuan jual beli, hal-hal yang dilarang dalam jual beli dan moral dan 
filosofi jual beli tunda. 
Bab tiga adalah DSN-MUI dan ijtihad ekonomi syari‟ah di Indonesia. 
Ia berisi DSN-MUI sebagai lembaga fatwa resmi, latar belakang 
dikeluarkannya fatwa-fatwa jual beli, metode ijtihad, argumentasi dan istidlal 
fatwa-fatwa DSN-MUI tentang jual beli dan fatwa DSN-MUI tentang jual beli.  
Bab empat adalah kritik atas fatwa DSN-MUI tentang jual beli di bank 
yari‟ah. Ia bersisi  dua sub bab. Pertama, kritik terhadap adopsi pemikiran 
ulama‟ klasik dan ijtihad DSN-MUI dalam jual beli di bank syari‟ah. Kedua,  
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kritik terhadap fatwa kontrak jual beli dalam fatwa DSN-MUI. Sub bab kedua 
ini terdiri dari dua bagian, yaitu kritik terhadap fatwa DSN-MUI tentang teknis 
kontrak jual beli dan kritik terhadap fatwa DSN-MUI pasca kontrak jual beli 
Bab Lima adalah kesimpulan dan sarana. Ia berisi kesimpulan dan 
saran.
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BAB II 
JUAL BELI DAN PRINSIP-PRINSIP TRANSAKSI  
DALAM HUKUM ISLAM 
    
A. Definisi  dan Dasar Hukum Jual Beli     
1. Definisi Jual Beli    
Jual beli dalam istilah teknis fikih menggunakan kata bai’. Dalam 
pembahasan bab–bab muamalah bai’ menempati bab utama dengan 
pembahasan yang relatif lebih panjang dibandingkan topik muamalah 
lainnya. Dalam kitab fikih klasik, bai’ menjadi nama topik utama, seperti 
dalam Kifa>yatul Ahya>r (al-Dimasyqi, t.th.: 329), ada topik kita>b al-buyu >’ 
wa ghairiha min al-muamalah. Topik tersebut sebanding dengan kita>b al- 
t}aha>rah, kita>b al-s}ala>t dll.  Topik tersebut meliputi fasal-fasal tentang 
tema muamalah seperti riba, khiya>r dan akad-akad yang berkaitan dengan 
jual beli dan tema-tema muamalah lainnya.  
Dalam kitab Bida>yat al-Mujtahid (Rusyd, t.th: 364) kata bai’ juga 
dijadikan nama topik utama , menggunakan istilah kita>b al-buyu>’. Tema-
tema di bawahnya diistilahkan dengan juz, ba>b, fasal dan masalah.  Dalam 
kitab fikih modern pembahasan bai’ lebih rinci dan tidak langsung 
menjadi topik utama seperti dalam kitab Figh al-Islam wa Adillatuhu 
(Zuhaili, 2006: 3277). Penggunaan kata bai’ melekat pada fasal (al-fasl al-
awwal aqd al- bai’) di bawah topik al-qism al-ṡa>lis al-‘uqu>d. Kata bai’ 
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dalam topik atau tema pembahasan kitab fikih berisi penjelasan normatif 
deduktif jual beli.      
Kata bai’ ada dalam al-Quran dan dijadikan rujukan oleh para 
ulama fikih untuk mencari penjelasan hukum jual beli. Dalam al-Mu’jam 
al-Mufahra>s li Alfa>z} al- Qur’a>n  (al-Baqi, 1981: 141) dijelaskan kata bai’ 
digunakan 6 kali pada 5 ayat dalam 4 surat. Rinciannya sebagai berikut: 
Surat al-Baqarah: 254 dan 275. Pada ayat 275 kata bai’ digunakan 2 kali. 
Surat  Ibrahim: 31. Surat al-Nu>r: 37 dan al-Jum’ah: 9, masing-masing 1 
kali. Kelima ayat tersebut digunakan sebagai dalil jual beli oleh para 
ulama fikih.  Selain kata bai’, para ulama fikih juga merujuk kata syaraa  
dalam al-Quran untuk mencari penjelasan jual beli, seperti yang dilakukan 
Wahbah Zuhaili (2006: 3304-3305) ketika menjelaskan definisi jual beli. 
Ia merujuk pada surat Yu>suf  ayat 20 dan surat al-Baqarah ayat 102. 
Makna kata syaraa tersebut bermakna menjual seperti kata ba>’a.                     
Kata bai’ berasal dari kata ( ) ba>’a -bai’an wa mabi’an 
fula>nan kita>ban au min fula>nin kita>ban. Artinya adalah memberikan kitab 
kepadanya dan mengambil harga darinya atau sebaliknya (mengambil 
harga darinya dan memberikan kitab kepadanya). Isim fa >’ilnya adalah 
ba>i’un dan isim maf’u>lnya adalah mabi >’un. Kata al-bai’ artinya 
menyerahkan sesuatu yang dihargai dan mengambil harga atau mengambil 
sesuatu yang dihargai dan mengambil harga (Ma‟luf, 1975: 56-57). Kata 
bai’ juga berarti memberikan sesuatu sebagai bandingan sesuatu  (al-
Dimasyqi, t.th.: 239).  
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Kata bai’ dan syira’ adalah dua kata yang artinya berlawanan, 
namun sering dipertukarkan  maknanya. Dalam  al-Quran dan  hadis,  
kadang kata bai’ digunakan untuk makna syira’, dan kata syira’ digunakan 
untuk makna bai’ (Musa, t.th.: 133-234). Arti  kata  bai’ dan syira’ 
menurut bahasa adalah pertukaran secara mutlak, baik berupa harta 
maupun bukan harta (Musa, t.th.: 234). Kata bai’  tarjamah bahasa 
Indonesianya adalah penjualan atau jual (Ali, t.th.: 374). Penulis 
menggunakan istilah jual beli untuk menerjemahkan bai’, sebagaimana 
yang dipakai para penerjemah al-Quran di Indonesia (Penerjemah al-
Quran, 1989: 69). Kata jual beli penulis pilih untuk  menunjukkan 
hubungan timbal balik dua belah pihak, dan tidak terbatas pada penjualan, 
yang berarti perbuatan satu pihak saja.  
Arti bahasa dan istilah kata bai’ senada. Menurut makna istilah,  
jual beli didefinisikan sesuai penekanannya. Jual beli menurut Taqiyuddin 
al-Dimasyqi  (t.th.: 239) adalah pertukaran harta dengan harta untuk tujuan 
pemanfaatan menggunakan cara ijab kabul sesuai dengan tuntunan yang 
diperkenankan syarak. Jual beli menurut Sayyid Sa>biq (2009: 89) adalah 
pertukaran harta dengan harta atas dasar kerelaan. Pertukaran harta 
dimaksudkan sebagai perpindahan kepemilikan dengan penggantian 
menurut cara yang diperkenankan syarak. Kamil Musa (t.th.: 234) 
mengutip pendapat Mazhab Hanafi yang sama dengan definisi yang 
dikemukakan Sayyid Sa>biq.    
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Definisi jual beli yang mencantumkan “atas dasar kerelaan” 
menempatkan kerelaan sebagai hal penting menurut syarak. Jual beli tanpa 
kerelaan menjadikan akad jual beli cacat. Kerelaan dalam jual beli kadang 
kala ada, kadang kala tidak ada. Ketika seseorang berkata, ”saya jual” atau 
“saya beli”, hal itu berarti pertanda (imarah) kerelaan, bukan illat adanya 
kerelaan. Menurut Kamil Musa (t.th: 235) hakekat  kerelaan bukan bagian 
pemahaman jual beli menurut syarak, tetapi syarat adanya hukum jual beli 
menurut syarak.  
Menurut Ibnu „A<bidin (t.th: 3) manakala kerelaan adalah bagian  
pemahaman jual beli menurut syarak, maka jual beli yang terpaksa pasti 
batal, padahal jual beli tersebut adalah fa>sid, artinya jual beli terjadi 
walaupun fa>sid. Oleh karenanya keberadaan jual beli tidak tergantung 
pada kerelaan. Ibnu „A<bidin telah memisahkan hukum dan moral dalam 
jual beli. Formalitas jual beli tidak bisa digugurkan dengan tidak adanya 
kerelaan. Kerelaan ditempatkan pada ranah moral yang tidak berimplikasi 
pada sah dan tidaknya suatu  perbuatan hukum berupa jual beli. 
2. Dasar Hukum Jual Beli.   
Para ulama fikih merumuskan ketentuan jual beli secara induktif 
dan deduktif dari ayat-ayat dan Sunnah Nabi. Ayat-ayat dan hadis yang 
menggunakan kata bai’, menjadi basis utama kajian hukum jual beli 
menurut syari‟at Islam. Ayat dan hadis tafsili tentang jual beli ditempatkan 
dalam kerangka berpikir saling berkaitan dan saling menjelaskan. 
Pernyataan al-Quran dan hadis tentang perihal jual beli berserakan dan 
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masing-masing terbatas pada konteks munculnya. Pemahaman tentang 
bagaimana seharusnya jual beli dilaksanakan, memerlukan pembacaan 
terhadap ayat dan hadis tersebut secara utuh.  
Ayat dan hadis jual beli dalam beberapa hal menerangkan sesuatu 
yang teknis, sehingga para ulama fikih mengambilnya sebagai pijakan 
untuk merumuskan hukum, misalnya ayat–ayat yang menggunakan kata 
bai’ dan tija>rah  memberi petunjuk dan kejelasan tentang hukum jual beli 
menurut  sya>ri’ dan bagaimana seharusnya jual beli dilaksanakan menurut 
norma dan moral (Zuhaili, 2006: 3250).       
Ayat, 
                           
dan   
          
dijadikan ayat pokok tentang hukum jual beli oleh para ulama .  
Menurut Ima>m al-Sya>fi’i (t.th: 3), kehalalan jual beli dalam al-
Quran memiliki dua makna. Pertama, Allah  menghalalkan semua model 
jual beli yang dilakukan penjual dan pembeli atas dasar kerelaan kedua 
belah pihak. Kedua, Allah menghalalkan jual beli yang tidak dilarang oleh 
Nabi. Nabi adalah penjelas maksud Allah dalam al-Quran. Al-Quran masih 
menyebut sesuatu yang global, Nabi yang menjelaskan maksud terperinci 
atas kalam Allah dimaksud.  Nabi menjelaskan kalam Allah yang 
menggunakan lafa>z} umum, namun yang dikehendaki adalah khusus. Nabi 
menjelaskan apa-apa yang khusus, mana yang halal dan mana yang haram, 
lebih praktis dari yang disebutkan dalam al-Quran.  Kerangka berpikir di 
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atas sebagai pengejawantahan ketaatan kepada Allah dan ketaatan kepada 
Rasul dalam melaksanakan jual beli dengan saling rid}a.  
Menurut Ima>m al-Sya>fi’i (t.th.,: 3), semua model jual beli hukum 
asalnya adalah muba>h (boleh) manakala dilakukan atas dasar kerelaan 
kedua belah pihak, kecuali jual beli yang dilarang oleh Rasulullah. Jual 
beli bayar tunda atau jual beli bayar lebih cepat termasuk dalam kategori 
jual beli. Kedua belah pihak belum terikat selama belum sepakat dan rid}a 
untuk melakukan jual beli. Kedua belah pihak dilarang menyepakati 
perjanjian jual beli yang dilarang Rasul dan al-Quran.  Manakala unsur-
unsur di atas telah dilakukan maka kedua belah pihak wajib melakukan 
jual beli dimana salah satu pihak tidak boleh mengembalikan barang atau 
harga yang dipertukarkan kecuali ada cacat atau pelanggaran atas syarat.   
Nabi memberikan tuntunan ideal jual beli, melarang cara jual beli 
yang diharamkan dan memperjualbelikan barang yang dilarang. Nabi 
memberi ketentuan mabru>r, pada jual beli. Riwayat Rifa >‟ah bin Ra>fi’ ra, 
menerangkan Nabi ditanya oleh sahabat, “Usaha apa yang paling bagus?” 
Nabi menjawab, “Pekerjaan seseorang dengan tangannya sendiri dan 
semua jual beli yang mabru>r”  (al-„Asqala>ni>, t.th.,158).  Al-Jaziri (2004: 
124) menjelaskan jual  mabru>r  adalah jual beli yang dilakukan dengan 
baik, sehingga tidak ada pemalsuan, tidak ada khianat dan pelakunya tidak 
melakukan maksiat saat jual beli.  
Tuntunan Nabi ini untuk mewujudkan hikmah jual beli, yaitu 
terjadinya pertukaran kepemilikan atas dasar saling tolong menolong. 
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Kehidupan ekonomi menjadi berjalan dengan baik dan teratur. Setiap 
orang bisa melakukan pertukaran dengan baik dan berhasil memenuhi 
kebutuhannya. Jual beli untuk membangun peradaban dan kemanusiaan, 
bukan untuk saling memperdaya sesama manusia. Hikmah jual beli 
tersebut menjadi orientasi penyusunan teknis jual beli oleh para ulama‟. 
Muncullah unsur-unsur internal jual beli dan eksternal jual beli yang harus 
diperhatikan kaum muslimin (Rusyd, t.th: 94). 
Nabi memberi hak khiya>r kepada calon penjual dan calon pembeli 
untuk meniadakan pemalsuan dan penipuan. Riwayat Ibnu „Umar  ra 
menjelaskan Rasulullah berkata, ”Jika dua orang sedang jual beli, maka 
masing-masing memiliki hak khiya>r, selama keduanya belum berpisah, 
atau salah satu memberikan hak khiya>r pada yang lain. Jika salah satu dari 
keduanya telah memilih dan terjadi kesepakatan maka wajib dilaksanakan 
jual beli. Jika keduanya berpisah setelah jual beli dan salah satunya tidak 
meninggalkan jual beli maka jual beli harus dilaksanakan” (al-„Asqala>ni>, 
t.th.,169).  
Nabi memberikan filosofi munculnya keuntungan dalam jual beli. 
Riwayat „A<isyah ra, dia menjelaskan bahwa Rasulullah bersabda, 
“Penghasilan/ keuntungan atas dasar tanggungan/risiko yang 
ditanggungnya” (al-Asqala>ni>, t.th.,167). Sabda Nabi di atas memiliki dua 
materi, yaitu norma hukum dan norma moral. Norma hukum lebih terukur 
dengan adanya perbuatan saling menukar antara dua pihak yang saling 
memiliki sesuatu. Norma moral lebih substantif karena bukan sebatas 
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adanya perbuatan pertukaran. Norma moral lebih filosofis dengan 
menempatkan idealitas pada perbuatan tukar menukar harta agar hikmah 
jual beli tercapai. Seorang penjual harus siap dengan risiko atas barang 
yang akan dijual dan jual beli itu sendiri. Penjual adalah pemilik barang 
yang akan dijual. Keuntungan yang akan dia peroleh memiliki dasar dan 
asal, yaitu pertukaran barang yang dia miliki. Norma hukum dan moral 
lebih jelas terlihat pada hal-hal yang dilarang Rasulullah dalam jual beli. 
Rasulullah melarang memperjualbelikan barang-barang najis atau 
sesuatu yang tidak jelas manfaatnya  seperti anjing, babi atau lemak babi, 
arak, bangkai, mani binatang lelaki dan  janin binatang dalam perut. Nabi 
secara terperinci melarang jual beli dengan cara yang tidak benar, seperti 
dengan cara melempar barang yang mau dibeli, menjual satu barang 
dengan dua akad, menjadikan hutang dan menjual dalam satu akad, 
mengambil untung barang yang belum diterima dan menjual barang yang 
bukan miliknya (al-Asqala>ni>, t.th.,159-162) .         
B. Jenis-Jenis Jual Beli. 
  
Jenis-jenis jual beli dikategorikan sesuai dengan kebutuhan penjelasan 
masing-masing fukaha, disamping ada logika yang melatarbelakanginya. 
Kategorisasi pada kitab tertentu belum tentu  sama dengan  kitab lainnya. 
Kitab-kitab fikih al-Sya>fi’iyyah yang sederhana pembahasannya membagi jual 
beli menjadi tiga, seperti yang dilakukan  Taqiyuddin al-Dimasyqi (t.th.: 239-
240) dalam kitab Kifa>yah al-Akhya>r, yaitu:   
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1. Jual beli barang yang dapat disaksikan (wujud). Jual beli barang tersebut 
hukumnya boleh.   
2. Jual beli barang  yang disebut sifatnya saja dan belum wujud. Jual beli 
barang tersebut hukumnya boleh.    
3. Jual beli barang yang tidak  ada  dan tidak dapat disaksikan. Jual beli 
tersebut hukumnya tidak boleh. Menurut Ima>m al-Sya>fi’i (t.th., : 3) hanya 
ada dua jenis jual beli yang diperbolehkan syarak, yaitu: jual beli sifat 
yang ditanggung penjual dan jual beli barang yang ada pada penjual. 
Ka>mil Mu>sa (t.th.: 216-233) membagi jual beli menjadi empat, yaitu:   
1. Jual beli  muqa>yad}ah  yaitu jual beli barang dengan barang. Ia biasa 
dikenal dengan barter.  
2. S}arf  yaitu jual beli harga (mata uang) dengan harga (mata uang). Artinya 
pertukaran mata uang  sejenis maupun  jenis mata uang lainnya.   
3. Salam. Jual beli barang yang belum ada pada saat akad, harganya dibayar 
pada saat akad.   
4. Jual beli mutlak yaitu jual beli barang dengan harga (mata uang).  
Menurut Ibnu Rusyd (t.th: 93), setiap kegiatan muamalah yang 
melibatkan dua belah pihak, memiliki tiga kemungkinan, yaitu: 
1. Pertukaran  barang dengan barang.   
2. Pertukaran  barang dengan sesuatu dalam tanggungan.  
3. Sesuatu dalam tanggungan dengan sesuatu dalam tanggungan.  Ketiga 
kemungkinan tersebut adakalanya kontan oleh  kedua belah pihak, 
adakalanya tangguh oleh  kedua belah pihak, adakalanya kontan oleh  satu 
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pihak sedangkan pihak yang lain tangguh. Jual beli barang atau 
tanggungan yang dilakukan secara tangguh oleh kedua belah pihak tidak 
diperkenankan oleh ijma‟ ulama, karena termasuk jual beli yang dilarang, 
yaitu hutang ditukar hutang.  
Ada beberapa nama jual beli menurut sifat dan keadaan akad, yaitu:  
1. Jual beli harga/uang dengan harga/uang disebut s}arf. 
2. Jual beli barang dengan uang/harga disebut jual beli mutlak, termasuk di 
dalamnya jual beli harga dengan barang yang menggunakan syarat.   
3. Uang dengan barang yang dalam tanggungan disebut salam.  
4. Jual beli khiya>r (jual beli dalam  perjanjian ).  
5. Jual beli mura>bah}ah.  
6. Jual beli muza>yadah.   
Ka>mil Mu>sa (t.th.: 245-249) lebih lanjut membagi  jenis  jual beli 
mutlak berdasarkan beberapa dasar pemikiran. Pertama, dilihat dari keabsahan 
akad, ada tiga, yaitu:  
1. Jual beli s}ah}ih yaitu jual beli yang memenuhi syarat-syarat akad dan 
syarat sahnya akad.  
2. Jual beli  fa>sid yaitu jual beli yang memenuhi syarat akad  tetapi tidak 
memenuhi syarat sahnya akad.  
3. Jual beli ba>>t}il yaitu jual beli yang  tidak memenuhi syarat akad, baik 
memenuhi syarat sah atau tidak memenuhi syarat sah. Contohnya 
menjual atau membeli barang haram seperti babi dan bangkai.  
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Pembagian  kedua didasarkan pada lanjut dan tidaknya  jual beli, 
ada dua, yaitu:  
1. Jual beli yang berlanjut yaitu jual beli s}ah}ih  yang  dilakukan orang 
yang memiliki kewenangan melakukan jual beli.  
2. Jual beli mauqu>f yaitu jual beli s}ah}ih yang dilakukan orang yang tidak 
memiliki kewenangan seperti anak kecil. Jual belinya tidak bisa lanjut 
kecuali atas  persetujuan wali atau orang tuanya.  
Pembagian ketiga berdasarkan kepastian jual beli, ada dua, yaitu: 
1. Jual beli la>zim/pasti yaitu jual beli s}ah}ih dan tidak ada khiya>r lagi.  
2. Jual beli gairu la>zim la>zim / belum pasti yaitu jual beli shahih yang 
masih dalam khiya>r.  
Pembagian keempat berdasarkan penyebutan ganti/tukaran, ada 
tiga, yaitu:  
1. Jual beli musawiyyah yaitu jual beli dimana penjual dan pembeli telah 
sepakat harga dan penjual tidak menyebut harga belinya (Jawa: 
kulakan).  
2. Jual beli mura>bah}ah yaitu jual beli dengan memberi 
kelebihan/keuntungan.  
3. Jual beli tauliyyah yaitu jual beli dengan sesuatu yang ada padanya 
seperti dibayar pakai upah. 
C. Kaidah dan Ketentuan Jual Beli.  
 
Fikih  mengatur tatacara pelaksanaan jual beli agar sesuai dengan 
syariat Islam. Aturan syarak tersebut berupa syarat dan  rukun jual beli, 
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disamping keberadaan kerelaan yang menjiwai ijab kabul (Mu>sa, t.th.: 240). 
Dalam kitab-kitab fikih, aturan jual beli dilengkapi dengan pembahasan 
khiya>r. Ia tidak masuk dalam rukun atau syarat. Ia direkomendasikan 
dilakukan karena ada keterangan Nabi tentang keberadaan khiya>r  dalam 
proses transaksi jual beli. Dalam pembahasan hadis tersebut istilah khiya>r 
memiliki dua konotasi makna, yaitu:   
1. khiya>r  berarti hak kedua belah pihak untuk memilih antara lanjut atau 
tidak proses akad yang sedang berlangsung.   
2. khiya>r  sebagai model jual beli yang memberi tenggang waktu atau 
kesempatan pada pembeli untuk memastikan kebaikan barang yang dibeli 
dan memberi hak pilih untuk membiarkan ada kekurangan atau 
mengembalikan barang untuk disempurnakan.  
Dalam sub bab ini penulis akan membahas rukun, syarat, dan khiya>r  
sebagai aturan jual beli menurut  Islam. 
1. Rukun   
Rukun adalah sesuatu yang harus ada dalam proses akad. Para 
ulama fikih menjelaskan rukun jual beli ada tiga, yaitu:    
a. Kedua belah pihak yang berakad memiliki kecakapan yaitu orang 
yang berakal dan balig.  
b. Barang yang diperjualbelikan adalah barang yang boleh 
diperjualbelikan.  
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c. Ada wasi>lah yang diperkenankan oleh syarak dan wujud dalam akad 
seperti sigat berupa  perkataan  atau  tulisan, termasuk wasi>lah saling 
memberi diantara kedua belah pihak  (Mu>sa, t.th.: 240).  
Menurut mazhab Hanafiyah sebagaimana dikutip Wahbah Zuhaili 
(2006: 3309) rukun jual beli adalah ijab kabul yang menunjukkan adanya 
pertukaran atau ada perbuatan pengganti ijab kabul berupa saling 
memberi. Dengan kata lain, rukun jual beli adalah perbuatan yang 
menunjukkan kerelaan dengan saling menukarkan milik masing-masing, 
berupa perkataan atau perbuatan. Menurut jumhur ulama rukun jual beli 
ada empat, yaitu:  penjual, pembeli, sigat dan obyek akad (ma’qud alaih). 
2. Syarat 
Syarat adalah sesuatu yang harus ada namun di luar rukun. Ada 
beberapa konotasi syarat, seperti syarat sah. Syarat sah, yaitu sesuatu yang 
menjadi penentu  adanya sesuatu, tetapi ia tidak termasuk di dalam sesuatu 
tersebut. Rukun adalah sesuatu yang menjadi penentu adanya sesuatu dan 
ia adalah bagian dari sesuatu tersebut. Manakala tidak terpenuhi syarat 
sah, jual beli masuk kategori  fasad,  sedangkan manakala tidak terpenuhi 
rukun jual beli menjadi batal. 
Ada empat jenis syarat jual beli menurut mazhab Hanafi (al-Kisa>ni>, 
t.th.: 533), yaitu: syarat in’iqad, syarat s}ih}h}ah, syarat nafaż, syarat luzum. 
Syarat tersebut dimaksudkan untuk mencegah pertengkaran, meniadakan 
gara>r, menjauhkan dari ketidaktahuan dan menjaga kemaslahatan dua 
pihak. Manakala akad tidak memenuhi syarat in’iqad maka akad jadi batal. 
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Manakala akad tidak memenuhi syarat s}ih}h}ah maka akad jadi fa>siq, 
menurut  mazhab Hanafiyah. Manakala akad tidak memenuhi syarat nufuż 
maka akad jadi mauqu>f  dan tidak terjadi perpindahan kepemilikan kecuali 
dibolehkan oleh yang pemiliknya. Manakala akad tidak memenuhi syarat 
luzum maka diminta memilih, akad dilanjutkan atau batal.   
  Syarat in’iqad adalah sesuatu yang pada hakekatnya untuk 
mewujudkan akad  sah menurut  syarak.  Menurut mazhab Hanafi (al-
Kisa>ni>, t.th.: 534) ada empat jenis syarat in’iqad, yaitu:  syarat pada pelaku 
akad, syarat pada akad itu sendiri, syarat pada tempat akad, dan syarat 
pada obyek akad. Syarat pada pelaku akad ada dua, yaitu: pelaku akad 
adalah orang berakal dan pelaku akad harus lebih dari satu, bukan satu 
pihak saja. Syarat pada barang yang diperjualbelikan ada empat, yaitu: 
barang harus wujud, barang adalah harta berharga, barang dimiliki oleh 
pelaku akad dan barang bisa diserahkan saat akad.  
Syarat dalam ijab kabul ada tiga, yaitu: ahliyyah (kecakapan). 
Artinya pelaku akad adalah orang yang memahami apa yang diucapkan 
dan dilakukan kabul harus sesuai dengan ijab dan dilakukan dalam satu 
majelis akad. Akad jual beli membutuhkan komponen barang yang dijual, 
harga, penjual, pembeli, jual dan beli. Ada kalanya komponen tersebut 
kumpul jadi satu semua, ada kalanya terpisah satu dengan yang lain. 
Ulama sepakat komponen-komponen tersebut bersatu di tempat akad. Ada 
perbedaan dalam memahami tempat akad.  
55 
Menurut mazhab Hanafi (al-Kisa>ni>, t.th.: 536),  mengetahui 
sesuatu yang berpisah dan bersatu dalam akad adalah wajib, baik 
disebabkan oleh pelaku akad atau barang yang diperjualbelikan. Jika 
disebabkan oleh pelaku akad, maka jika mu>jib satu sedangkan qa>bilnya 
banyak maka qa>bil  tidak boleh memisah akad atau harus bersatu dalam 
melakukan kabul. Begitu pula sebaliknya. Jika ada seseorang berkata, 
“Aku jual barang ini kepada kamu berdua dengan harga Rp 1.000”, 
sedangkan yang menjawab “ya” hanya salah satu dari dua orang dimaksud, 
maka jual beli tidak sah.  
Pisah akad yang disebabkan barang yang diperjualbelikan juga 
wajib diwaspadai. Manakala pelaku akadnya seorang dengan seorang 
sedangkan barang yang diperjualbelikan banyak, dan qa>bul-nya hanya 
sebagian barang tersebut maka akadnya tidak sah, karena akad berpisah-
pisah. Soal harga juga harus jelas tidak boleh dipisah dalam satu akad 
untuk menerangkan harga barang-barang yang diperjual belikan. Manakala 
harga tidak jelas karena tidak dibagi sesuai jenis-jenis barang yang 
diperjualbelikan maka hal tersebut mencegah sahnya jual beli. Satu jenis 
barang diterangkan harga satuan dan harga sesuai jumlah, jika tidak 
demikian bisa menimbulkan kekaburan (jahalah) tentang harga. Jika ijab 
dan kabul telah sesuai maka wajib terjadi jual beli tanpa ada khiyar kecuali 
adanya cacat atau sesuatu yang tidak terlihat dalam barang yang diperjual 
belikan. 
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Dalam syarat nafaż, ada dua syarat yaitu:   
1. Kepemilikan atau kewalian atas barang. Pemilik adalah yang 
menguasai barang. Ia bisa mentasarufkan langsung (tanpa bantuan 
pihak lain)  barang tersebut selama tidak ada halangan syar’i. kewalian 
adalah kekuatan yang bersifat syar’i untuk melakukan jual beli. 
Prinsipnya adalah barang yang diperjualbelikan adalah milik penjual.   
2. Tidak ada hak atas barang yang diperjualbelikan kecuali pemilik. 
Manakala ada hak selain pemilik atas barang yang diperjual belikan 
maka jual beli tersebut tergantung (Zuhaili, 2006: 3336-3337). 
 Syarat sah jual beli ada dua jenis, syarat sah umum dan syarat sah 
khusus. Syarat sah umum adalah syarat yang seharusnya ada pada setiap 
jenis jual beli, yaitu jual beli harus bersih dari enam cacat, yaitu: jahalah 
(ketidaktahuan), ikra>h (paksaan), tauqi>t (pembatasan waktu),  gara>r 
(ketidakjelasan), d}ara>r (bahaya), syarat-syarat yang rusak. Jaha>lah yang 
dimaksud adalah ketidaktahuan yang bisa menyebabkan pertentangan. Ada 
empat macam jaha>lah, yaitu: 
1. Ketidaktahuan jenis, macam atau ukuran barang yang diperjualbelikan.  
2. Ketidaktahuan harga. 
3.  Ketidaktahuan tempo atau penundaan, seperti pembayaran tempo dan 
khiya>r  syarat. Tempo atau penundaan wajib diketahui, jika tidak 
diketahui maka akadnya fasad.  
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4. Ketidaktahuan dalam kepercayaan, contohnya ketika penjual 
mensyaratkan mendahulukan ka>fil atau gadai dengan pembayaran 
tunda (Zuhaili, 2006: 3346). 
 Terpaksa adalah adanya keterpaksaan atas sesuatu yang dilakukan 
penjual dan pembeli. Ada dua macam terpaksa yaitu: 
1. Murni terpaksa yaitu seorang yang menemukan keterpaksaan pada 
dirinya untuk berbuat, seperti ditakuti untuk dibunuh atau dicacat 
anggota tubuhnya. 
2. Setengah terpaksa seperti ditakuti dengan ditahan, dipukul. Dua jenis 
keterpaksaan tersebut memiliki akibat fasad menurut mazhab Hanafi. 
Menurut Zufar, setengah terpaksa mengakibatkan mauquf. Tauqit 
(pembatasan waktu) dimaksudkan adanya masa berlaku jual beli 
seperti penjual yang mengatakan, “Saya jual baju ini selama sebulan 
saja atau setahun saja” (Zuhaili, 2006: 3347).        
Gara>r dimaksudkan gara>r  sifat, seperti seseorang menjual sapi 
yang jika diperah akan keluar susu satu liter.  Sifat tersebut menimbulkan 
ketidakjelasan. Hal tersebut berbeda, manakala hanya disebut sapi, yang  
jika diperah akan keluar susu tanpa menyebut ukuran.  Jika gara>r berkaitan 
dengan wujud, maka menyebabkan jual beli batal, termasuk di dalamnya 
manakala barang yang diperjual belikan masih belum jelas antara ada dan 
tidak ada.   
D}ara>r  yang dimaksud adalah manakala penyerahan barang  tidak 
mungkin tanpa adanya bahaya pada penjual. Syarat fasad adalah setiap 
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syarat yang mengandung manfaat untuk salah satu pihak saja, yang mana 
manfaat tersebut tidak ada dalam syariat, urf (adat) atau  keniscayaan akad, 
seperti seseorang menjual mobil dengan syarat pembeli membantu penjual 
selama sebulan. Jika syarat fasad terjadi pada akad pertukaran seperti jual 
beli, maka akadnya fasad, tetapi dianggap main-main jika terjadi pada 
akad tabarru’ dan kepercayaan seperti menikah. Jika terjadi maka akadnya 
sah. Must}ofa Zarqa‟ sebagaimana dikutip Zuhaili (2006: 334), 
berpandangan, kebiasaan manusia mensahkan syarat-syarat dalam 
pandangan fukaha. Syarat fasad bisa berubah menjadi s}ahi>h oleh urf. 
Syarat fasad bisa hilang dari muamalah manusia secara fikih dengan 
perkembangan zaman. 
Adapun syarat sah yang khusus adalah syarat yang melekat pada 
jenis-jenis jual beli tertentu. Syarat dimaksud adalah:. 
1. Serah terima untuk barang bergerak. Seseorang yang  menjual barang 
yang dibeli dari orang lain, maka ia baru bisa menjual setelah 
menerima barang tersebut. jika ia  menjual barang tersebut sebelum 
menerima dari penjualnya maka hal tersebut berarti gara>r, karena 
barang bergerak rentan rusak bahkan hilang. 
2. Mengetahui harga awal untuk jual beli amanah, seperti mura>bah}ah dan 
tauliyyah. 
3. Saling menyerahkan obyek akad untuk jual beli sarf (jual beli mata 
uang). 
4. Dipenuhinya syarat-syarat salam untuk jual beli salam. 
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5. Harga dan barang adalah sama jenis dan ukuran untuk barang-barang 
ribawi. 
6. Serah terima hutang dalam tanggungan, seperti barang yang dipesan. 
Pemesan (pembeli) tidak boleh menjual barang yang dipesan sebelum 
menerima barang yang dipesan dari pihak yang dipesan (penjual) 
(Zuhaili, 2006: 3349). 
Syarat luzum. Syarat luzum muncul setelah syarat in’iqad dan syarat 
nafaż. Jual beli wajib dilaksanakan manakala telah terbebas dari salah satu 
jenis khiya>r yang memberi peluang kepada salah satu pelaku akad untuk 
merusak akad. Contoh khiya>r  syarat, khiya>r  sifat, khiya>r naqd, khiya>r  
ta’yin, khiya>r  ru’yah, khiya>r ‘aib, pemalsuan dan ketidakjelasan. Manakala 
jual beli terdapat salah satu jenis khiyar di atas, maka akad jual beli terhalang 
oleh jenis-jenis khiya>r dimaksud. Artinya kedua belah pihak masih memiliki 
kesempatan untuk memilih terjadi jual beli atau meniadakan jual beli 
(Zuhaili, 2006: 3349-3350). 
Wahbah Zuhaili (2006: 3354-3355) menerangkan, Syarat jual beli 
menurut mazhab Hanafi di atas berjumlah 23 syarat. Jumlah tersebut berbeda 
dengan mazhab Malik yang menyebut ada 21 syarat. Mazhab Syafii 
menyebut ada 22 syarat dan mazhab Hanbali menyebut ada 11 syarat. 
Mazhab Maliki merumuskan  tiga syarat, yaitu syarat pelaku akad, syarat 
sigat, dan syarat obyek akad.  
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Syarat pelaku akad (penjual dan pembeli) ada empat. Tiga syarat 
untuk penjual dan pembeli, satu syarat untuk penjual saja. Empat syarat 
dimaksud yaitu: 
1. Pembeli dan penjual adalah mumayyiz (cukup umur untuk bertindak 
hukum). 
2. Pembeli dan penjual adalah pemilik obyek akad atau wakil. Menurut 
mazhab Malik jual beli fud}u>li sah. Jual beli fud}u>li adalah membeli untuk 
seseorang bukan untuk pelaku tanpa seizin seseorang tersebut, atau 
menjual barang milik seseorang tanpa seizin pemilik barang. Statusnya 
hanya ditangguhkan izin pemilik barang. 
3. Pembeli dan penjual adalah orang yang tidak terpaksa. Jual belinya orang 
terpaksa hukumnya batal, namun ada sebagian mazhab Malik yang 
menyebut ghairu la>zim.  
4. Penjual adalah ra>syid. Jual beli orang yang idiot atau tidak cakap berbuat 
hukum tidak sah. manakala mereka membeli, status jual belinya 
ditangguhkan, menunggu persetujuan wali.  
Syarat sigat menurut mazhab Maliki sebagaimana dikutip Wahbah 
Zuhaili (2006: 3354-3356) ada dua, yaitu: 
1. Ijab dan kabul dilaksanakan dalam satu majelis. 
2. Ijab dan kabul tidak terpisah, menurut ukuran urf (pandangan masyarakat 
setempat). Manakala ijab kabul menurut urf terpisah maka akadnya tidak 
sah.                           
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Syarat harga dan yang dihargai (obyek akad) ada lima, yaitu: 
1. Obyek jual beli bukan sesuatu yang dilarang syarak. Jual beli bangkai, 
darah dan sesuatu yang belum diterima dilarang syarak. 
2. Obyek jual beli harus suci. 
3. Obyek jual beli bermanfaat menurut syarak. 
4. Obyek jual beli diketahui oleh kedua belah pihak. Jual beli sesuatu yang 
tidak ada atau tidak diketahui dilarang. 
5. Obyek jual beli bisa diserahkan saat akad. 
Syarat jual beli menurut mazhab Syafi‟i   meliputi syarat pelaku akad, 
syarat sigat dan syarat obyek akad. Syarat pelaku akad ada empat, yaitu: 
1. Rusyd, artinya baliq dan berakal, patut melaksanakan agama dan 
membelanjakan hartanya. 
2. Tidak ada paksaan tanpa dasar hak. Contoh paksaan atas dasar hak adalah 
seseorang yang berhutang, namun enggan membayar hutang. Hakim 
berhak menjual barang miliknya tanpa izin orang tersebut untuk 
membayar hutangnya. Hakim juga boleh meminta pemilik barang menjual 
sendiri untuk membayar hutangnya.   
3. Islam, untuk pembeli mush}af dan sejenisnya seperti kitab hadis, kitab 
fikih, begitu juga budak muslim dilarang dibeli oleh non muslim. 
4. Pembeli bukan kafir h}arbi, untuk alat-alat perang.       
Syarat sigat menurut mazhab Syafi‟i  sebagaimana dikutip Wahbah 
Zuhaili (2006: 3356-3360) ada 13, yaitu: 
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1. Ada khit}ab yang jelas. 
2. Khit}ab dirangkai dalam kalimat yang jelas maksudnya. 
3. Kabul dilakukan oleh pihak yang dimaksud dalam ijab. 
4. Pihak pertama menyebut barang dan harga. 
5. Kedua belah pihak memahami makna redaksi yang dipakai dalam ijab 
kabul. 
6. Pihak pertama menyampaikan ijab dan kecakapan kedua belah pihak 
terjaga sampai kabul sempurna. 
7. Ijab dan kabul tidak terpaut jauh waktu pelaksanaannya. 
8. Antara ijab dan kabul tidak ada ungkapan selain urusan akad. 
9. Pelaku ijab tidak merubah maksudnya sampai kabul selesai. 
10.  Sigat terdengar. 
11. Ijab dan kabul sesuai secara sempurna. 
12. Sigat tidak digantung dengan sesuatu yang tidak ada hubungan dengan 
akad. 
13. Akad jual beli tidak dibatasi waktu. 
Syarat obyek akad ada lima, yaitu: 
1. Obyek akad harus suci. Barang-barang yang najis seperti anjing dan arak 
dilarang diperjualbelikan, begitu pula barang kena najis yang sulit 
dihilangkan seperti cuka kena najis atau susu kena najis.  
2. Obyek akad bermanfaat menurut syarak. 
3. Obyek akad bisa diserahkan pada saat akad. 
4. Obyek akad adalah milik pelaku akad. 
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5. Obyek diketahui oleh pelaku akad tentang barangnya, ukurannya dan 
sifatnya (Al-Ṡarbi>ni>, t.th.: 13-26).  
Syarat-syarat jual beli menurut mazhab Hanbali terbagi dalam tiga 
syarat, yaitu: syarat pelaku akad, syarat sigat dan syarat obyek akad. Syarat 
pelaku akad ada dua, yaitu: 
1. Rusyd, kecuali untuk sesuatu yang mudah atau remeh. Ukuran sahnya 
adalah izin wali dan adanya maslahat.  
2. Saling rela dari kedua belah pihak, ada hak khiya>r dan tidak ada paksaan 
pada keduanya kecuali dengan hak. Hak yang dimaksud contohnya hakim 
menjual harta seseorang untuk membayar hutang orang tersebut, atau 
menjual harta penimbun. Membeli dari orang yang terpaksa hukumnya 
makru>h, yaitu seseorang yang menjual hartanya dengan harga lebih 
rendah dari harga miṡlinya (sepadan umumnya). Jual beli amanah, 
dimana kedua belah pihak formalnya melakukan jual beli, padahal 
hakikatnya bukan jual beli yang mereka maksudkan, hal itu dilakukan 
untuk menghindar dari orang yang menzalimi atau sejenisnya hukumnya 
batal. 
Syarat sigat menurut mazhab Hanbali sebagaimana di kutip oleh 
Wahbah Zuhaili (2006: 3361-3366) ada tiga, yaitu: 
1. Sigat dilakukan satu majelis, artinya kabul dilaksanakan di majelis ijab. 
2. Sigat tidak dipisah (ada jeda) yang menurut urf bertujuan menghindari 
jual beli. 
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3. Jual beli tidak dibatasi waktu dan tidak digantungkan dengan kehendak 
Allah, contohnya saya jual barang ini jika si Fulan setuju. 
Syarat obyek akad menurut mazhab Hanbali ada enam, yaitu: 
1. Obyek akad berupa harta, yaitu sesuatu yang diperkenankan untuk 
dimanfaatkan menurut syarak. 
2. Barang yang dijual milik sempurna penjual. Rasulullah melarang menjual 
sesuatu yang tidak ada pada penjual. Oleh karena itu jual beli fud}u>li tidak 
sah.  
3. Barang yang dijual bisa diserahkan pada saat akad. Barang yang tidak 
bisa diserahkan pada saat akad sama hukumnya dengan barang yang tidak 
ada, yaitu tidak sah diperjual belikan. 
4. Barang yang dijual  diketahui oleh penjual dan pembeli, dalam kurun 
waktu yang tidak memungkinkan ada perubahan pada barang tersebut. 
5. Harga diketahui oleh penjual dan pembeli sebelum akad atau pada saat 
akad. 
6. Harga dan barang bebas dari sesuatu yang mencegah sahnya akad seperti 
riba. 
Hukum dalam jual beli adalah kepemilikan barang bagi pembeli dan 
kepemilikan harga (uang) bagi penjual. Ada tiga konteks pembahasan hukum, 
yaitu: 
1. Hukum dalam konteks hukum  taklifi. Ada kategori-kategori hukum yang 
dimaksud; wuju>b,  nadb, iba>>h}ah, tah}ri>m dan kara>hah. Satu tindakan 
hukum dimasukkan pada salah satu kategori hukum tersebut. 
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2. Hukum dalam konteks sifat syar’i bagi suatu perbuatan hukum, seperti 
sah, la>zim, tidak la>zim. Contoh jual beli yang memenuhi syarat rukun 
hukumnya sah la>zim. 
3. Hukum dalam konteks akibat yang timbul dari perbuatan hukum, menurut 
syarak. Contohnya jika jual beli dilaksanakan sesuai syarat dan rukun 
maka menuntut akibat hukum yang timbul pada penjual dan pembeli. 
Hakekat akad adalah perbuatan-perbuatan yang wajib dilakukan untuk 
menghasilkan akibat hukum seperti menyerahkan barang yang dijual, 
menerima harga (uang penjualan) dan mengembalikan jika ada cacat 
(Zuhaili,2006: 3368). 
Persoalan barang dan harga dalam jual beli memiliki posisi penting 
dalam pandangan ulama fikih. Mabi>’ (sesuatu yang dijual) umumnya adalah 
sesuatu yang bisa didefinisikan dengan batasan tertentu sehingga maksudnya 
jelas, sedangkan harga adalah sesuatu yang tidak bisa didefinisikan dengan 
batasan tertentu. Qimah (nilai) suatu barang berbeda dengan harga barang 
yang dimaksud dalam jual beli. Qimah sesuatu adalah penilaian yang relatif 
sama umumnya manusia, sedangkan harga adalah sesuatu yang kedua belah 
pihak saling rela (sepakat) sebagai bandingan sesuatu yang dijual.  
Kaidah yang berlaku di kalangan ahli fikih adalah setiap sesuatu yang 
mungkin menjadi Mabi>’ (sesuatu yang dijual) maka ia mungkin menjadi 
harga, namun tidak semua yang bisa menjadi harga bisa menjadi barang yang 
dijual. Emas, perak yang dicetak jadi mata uang atau mata uang kertas/logam 
statusnya adalah harga dan nilainya dalam tanggungan (intrinsik) bukan nyata 
66 
(ekstrinsik). Yang disebut dalam jual beli bukan nilai ekstrinsiknya tetapi nilai 
instrinsiknya, karena wujud tidak penting sebagai penyebutan harga (Zuhaili, 
2006: 3371-3372). 
Ka>mil Mu>sa (t.th.: 253) merangkum syarat sah jual beli menjadi dua 
belas, yaitu:  
1. Jual beli memenuhi rukun  akad.  
2. Barang yang dijualbelikan diketahui, untuk menghindari ketidakjelasan 
(jaha>lah), karena  bisa menimbulkan perselisihan.  
3. Harganya diketahui sebagaimana barang yang diperjualbelikan.  
4. Berlaku untuk selamanya. Jual beli yang dibatasi waktu tidak 
diperkenankan syarak, karena jual beli menghendaki perpindahan 
kepemilikan sempurna.  
5. Waktu pembayarannya diketahui. Syarat ini untuk jual beli yang 
pembayarannya ditangguhkan.  
6. Barang yang diperjualbelikan bisa diserahterimakan tanpa menimbulkan 
bahaya.  
7. Terjaminnya kerelaan kedua belah pihak.  
8. Harganya (sesuatu yang ditukar) adalah  sesuatu yang berharga.  
9. Tidak ada gara>r (sesuatu yang tidak jelas; barangnya atau akibatnya).  
10. Tidak adanya sesuatu yang menyebabkan akad menjadi fasad.  
11. Tidak ditemukan syarat yang rusak.  
12. Tidak mengandung riba.  
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Definisi riba menurut mazhab Hanafi adalah tambahan tanpa „iwad} 
dalam pertukaran harta dengan harta. Menurut pendapat mazhab Syafi‟i 
adalah akad „iwad khusus yang tidak diketahui kesepadanannya dalam 
standar syariat pada saat akad, atau disertai pengunduran waktu pertukaran 
keduanya atau salah satunya. Kedua definisi tersebut berpijak pada dasar 
adanya tambahan dan atau pengunduran waktu pertukaran sebagai penentu 
ada atau tidaknya riba. Definisi ulama klasik di atas berbeda dengan 
pandangan kaum modernis yang melihat keharaman riba ada pada 
kezalimannya, bukan semata-mata tambahannya. Mereka disebut oleh 
Abdullah Saeed (2004: 62-64) diantaranya adalah Fazlurrahman, 
Muhammad Asad, Sa‟id al-Najjar, dan Abdul Mun‟im al-Namr. Ra>syid 
Rid}a dan gurunya Muhammad Abduh berpendapat esensi riba adalah 
berbuat zalim (Rid}a>, 1367 H.: 103.) . Penambahan yang pertama dalam 
jual beli adalah halal tetapi jika pada saat jatuh tempo ditetapkan imbalan 
tambahan lagi untuk menunda jatuh tempo maka tambahan yang kedua 
adalah haram (Rid}a>, 1367 H.: 97).  
3. Khiya >r 
Khiya>r adalah tuntutan untuk memilih melanjutkan jual beli atau 
tidak melanjutkan  jual beli (al-San’a>ni, t.th.: 33). Khiya>r ada dua jenis, 
yaitu khiya>r majlis dan khiya>r syarat. Khiya>r  majlis terjadi pada proses 
akad, misalnya penjual berkata, “Saya jual baju saya ini dengan harga Rp 
120.000,-“. Pembeli memiliki hak untuk menerima atau tidak menerima 
tawaran penjual tersebut. Pembeli berkata, “Saya beli baju anda ini Rp 
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100.000,-“.  Penjual memiliki hak menerima atau tidak menerima tawaran 
pembeli tersebut. Kedua belah pihak berhak menentukan akan melanjutkan 
proses akad atau menghentikannya. Kedua belah pihak memiliki 
kesempatan berfikir dengan tanpa menggantung kepentingan pihak yang 
lain.  
Kesempatan berfikir dibatasi oleh waktu atau sikap perbuatan. 
Dalam k\hiya>r  majlis kesempatan berfikir dibatasi sampai kedua belah 
pihak berpisah menurut ukuran kebiasaan perpisahan, seperti memalingkan 
badan atau salah satu keluar dari tempat akad. Dalam khiya>r syarat 
kesempatan berfikir disesuaikan dengan kesepakatan kedua belah pihak, 
sepanjang sesuai kepatutan. Sebagian ulama  membatasi sampai tiga hari. 
Al-S}an’a>ni (t.th.: 33-3) menyebut khiya>r memiliki arti penting dalam 
transaksi pertukaran karena mengarahkan adanya saling rid}a dalam 
transaksi dimaksud.    
Pesan al-Quran “saling rid}a” dalam setiap transaksi diaplikasikan 
dalam tuntunan khiya>r. Rasulullah (al-San’a>ni>, t.th.: 35) menerangkan, 
manakala dua orang melakukan jual beli maka masing-masing memiliki 
hak khiya>r selama belum berpisah. Manakala salah satu telah menerima 
tawaran pihak lawan bicara atau salah satu mensyaratkan adanya tenggang 
waktu berpikir untuk menentukan jawaban, maka perpisahan kedua pihak 
tidak berpengaruh. Manakala salah satu pihak telah menyetujui tawaran 
pihak yang menawarkan berarti jual beli telah terjadi. Oleh karenanya 
salah satu pihak tidak boleh membatalkan jual beli. Larangan pembatalan 
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jual beli dalam rangka menjaga harga diri pelaku akad dan menjaga 
hubungan baik kedua belah pihak.   
Rasulullah mengaplikasikan khiya>r bukan sebatas kesempatan 
berfikir saja, tetapi meluas sampai persoalan perlindungan konsumen dari 
pemalsuan. Ketika sahabat H}abban mengadu kepada Rasul tentang adanya 
penipuan pada saat jual beli, Rasul berkata kepada H}abban, “Jika engkau 
berjual beli berkatalah jangan ada penipuan”. Al-S}an’a>ni> (t,th.: 35) 
menerangkan adanya tambahan keterangan hadis di atas dalam riwayat 
Ibnu Ish}aq dari Yunus bin Bakir dan Abdul A‟la, “Kemudian kamu khiya>r 
dalam setiap jual beli yang kamu lakukan dalam kurun waktu tiga hari, 
jika anda rid}a maka teruskan, jika tidak maka kembalikan”. Khiya>r  ini 
menyangkut persoalan kemahalan harga.  
Para ulama Maliki sebagaimana dikutip al-S}an’a>ni> (t,th.: 35) 
mengatur kemahalan harga yang boleh menjadi sebab mengembalikan 
barang dan meminta kembali harga yang dibayarkan manakala 
kemahalannya sepertiga harga atau lebih. Kemahalan yang sedikit masih 
ditolerir apalagi jika pembeli telah menyadari dan rid}a bahwa ia membayar 
kemahalan. Sadar dan rid}a telah membayar lebih mahal termasuk sikap 
memudahkan dalam menjual dan membeli.           
Proses akad terjadi pada saat barang  telah ada dan siap diserahkan, 
manakala akad benar-benar terjadi. Salah satu pihak dilarang 
meninggalkan pihak yang lain karena takut terjadi serah terima barang. 
Islam melindungi kepentingan dua belah pihak pembeli dan penjual 
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dengan khiya>r. Perlindungan yang diberikan berupa kesempatan berpikir 
sebelum terjadi akad dan kepastian transaksi setelah akad terjadi. 
Persoalannya adalah khiya>r masih masuk kategori moral, sehingga 
penegakan hukumnya lemah. Kekuatan moral ada pada keteguhan pelaku 
akad dalam melaksanakan transaksi yang sesuai moral Islam. 
Khiya>r  dalam konteks mura>bah}ah di bank syar’ah ada dua yaitu 
khiya>r majlis pada saat bank syari’ah telah memiliki barang dan khiya>r 
syarat. Khiya>r majlis digunakan untuk memilih apakah janji membeli dan  
menjual antara nasabah dan bank syari’ah sebelum bank syari’ah memiliki 
barang akan dilanjutkan apa tidak. Menurut Imam al-Sya>fi’i (t.th.: 33) 
janji membeli dan menjual belum mengikat karena penjual belum 
memiliki barang. Pada saat penjual memiliki barang yang dimaksud, 
kedua belah pihak diperbolehkan melakukan akad jual beli yang 
didalamnya ada khiya>r majlis. 
Khiya>r syarat  digunakan setelah terjadi akad jual bel. Mura>bah}ah 
adalah jual beli amanah, artinya penjual tidak boleh bohong tentang harga 
beli. Penjual harus menyebut harga beli yang sebenarya (Ruyd, t.th.: 161) 
Diskon harga beli barang yang dijual dengan cara mura>bah}ah adalah hak 
pembeli bukan penjual. Penjual dalam hal ini bank syari’ah wajib 
mengembalikan diskon atau potongan harga pada saat membeli barang 
yang dijualnya secara mura>bah}ah (DSN-MUI, 2006: 94-95).  Jual beli bisa 
dibatalkan oleh pembeli manakala ia tidak terima atas pelanggaran 
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penjual tentang harga yang disebut berbeda dengan harga yang 
sebenarnya dibayar oleh penjual.   
Jual beli bisa dilakukan dengan cara mengutus wakil untuk 
membeli atau menjual. Al-Jaziri (2004: 143-153) mengutip pendapat 
ulama mazhab tentang ketentuan norma wakil dalam jual beli. Mazhab 
Hanafiyah menekankan adanya kejelasan jenis barang yang hendak dibeli 
atau dijual oleh wakil. Mazhab Malikiyah menekankan adanya harga miṡli 
pada barang yang dijual atau dibeli dan khiya>r  manakala barang yang 
dibeli oleh wakil ada cacat. Catatan khusus yang diberikan oleh mazhab 
Malikiyah adalah jangan menjual barang makanan yang dibeli wakil 
sebelum orang yang mewakilkan menerima barang tersebut. Mazhab 
Syafiiyah menekankan sigat yang digunakan pada saat mewakilkan harus 
jelas.      
D. Hal-Hal yang Dilarang dalam Jual Beli. 
Dalam pandangan hukum Islam ada larangan dalam melakukan jual 
beli. Ibnu Rusyd (t.th: 94) menjelaskan ada empat sebab-sebab fasad 
(rusaknya jual beli), yaitu:  barang yang dijual adalah haram, riba, gara>r dan 
syarat-syarat yang mengarah kepada riba dan gara>r. Larangan tersebut 
bergantung pada internal akad. Ada lagi faktor eksternal akad yang 
menyebabkan jual beli dilarang, yaitu:  gasy (pemalsuan), d}ara>r (bahaya), 
waktu yang tidak tepat dan jual beli dengan cara yang diharamkan. Menjual 
barang yang dilarang ada dua kategori, yaitu: barang najis dan barang tidak 
najis (ulama tidak sepakat status najis dimaksud).   
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Para ulama sebagaimana dikutip Ibnu Rusyd (t.th: 94-95) sepakat 
melarang barang najis yang dijelaskan oleh Nabi, yaitu: khamr (Jawa: arak), 
bangkai dan babi. Para ulama berbeda pendapat tentang jual beli barang najis 
yang biasa dimanfaatkan (bukan dimakan manusia) seperti sampah atau 
kotoran untuk pupuk. Para ulama juga berbeda pendapat tentang kebolehan 
barang yang status najisnya masih diperselisihkan seperti anjing. Imam Syafii 
menegaskan jual beli anjing haram untuk tujuan apapun. Abu Hanifah 
membolehkan jual beli anjing. Pengikut Imam Malik membedakan antara 
anjing yang terlatih untuk berburu dan anjing yang tidak terlatih. Anjing yang 
tidak terlatih tidak boleh diperjual belikan.  
Para ulama sepakat keharaman riba. Riba arti bahasanya adalah 
tambahan. Dalam al-Quran surat al-Hajj ayat lima disebut “ ” 
artinya tambah dan tumbuh. Arti istilah riba adalah akad pertukaran yang 
khusus dimana tidak diketahui padanannya menurut syarak pada waktu akad 
dilakukan atau disertai pengunduran –penyerahan- barang dan harga atau salah 
satu barang atau harga (al-Ṡarbi>ni>, t.th.: 27). Para ulama‟ sepakat riba yang 
terjadi pada dua hal; jual beli dan sesuatu yang ada pada tanggungan, baik 
berupa jual beli, pesanan atau yang lain. Riba pada tanggungan ada dua jenis, 
yaitu: pertama,  riba jahiliyah yakni kedua belah pihak sepakat menunda 
pembayaran  hutang  dengan  memberi  tambahan. Kedua,  memberi potongan 
harga/hutang pada jual beli tunda. Riba pada jual beli terjadi pada dua hal 
yaitu; tambahan harga pada barang ribawi  dan penundaan-pembayaran 
dengan syarat penambahan harga- (Rusyd, t.th.: 96). 
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Riba ada dua yaitu: riba nasi’ah dan riba fad}l. Riba nasi’ah terjadi 
pada hutang piutang dan riba fad}l terjadi pada jual beli. Riba nasi’ah terjadi 
akibat ada penundaan pembayaran hutang akibat jual beli atau hutang. 
Pernyataan orang Arab yang dilarang  oleh syarak adalah “Berilah tambahan 
padaku maka engkau aku beri tenggang waktu pelunasan atau pembayaran”. 
Tambahan tersebut didasarkan pada hutang dan adanya penambahan waktu. 
Tambahan tersebut tidak memiliki „iwad}. Riba jual beli atau riba fad}l, terjadi 
akibat penambahan harga pada barang-barang ribawi. Nabi menyebut ada 
enam jenis barang yang termasuk riba fad}l , yaitu: żahab, fid}d}ah, burr, sya’ir, 
t}amar dan milh}un (Muslim, t.th.: 692).   
Tambahan harga pada jual beli bayar tunda menurut Satar (2003: 24-
25) tidak termasuk riba, baik nasi’ah maupun fad}l. Ia tidak termasuk riba 
nasi’ah karena tambahan harga terjadi akibat jual beli, bukan akibat dari 
hutang piutang. Harga yang telah disepakati pada jual beli bayar tunda tidak 
boleh ditambah lagi. Jika ditambah berarti riba, karena tambahan terjadi atas 
hutang, bukan jual beli. Tambahan harga pada jual beli bayar tunda tidak 
termasuk riba jual beli, karena dua barang yang ditukar diperkenankan oleh 
syarak untuk ada tambahan dan ada penundaan pembayaran.        
Gara>r terjadi pada beberapa kasus, yaitu:  
1. Barang yang dijual tidak jelas. Dalam kasus tersebut adakalanya barang 
yang dijual tidak jelas batasannya atau batasan  akadnya tidak jelas.  
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2. Terjadi pada kasus harga dan barang yang dihargai tidak jelas atau 
ukurannya tidak jelas, tenggang waktu pembayarannya tidak jelas untuk 
jual beli yang pembayarannya tunda.  
3. Tidak diketahui wujudnya atau diragukan kemampuannya,  artinya 
kemampuan untuk serah terima barang.  
4. Pada kasus tidak diketahui keselamatan kekekalan  barangnya, diantara 
jual beli yang mengandung ciri-ciri d}ara>r di atas ada yang disebut 
namanya dalam nas} (Hadis)  dan jual beli yang tidak disebut namanya 
oleh nas.  
Jual beli yang disebut namanya oleh nas adalah tradisi jahiliyah 
yang dilarang Nabi. Para ulama sepakat terhadap larangannya, seperti:   
a. Jual beli hewan dalam kandungan dengan sebutan bai’ al-habl al-
hablah.  
b. Jual beli mula>masah, yaitu jual beli barang dengan cara disentuh pada 
malam hari yang gelap hingga tidak diketahui sejatinya barang  
tersebut. Menurut al-Ṡarbi>ni> (t.th.: 39) jual beli tersebut dilarang 
karena tidak ada khiya>r.  
c. Jual beli  munabażah yaitu penjual dan pembeli saling melempar 
barang  hingga tidak jelas  barang yang mana yang dipertukarkan.  
d.  Jual  beli h}as}at yaitu  jual beli dengan cara melempar batu pada 
dagangan dan yang kena berarti yang dibeli dan wajib dibeli.   
e. Jual  beli menggunakan dua akad yang diberi sebutan bai’ataini fi  
ba’iatin.  
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f. Jual beli buah-buahan sebelum jelas baiknya. Jual beli yang tidak 
disebut namanya oleh nas}, ulama berbeda pendapat (Rusyd, t.th.: n  
Menurut al-Ṡarbi>ni> (t.th.: 38-50) larangan dalam jual beli ada dua 
konteks, yaitu: jual beli yang dilarang dan perbuatan yang dilarang dalam 
jual beli. Jenis-jenis jual beli yang dilarang dijelaskan langsung oleh 
Rasulullah, sebagaimana penulis jelaskan pada alinea di atas. Perbuatan 
yang dilarang dalam jual beli maksudnya ada perbuatan lain (di luar akad-
akad jual beli) yang dilakukan bersamaan dengan jual beli, seperti jual beli 
dengan membeli barang sebelum sampai ke pasar (talaqqurrukba>n),  jual 
beli antara orang kota  dan orang desa dengan pembelian bertahap dan 
harga lebih mahal (bai’ ha>dir liba>di), jual beli dengan maksud 
mempengaruhi pembeli lain (bai’ al-najasyi), jual beli kurma dan anggur 
untuk membuat arak, jual beli budak dengan memisahkan anak yang 
belum balig dari ibunya dan jual beli dengan memberi uang muka (bai’ al-
urbu>n). 
 
E. Jual Beli Bayar Tunda dalam Perspektif Fikih. 
Jual beli bayar tunda dalam istilah fikih ada beberapa istilah, tetapi 
maksudnya sama. Al-Satar (2003: 15) menyebut dengan istilah al-bai’ al-
muajjal. Al-Sarbas}i>ni> (t.th.: 285) menyebut dengan istilah “al-bai’ ila ajal” dan 
“al-bai’ bi ṡaman muajjal”. Definisi bai’ al-muajjal, ditelusuri dari dua suku 
kata yang membentuknya kata al-bai’  dan al-muajjal. Arti bahasa kata al-bai’ 
adalah pertukaran harta dengan harta. Arti kata al-muajjal adalah bentuk isim 
maf’ul dari kata ajjala al-syakhs}u syaian, artinya seseorang menunda sesuatu. 
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Makna ajal berarti selesainya zaman atau masa. Ajal dalam istilah al-bai’ al-
muajjal adalah waktu yang disepakati kedua belah pihak untuk menyerahkan 
harga barang yang diperjualbelikan. Menurut istilah fukaha al-bai’ al-muajjal 
adalah jual beli yang mana pembayarannya tunda, artinya penyerahan harganya 
ditunda sesuai waktu yang disepakati. Istilah tersebut membedakan jenis jual 
beli dimaksud dengan jual beli yang dibayar kontan (al-bai’ al-hal atau al-bai’ 
naqdan) (al-Satar, 2003: 15).  
Pembayaran tunda berarti hutang yang menjadi tanggungan pembeli. 
Pembayaran tunda tidak selalu berarti seluruh harga. Sebagian harga saja yang 
akan dibayar tunda termasuk jual beli bayar tunda. Model jual beli bayar tunda, 
meliputi jual beli bayar angsur (al-bai’ al-taqsit}). Pembayaran tunda dibatasi 
sesuai tahapan tertentu misalnya setiap bulan. Kesepakatan pembayaran 
dengan cara tunda sama dengan kesepakatan pembayaran dengan cara 
angsuran. Kesepakatan pembayaran tunda dibagi menurut kesepakatan bulan 
atau termin waktu (al-Satar, 2003: 15). Istilah jual beli bayar tunda berbeda 
dengan jual beli salam. Jual beli bayar tunda, barang yang diperjualbelikan 
diserahkan pada saat akad sedangkan harganya ditunda penyerahannya, baik 
sebagian atau seluruhnya.  
Jual beli salam, harga diserahkan pada saat akad, sedangkan barang 
ditunda penyerahannya (al-Satar, 2003: 15). Model jual beli bayar angsur 
banyak digunakan di era modern, terutama yang melibatkan lembaga 
keuangan. Model jual beli salam banyak dilaksanakan oleh pedagang dan 
petani. Penulis menemukan istilah ijon untuk pembelian borongan dan todan 
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untuk pembelian dengan harga per satuan. Keduanya mirip dengan akad salam 
namun belum memenuhi kriteria  akad salam. Dalam akad salam ada reformasi 
yang dilakukan oleh Nabi, berupa jual beli yang jelas harga satuan dan jumlah 
satuan dimaksud serta harga 100% diserahkan saat akad. Model pembayaran 
angsuran dinilai oleh fukaha  tidak melanggar syarat jual beli.  
Jual beli bayar tunda hukumnya muba>h, ia termasuk pengertian al-bai’. 
para ulama merujuk pada Q.S., 2: 275  
...              ... 
dan Q.S, 2: 282  
...              ...
sebagai dalil muba>h jual beli bayar tunda. Nabi pernah melakukan pembelian 
gandum dengan waktu pembayaran tunda yang jelas dan Nabi menggadaikan 
baju besi sebagai jaminannya. Perbuatan Nabi tersebut menjadi pijakan para 
ulama untuk menetapkan hukum muba>h pada akad jual beli bayar tunda (al-
Sarbas}i>ni>, t.th.: 183).  
Secara filosofis, jual beli bayar tunda memiliki kedekatan dengan riba, 
ada keterkaitan erat antara pertambahan harga dengan pertambahan waktu. 
Motif penundaan pembayaran berbarengan dengan motif kenaikan harga jual. 
Oleh karena itu,  para ulama ada yang memberi catatan pada jual beli bayar 
tunda. Imam Ahmad dan Ibnu „Aqil sebagaimana dikutip al-Satar (2003: 18), 
tidak menyukai jual beli bayar tunda karena ada maksud mengaitkan tambahan 
harga barang dibandingkan harga pada saat akad dengan tenggang waktu yang 
disepakati. Pedagang yang hanya menjual dengan bayar tunda ditengarai 
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bermotif mendapatkan harga lebih tinggi, oleh karenanya pedagang tersebut 
tidak disukai oleh dua imam di atas. 
Hikmah jual beli bayar tunda adalah memudahkan terpenuhi kebutuhan 
manusia, meskipun dengan kemampuan membayar yang kecil. Jual beli 
dipergunakan untuk memiliki barang yang masih dimiliki orang lain. Jual beli 
membutuhkan ‘iwad, sementara tidak semua pihak yang membutuhkan barang 
dimaksud memiliki ‘iwad untuk membayar. Penundaan pembayaran atau 
pengangsuran pembayaran menjadi solusi keterbatasan jumlah dana untuk 
memiliki barang yang dibutuhkan (al-Sarbas}i>ni>, t.th.: 184). Harga dimaksud 
adalah hutang yang berarti d}immah/ tanggungan. Penundaan harga tidak boleh 
digantungkan dengan penundaan penyerahan barang. Penundaan pembayaran 
diperbolehkan dalam rangka menolong orang yang berhutang untuk memiliki 
barang (al-Satar, 2003: 18).  Persoalan menolong orang yang berhutang 
menjadi terganggu ketika harga dinaikkan oleh penjual, seiring tenggang waktu 
yang diberikannya. 
Para ulama berbeda pendapat dalam memahami fenomena harga yang 
lebih tinggi dibanding harga barang saat akad pada jual beli bayar tunda. 
Riwayat „Aisyah menjelaskan Nabi pernah membeli 30 s}a>’ (+/- 75kg)1 gandum 
kepada orang Yahudi dengan pembayaran tunda. Menurut jumhur ulama 
riwayat tersebut dipahami dengan mempertimbangkan tradisi Yahudi yang 
suka menambah harga dalam jual beli bayar tunda. Jumhur menyimpulkan 
harga yang dikenakan kepada Nabi lebih mahal dibanding harga gandum saat 
                                                             
1
 1 sha’ = 4 mud = 2400 gram atau 24  ons atau 2,5 kg. (al-Biga, 1978:   96-98). 
Penggunaan ukuran sha’ digunakan pada hadis zakat fitrah. Di Indonesia lazim digunakan padanan 
2,5 kg untuk tiap 1 sha’ zakat fitrah, sebagai pemudahan ukuran 2,4 kg menjadi 2,5 kg. 
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akad. Maka jumhur ulama memperkenankan jual beli bayar tunda dengan 
harga lebih tinggi dibanding harga barang dimaksud saat akad. Sebagian ulama 
sebagaimana dikutip  al-Satar (2003: 20-21) seperti Zainul „Abidin, kelompok 
Zaidiyyah dan Hadawiyyah menolak harga lebih tinggi pada jual beli bayar 
tunda.  
Mereka memahami penambahan harga pada jual beli tunda termasuk 
kategori riba. Ia termasuk sesuatu yang dilarang oleh ayat   bukan 
termasuk pada bagian   (al-Satar, 2003: 21). Menurut penulis ada dua 
cara pandang dalam melihat persoalan pertambahan harga akibat penundaan 
pembayaran. Ada ulama yang lebih condong pada wujud akad jual beli dan ada 
ulama lain yang lebih berhati-hati dengan substansi riba, karena terkesan ada 
penambahan pokok hutang dengan pengunduran waktu bayar. Jumhur ulama 
berargumentasi tambahan pada harga berbeda dengan tambahan riba. 
Tambahan riba adalah tambahan yang terjadi akibat hutang piutang atau 
pada jual beli riba fad}l, sedangkan tambahan pada jual beli bayar tunda adalah 
tambahan harga yang telah ditetapkan pada saat akad jual beli. Ia bukan 
termasuk kategori riba. Riba sebagaimana yang pahami dan dilakukan oleh 
orang Arab adalah sejumlah tambahan yang disepakati antara pemberi hutang 
dan penerima hutang, berdasarkan jumlah hutang. Pemahaman orang Arab 
tersebut dikomentari dan dituntun ke jalan yang benar oleh Allah dalam Q.S., 
ar-Rum (30): 39.  
                       ... 
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Tambahan yang dilakukan tersebut tidak memiliki „iwad} dari pihak 
pemberi hutang, oleh karenanya dilarang. Penerima hutang memberi tambahan 
kepada pemberi hutang tanpa dapat „iwad }. Jual beli dan riba sebagaimana 
difahami dan dilaksanakan orang Arab berbeda. Perbedaan antara jual beli dan 
riba nampak pada riwayat Imam Ahmad, Abu Dawud dan Nasa‟i. Tatkala Nabi 
menyiapkan pasukan, Nabi  membeli satu unta dengan dua unta dibayar tunda. 
Riwayat ini menunjukkan jual beli dengan harga lebih tinggi dibayar tunda 
dilakukan oleh Nabi. Hal ini diperkenankan menurut syarak (al-Satar, 2003: 
22).  
Persoalan tambahan harga pada jual beli tunda menurut penulis 
sepatutnya diletakkan dalam konteks jual beli barang dimana harga dan barang 
adalah beda jenis. Jika konteks ini yang digunakan maka tidak ada kerancuan 
dengan riba fad}l yang melarang tambahan dan penundaan. Barang yang beda 
jenis boleh diperjualbelikan dengan tambahan dan penundaan pembayaran. 
Kaitan tambahan dan penundaan waktu pada jual beli bayar tunda tidak bisa 
dilepaskan (diingkari keterkaitannya) dalam pertimbangan hukum. Menurut 
penulis tambahan harga bisa menjadi syarat adanya penundaan pembayaran. 
Namun demikian, penundaan pembayaran tidak memastikan adanya tambahan 
harga. Ada dan tidaknya tambahan harga bisa disebabkan faktor permintaan 
dan penawaran barang, karena menyangkut persoalan harga. Manakala 
persoalan jual beli bayar tunda diaplikasikan di lembaga keuangan syari‟ah, 
maka keterkaitan penambahan harga pokok dikaitkan dengan penundaan waktu 
pembayaran adalah pasti, apalagi jika menggunakan akad mura>bah}ah.  
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Secara filosofis harga belum definitif nilainya, sedangkan barang telah 
definitif nilainya. Harga  dalam bentuk barang atau uang adalah „iwad} yang 
digunakan untuk mengukur nilai barang yang diperjualbelikan. Ia boleh lebih 
tinggi, boleh lebih rendah atau sama dengan nilai barang, dalam konteks beda 
jenis dan bukan barang ribawi. Misalnya sebuah rumah, nilainya definitif. 
Berapa harganya? tergantung kesepakatan dan situasinya. Jika nilai rumah 
diambil dari biaya pembuatannya Rp 100.000.000, harga jualnya belum tentu 
mencapai Rp 100.000.000, manakala hendak dipasarkan. Harga rumah 
dimaksud bisa menjadi Rp  200.000.000  dalam situasi banyak permintaan dan 
ada pembeli yang berani membayar sebesar Rp 200.000.000. Keuntungan 
dalam jual beli tersebut halal.  
Pertukaran harga dengan barang dalam jual beli bayar tunda berbeda 
dengan hutang piutang. Tambahan yang timbul dari keduanya hukumnya 
berbeda. Tambahan yang dipersyaratkan pada hutang namanya riba
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 Hadis yang populer digunakan adalah  
   
ada hadis yang sepertinya bertentangan dengan hadis tersebut yaitu 
   
Al-S}>an’a>ni (t.th.: 52-53) menjelaskan kedua hadis tersebut memiliki konteksnya masing-masing.  
Hadis kedua konteksnya adalah orang yang berhutang atau  pinjam memiliki akhlaq mulia dalam 
pandangan adat maupun syarak ketika mengembalikan berupa barang yang lebih baik dibanding 
barang yang ia terima saat hutang atau pinjam. Konteks tersebut berbeda dengan hutang piutang 
yang menarik manfaat. Maksud mengembalikan lebih baik adalah semata-mata untuk tabarru’ 
(mencari pahala dan mengharap ridlo Allah swt) karena tambahan dimaksud tidak dipersyaratkan.  
Wujud tambahan bisa berupa tambah banyak jumlahnya atau tambah bagus  sifatnya. Imam Malik 
sebagaimana dikutip al-San‟ani (t.th.: 53) melarang tambahan berupa tambah banyak jumlah 
barangnya. Artinya tambahan yang dimaksud dalam hadis tersebut adalah lebih baik sifat 
barangnya seperti contoh hewan pada hadis tersebut tetap 1 ekor tambahannya berupa umur yang 
leih tua. Hadis pertama konteksnya adalah hutang piutang yang mensyaratkan manfaat atau 
tambahan.  Penuiis memahami dua hadis di atas menerangkan bedanya hutang dengan syarat 
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sedangkan tambahan pada jual beli tunda disebut keuntungan (ribh}un).  
Persoalan riba dan jual beli memiliki titik singgung manakala ada kreatifitas 
riba menggunakan atau menumpang pada akad jual beli. Seperti kasus bai’ al-
‘inah dan jual beli yang dikhawatirkan terjadi riba. Seseorang pemilik barang 
hendak membutuhkan sejumlah dana, dan ia masih membutuhkan barang yang 
dimaksud, solusi yang dilakukan adalah dengan melakukan jual beli „inah 
(Satar, 2003: 61).  
Seseorang tersebut menjual barang dimaksud kepada pembeli yang 
memahami maksudnya dengan pembayaran tunai. Kemudian ia membeli 
kembali dengan harga lebih tinggi dibanding harga yang ia terima dengan 
pembayaran tunda. Ia menguasai dana cash, namun ia memiliki hutang 
pembayaran barang dan barang yang dimaksud masih tetap milliknya. 
Penambahan harga dilakukan untuk memberi imbalan penundaan waktu 
pembayaran. Menurut penulis, dalam jual beli „inah substansinya adalah 
hutang dana (qard }) sedangkan akad jual beli adalah hilah formalitas agar 
tambahan yang diberikan pelaku akad tidak termasuk riba. 
Jual beli bayar tunda termasuk jual beli yang dikhawatirkan riba 
(żari’ah al-riba).3 Status dan motif adanya penambahan harga menjadi sorotan 
                                                                                                                                                                       
tambahan dan hutang tidak mensyaratkan tambahan. Tambahan pada hutang yang 
mempersyaratkan tambahan hukumnya dilarang sedangkan tambahan sifat barang pada hutang 
yang tidak dipersyaratkan hukumnya dianjurkan. Ketulusan hati dalam bertransaksi disesuaikan 
dengan akad yang digunakan, membawa kebaikan kedua belah pihak.  
3
  Kesimpulan Ibnu Rusyd in sekilas berbeda dengan redaksi hadis:  
jual beli bayar tunda disebut membawa berkah. Al-San‟ani (t.th.,: 76-77)  menjelaskan barakah 
jual beli bayar tunda pada hadis tersebut ada pada sikap saling toleran, mempermudah urusan dan 
saling membantu orang yang berhutang dengan cara memberi tempo pembayaran. Penulis 
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para ulama. Potongan harga juga memiliki problem yang sama dengan 
penambahan harga (Rusyd, t.th.: 96). Status penambahan harga jual beli atau 
penambahan pokok hutang adalah sesuatu yang problematik. Motif pelaku 
tidak selamanya tercermin dalam akad yang dipilih. Dalam jual beli bayar 
tunda ada hutang di dalamnya. Nampaknya hal ini yang menjadikan ada 
kemiripan dengan riba. Kekhawatiran munculnya riba dalam jual beli bayar 
tunda ada pada anggapan penambahan atau pengurangan harga dikaitkan 
dengan waktu pembayaran.     
Pemikiran bahwa setiap tambahan yang dikaitkan waktu adalah riba, 
menurut Satar (2003: 25) adalah salah. Pemikiran tersebut menyamakan 
tambahan pada jual beli bayar tunda dengan tambahan pada hutang piutang. 
Riba jual beli bisa terjadi tanpa ada tambahan, tetapi karena adanya penundaan 
pembayaran. Jual beli sejenis antar barang ribawi tidak boleh ada tambahan 
dan penundaan. Jual beli beda jenis antar barang ribawi boleh ada tambahan 
tetapi tidak boleh ada penundaan pembayaran. Tambahan dan penundaan 
adalah karakter riba hutang piutang, bukan karakter riba jual beli. Jual beli  
barang dengan uang, baik dibayar kontan atau dibayar tunda boleh ada 
tambahan.  
                                                                                                                                                                       
memahmi  Hadis  ini akan beroperasi pada situasi dimana pelaku tidak ada motif riba. 
Kenyataannya jual beli bayar tunda sering dibarengi dengan motif melakukan riba sehingga jual 
beli bayar tunda dijadikan sarana untuk tujuan yang tidak semestinya, yaitu riba. Riba menjadi 
sesuatu yang dikhawatirkan karena menjadi tujuan yang terselubung pelaku jual beli bayar tunda. 
Hikmah jual beli bayar tunda adalah saling menolong dan mempermudah urusan, hikmahnya 
muqa>rad}ah adalah saling memberi manfaat dan hkmahnya  mencampur bur  dan Sya’i>r untuk 
kekuatan. Jika diperjual belikan bisa terjadi tipu daya atau pemalsuan akibat percampuran 
dimaksud. 
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Lebih lanjut Satar (2003: 31-43) menjelaskan keterkaitan jual beli bayar 
tunda dengan jual beli yang dikenal massyarakat Arab dan yang dilakukan di- 
lembaga keuangan syari‟ah. Penjelasannya adalah sebagai berikut:                 
1. Jual beli disandarkan (al-bai’ al-mud}af). Jual beli ini menyandarkan akibat 
jual beli pada kejadian tertentu yang akan terjadi. Misalnya saya jual 
rumah ini dengan harga Rp 100.000.000  kepadamu satu tahun yang akan 
datang. Norma jual beli tidak menerima penyanderaan. Akibat jual beli 
harus terjadi setelah akad dilaksanakan. Model jual beli disandarkan 
berbeda dengan jual beli bayar tunda, pada jual beli bayar tunda akibat jual 
beli langsung terjadi, dimana pembeli sah memiliki barang yang dibeli. 
Pembayaran tunda pada jual beli bukan penyanderaan pada sesuatu yang 
akan terjadi karena hal itu soal penundaan pembayaran bukan 
penyanderaan pembayaran. 
2. Jual beli ditangguhkan (al-bai’ al-mauquf). Jual beli ini menangguhkan 
keberlanjutan akad pada pihak yang berhak melakukan transaksi, seperti 
jual beli fud}u>li. Pada jual beli fud}u>li  sahnya  akad tergantung pada 
perkenan atau fasah} dari pelaku akad fud}u>li untuk menjaga kemaslahatan 
pemilik barang dan barang dimaksud. Pada jual beli fud}u>li akibat hukum 
jual beli terhenti (ditangguhkan) oleh perkenan salah satu pelaku akad, 
sedangkan jual beli bayar tunda akibat hukum jual beli tidak terhenti oleh 
pembayaran tunda, karena telah disepakati dalam akad. Akibat jual beli 
langsung terjadi setelah akad dilaksanakan.        
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3. Jual beli digantungkan (al-bai’ al-mu’allaq). Jual beli mu’allaq sig}atnya 
menggunakan kalimat yang menggantungkan akad jual beli dengan 
kejadian yang akan terjadi. Misalnya, saya jual mobilku jika saya pergi. 
Syarat jual beli adalah jika penjual pergi. Sahnya jual beli digantungkan 
pada terjadinya sesuatu yang disyaratkan. Menurut jumhur jual beli tidak 
boleh digantungkan pada syarat yang belum terjadi. Ibnu Taimiyah 
membolehkan jual beli digantungkan pada syarat. Jual beli mu’allaq 
berbeda dengan jual beli bayar tunda, karena uang pembayaran adalah 
piutang penjual pada pembeli. 
4. Jual beli dibatasi waktu (al-bai’ al-muwaqqat). Jual beli ini membatasi 
kepemilikan –sebagai akibat jual beli- pada kurun waktu tertentu. Jual beli 
ini tidak diperkenankan syarak, karena norma syarak menentukan semua 
akibat hukum pada transaksi kepemilikan benda adalah untuk selamanya. 
Jika ada pembatasan maka jual beli tidak sah. Perbedaan jual beli dibatasi 
waktu dengan jual beli bayar tunda ada pada fungsi pengunduran waktu 
(ta’jil). Pada jual beli dibatasi waktu ta’jil berarti pembatasan kepemilikan 
untuk mengakhiri akad, sedangkan pada jual beli bayar tunda ta’jil berarti 
tenggang waktu pembayaran untuk menyempurnakan pertukaran dalam 
akad. 
5. Jual beli dengan dua harga. Jual beli ini dilarang oleh Nabi. Salah satu 
hadis yang melarang adalah riwayat Abu Hurairah, “ 
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hadis ini diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan Nasa‟i, dan dinyatakan 
s}ah}ih oleh imam at-Tirmiżi dan Ibnu H}ibban (al-Asqala>ni, t.th: 162). 
Larangan jual beli dengan dua harga menyangkut persoalan ketidakpastian 
dalam menentukan harga antara penjual dan pembeli, sedangkan jual beli 
telah disepakati.  
Ada beberapa „illat (sifat hukum) dalam larangan jual beli dengan 
dua harga, yaitu:  
a. Adanya ketidakjelasan (jaha>lah) yang dapat menimbulkan 
pertengkaran soal harga. Masing-masing pihak bisa memegangi 
pendapatnya tentang harga yang disepakati akibat ada dua penawaran 
harga.  
b. Adanya unsur riba, jual beli ini termasuk jual beli yang dikhawatirkan 
mengandung riba. Perubahan harga di tengah perjanjian bisa terjadi 
dalam jual beli dengan dua harga. Perubahan harga di tengah 
perjanjian menyebabkan adanya riba dalam jual beli. Misalnya 
awalnya sepakat memilih harga pertama, belum dibayar sepakat lagi 
harga kedua, atau sebaliknya. Riba akan jelas terlihat manakala 
obyeknya bahan makanan dengan bahan makanan, karena akan muncul 
kelebihan atau penundaan pada pertukaran barang ribawi.  
c. Gara>r (ketidakjelasan). Jual beli dengan dua harga biasanya dikaitkan 
dengan pilihan waktu pembayaran. Contohnya saya jual rumahku ini 
Rp 100.000.000 kontan atau Rp 150.000.000 jika dibayar 3 tahun. 
Harga rumah dimaksud menjadi tidak jelas Rp 100.000.000 atau 
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150.000.000?. Ketidakjelasan harga menjadi potensi munculnya hal-
hal yang dilarang dalam jual beli.  
d. Tidak ada ketetapan harga.  
Konteks jual beli dengan dua harga meliputi tiga kemungkinan, 
yaitu:   
a. Jual beli dengan dua harga dilakukan dengan kepastian salah satu harga 
dalam kabul (jawaban atas penawaran). Contohnya manakala penjual 
menawarkan harga kontan dan harga bayar tunda, kemudian pembeli 
memastikan membeli dengan bayar tunda. Jual beli dengan dua harga 
dalam konteks ini adalah sah. Hal-hal yang dikhawatirkan tidak ada. 
Konteks ini seperti pada jual beli yang menggunakan tawar menawar dan 
tidak menyebut harga perolehan.   
b. Jual beli dengan dua harga  dilakukan dengan tidak ada kepastian diantara 
dua harga dari pembeli. Misalnya ada dua penawaran harga, kemudian 
pembeli hanya mengiyakan saja penawaran tersebut. Jual beli dengan dua 
harga dalam konteks ini tidak sah, karena sifat-sifat terlarangnya masih 
melekat.   
c. Jual beli bayar tunda dilaksanakan dengan hak khiya>r (memilih terus atau 
tidak dalam proses jual beli). Khiya>r diberikan untuk menghindari 
kekhawatiran riba. Khiya>r  dimaksudkan agar pembeli tidak menyesal di 
kemudian hari atas pilihannya. Jual beli dengan dua harga tidak boleh 
dipastikan harus terjadi. Jika hak khiya>r tidak diberikan kepada pembeli, 
maka jual beli dengan dua harga tidak sah. Konteks jual beli dengan dua 
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harga yang diperkenankan syarak adalah manakala pembeli memastikan 
harga yang dikehendaki adalah satu harga, atau pembeli mendapat hak 
khiya>r dalam jual beli tersebut. 
Konteks larangan jual beli dengan dua harga adalah tidak adanya 
kejelasan harga. Harga adalah sesuatu yang harus jelas. Reformasi jual beli 
yang dilakukan Nabi salah satunya adalah kejelasan harga. Pembeli dan 
penjual tidak dianggap sepakat manakala belum sepakat harga mana yang 
dipilih dan disepakati keduanya. Khiya>r  sangat penting digunakan untuk 
memberi kesempatan kedua belah pihak untuk menentukan harga yang 
dipilih dan disepakati. 
6. Jual beli mura>bah}ah dengan perintah membeli. Jual beli ini modifikasi dari 
mura>bah}ah yang disesuaikan dengan konteks lembaga keuangan. Calon 
pembeli meminta lembaga keuangan untuk membeli barang sesuai dengan 
kriteria tertentu yang ia tentukan, dengan perjanjian ia akan membeli 
barang tersebut disertai keuntungan tertentu. Jual beli model ini umumnya 
menggunakan pembayaran tunda atau angsuran. Calon pembeli melakukan 
jual beli model ini karena kondisi keuangannya yang kurang untuk 
membayar barang dimaksud, sedangkan pemilik barang tidak 
memperkenankan pembayaran tunda.  
Lembaga keuangan sangat dibutuhkan untuk menjembatani dan 
memberi solusi antara pemilik barang dengan pembeli dalam konteks ini. 
Keterkaitan antara jual beli mura>bah}ah dengan perintah membeli dengan 
jual beli bayar tunda saling berpadu. Norma- norma jual beli bayar tunda 
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wajib diterapkan pada jual beli mura>bah}ah di lembaga keuangan. 
Perbedaannya adalah jual beli bayar tunda dilakukan dengan tanpa 
menyebut harga perolehan (musawamah), sedangkan jual beli mura>bah}ah 
dilakukan dengan menyebut harga perolehan. 
7. Sewa yang diakhiri dengan kepemilikan (al-ija>rah al-muntahiyyah bi al-
tamlik). Sewa ini modifikasi dari sewa klasik dan berbeda dengan jual beli 
bayar tunda. Sewa substansinya sebatas pemindahan hak guna, bukan 
pemindahan hak milik. Penyewa berubah menjadi pembeli di akhir masa 
penyewaan. Akad awal adalah sewa kemudian pada akhir masa sewa, 
pemilik barang menjual atau menghibahkan barang tersebut kepada pihak 
yang  menyewa barang dimaksud. Perbedaan sewa model ini dengan jual 
beli bayar tunda ada pada letak akad jual beli.  
Pada sewa yang diakhiri dengan kepemilikan, jual beli ada di akhir 
masa sewa, setelah barang digunakan oleh penyewa, sedangkan pada jual 
beli bayar tunda akad dilakukan sebelum barang digunakan. Pada transaksi 
di lembaga keuangan syari‟ah, akad jual beli bayar tunda bisa berdiri 
sendiri dan bisa bergabung dengan akad lain, bahkan bisa dimodifikasi 
dengan akad mura>bah}ah. 
Harga dalam jual beli pada asalnya adalah kontan. Pertukaran barang 
dan harga asalnya adalah bersamaan diserahterimakan pada saat akad. 
Penundaan pembayaran adalah bentuk pengecualian dan mempertimbangkan 
urf (kebiasaan) masyarakat muslim. Urf (kebiasaan) menjadi syarat dalam 
konteks jual beli bayar tunda. Syarat penundaan pembayaran dalam jual beli 
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bayar tunda adalah syarat yang diperkenankan syarak. Jual beli yang tidak 
menyebut waktu pembayaran, berlaku hukum asal, yaitu pembayaran kontan. 
Persoalan pembayaran tunda dalam kajian ulama fikih mendapat perhatian 
serius, terutama jika dilakukan dengan cara mura>bah}ah. Penundaan 
pembayaran disepakati seiring dengan kesepakatan penambahan harga. 
Persoalan hukum muncul, kaitannya dengan harga, karena rawan terjadi 
praktek riba. 
Fukaha memandang penundaan pembayaran adalah bagian dari harga. 
Penundaan pembayaran adalah harga sesuatu yang diserahterimakan. Jual beli 
tunda yang menggunakan sistem mura>bah}ah, menjadi sorotan para fukaha 
dengan penalaran filosofi. Pembeli diminta menentukan ya atau tidak jadi 
membeli dengan harga 1.100, saat akad. Hal ini berarti tambahan waktu  
seperti sesuatu yang diperjualbelikan. Penjual sepertinya membeli dua sesuatu 
dengan harga 1.000 dan menjual salah satunya dengan harga 1.100 
menggunakan sistem mura>bah}ah. Perilaku penjual adalah bentuk penghianatan 
menurut Ibnu A>bidin (t.th.: 141).  
Seseorang yang membeli dengan pembayaran tunda tidak boleh 
menjual barang dimaksud dengan cara mura>bah}ah kecuali ia menjelaskannya, 
karena penundaan pembayaran menyerupai sesuatu yang diperjualbelikan 
menurut al-Kisa>ni> (t.th.: 3200). Penundaan memiliki harga, artinya penundaan 
itu sesuatu yang diperjualbelikan meskipun hakekatnya bukan sesuatu yang 
diperjualbelikan. Buktinya harga bertambah seiring waktu yang disediakan 
untuk membayar. Penundaan pembayaran adalah bagian dari angsuran harga. 
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Penundaan pembayaran pada jual beli tunda wajib dilaksanakan oleh 
penjual. Ia tidak boleh menggugurkan atau mempercepat secara sepihak 
perjanjian penundaan pembayaran tersebut. Kesepakatan penundaan 
pembayaran dan kesepakatan harga adalah pokok kesepakatan dalam jual beli 
bayar tunda. Penundaan pembayaran dalam jual beli bayar tunda berbeda 
dengan penundaan pengembalian hutang dalam akad hutang piutang. Pada 
akad hutang piutang pemberi hutang boleh meminta pengembalian sebelum 
waktu yang disepakati. Dalam hal memberi diskon pembayaran sebelum jatuh 
tempo, akad hutang piutang dan jual beli bayar tunda hukumnya sama-sama 
boleh (Satar, 2003: 61).    
 
F. Moral dan Filosofi Jual Beli. 
Fikih memiliki keterbatasan dalam mengakomodasi moral dalam 
ketentuannya. Keterbatasan dimaksud nampak pada batasan-batasan yang ada 
dalam fikih yang hanya mampu mengatur perilaku manusia yang tampak. 
Batasan-batasan dalam fikih (syarat dan rukun) sering tidak menjangkau 
esensi ibadah atau moralitas perbuatan. Fukaha tidak masuk wilayah qalb. 
Khusyu’ dalam salat tidak menjadi syarat atau rukun shalat, yang ada adalah 
t}uma’ninah (tenang sejenak).   
Kelemahan fikih dalam mengadopsi moral sering dimanfaatkan oleh 
muslim untuk menghindari kewajiban atau meniadakan larangan. Contoh 
penghindaran kewajiban adalah  pemindahan hak milik oleh calon muzakki 
sebelum khaul (masa kepemilikan selama setahun) untuk menghindari 
kewajiban zakat. Contoh peniadaan larangan adalah pelaku muhallil. Perilaku 
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muslim tersebut jauh dari moralitas agama Islam yang menghendaki 
kepatuhan yang tulus (al-Gazali, t.th.: 19). Persoalan moral dalam perilaku 
menjadi keprihatinan para pemikir Islam.    
Al-Quran menurut Fazlurrahman (2000: 36) mengajarkan tuntunan 
moral, bukan semata-mata ketentuan hukum belaka. Ia memiliki ratio legis 
dalam membicarakan persoalan-persoalan hukum. Ketentuan-ketentuan 
hukum yang dijelaskan oleh al-Quran memiliki pesan moral di balik perintah, 
larangan dan pernyataannya. Manakala pernyataan tersebut dilepaskan dari 
pesan moralnya maka ketentuan tersebut tidak memiliki kekuatan Ilahiyyah 
lagi, karena kekuatan Ilahiyyah-nya ada pada moral yang melekat pada 
perintah, larangan dan pernyataan al-Quran dan hadis. Rasulullah Muhammad 
diutus untuk menyempurnakan akhlaq manusia, melalui skenario wahyu Ilahi.   
Ayat-ayat dan hadis yang menjelaskan perihal hubungan manusia 
dengan manusia, termasuk kategori ma’qul al-ma’na (maslahatnya bisa 
dijangkau dengan akal budi manusia). Hal itu berbeda dengan ayat dan hadis 
yang termasuk kategori ghairu ma’qul al-ma’na (maslahatnya tidak bisa 
dijangkau dengan akal budi manusia). Persoalan ma’qul al-makna dalam 
konteks fikih menjadi salah satu penyebab perbedaan pendapat para mujtahid. 
Mereka berbeda pendapat dalam merumuskan ketentuan hukum praktis 
karena berbeda dasar pemikiran dan pertimbangan dalam memahami wahyu 
Ilahi. Ada mujtahid yang lebih melihat pada ketentuan teks semata ada yang 
lebih dari sekedar teks, karena memasukkan dasar filosofis dan pertimbangan 
moral dalam melihat konteks penerapan wahyu Ilahi. Dalam disertasi ini 
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pembahasan konteks penerapan wahyu Ilahi difokuskan pada jual beli dan 
jual beli tunda.        
Jual beli diperkenankan oleh Islam dalam rangka memperlancar 
pemenuhan kebutuhan manusia. Ketika sesuatu telah menjadi milik seseorang 
dan dibutuhkan oleh orang lain, maka salah satu cara yang diperkenankan 
syarak adalah dengan jalan mempertukarkan harta kedua pihak; yang 
membutuhkan barang dan pihak yang mau melepas kepemilikan  atas barang 
dimaksud. Pertukaran dinyatakan oleh wahyu Ilahi berbeda dengan pinjaman 
dan hutang. Pertukaran adalah tija>rah yang di dalamnya diperkenankan terjadi 
perbedaan nilai barang yang dipertukarkan, sedangkan pinjaman dan hutang 
adalah birrun yang tidak memperkenankan adanya penambahan yang 
disyaratkan saat mengembalikan. Nampaknya Islam menegaskan pentingnya 
konsistensi antara maksud hati dengan perbuatan yang dilakukan.  
Wahyu Ilahi secara jelas menyebut  (saling rela) dalam 
melaksanakan tija>rah, termasuk jual beli. Penegasan saling rela dalam rangka 
menuntun manusia agar ia tidak memakan harta sesamanya dengan cara yang 
dilarang oleh Allah. ’An tara>d}in” tidak berdiri sendiri. Ia adalah ruh 
(moralitas) yang dibungkus oleh ketentuan-ketentuan hukum wahyu Ilahi. 
Manusia cenderung lemah dalam menjaga moral dan kuat dalam menjaga 
hukum karena terdesak oleh kebutuhannya. Dalam beberapa hadis Rasulullah 
menjelaskan solusi atas persoalan tersebut. Penjelasan Rasulullah konsisten 
pada prinsip ’an tara>d}in dalam konteks ketundukan manusia pada 
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kebutuhannya dan kebiasaannya. Misalnya jual beli salam dan jual beli bayar 
tunda. 
Jual beli salam menyalahi ketentuan syarak, dimana barang yang 
dipertukarkan tidak ada. Pada masa Nabi masyarakat Madinah biasa menjual 
kurma pada saat tidak musim kurma. Hal tersebut telah biasa mereka lakukan 
dengan alasan desakan kebutuhan. Nabi memberi solusi atas persoalan 
tersebut. Nabi membolehkan kebiasaan tersebut dengan catatan dilakukan 
pertukaran yang terukur, yaitu takaran atau timbangan yang jelas dan harga 
dibayar penuh pada saat akad. Menurut penulis ini adalah salah satu reformasi 
yang dilakukan oleh Nabi dalam bidang muamalah. 
Jual beli bayar tunda juga menyalahi ketentuan syarak. Barang yang 
dipertukarkan (harga dan yang dihargai) hendaknya wujud saat akad. Orang-
orang Arab saat itu dan umat manusia lainnya memiliki keterbatasan dalam 
membayar kebutuhannya, sehingga harus melakukan penundaan pembayaran. 
Penundaan ini berpotensi menjerumuskan manusia pada perjanjian jual beli 
terlarang. Al-Quran melarang riba dan hadis melarang gara>r. Nabi melakukan 
reformasi dengan dua hal tersebut. Gara>r  adalah ketidakjelasan pada barang 
yang dijual, harga yang ditanggung atau waktu pembayarannya dan waktu 
penyerahan barangnya. Riba adalah tambahan yang dilarang syarak karena 
tidak memiliki „iwad} (bandingan/sebab). Nabi bahkan menentukan jenis-jenis 
barang ribawi artinya barang-barang yang tidak boleh dipertukarkan kecuali 
kontan dan tidak ada kelebihan.  
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Pelanggaran atas keduanya adalah riba. Riba juga bisa terjadi pada 
pinjaman yang mempersyaratkan manfaat sepihak (tambahan). Riba juga bisa 
terjadi pada penundaan pembayaran hutang yang mempersyaratkan 
tambahan. Persoalan menjadi kompleks manakala penundaan pembayaran 
jual beli mempersyaratkan adanya tambahan, bahkan dikaitkan dengan jangka 
waktu yang disediakan. Semakin lama waktu yang disediakan semakin mahal 
harga yang ditanggung pembeli. Dua hal yang berbeda hukum, bersatu dalam 
satu akad. Hal tersebut menjadi diskusi yang panjang karena unsur gara>r juga 
bisa masuk, sebagaimana pemikiran beberapa ulama fikih.          
Hubungan jual beli bayar tunda, riba dan gara>r menguji para mujtahid 
dalam merumuskan hukum praktis, dalam hal apa boleh dan dalam hal apa 
tidak boleh. Seberapa ia berpegang pada formalitas jual beli dan seberapa 
teguh ia menghindari riba. Jual beli bayar tunda yang diperkenankan oleh 
Nabi bahkan disebut-sebut membawa berkah, manakala terjadi pada konteks 
mempersyaratkan penambahan atau pengurangan (diskon) maka 
pembahasannya menjadi pelik. Manakala seorang pembeli memberi 
kelebihan atau menuntut pengurangan harga pada jual beli bayar tunda, maka 
terkesan tidak ada maksud untuk melakukan jual beli riba.  
Seseorang menjual hartanya dengan harga Rp 10.000.000 kontan, 
lantas ia membelinya kembali dengan harga Rp 20.000.000  bayar tunda. Itu 
artinya seseorang menerima Rp 10.000.000 dan menyerahkan Rp 20.000.000 
dengan penundaan pembayaran. Imam Malik sebagaimana dikutip Ibnu 
Rusyd (t.th.:106) tidak suka kepada pelaku jual beli ‘inah, karena hubungan 
96 
kedua belah pihak sebenarnya hutang piutang. Mereka melakukan jual beli 
semu untuk menghindari praktek pinjaman dengan pengembalian lebih. 
Dalam konteks di atas hakekatnya bukan jual beli. 
Dalam persoalan seseorang menjual hartanya lantas membelinya 
kembali, ada sembilan kemungkinan yang bisa terjadi. Adakalanya ia 
membeli kembali dengan tempo pembayaran sama pada saat ia menjual, lebih 
singkat atau lebih lama dari tempo pembayaran saat ia menjual. Masing-
masing tiga kemungkinan di atas adakalanya membayar dengan harga yang 
sama, lebih tinggi atau lebih rendah dibanding harga ketika ia menjual. 
Sembilan kemungkinan di atas, para ulama berbeda pendapat dalam dua 
kemungkinan: 
a. Seseorang membeli lagi barang yang ia jual secara bayar tunda  dengan 
cara kontan atau tenggang waktu pembayarannya lebih cepat dari pada 
tenggang waktu saat ia menjual, namun harga yang ia bayar lebih rendah.  
b. Seseorang membeli lagi barang yang ia jual secara bayar tunda dengan 
cara bayar tunda dan tenggang waktu pembayarannya lebih lama 
dibanding saat ia menjual, serta harga yang ia bayar lebih mahal (Rusyd, 
t.th.: 106).  
Ima>m Ma>lik sebagaimana dikutip Ibnu Rusyd (th.: 106)  tidak 
membolehkan dua jenis jual beli tunda tersebut, sedangkan Ima>m Sya>fii> 
membolehkannya. Ima>m Ma>lik menengarai jenis jual beli bayar tunda di atas 
adalah riba. Menyerahkan uang lebih banyak karena ada jangka waktu 
pembayaran adalah riba. Hal itu sama dengan seseorang berkata, “Pinjamilah 
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saya Rp 10.000.000  untuk beberapa bulan, nanti saya kembalikan Rp. 
20.000.000”.  Maksud pinjam beberapa rupiah dibungkus dengan kontrak jual 
beli. Pendapat Ima>m Ma>lik dan teman-temannya memiliki dasar nas} hadis 
dari „A>isyah. Suatu ketika „A>isyah mendengar cerita seseorang membeli 
budak dengan harga 800 dinar dengan pembayaran tunda. Lantas pembeli 
membutuhkan uang dan ia menjual kembali budak tersebut dengan harga 600 
dinar dengan masa pembayaran lebih cepat. „Aisyah berkata, “Jual beli model 
begitu adalah buruk” (Rusyd, t.th.: 107).  
Ima>m Sya>fi’i> sebagaimana dikutip Ibnu Rusyd (t.th.: 107) menolak 
keabsahan hadis di atas, sedangkan Ima>m Ma>lik  menjadikannya sebagai 
dasar untuk berhati-hati mengidentifikasi bahaya laten riba. Ia menengarai 
ada lima hal penyebab riba yaitu:   
a. Pernyataan “Berilah saya waktu untuk mengembalikan hutang dan anda 
saya beri tambahan”.   
b. Menjual (menukar) barang ribawi dengan memberi kelebihan.   
c. Penundaan pembayaran.   
d. Pernyataan  “Berilah aku diskon pelunasan hutang, maka saya percepat 
pembayaran hutang saya”.   
e. Menjual makanan sebelum barang diterima.  
Pelaku lima perbuatan di atas menyerahkan dinar (uang) dan 
mengambil kembali dinar tersebut dengan lebih banyak tanpa terbebani 
untuk berbuat sesuatu dan tidak menanggung sesuatu atas risiko yang 
mungkin terjadi. Perilakunya didasarkan pada waktu sebanding dengan 
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harga, kedua dipertukarkan dalam konteks kontrak bisnis.Harga jual yang 
lebih tinggi yang dikaitkan dengan penambahan waktu, menurut Ibnu 
Taimiyah (t.th.: 326) ada tiga kemungkinan yang dikaitkan dengan maksud 
pemanfaatan barang yang diperjualbelikan. Manakala ada seseorang berkata 
kepada seorang pemilik barang, “Berilah saya barang ini untukku”, lantas 
pemilik barang menjawab, “Aku beli barang ini Rp 30.000.000,-, dan aku 
hanya akan menjualnya Rp 50.000.000 dengan cara bayar tunda.  
Tiga kemungkinan dimaksud yaitu: 
1) Barang  dimaksudkan untuk dimakan, dipakai, diminum atau tujuan 
konsumtif lainnya. 
2) Barang dimaksudkan untuk diperjual belikan kembali. Dua maksud 
tersebut hukumnya sama, yaitu mubah (boleh dilakukan), dengan tetap 
menjaga syarat yang ditentukan oleh syarak. Manakala pembeli dalam 
keadaan terpaksa harus membeli barang dimaksud, maka harga 
dilarang melebihi harga perolehan (Jawa: kulakan) penjual. Misalnya 
seseorang terpaksa harus membeli makanan, sedangkan yang memiliki 
stok barang hanya ada pada satu pedagang. Pedagang tersebut dilarang 
mengambil untung.   
3)  Pembeli sebenarnya bermaksud mendapat uang bukan barang. Artinya 
pembeli akan menjual barang yang ia beli dengan pembayaran tunda 
untuk mendapat uang guna memenuhi kebutuhannya seperti membayar 
hutang. Model ketiga ini ulama‟ sepakat melarang, karena jual beli 
tersebut hanya semu dan seperti hutang uang dengan mengembalikan 
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lebih dari pokok hutangnya. Model transaksi ketiga ini bisa masuk 
kategori al-tawarruq. „Umar bin Abdul „Azis, sebagaimana dikutip 
oleh Ibnu Taimiyah (t.th.: 325)   al-tawarruq sama dengan riba.        
Ada model jual beli yang mensyaratkan keuntungan bagi penjual. 
Model ini termasuk jual beli amanah, di mana penjual wajib menjelaskan 
harga perolehan yang dijadikan dasar keuntungan yang ia kehendaki. Jual 
beli model ini namanya mura>bah}ah (Rusyd, t.th.: 161). Para ulama sepakat 
membolehkan jual beli mura>bah}ah, namun mereka berbeda pandangan atas 
apa yang disebut harga perolehan. Apakah sebatas harga barang tersebut 
atau meliputi biaya-biaya yang dikeluarkan oleh penjual?. Hal tersebut 
terjadi karena harga perolehan adalah dasar penentuan keuntungan yang 
dimaksud penjual dan jaminan moralitas keabsahan jual beli. Kebohongan 
dalam menyebut harga perolehan bisa berakibat jual beli fasah } (Rusyd, t.th: 
161). Model jual beli mura>bah}ah ini telah dikembangkan oleh ulama 
modern menjadi model jual beli mura>bah}ah li al-amri bi al-syira’ (Zuhaili, 
2006: 68).  
Pola jual beli mura>bah}ah didahului oleh pesanan calon pembeli dan 
dilengkapi dengan janji untuk membeli. Zuhaili (2006: 69) menyebut,  
pesanan tersebut diwujudkan dalam bentuk perintah membeli (Jawa: kulak), 
sebagai jaminannya adalah janji pihak yang memesan untuk membeli 
barang  yang dipesan. Pengembangan model di atas diterapkan pada 
transaksi bank Islam. Bank Islam sebelumnya tidak memiliki barang. Ada 
calon nasabah yang membutuhkan barang, maka bank Islam membeli 
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barang yang dikehendaki oleh nasabah (Zuhaili, 2006: 69). Dalam pola ini 
penulis menengarai bank Islam betul-betul melakukan sendiri pembelian 
barang dan menyerahkan kepada nasabah dalam wujud barang. 
Transaksinya adalah jual beli. Bank Islam menyebut harga perolehan dan 
menentukan keuntungan yang dikehendaki.        
Zuhaili merujuk kepada penjelasan Ima>m Sya>fi’i> (t.th: 3/33) sebagai 
berikut: 
“Jika seseorang menginginkan barang dan berkata pada temannya 
belilah barang tersebut, aku akan memberimu keuntungan sejumlah 
tertentu pada barang tersebut. Lantas Si teman membeli betul 
barang tersebut, maka jual beli yang demikian adalah boleh. Pihak 
yang berkata aku akan memberimu keuntungan sekian, memiliki 
hak khiya>r antara jadi membeli atau tidak jadi membeli –setelah 
temannya benar-benar ”.  
 
Pendapat Ima>m Sya>fi’i> tentang adanya khiya>r dalam konteks 
tersebut, menjadi tidak ada dalam pola mura>bah}ah yang disampaikan 
Wahbah Zuhaili (2006: 69), karena ia menggunakan janji membeli sebagai 
borgol untuk memaksa calon nasabah untuk wajib membeli. Menurut 
penulis terjadi “pemaksaan” untuk membeli akibat status bank Islam 
bukan penyedia barang. Ia didesain untuk jasa keuangan semata. Manakala 
calon nasabah tidak jadi membeli maka potensi kerugian akan ditanggung 
nasabah bank Islam. Moralitas khiya>r  jual beli menjadi terabaikan, 
padahal di situlah letaknya „an tara>d}in, karena kedua belah pihak memiliki 
kesempatan untuk memastikan jadi atau tidaknya kontrak setelah barang 
wujud dan harga ditentukan.   
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Moralitas jual beli bayar tunda juga ada pada pemanfaatan barang 
oleh pembeli. Ibnu Taimiyah (t.th.: 326) mengelompokkan pembeli 
dengan bayar tunda menjadi tiga bagian: 
1) Pembeli yang menggunakan barang yang dibeli untuk dipakai sendiri.  
2) Pembeli yang memperjualbelikan barang tersebut.   
3) Pembeli hendak memiliki uang. Pembeli pertama dan kedua sah 
melakukan jual beli. Pembeli model ketiga seharusnya dihindari, 
karena kemungkinannya ia akan melakukan jual dan hutang atau 
menggabungkan dua akad dalam satu transaksi dengan meminta 
penjual atau orang lain membeli lagi barang dimaksud dengan harga 
lebih murah kontan.  
Manakala kebutuhan uang muncul belakangan dan pembeli 
menjual barang dimaksud kepada orang lain dengan harga lebih murah, 
transaksi tersebut termasuk dilarang. Penjual barang dengan pembayaran 
tunda semestinya memastikan untuk apa pembeli membeli barang dengan 
pembayaran tunda, yang pasti harganya lebih mahal. Manakala ditengarai 
akan dijual untuk digunakan uangnya maka ada moralitas yang dilanggar, 
memfasilitasi orang lain melakukan tawarruq. 
Hukum Islam berorientasi kepada mencari maslahat dan 
meniadakan mad}arat, bukan untuk menyulitkan atau memberatkan 
manusia dan meniadakan kenikmatan manusia. Syari‟at Islam dititahkan 
kepada manusia sesuai dengan kemampuan dasar manusia untuk 
melakukannya. Beberapa perbuatan manusia mengandung maslahat 
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(manfaat) dan mad}arat (kerugian/bahaya). Untuk mengatasi problem 
maslahat dan mad}arat  dalam satu perbuatan, para ulama merumuskan 14 
kaidah fiqhiyyah untuk mengatasi persoalan munculnya maslahat dan 
mad}arat dalam satu masalah hukum tersebut.  
Ali Hasballah ( .th: 305-316) menerangkan 14 kaidah dimaksud 
sebagai berikut: 
1) Al-h}araju marfu >’un. Al-h}araju artinya seseorang menanggung 
masyaqqah (kesulitan) yang berlebihan, melebihi kesulitan yang biasa. 
Manusia menerima titah yang bermacam-macam dan harus dipenuhi 
semua. Pada saat maksimal melakukan salah satu kewajiban, ia bisa 
mengorbankan kewajiban yang lain. Hal tersebut berarti ada mad}arat 
pada pelaksanaan kewajiban. Masyaqqah tersebut harus dihilangkan. 
Misalnya seseorang yang memiliki amalan ibadah yang berlebihan 
sampai “melupakan” keluarga dan mencari rizki. Amalan ibadah  yang 
berlebihan tersebut harus ditiadakan. 
2) Al-masyaqqatu tajlib al-taisir. Masyaqqah yang melebihi kebiasaan 
menuntut adanya keringanan. Ada tujuh sebab adanya keringanan.   
a) Al-naqs} (kurang cakap hukum). Anak-anak dan orang gila tidak 
diwajibkan melakukan kewajiban ibadah. Wanita tidak diwajibkan 
ikut jihad.   
b) Al-Jahlu (tidak tahu). Barang yang telah dibeli boleh dikembalikan 
karena adanya cacat yang tidak diketahui sebelumnya. Nikah boleh 
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fasah } karena adanya cacat pada salah satu mempelai yang tidak 
diketahui sebelumnya.  
c) Al-marad}u (sakit). Tayamum diperbolehkan karena seseorang 
sedang sakit, begitu juga salat dengan duduk dan berbuka (jawa: 
mokel).  
d) Al-safaru. Qas}ar salat dibolehkan bagi seseorang yang bepergian, 
begitu pula tidak melaksanakan salat berjamaah dan salat jum‟at.  
e) Al-nisya>nu (lupa). Seseorang yang lupa saat melakukan maksiat 
tidak berdosa, begitu pula makan saat berpuasa.  
f) Al-ikra>h (terpaksa). Dalam keadaan terpaksa seseorang boleh 
mengucapkan “saya kafir”, memakan daging babi, minum arak 
bahkan merusak barang milik orang lain. 
g) ‘Umumul balwa (kejelekan yang umum). Seseorang dimaafkan 
dari najis kotoran karena sulit menghindarinya (terlalu banyak dan 
tercecer), begitu pula ketidaktahuan atau ketidakjelasan yang 
ringan pada akad mu’awad}ah (pertukaran) tidak menyebabkan 
akad tersebut batal. 
3) Al-d}ara>ru  yuza>lu  (bahaya harus dihilangkan). Kaidah ini menjadi inti 
syari‟ah. Nabi melarang umatnya melakukan perbuatan yang 
membahayakan orang lain, agar terhindar dari bahaya akibat perbuatan 
orang lain. Contoh konkrit penerapannya dalam syari‟ah adalah adanya 
pembatasan kecakapan hukum (ahliyah), adanya khiya>r  dalam jual 
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beli dan adanya kewajiban mengganti kerusakan barang bagi orang 
yang merusak barang milik orang lain. 
4) Al-d}ara>ru  la yuza>lu bi al-d}ara>r (keadaan bahaya tidak boleh 
dihilangkan dengan perbuatan bahaya  yang lain). Artinya seseorang 
dilarang melimpahkan keadaan bahaya yang ada padanya kepada 
orang lain. Contohnya seseorang yang terpaksa –karena tidak ada 
makanan- dilarang makan makanan orang lain yang terpaksa pula. 
5) Al-d}aru>ratu tubihul mah}d}u>rat (keadaan bahaya membolehkan 
melakukan sesuatu dengan terpaksa), artinya Melakukan sesuatu 
dengan terpaksa dibolehkan untuk meniadakan keadaan bahaya. 
Contohnya mengambil paksa barang milik orang yang menolak 
membayar hutang untuk melunasi hutang orang dimaksud. 
6) Al-ha>jatu tunazzilu manzilat al-d}aru>rah (kebutuhan menempati posisi 
status bahaya), artinya  memenuhi kebutuhan sama nilainya dengan 
meniadakan bahaya. Jual beli salam dan istis}na>’ boleh dilakukan, 
padahal barangnya belum ada pada saat akad. Hal tersebut disebabkan 
adanya kebutuhan kedua belah pihak. Akad h}iwa>lah (pengalihan 
hutang) dibolehkan karena adanya kebutuhan, padahal ia 
mempertukarkan hutang dengan hutang.  
7) Ma ubi>h}a bi al-d}aru>rat au al-h}a>jati yuqaddaru bi qadriha (sesuatu 
yang dibolehkan karena dalam keadaan bahaya atau butuh, hanya 
boleh dilakukan sekedarnya saja). Perbuatan terlarang hanya boleh 
dilakukan sekedar untuk menghilangkan keadaan bahaya atau 
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kebutuhan sesaat saja. Makan daging babi hanya boleh dilakukan 
untuk sekedar tidak mati. Minum arak hanya boleh sekedar membasahi 
tenggorokan. 
8) Yurtakabu akhaffu al-d}ararain (memilih bahaya yang paling ringan), 
misalnya seseorang yang membangun bangunan di atas tanah milik 
orang lain, maka penyelesaian sengketanya adalah pihak pemilik 
obyek (bangunan atau tanah) yang harganya lebih mahal mengganti 
(membayar) kepada pemilik barang yang harganya lebih murah.     
9) Dar’ul mafa>sidi muqaddamun ‘ala jalb al-masa>lih}i (menjaga –diri- 
tidak melakukan perbuatan yang dilarang lebih ditekankan oleh Allah 
dibandingkan melaksanakan perintah). Rasulullah berkata, yang 
artinya “Jika aku melarangmu untuk tidak melakukan sesuatu maka 
jauhilah perbuatan tersebut-, dan jika aku menyuruhmu untuk 
melakukan sesuatu maka lakukanlah semampumu”. Manakala ada dua 
dalil bertentangan, dimana yang pertama membolehkan dan yang 
kedua mengharamkan, maka dimenangkan yang mengharamkan. 
Contohnya kasus menikahi dua budak bersaudara. Ada ayat yang 
membolehkan seorang tuan menikahi budak lebih dari satu. Ada juga 
ayat yang melarang seseorang menikahi dua perempuan yang 
bersaudara. Kesimpulan yang dipilih mendahulukan dalil yang 
melarang. 
10) Yutahammalu al-d}ara>r al-kha>s li daf’i al-d}ara>ri al-’a>m 
(mengesampingkan keadaan bahaya yang khusus untuk meniadakan 
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bahaya yang umum), contohnya bangunan yang menjorok ke jalan 
wajib di potong demi keamanan bersama, walaupun hal tersebut 
menimbulkan bahaya bagi pemiliknya. Menjual paksa barang-barang 
yang ditimbun dibolehkan demi menjamin pasokan barang. 
11) Al-adah muh}akkamah (kebiasaan diakui sebagai hukum). Adat adalah 
sesuatu yang dikenal oleh komunitas manusia dalam memenuhi 
kebutuhannya, misalnya ada ungkapan khusus yang dikenal diantara 
mereka yang memiliki makna khusus seperti kata lah}mun berarti 
daging selain daging ikan. Kata da>bah berarti kuda atau keledai bukan 
hewan yang lain. Ada juga perbuatan yang sudah dikenal dan 
dimaklumi oleh komunitas tertentu seperti jual beli mu’a>t}ah atas 
barang yang banyak tersedia dan jelas harganya. Adat atau urf yang 
fa>sid adalah kebiasaan yang menghalalkan perbuatan haram atau 
mengharamkan perbuatan halal. Seperti kebiasaan transaksi riba. Adat 
atau urf yang sahih adalah kebiasaan yang tidak menghalalkan 
perbuatan haram dan tidak mengharamkan perbuatan haram. Seperti 
memecah mahar menjadi dua; mahar kontan dan mahar bayar tunda. 
12) Al-umu>ru bi maqa>sidiha (semua perbuatan hukum nilai baik buruknya- 
tergantung niatnya). Artinya suatu perbuatan dinilai baik atau buruk, 
halal atau haram menurut niat pelakunya, bukan akibat yang timbul 
dari perbuatan tersebut berupa manfaat atau mafsadat. Kaidah ini 
intisari dari sabda-sabda Nabi, diantaranya adalah “innamal a’ma>lu 
binniyyat...”. Hadis dari Suhaib ra, yang artinya: barang siapa menikah 
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dan berniat untuk tidak membayar mahar dan tidak dilakukan sampai 
mati maka  perbuatan bersenang-senang dengan istrinya dalam ikatan 
pernikahan- adalah zina dan  barang siapa yang membeli dan berniat 
untuk tidak membayar dan dilakukan sampai ia mati, maka ia termasuk 
pengkhianat  dalam akad jual beli. Contoh dalam kasus hukum adalah 
barang siapa menjual pedang dan ia mengetahui tujuan pembeli untuk  
pembunuhan, maka jual beli tersebut adalah haram. Sebaliknya jika ia 
tahu pedang tersebut dibeli untuk jihad, maka penjual dapat pahala. 
13) La ṡawaba illa bi al-niyyati (tidak ada pahala kecuali dengan niat). 
Seseorang yang berbuat -baik-, tidak mendapat pahala kecuali ia 
berniat baik. Keberadaan niat sebagai syarat dalam perbuatan hukum 
disepakati oleh para ulama. Mereka hanya berbeda dalam memberi 
bobot syarat tersebut. Malikiyah dan Syafiiyah menempatkan sebagai 
fard}u, Hanabilah menempatkan sebagai syarat sah, dan Hanafiyah 
sebagai sunnah mu’akkad. 
14) Al-ibrah fi al-uqu>di li al-maqa>sidi wa al-ma’a>ni la li al-fad wa al-
maba>ni (sesuatu yang dinilai dalam akad adalah maksud –pelaku- dan 
maknanya bukan kata yang digunakan dan bentuk akadnya. Akad 
dinilai halal, haram, sah, atau fasad tergantung pada niat dan maksud 
melakukan akad dimaksud, bukan semata-mata kata-kata yang 
digunakan. Ada empat gambaran kaidah di atas, yaitu: 
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a) Kadang-kadang terjadi, seseorang tidak sadar mengucapkan 
kalimat yang tidak dimaksud olehnya, seperti pernyataan orang 
mabuk atau stres.  
b) Kadang-kadang seseorang sadar mengucapkan kalimat tertentu –
dalam akad-, tetapi kalimat itu bukan yang dia kehendaki, karena 
kalimat tersebut tidak mewakili maksud hatinya, seperti anak kecil. 
Ia tidak faham kalimat yang diucapkan untuk mewakili 
maksudnya. Dua orang yang beda bahasa bertransaksi, bisa 
mengalami hal yang sama dengan anak kecil. Seseorang tahu arti 
kalimat yang ia gunakan, tetapi ada tanda-tanda kalau yang 
dimaksud bukan arti kalimat tersebut. Seperti seseorang membaca 
akad yang sudah ditulis salah satu pihak. Contoh terakhir ini yang 
sering terjadi pada transaksi modern di lembaga keuangan syari‟ah.   
c) Seseorang faham atas pernyataannya dan nampak ucapan tersebut 
mewakili maksudnya, seperti orang main-main (bersilat lidah atau 
bohong) dan terpaksa.   
d) Seseorang faham atas pernyataannya dan maksud hatinya terwakili 
dalam kalimat tersebut. 
Menurut para ulama, dua kemungkinan pertama (1 dan 2) 
termasuk pernyataan yang tidak dianggap sebagai akad, karena makna 
kalimat yang diucapkan bukan yang dimaksud. Kemungkinan ketiga 
ulama berbeda pendapat. Ulama sepakat pada kemungkinan keempat. 
Pernyataan akad tersebut sah dan menimbulkan akibat hukum. Makna 
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hakiki digunakan sebagai pegangan nilai selama tidak ada tanda– tanda 
bahwa makna majazi yang digunakan orang yang mengucapkan. 
Seseorang berkata, ”Aku hibahkan kitab ini kepadamu dengan Rp 
20.000”. Pernyataan tersebut bukan hibah tetapi jual, karena 
hakikatnya adalah menukar kitab dengan Rp 20.000.  
Seseorang berkata, ”Saya menanggung hutang si Fulan, dengan 
syarat hutangku pada si Fulan dibebaskan”. Pernyataan tersebut bukan 
akad kafalah (menjamin hutang) tetapi akad h}awalah (pengalihan 
hutang). Akad jual beli atau sewa batal manakala tidak muncul 
pernyataan harga dalam akad. Akad jual beli harus menunjukkan dan 
dimaksudkan untuk pertukaran, akad hibah harus diakhiri dengan 
penyerahan sesuatu tanpa „iwad} dan akad pinjam meminjam harus 
diakhiri dengan penyerahan manfaat barang dengan gratis.  
Maqa>sid al-syari >’ah, misinya adalah  menuju maslahat dan 
meninggalkan mad}arat. Ia tidak akan terwujud tanpa adanya 
seperangkat langkah untuk mencapainya. Seperangkat langkah tersebut 
senantiasa berkait dengan dua kutub yang berbeda, yaitu melaksanakan 
perintah Allah dan menjauhi larangan Allah. Kekuatan seperangkat 
langkah yang menjadi sebab munculnya pelaksanaan perintah, sama 
dengan kekuatan perintah Allah. Demikian pula kekuatan seperangkat 
langkah yang menyebabkan munculnya menghindari larangan. Oleh 
karena  dasar pemikiran di atas  para ulama merumuskan dua kaidah 
untuk menaungi dua sebab tersebut, yaitu: 
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1) Ma >  la yatimm al-wa>jib illa bihi fahuwa wa>jib (sesuatu yang mana 
kewajiban tidak sempurna kecuali dengannya maka ia juga wajib). 
2) Saddu al-żari>’ah  (menolak sesuatu yang menyebabkan kejelekan). 
Ali Hasballah (t.th.: 317-322) menjelaskan dua kaidah sebagai 
berikut: 
1) Sesuatu yang mana kewajiban tidak sempurna kecuali dengannya 
adalah wajib. Sebuah kewajiban  pelaksanaannya tergantung pada 
sebab dan syarat, contohnya salat. kewajiban salat tergantung pada 
tergelincirnya matahari dan balignya seseorang. Kewajiban zakat 
tergantung pada nisab dan h}aul. Pelaksanaan kewajiban tergantung 
pada sebab yang bersifat adat dan sya>r’i, yang mana keduanya 
mampu dikerjakan manusia, seperti kewajiban untuk tahu, 
tergantung pada kemampuan penglihatan yang benar dan sehat. 
Perintah membebaskan budak tergantung pada pernyataan 
kemerdekaan dari tuan si budak. Perintah jujur tergantung pada 
kemampuan seseorang meninggalkan bohong. Sahnya salat 
tergantung pada pelaksanaan wudu. 
Dalam kaidah di atas ada dua terminologi, yaitu sebab dan 
syarat. Allah menuntut adanya sebab ketika memerintahkan musabbah. 
Keberadaan sebab menjadi wajib, sebagaimana musabbab yang wajib. 
Adakalanya syarat disebut oleh Allah untuk menjelaskan pelaksanaan 
masyrut, seperti perintah wudu disebut ketika Allah menjelaskan salat 
(Q.S. 5: 6). Ada syarat yang bersifat aqliyah (logika) dan ‘adiyah 
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(kebiasaan).  Kedua syarat tersebut keberadaannya menjadi wajib 
sebagaimana masyrut, seperti meninggalkan bohong hukumnya wajib, 
karena menjadi syarat dalam perintah untuk jujur “kunu> ma’as 
sha>diqi>n”. Melakukan penalaran menjadi wajib karena menjadi syarat 
pada perintah untuk mengetahui bahwa tiada tuhan selain Allah 
“fa’lam annahu la> ila>ha illa Allah”. Dalil kewajiban sebab dan syarat 
yang bersifat aqliyah dan ‘adiyah mengikuti dalil yang menunjukkan 
kewajiban masyrut dan musabbah. 
2) Saddu al-żari>’ah . Kata al-z}ari>’ah bentuk jama‟nya ż}arai’, artiya al-
wasilah (yang mengantarkan) (Ma‟luf, 1983: 235). Makna istilahnya 
menurut Ali Hasballah (t.th.: 19) adalah sesuatu berupa perkataan atau 
perbuatan yang menjadi jalan menuju sesuatu yang lain. Maksud saddu 
al- ż}ari>’ah adalah mencegah sesuatu yang boleh dilakukan, manakala 
ia mengarah (menjadi penghubung) ke sesuatu yang tidak boleh 
dilakukan. Kaidah ini sering disandarkan kepada pendapat Imam Malik 
dan Malikiyah.. Dalam penerapan furu’iyah para ulama berbeda 
pendapat seperti menanam anggur yang dikhawatirkan menjadi bahan 
arak dan jual beli bayar tunda yang dikhawatirkan menuju praktek riba. 
Saddu al- żari>’ah  dibagi menjadi empat oleh Ibnu al-Qayyim 
sebagaimana dikutip oleh Ali Hasballah (t,th.: 319), yaitu:  
1) Żari>’ah yang tabi’ahnya (sifat dasarnya) mengarah kepada 
kerusakan. Contohnya zina mengarahkan pelakunya ke 
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percampuran (kekacauan) nasab. Minum arak mengarahkan 
pelakunya ke kekacauan nalar atau pikiran.  
2) Żari>’ah yang asalnya mubah. Para mukallaf tidak bermaksud 
melakukannya kecuali sesuai peruntukannya, tetapi kadang-kadang 
perbuatan dimaksud mengarah ke mafsadat. Maslahat pada 
perbuatan tersebut lebih dominan dibanding mafsadatnya. Seperti 
melihat calon istri dan berkata yang benar di depan hakim yang 
salah. Perbuatan tersebut bisa masuk kategori mubah, sunnah atau 
wajib sesuai dengan kadar maslahatnya. Kekhawatiran munculnya 
mafsadat diabaikan dalam konteks di atas. Penerapannya, saksi 
seorang diterima, meskipun ada kekhawatiran ia bohong. Setiap 
orang yang bepergian diberi hak salat qasar, meskipun ada 
kekhawatiran tidak ada masyaqqah (keadaan yang memberatkan).  
3) Żari>’ah yang asalnya mubah. Para mukallaf tidak bermaksud 
melakukannya kecuali sesuai peruntukannya, tetapi kadang-kadang 
perbuatan dimaksud mengarah ke mafsadat. Mafsadat pada 
perbuatan tersebut lebih dominan dibanding maslahatnya. 
Contohnya berhias bagi perempuan yang sedang iddah. 
Kekhawatiran melangsungkan pernikahan saat iddah dianggap 
dominan.  Mengolok-olok tuhan kaum kafir bisa menyebabkan 
mereka mengolok-olok Allah. Mafsadat pada perbuatan tersebut 
dianggap dominan. 
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Para ulama berbeda pendapat pada konteks di atas. Ibnu Qayyim 
sebagaimana dikutip Hasballah (t.th.: 320) memilih mencegah melakukan 
perbuatan di atas. Hasballah (t.th.: 320) berpendapat, pokok persoalan 
perbedaan para ulama ada pada penetuan mana yang dominan, 
masfadatnya atau maslahatnya dan pensikapan manakala posisi masfadat 
sebanding dengan maslahat.  Para ulama yang berhati-hati (cenderung 
mengedepankan moralitas) menyikapi dengan menolak perbuatan mubah 
yang dapat menimbulkan mafsadat. Dalil yang mereka pengangi 
diantaranya hadis “  
4
dan  
5
4) Żari>’ah yang asalnya ia mubah, tetapi para mukallaf –sering- bermaksud 
mengarahkannya ke mafsadat. Contohnya 1). Menghibahkan harta di 
akhir h}aul (masa kepemilikan 1 tahun) dalam rangka menghindari 
zakat. 2). Nikah littah}lil (sekedar mencari pihak yang bisa 
menghalalkan seseorang untuk kembali ke mantan suami/istri yang 
menceraikannya 3 kali). 3). Jual beli ‘inah. Model keempat ini yang 
sering diistilahkan sebagai h}iyal atau h}i>lah. 
                                                             
4
 Redaksi lengkap hadis tersebut adalah  
(al-Dimasyqi, 1989:178) 
5
 Redaksi lengkap hadis tersebut adalah  
(al-asqalani, 2008: 493) 
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Al-hi}yal adalah bentuk jamak dari al-h}i>lah (ikut wazan fi’latun) 
dari asal kata h}a>la yah}u>lu. Artinya adalah suatu perbuatan yang diarahkan 
oleh pelakunya dari satu keadaan ke keadaan yang lain. H}i>lah biasanya 
dipakai dengan cara tersembunyi untuk mewujudkan maksud pelakunya. 
Perbuatan h}i>lah susah dideteksi kecuali oleh orang yang cerdik dan pandai. 
Menurut Ali Hasballah (T.th.: 322) h}i>yal yang dilarang adalah suatu 
perbuatan yang disyari‟atkan, yang dilakukan oleh mukallaf untuk 
meniadakan hukum syarak. Seperti contoh di atas, seseorang yang 
menghibahkan hartanya sebelum masa haul untuk menghindari zakat. 
Hibah adalah perbuatan yang disyari‟atkan. Ia dilakukan untuk 
meniadakan perintah zakat. Ada dua pendapat ulama tentang hiyal.  
Hasballah (t.th.,: 322-323 menyebut sekelompok ulama (tanpa 
menyebut nama) membolehkan sedangkan jumhur ulama‟ tidak 
membolehkan. Para ulama yang membolehkan h}iyal berargumentasi 
bahwa h}iyal adalah jalan keluar sebagaimana disebut oleh al-Quran  
                 
Mahraja difahami sebagai jalan keluar dari kesulitan. Mereka juga 
berpandangan bahwa akad-akad syar’iyyah sejatinya adalah h}i>lah. Akad 
jual beli adalah h}i>lah untuk mengalihkan kepemilikan. Akad nikah adalah 
hilah untuk boleh melakukan hubungan seks.  
Argumentasi mereka dibantah oleh para ulama yang menolak 
hilah. H}i>lah tidak bisa difahami sebagai  mahrajan (jalan keluar). 
Kesulitan yang disediakan jalan keluar adalah kesulitan yang di luar 
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kebiasaan manusia. Sya>ri’ sudah menyediakan jalan keluar berupa ruhsah 
(keringanan). Kesulitan yang dimaksud bukan kesulitan dalam 
melaksanakan syari‟ah, atau enggan melakukan sesuai prosedur syari‟ah. 
Akad syari‟ah bukan hi>lah, karena akad syari‟ah bertujuan menciptakan 
manfaat dan menolak mad}arat. H}i>lah dilarang manakala menjadi sarana 
untuk membolehkan yang haram atau membatalkan taklif (meniadakan 
kewajiban). 
Secara umum, h}i>lah ada lima macam, yaitu:.  
1. Sebab-sebab syar’iyyah yang ditempatkan oleh Sya>ri’ untuk tujuan 
khusus dan dilakukan ke arah tujuan dimaksud, seperti jual beli untuk 
memindahkan hak milik dan pemanfaatan yang sah, tidak termasuk 
h}i>lah, karena h}i>lah senantiasa berorientasi pada tujuan yang lain 
dengan sebab yang samar.  
2. Perbuatan yang disyari‟atkan dan dilaksanakan untuk tujuan khusus 
(tidak semua orang mampu memahaminya), atau diarahkan ke tujuan 
lain yang halal, maka perbuatan tersebut boleh, bahkan termasuk 
cerdik dan terpuji. Seperti cerita dari Imam Abu Hanifah. Ada seorang 
lelaki memohon Abu Hanifah untuk menemuinya sebelum fajar. Abu 
Hanifah bertanya, ada apa sebenarnya yang terjadi?. Laki-laki tersebut 
bercerita bahwa dia telah berjanji menceraikan istrinya manakala fajar 
tiba,  jika  istrinya tidak mau berbicara dengannya. Abu Hanifah 
memerintah laki-laki tersebut untuk pulang dan meminta muażżin 
mengumandangkan adzan sebelum fajar. Ketika adzan 
116 
dikumandangkan wanita tersebut berkata, fajar telah tiba. Dengan 
meminta adzan sebelum fajar telah menjadikan wanita tersebut 
berbicara pada suaminya, artinya tidak jadi ada perceraian, karena sang 
istri telah bicara kepada suaminya sebelum fajar.  
Persoalan h}ilah muncul pada 3 jenis h}ilah yang lain, yaitu:  
1. Perbuatan yang disyari‟atkan, tetapi diarahkan untuk tujuan haram. 
Contohnya hibah untuk menghindari zakat dan jual beli untuk 
menghalalkan riba.  
2. Perbuatan yang dilarang (haram) dan diarahkan untuk tujuan yang 
jelek. Contohnya hilah untuk menfasah nikah, seorang istri dinyatakan 
telah murtad.  
3. Perbuatan haram yang dimaksudkan untuk hal yang haq. Contohnya 
mengangkat saksi bohong untuk menandingi lawan yang mengingkari 
hutangnya. Maksud pengangkatan tersebut untuk mempertahankan 
haknya menerima pengembalian hutang. 
Hukum dan moral tidak menyatu, manakala pelaksanaan syari‟ah 
dilakukan tidak sesuai peruntukannya. Suatu perbuatan nampak sesuai 
syari‟ah, namun maksud pelakunya tidak sesuai dengan peruntukan  
perbuatan dimaksud. Suatu perbuatan nampak tidak sesuai syari‟ah, 
namun maksud pelakunya tidak sesuai peruntukan perbuatan dimaksud. 
Hal ini mencederai pelaksanaan syari‟at Islam, yang idealnya hukum dan 
moral bersatu. Suatu perbuatan menyatukan hukum dan moral sekaligus. 
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Maksud pelaku sesuai dengan perbuatan yang dilakukan. Perbuatan yang 
dilakukan seseorang sesuai dengan peruntukannya. 
Dalam kegiatan muamalah seseorang bisa melakukan 
penggabungan dua akad atau lebih dalam satu transaksi. Misalnya 
menggabungkan akad hutang dan jual beli, dimana keduanya saling 
mensyaratkan, akad jual beli ditambah dengan akad uang muka, Akad jual 
beli disela  dengan akad wakalah. Dalam konteks calon penjual tidak 
memiliki barang dan ia hanya punya uang, ia meminta dan mewakilkan 
kepada calon pembeli mencari sendiri barang yang akan dibeli, tetapi 
pembelian tersebut menggunakan sebagian atau seluruh uang milik calon 
penjual, oleh karenanya atas nama calon penjual. Model-model jual beli 
dengan menggabungkan akad lain dengannya adalah bentuk kreatifitas 
dalam transaksi dan sudah ada sejak zaman Nabi.  
Penulis memahami hal tersebut sebagai upaya untuk sekedar 
memenuhi hukum, tetapi jauh dari moral. Masing-masing akad yang tidak 
sejalan, jika digabung menandakan ada maksud terselubung. Praktek 
tersebut juga menyebabkan proses transaksi menjadi sulit, karena beberapa 
akad saling mengkait dalam proses transaksi. Sudah saatnya ada akad 
ghairu musammah (akad baru yang belum ada pada zaman Nabi), untuk 
mengatasi persoalan kebutuhan barang dan uang. Dasar pertimbangannya 
adalah transaksi modern sering melibatkan lembaga keuangan. Lembaga 
keuangan di Indonesia  tidak diperkenankan berbisnis di luar jasa 
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keuangan. Lembaga keuangan syari‟ah, posisinya di tengah antara pemilik 
barang dan nasabah sebagai pembeli.  
Solusi yang diberikan oleh Ima>m al-Sya>fi’i> (t.th.: 39) nampaknya 
bisa dipertimbangkan untuk menjawab persoalan jual beli di bank syari‟ah 
Indonesia. Model yang diinisiasi oleh Ima>m Sya>fi’i> adalah al-bai’ li amri 
bisy syira’. Calon pembeli meminta calon penjual untuk membeli barang 
yang akan dibelinya. Calon pembeli diperkenankan memberi keuntungan 
kepada calon penjual atas harga pokok. Catatan yang diberikan oleh Ima>m 
Sya>fi’i>  adalah kedua belah pihak harus memiliki hak khiya>r, sebagaimana 
jual beli mutlak.  
Solusi Ima>m Sya>fi’i lebih terukur karena memiliki pijakan akad 
musammah jual beli. Manakala pilihan akad baru lepas dari  akad 
musammah jual beli, bisa menjadi sangat bebas (liberal) seperti yang 
diusulkan Syahru>r (1990: 464-468).  Hutang piutang dengan tambahan 
bisa dilakukan tanpa berpijak pada akad jual beli atau akad musammah 
lainnya sepanjang tidak ada kezaliman. Hutang piutang dilihat dari kondisi 
dan situasi peminjam. Kemungkinannya adalah layak diminta membayar 
dan ada tambahan, diminta membayar pokok hutang saja tanpa ada 
tambahan dan tidak layak untuk membayar hutang. Manakala kaum 
muslimin memilih menggunakan akad jual beli maka hendaknya konsisten 
dan manakala menggunakan pemikiran Syahru>r perlu mempertegas aturan 
moral yang operatif dalam transaksi hutang piutang (jasa keuangan).        
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BAB III 
DSN-MUI DAN IJTIHAD EKONOMI SYARI’AH DI INDONESIA 
 
A. DSN-MUI Sebagai Lembaga Fatwa Resmi       
Umat Islam Indonesia memiliki aspirasi untuk menerapkan ajaran 
Islam dalam bidang perekonomian/keuangan sesuai tuntunan syari‟at Islam. 
Aspirasi umat Islam tersebut menjadi latar belakang pembentukan Dewan 
Syari‟ah Nasional oleh Majelis Ulama‟ Indonesia. Pembentukan DSN-MUI 
dalam rangka efisiensi dan koordinasi para ulama‟ dalam menanggapi isu-isu 
tentang persoalan ekonomi/keuangan. Persoalan ekonomi/keuangan yang 
memerlukan fatwa ditampung dan dibahas bersama agar ada kesamaan 
pandangan dalam penerapannya oleh para anggota dewan pengawas syari‟ah 
(DPS) yang ada di lembaga keuangan syari‟ah. DSN-MUI juga diperlukan 
untuk mendorong penerapan ajaran Islam tentang ekonomi/keuangan di 
masyarakat (DSN-MUI, 2011: 3-4).    
Fatwa Dewan Syari‟ah Nasional Majelis Ulama‟ Indonesia (DSN-
MUI) dibutuhkan oleh para praktisi ekonomi syari‟ah dalam melakukan 
kegiatan transaksi, khususnya di lembaga keuangan syari‟ah (LKS). 
Munculnya Undang-Undang No.7 Tahun 1992 tentang Perbankan, telah 
memberi peluang untuk beroperasinya bank syari‟ah di Indonesia. Pada pasal 
6 huruf m dan pasal 13C, memuat aturan kegiatan usaha perbankan 
menggunakan sistem bagi hasil, yang merupakan salah satu prinsip syari‟ah 
(UU RI  No.7: 1992).     
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Regulasi bank berdasarkan prinsip bagi hasil diperjelas ketentuannya 
dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 72 Tahun 1992. Isi PP nomor 72 
tahun 1992 Pasal 5 ayat 1 yang mewajibkan bank berdasarkan prinsip bagi 
hasil memiliki Dewan Pengawas Syari‟ah (DPS) yang bertugas mengawasi 
produk perbankan dalam menghimpun dana dari masyarakat  dan 
menyalurkan dana kepada masyarakat, agar berjalan sesuai prinsip syari‟ah. 
Pada Pasal  2 diatur, Dewan Pengawas yang dimaksud pada Pasal 1 diangkat 
oleh bank yang bersangkutan dengan terlebih dahulu konsultasi kepada 
lembaga yang menjadi wadah ulama‟ Indonesia. Penjelasan Pasal 5 ayat 2 
menegaskan bahwa yang dimaksud lembaga yang menjadi wadah para ulama‟ 
Indonesia adalah  Majelis Ulama‟ Indonesia (MUI). Pasal 5 PP nomor 72 
tahun 1992 menjadi dasar formal pertama bagi MUI untuk membentuk DSN-
MUI di kemudian hari (DSN-MUI, 2011: 5-6). Pada tahun 1992 MUI sebagai 
wadah ulama‟ Indonesia telah merekomendasi DPS di Bank Muamalat 
Indonesia, yaitu KH. Hasan Basri, Prof. KH. Ali Yafie dan Prof. Ibrahim 
Hosen (DSN-MUI, 2011: 7).              
Kegiatan Lembaga Keuangan Syari‟ah (selanjutnya disebut LKS) dan 
keberadaan DPS di dalamnya mendahului terbentuknya DSN-MUI. Bank 
syari‟ah telah beroperasi mulai tahun 1992, perusahaan asuransi syari‟ah 
mulai beroperasi  tahun 1994 dan pasar modal syari‟ah mulai beroperasi tahun 
1997, sedangkan DSN-MUI resmi didirikan pada tahun 1999 (Barlinti, 2010: 
143).  LKS tersebut semuanya memiliki Dewan Pengawas Syari‟ah (DPS) 
sebagai kelengkapan kelembagaan, yang berfungsi mengawasi dan memberi 
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fatwa tentang persoalan kesyariahan produk LKS. Fatwa yang dikeluarkan 
masing-masing DPS bersifat mengikat terbatas.  Keterbatasan fatwa DPS 
tersebut melahirkan kebutuhan adanya lembaga fatwa yang menjadi  acuan  
kegiatan LKS secara nasional (Barlinti, 2010: 144).  
Dasar pemikiran dibentuk DSN-MUI ada empat, yaitu:  
1. Adanya DPS di setiap LKS, memerlukan DSN-MUI yang akan 
menampung berbagai masalah yang memerlukan fatwa untuk 
memperoleh kesamaan pandangan dan penanganannya dari masing-
masing DPS.   
2. Dalam rangka efisiensi dan koordinasi para ulama‟ dalam menanggapi 
isu-isu  ekonomi dan keuangan.   
3. Dalam rangka mendorong penerapan syari‟at Islam dalam kehidupan 
ekonomi.   
4. Dalam rangka pro aktif berperan menanggapi perkembangan masyarakat 
Indonesia di bidang ekonomi dan keuangan. Dasar pemikiran dibentuknya 
DSN-MUI menginginkan isu-isu ekonomi dan keuangan mendapatkan 
solusi dari wadah ulama‟ Indonesia yang tunggal (DSN-MUI, 2006: 425). 
Keinginan membuat lembaga fatwa  berskala nasional diwujudkan 
pada tahun 1999 M. Lokakarya ulama‟ tentang  reksadana syari‟ah pada 
tanggal  29-30 Juli 1997, merekomendasikan perlunya suatu lembaga yang  
memberi bimbingan, pedoman dan fatwa mengenai masalah-masalah tentang 
aktifitas lembaga keuangan syari‟ah (LKS). Rekomendasi tersebut ditindak 
lanjuti oleh MUI dengan melakukan rapat tim pembentukan dewan syari‟ah 
122 
nasional pada tanggal 14 Oktober 1997. Kurang lebih dua tahun kemudian,  
dewan pimpinan MUI membentuk Dewan Syari‟ah Nasional (DSN) dengan 
menerbitkan  SK Nomor: Kep-754/MUI/II/1999  tertanggal 10 Februari 1999 
(DSN-MUI, 2011: 3).  Anggota DSN-MUI terdiri dari para ulama‟, praktisi 
dan pakar dalam bidang muamalah. Mereka ditunjuk dan diangkat oleh MUI 
untuk empat tahun (DSN-MUI, 2006: 426). 
Setelah SK tentang pengangkatan anggota DSN-MUI terbit, pengurus 
DSN-MUI mulai bekerja. Pada tanggal 15 Pebruari 1999,  Dewan Pimpinan 
MUI mengadakan ta’a>ruf  (saling mengenal) dengan pengurus DSN-MUI di 
Hotel Indonesia Jakarta. Pada tanggal 1 April 2000 pengurus DSN-MUI 
mengadakan rapat pleno pertama di Jakarta. Rapat tersebut mengesahkan 
Pedoman Dasar dan Pedoman Rumah Tangga  DSN-MUI (DSN-MUI, 2011: 
3). Pedoman Dasar DSN-MUI berisi:  dasar pemikiran, pengertian, yaitu 
definisi-definisi Lembaga keuangan syari‟ah, produk keuangan syari‟ah, 
dewan syari‟ah nasional, badan pelaksana harian DSN-MUI dan Dewan 
Pengawas Syari‟ah; kedudukan,  status  dan anggota; tugas dan wewenang; 
mekanisme kerja dan pembiayaan. 
Dalam menata LKS, DSN-MUI mengaturnya sejak pendirian hingga 
pengawasan. Lembaga Keuangan Syari‟ah didefinisikan oleh DSN-MUI 
sebagai lembaga keuangan yang mengeluarkan produk keuangan syari‟ah dan 
mendapat izin operasional sebagai lembaga keuangan syari‟ah. Produk 
keuangan syari‟ah adalah produk keuangan yang mengikuti syari‟ah Islam 
dan DSN-MUI adalah dewan yang dibentuk oleh Majelis Ulama‟ Indonesia  
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(MUI) untuk menangani masalah-masalah yang berhubungan dengan aktifitas 
lembaga keuangan syari‟ah. DSN-MUI memiliki Badan Pelaksana Harian 
DSN-MUI yang bertugas melaksanakan kegiatan DSN-MUI sehari-hari 
(DSN-MUI, 2006: 225-226). 
DSN-MUI memiliki keterkaitan dengan regulator LKS di Indonesia. 
Ia membantu pihak terkait seperti Departemen Keuangan, Bank Indonesia 
dan lain-lainnya dalam menyusun peraturan untuk lembaga keuangan syari‟ah 
(DSN-MUI, 2006: 426). Dalam Pedoman Dasar DSN-MUI dijelaskan, tugas 
DSN-MUI adalah mengeluarkan fatwa dan mengawasi penerapan fatwa. 
Secara rinci ada tiga tugas  DSN-MUI, yaitu: 
1. Menumbuh kembangkan nilai syari‟ah pada lembaga keuangan syari‟ah 
dan lembaga  perekonomian  non  keuangan.   
2. Mengeluarkan fatwa atas jenis-jenis kegiatan keuangan dan fatwa atas  
produk dan jasa keuangan syari‟ah.  
3. Mengawasi penerapan fatwa yang telah dikeluarkan (DSN-MUI, 2006: 
426-427). 
DSN-MUI memiliki kewenangan memaksa kepada Lembaga 
keuangan syari‟ah. Ia memiliki ketentuan sebagai berikut: 
1. Fatwa DSN-MUI mengikat semua Dewan Pengawas Syari‟ah (DPS) yang 
ada di masing-masing LKS.  
2. Fatwa yang dikeluarkan DSN-MUI menjadi landasan bagi peraturan yang 
dikeluarkan oleh instansi yang berwenang seperti Departemen Keuangan 
dan Bank Indonesia.  
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3. Memberi rekomendasi dan atau mencabut  rekomendasi nama-nama yang 
akan duduk sebagai DPS. 
4. Mengundang para Ahli untuk menjelaskan sesuatu yang diperlukan dalam 
pembahasan ekonomi syari‟ah, termasuk otoritas moneter dan keuangan 
baik dari dalam maupun dari luar  negeri.  
5. DSN-MUI berwenang memberi peringatan kepada LKS atas pelanggaran 
LKS terhadap fatwa DSN-MUI.  
6. DSN-MUI berwenang mengusulkan kepada regulator untuk mengambil 
tindakan manakala peringatan DSN-MUI tidak diindahkan (DSN-MUI, 
2006: 426-427).  
Mekanisme kerja DSN-MUI meliputi tata kerja DSN-MUI, BPH 
DSN-MUI dan DPS. Mekanisme kerja Dewan Syari‟ah Nasional ada tiga, 
yaitu: 
1. Mensyahkan rancangan fatwa yang diusulkan Badan Pengurus Harian 
DSN-MUI.   
2. Melakukan rapat pleno paling tidak satu kali dalam tiga bulan, atau 
bilamana diperlukan.  
3. Membuat pernyataan yang dimuat dalam laporan tahunan bahwa LKS 
memenuhi ketentuan fatwa DSN-MUI atau tidak.  
Mekanisme kerja Badan Pengurus Harian DSN-MUI ada lima, yaitu:  
1. Menerima usul atau pertanyaan hukum mengenai produk LKS.  
2. Sekretaris BPH DSN-MUI dalam waktu paling lambat 1 hari kerja harus 
menyampaikan kepada ketua.  
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3. Ketua bersama anggota dan staf ahli harus membuat memorandum khusus 
yang berisi telaah dan pembahasan terhadap usul atau pertanyaan dalam 
waktu paling lambat 20 hari. 
4. Ketua membawa hasil pembahasan ke dalam rapat pleno DSN-MUI untuk 
mendapat pengesahan.  
5. Fatwa DSN-MUI ditanda tangani oleh ketua dan sekretaris DSN-MUI.  
Mekanisme DPS ada empat, yaitu: 
1. DPS melakukan pengawasan secara periodik kepada LKS yang di bawah 
pengawasannya.  
2. DPS wajib mengajukan usul-usul pengembangan LKS kepada pimpinan 
LKS dan DSN.  
3. DPS melaporkan tentang produk dan operasional LKS di bawah 
pengawasannya kepada DSN sekurang-kurangnya 2 kali setiap tahun.  
4. DPS merumuskan permasalahan yang memerlukan pembahasan DSN 
(DSN-MUI, 2006: 428). 
Pendanaan DSN-MUI dari bantuan dan iuran, dengan ketentuan 
sebagai berikut: 
1. DSN-MUI memperoleh dana operasional dari bantuan pemerintah, Bank 
Indonesia dan sumbangan masyarakat. 
2. DSN-MUI menerima iuran bulanan dari LKS yang ada.  
3. DSN-MUI mempertanggungjawabkan dana yang diterimanya kepada 
majelis ulama‟ Indonesia (DSN-MUI, 2006: 428-429).  Ketentuan 
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pedoman dasar di atas diperjelas oleh Pedoman Rumah Tangga DSN-
MUI.      
Tugas mengeluarkan fatwa atas jenis kegiatan keuangan syari‟ah 
serta produk dan jasa keuangan syari‟ah memerlukan serangkaian proses. 
Menurut penjelasan dokumen DSN-MUI (2011), proses tersebut dibagi 
menjadi tiga tahap. Alur proses penetapan fatwa DSN-MUI secara urut 
sebagai berikut. Pertama, badan pelaksana harian DSN-MUI menerima 
usulan atau pertanyaan hukum mengenai suatu produk LKS. Usulan bisa 
disampaikan melalui DPS yang ada pada setiap LKS atau bisa 
disampaikan secara langsung  kepada sekretariat badan pelaksana harian 
(BPH) DSN-MUI.  
BPH DSN-MUI melalui kelompok kerja (pokja) melakukan 
kegiatan sebagai berikut:  
1. Case hearing dengan pemohon.  
2. Klarifikasi dengan pihak terkait.  
3. Draft formulasi masalah.  
4. Konfirmasi para pihak.  
5. Formulasi masalah. Hasil kerja pokja diwujudkan dalam bentuk daft 
dan dibahas lebih lanjut dalam pleno BPH DSN-MUI. Pokja yang ada 
di BPH DSN-MUI saat penelitian berlangsung ada tiga yaitu: bank, 
asuransi dan pasar modal. Masing-masing tiga sampai enam orang.  
Tahap pertama ini adalah tahap formulasi masalah. Masing-masing 
pokja melakukan lima kegiatan  untuk mendapatkan posisi 
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permasalahan hukum atas suatu produk atau kegiatan di lembaga 
keuangan syari‟ah. Posisi permasalahan hukum diputuskan setelah 
benar-benar mendapat informasi riil dari pihak terkait.    
Kedua, Pleno BPH DSN-MUI melakukan serangkaian kegiatan 
pembahasan draft dari pokja. Hasil pembahasan pokja BPH DSN-MUI 
diteruskan untuk dibahas di Pleno DSN-MUI. Pleno DSN-MUI melakukan 
serangkaian pembahasan sebagai berikut:  
1. Kajian hukum yang meliputi analisis adillah (dalil-dalil) dan analisis 
terhadap aqwa>l (pendapat-pendapat ulama‟ fiqh).  
2. Industry and regulator hearing (mendengar pendapat para pembuat 
peraturan dan pelaku bisnis bidang yang dikaji).  
3. Draft formulasi solusi.  
4. Konfirmasi kepada regulator.  
5. Formulasi solusi/ draft fatwa. BPH DSN-MUI melakukan rapat rutin 
tiap minggu. Pada saat penelitian dilakukan, hari yang dipilih adalah 
Rabu. Ia melibatkan 25 orang, termasuk wakil tetap dari Bank 
Indonesia sebanyak dua orang, wakil tetap Kementerian Keuangan RI 
sebanyak dua orang. Tahap ini adalah pembuat formulasi solusi/draft. 
Ketiga, pleno DSN-MUI. Kegiatan ini adalah penentu hasil akhir 
fatwa DSN-MUI. Serangkaian kegiatan yang dilaksanakan di rapat pleno 
DSN-MUI adalah:  
1. Presentasi draft fatwa oleh BPH DSN-MUI.  
2. Tanggapan pleno (umum dan khusus).  
128 
3. Penyempurnaan draft fatwa.  
4. Harmonisasi dengan  fatwa dan regulasi lain.  
5. Persetujuan fatwa (DSN-MUI, 2011: 10-11). Pleno DSN-MUI adalah 
tahap validasi fatwa, melibatkan 75 orang seluruh Indonesia.  
DSN-MUI (2011) dalam kurun waktu 2000 sampai dengan 2011 
telah mengeluarkan 82 fatwa. Fatwa – fatwa tersebut menurut kelompok 
pembahasannya ada lima kelompok, yaitu:  
1. Kelompok  fatwa tentang perbankan syari‟ah.  
2. Kelompok  fatwa tentang pasar modal syari‟ah.  
3. Kelompok fatwa tentang asuransi syari‟ah.  
4. Kelompok fatwa tentang pegadaian syari‟ah.  
5. Kelompok fatwa tentang penjualan langsung berjenjang syari‟ah.  
Fatwa-fatwa DSN-MUI dikeluarkan tidak per tema atau per kelompok, 
tetapi berserakan sesuai dengan persoalan yang dimintakan fatwa. Fatwa 
DSN-MUI secara urut waktu mengeluarkannya dari tahun 200 sampai 
dengan 2011 penulis paparkan pada lampiran II. 
Fatwa DSN-MUI adalah fatwa resmi dalam bidang kegiatan 
ekonomi syari‟ah, terutama pada bank syari‟ah di Indonesia. Ia menjadi 
rujukan tunggal bagi regulator dalam membuat peraturan teknis 
operasional bank syari‟ah. Bank syari‟ah wajib taat pada prinsip syari‟ah. 
Prinsip syari‟ah yang dimaksud menurut Pasal 26.2 adalah difatwakan 
oleh Majelis Ulama‟ Indonesia. MUI memiliki divisi khusus untuk 
merumuskan fatwa ekonomi syari‟ah yaitu DSN-MUI. Fatwa Dewan 
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Syari‟ah Nasional Majelis Ulama‟ Indonesia dituangkan dalam Peraturan 
Bank Indonesia menurut Undang-undang RI Nomor 21, 2008 Pasal 26.3. 
DSN-MUI tidak memiliki kewenangan menerbitkan surat 
rekomendasi atas suatu lembaga keuangan atau lembaga bisnis, namun 
setiap lembaga keuangan dan bisnis yang hendak membuka usaha 
berdasarkan prinsip syari‟ah harus memiliki Dewan Pengawas Syari‟ah 
yang telah direkomendasikan DSN-MUI. Jika DSN-MUI memandang 
lembaga yang mengajukan DPS layak menjadi lembaga keuangan atau 
bisnis syari‟ah, maka DSN-MUI menerbitkan rekomendasi DPS untuk 
lembaga tersebut. Rekomendasi DPS dari DSN-MUI untuk lembaga yang 
memiliki produk syariah menjadi kekuatan DSN-MUI untuk mengontrol 
pelaksanaan fatwa DSN-MUI di lembaga bisnis dan keuangan syari‟ah. 
Lembaga keuangan dan bisnis syari‟ah yang memiliki DPS atas 
rekomendasi DSN-MUI (2011: 33-43) meliputi:   
1. Bank Umum Syari‟ah.  
2. Unit Usaha Syari‟ah Bank Umum. 
3. Unit Usaha syari‟ah BPD.  
4. Bank Kustodian syari‟ah.  
5. Asuransi syari‟ah.  
6. Reasuransi Syari‟ah.  
7. Broker Asuransi dan Reasuransi syari‟ah.  
8. Reksadana Syari‟ah.  
9. Pembiayaan Syari‟ah.  
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10. Pegadaian Syari‟ah.  
11. DPLK Syari‟ah.  
12. Bisnis Syari‟ah.  
13. Modal Ventura Syari‟ah.  
14. Lembaga Penjaminan Syari‟ah.  
15. Koperasi Syari‟ah.  
16. BPR Syari‟ah. 
Nama-nama bank syari‟ah yang DPSnya direkomendasi oleh DSN-
MUI penulis paparkan pada lampiran III. DPS juga ada di 150 Bank 
Perkreditan Rakyat Syari‟ah, sampai tahun 2011 (DSN-MUI, 2011: 33-
34). Asuransi Syari‟ah yang telah memiliki Dewan Pengawas Syari‟ah ada 
49 lembaga, lembaga Reasuransi syari‟ah ada 3 dan lembaga broker 
asuransi dan reasuransi ada 7. Lembaga keuangan syari‟ah, pegadaian dan 
DPLK, banyak yang  DPSnya mendapat rekomendasi DSN-MUI.  
Pembiayaan syari‟ah ada 31, pegadaian syari‟ah 1dan DPLK ada 2. 
Lembaga bisnis,  modal ventura syari‟ah, lembaga penjaminan syari‟ah 
dan koperasi  banyak yang DPSnya mendapat rekomendasi DSN-MUI.  
Ada 14 lembaga bisnis syari‟ah, 4 modal ventura syari‟ah, 1 lembaga 
penjaminan syari‟ah dan 8 koperasi syari‟ah yang telah mendapatkan 
rekomendasi DPS dari DSN-MUI.  
B. Latar Belakang Dikeluarkannya Fatwa-Fatwa Jual Beli. 
Fatwa tentang jual beli, dilatarbelakangi oleh semangat merubah 
sistem bunga yang dianggap oleh sebagian ulama‟ haram menjadi sistem 
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syari‟ah. Sistem perbankan konvensional termasuk masa’il al-fiqhiyyah. Bank 
sebagai lembaga keuangan adalah pranata sosial baru/modern, meskipun 
fungsi-fungsi yang dilakukan secara terpisah-pisah telah dilaksanakan pada 
masa Nabi maupun ulama‟ mazhab. Akad pinjam meminjam uang telah ada 
pada zaman Nabi (al-Bukha>ri, T.th.: 5), namun ada perubahan konteks 
kelembagaan dan maksud interaksi masyarakat dengan perbankan. Cara 
transaksi dan hubungan mekanis antara bank sebagai lembaga dengan 
masyarakat adalah sesuatu yang belum dijelaskan secara langsung oleh nas } 
dan ulama‟ mazhab.  
Para ulama‟ modern memiliki pemahaman yang beragam dalam 
menyikapi fenomena lembaga bank dan perbuatan hukum yang dilakukan 
antara bank dengan nasabahnya. Sebagian ulama‟ memandang perbuatan 
hukum antara bank dengan nasabah adalah perbuatan mubah. Mereka 
berargumen bahwa perbuatan dimaksud hakekatnya adalah kerjasama yang 
dibenarkan oleh syarak. Ulama‟ yang lain berpendapat bahwa perbuatan 
hukum antara bank dengan nasabah adalah haram karena ada penarikan 
keuntungan atas pinjaman uang yang dilakukan kedua pihak. Menurut penulis 
pendapat ulama‟ tentang perbuatan hukum antara bank dengan nasabah, 
dilatarbelakangi oleh pemaknaan hakikat yang di dalamnya ada maksud  
melakukan perbuatan hukum dan pemaknaan z}a>hir yang didalamnya ada 
redaksi akad dan bentuk akad.    
Majelis Ulama‟ Indonesia, lebih cenderung memilih pendapat yang 
mengatakan perbuatan hukum dalam transaksi bank konvensional adalah 
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haram (DSN-MUI, 2006: 8). Ia memahami transaksi bank secara z}a>hir dan 
lebih menekankan pada akad apa yang digunakan. Langkah yang diambil oleh 
MUI sesuai dengan arus besar dunia tentang bank syari‟ah. Pemikiran untuk 
melawan sistem konvensional telah benar-benar terlaksana di negara-negara 
Islam. Indonesia sebagai negara berpenduduk mayoritas muslim ikut 
mengembangkan bank syari‟ah dengan mengadopsi pemahaman bahwa bunga 
bank konvensional adalah haram. Sistem bank konvensional harus dirombak 
sesuai syari‟ah, tanpa merobohkan institusi bank sebagai lembaga jasa 
keuangan. Indonesia memiliki peraturan perbankan yang wajib dijadikan 
pertimbangan dalam menentukan tatacara jual beli di bank syari‟ah Indonesia.      
Ada beberapa hal yang berkait dengan latar belakang dikeluarkannya 
fatwa-fatwa jual beli, yaitu:  
1. Adanya permohonan fatwa tentang transaksi perbankan syari‟ah.   
2. Desain bank syari‟ah di Indonesia tidak seutuhnya sama dengan desain 
bank syari‟ah di negara lain. Prinsip syari‟ah yang diputuskan oleh DSN-
MUI memiliki toleransi dan didialogkan dengan mekanisme perbankan di 
Indonesia, meskipun belum sepenuhnya mengakomodir kebutuhan 
operasional lembaga keuangan syari‟ah untuk taat pada fatwa DSN-MUI. 
Para mustafti (peminta fatwa) dapat dilacak melalui keputusan DSN-
MUI. Sebagian fatwa DSN-MUI dalam bagian ketiga (mempertimbangkan) 
memuat pihak yang meminta fatwa. Beberapa fatwa, terutama yang awal 
dikeluarkan, tidak menyebut pihak yang meminta fatwa. Menurut Hasanuddin 
(2012) hal tersebut bukan berarti tidak ada pihak yang meminta fatwa, karena 
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sebenarnya fatwa-fatwa tersebut diminta oleh Bank Indonesia. Berikut penulis 
paparkan pihak – pihak yang meminta fatwa kepada DSN-MUI. 
No. Fatwa Judul Fatwa 
Mustafti (pihak yang 
meminta fatwa) 
04/DSN-MUI/IV/2000 Murabahah  Bank Indonesia 
05/DSN-MUI/IV/2000 Jual Beli Salam Bank Indonesia 
06/DSN-MUI/IV/2000 Istishna‟ Bank Indonesia 
13/DSN-MUI/IX/2000 Uang Muka 
Murabahah 
Bank Indonesia 
16/DSN-MUI/IX/2000 Diskon dalam 
murabahah 
Bank Indonesia  
17/DSN-MUI/IX/2000 Sanksi Atas Nasabah 
Mampu Yang 
Menunda-nunda 
Pembayaran. 
Bank Indonesia 
22/DSN-MUI/III/2002 Jual Beli Istishna’ 
Paralel 
Dewan Standar 
Akuntansi Keuangan 
no.2293/DSAK/IAI/I/
2002 tertanggal 17 
Januari 2002. 
23/DSN-MUI/III/2002 Potongan Pelunasan 
dalam Murabahah 
Pimpinan Unit Usaha 
Syari‟ah Bank BNI 
Syari‟ah nomor: 
UUS//878/2002 
28/DSN-MUI/III/2002 Jual Beli Mata Uang 
(al-Sharf) 
Pimpinan Unit Usaha 
Syari‟ah Bank BNI 
Syari‟ah nomor: 
UUS//878/2002 
46/DSN-MUI/II/2005 Potongan Tagihan 
Murabahah 
Pimpinan.....nomor:.. 
47/DSN-MUI/II/2005 Penyelesaian Piutang 
Dalam Murabahah 
Bagi Nasabah Tidak 
mampu 
Direksi Bank Syari‟ah 
Mandiri (BSM) 
nomor: 6/552/DIR 
tertanggal 21 
September 2004. 
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No. Fatwa Judul Fatwa 
Mustafti (pihak yang 
meminta fatwa) 
48/DSN-MUI/II/2005 Penjadwalan Kembali 
Tagihan Murabahah. 
Direksi Bank Syari‟ah 
Mandiri (BSM) 
nomor: 6/552/DIR 
tertanggal 21 
September 2004. 
49/DSN-MUI/II/2005 Konversi Akad 
Murabahah 
Direksi Bank Syari‟ah 
Mandiri (BSM) 
nomor: 6/552/DIR 
tertanggal 21 
September 2004. 
         
Dialog yang dilakukan DSN-MUI dalam merumuskan suatu fatwa,  
diwujudkan dalam bentuk kerjasama dengan organisasi atau lembaga lain.  
Dalam merumuskan fatwa, DSN-MUI kadang-kadang bekerjasama dengan 
organisasi atau lembaga yang memiliki keterkaitan dengan persoalan fatwa 
yang sedang dibahas. Organisasi atau lembaga tersebut adalah di luar 
anggota Pleno DSN-MUI. Berikut penulis paparkan lembaga-lembaga 
yang diajak kerjasama oleh DSN-MUI dalam membahas fatwa. 
No. Fatwa 
Lembaga yang 
Diajak Kerjasama 
Kegiatan Fatwa 
16/DSN-MUI/ 
IX/2000 
Dewan Standar 
Akuntansi 
Keuangan Ikatan 
Akuntan Indonesia 
Rapat Pleno 
DSN-MUI 
pada hari 
Sabtu, 7 
Rabi‟ul Awal 
1421H/ 10 
Juni 2000  
Diskon 
Dalam 
Murabahah 
17/DSN-MUI/ 
IX/2000 
Dewan Standar 
Akuntansi 
Keuangan Ikatan 
Akuntan Indonesia 
Rapat Pleno 
DSN-MUI 
pada hari 
Sabtu, 7 
Rai‟ul Awal 
1421H/10 
Juni 2000 
Sanksi Atas 
Nasabah 
Mampu Yang 
Menunda-
nunda 
Pembayaran. 
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Latar belakang munculnya fatwa jual beli DSN-MUI menandai adanya 
kompromi antara kepentingan sistem lembaga keuangan Indonesia dengan 
keinginan untuk terlaksananya konsep syari‟ah di bank syari‟ah. DSN-MUI 
dengan demikian bukanlah lembaga yang independen. Ia tergantung dengan 
lembaga lain dalam mengambil keputusan fatwa. Menurut penulis hal ini lebih 
disebabkan oleh keinginan terlaksananya konsep syari‟ah di bank syari‟ah 
Indonesia, meskipun belum seluruhnya. Penulis menyimpulkan latar belakang 
fatwa jual beli adalah semangat kompromi syari‟ah dengan konsep bank 
modern.  
C. Metode Ijtihad, Argumentasi dan Istidla>l  Fatwa-Fatwa DSN-MUI 
tentang Jual Beli.  
DSN-MUI menggunakan tiga pendekatan dalam memutuskan fatwa, 
yaitu:  pendekatan nas} qat}’i, pendekatan qauli dan pendekatan manhaji. 
Pendekatan pertama, dilakukan dengan berpegang kepada nas} al-Quran atau 
hadis untuk suatu masalah yang terdapat dalam al-Quran atau  hadis secara 
jelas. Dalam hal permasalahan yang dikaji tidak terdapat secara jelas 
ketentuannya dalam al-Quran atau  hadis, maka dilakukan dengan pendekatan 
qauli dan manhaji. Kedua, pendekatan qauli artinya pendekatan dalam proses 
penetapan fatwa dengan mendasarkannya pada pendapat para imam mazhab 
dalam kitab fikih mu’tabarah.  
Pendekatan kedua dilakukan dalam hal masalah yang dikaji dibahas di 
kitab-kitab mu’tabarah, hanya ada satu pendapat dan kajian di dalamnya 
masih relevan. Dalam hal kajian dalam kitab tersebut tidak relevan lagi karena 
136 
beberapa hal, maka dilakukan kajian ulang. Artinya teks-teks pendapat hukum 
dalam kitab mu’tabarah tidak mencukupi maka fatwa diputuskan dengan 
pendekatan lainnya, yaitu manhaji. Ketiga, yaitu  pendekatan manhaji. Ia 
adalah pendekatan yang menggunakan  kaidah us}uliyyah,  kaidah fiqhiyyah 
dan kaidah-kaidah yang biasa dipakai para ulama‟ terdahulu.   
Pendekatan manhaji dilakukan secara kolektif (ijtihad jama >’i), dengan 
menggunakan cara tarji>h (memilih pendapat yang paling kuat, diantara 
beberapa pendapat ulama‟), ilha>q (mempertemukan berbagai pendapat ulama‟)  
dan istinba>t} (menggali hukum) (Amin, 2008: 267-272). Contoh aplikasi tiga 
pendekatan di atas, ada dalam konsideran fatwa-fatwa DSN-MUI tentang jual 
beli. Dalam konsideran selalu ada nas}, kaidah fiqhiyyah dan beberapa 
pendapat imam mazhab. Contoh nas}, kaidah fiqhiyyah dan pendapat imam 
mazhab akan penulis jelaskan pada pembahasan dalil yang digunakan DSN-
MUI.   
DSN-MUI menempatkan akad jual beli sebagai solusi menghindari 
riba (Hasanuddin, 2012). Riba  -dipahami-  timbul karena transaksi qard} 
(hutang piutang uang). Hutang piutang uang dipraktekkan dalam transaksi 
bank konvensional. Tambahan atas pokok pinjaman yang disepakati antara 
nasabah dan bank dikategorikan sebagai riba. Bank syari‟ah wajib 
menghindari riba. DSN-MUI memberikan  alternatif  berupa akad jual beli. 
Transaksi hutang piutang uang dirubah menjadi hutang pembayaran atas harga 
barang yang dibeli nasabah dari bank. Niat baik kaum muslimin untuk 
menghindari riba diwujudkan dengan cara yang diperkenankan syari‟ah, yaitu 
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jual beli. DSN-MUI menuntut bank syari‟ah benar-benar melakukan 
pembelian barang, tidak sekedar menambah harga perolehan dengan 
keuntungan yang disepakati  (Hasanudin: 2012).  
Tuntutan ini menjadi lemah dengan munculnya waka>lah pada saat 
pengadaan barang. Fatwa DSN-MUI menyesuaikan dengan mekanisme 
perbankan di Indonesia. Perbankan di Indonesia konsisten dengan fungsinya 
sebagai lembaga keuangan, yaitu penyedia jasa keuangan. Ketentuan fatwa 
DSN-MUI bahwa bank wajib melakukan pembelian barang terlebih dahulu 
dirasa tidak cocok oleh Bank Indonesia (BI). Fatwa DSN-MUI mengambil 
solusi memperbolehkan ada waka>lah kepada calon nasabah mura>bah}ah untuk 
membeli sendiri barang yang dikehendaki.  
Dalam persoalan ini menurut Hasanuddin (2012), DSN-MUI 
mengambil standar minimal syahnya suatu transaksi. Tindakan mewakilkan 
pembelian tidak dilarang oleh syarak, maka ia diperkenankan untuk dilakukan 
bank syari‟ah. Penulis berpendapat, tindakan mewakilkan pembelian kepada 
calon nasabah nampaknya kurang tepat, karena tidak sesuai peruntukannya. Di 
sisi lain rawan penyelewengan. Untuk mengatasi dua persoalan di atas, perlu 
dipertegas adanya hak khiya>r setelah waka>lah benar-benar dilaksanakan. Hak 
khiya>r ini belum muncul dalam fatwa-fatwa jual beli DSN-MUI.   
Model jual beli yang dipilih DSN-MUI berpijak pada model 
mura>bah}ah. Ia termasuk jual beli amanat, dimana penjual menyebut secara 
jujur biaya perolehannya kepada pembeli dan menyepakati keuntungan yang 
akan diperoleh dari nasabah. Menurut Hasanuddin (2012), argumentasi yang 
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dibangun adalah transaksi mura>bah}ah dianggap transaksi yang jujur dan adil, 
mengingat ada kewajiban bagi bank syari‟ah untuk terbuka tentang harga 
perolehan dan menyepakati harga jual dengan nasabah. Argumentasi di atas 
menjelaskan mengapa DSN-MUI tidak memakai akad jual beli ba’ bi ṡaman 
ajil  dalam mengatur jual beli pada bank syari‟ah. 
Mura>bah}ah yang diterapkan adalah Mura>bah}ah  terapan, yang telah 
mengalami modifikasi dari model aslinya di fikih. Mura>bah}ah terapan tersebut 
didasarkan atas janji nasabah untuk membeli. Dalam perjanjian tersebut telah 
ditentukan spesifikasi barang yang hendak dibeli nasabah. Nasabah 
memerintah atau meminta bank syari‟ah membeli dahulu barang dimaksud, 
dan nasabah membelinya dari bank syari‟ah secara angsuran. Model tersebut 
sama dengan model al-bai’ li amri bi al- syira >’ yang digagas Ima>m al-Sya>fi’i > 
(t.th.: 39). Mura>bah}ah yang digunakan DSN-MUI memodifikasi pemikiran 
Ima>m al-Sya>fi’i dengan memasukkan janji beli sebagai hal yang pasti, bukan 
sesuatu yang terpisah dengan mura>bah}ah yang akan dilakukan setelah barang 
dimiliki bank syari‟ah.           
Format Fatwa DSN-MUI terbagi menjadi empat bagian, yaitu:  
menimbang, mengingat, memperhatikan  dan memutuskan. “Menimbang” 
berisi hal-hal yang menjadi pertimbangan sebuah fatwa dikeluarkan. Misalnya 
adanya kebutuhan akan petunjuk pelaksanaan transaksi sesuai syari‟ah dan 
pertimbangan khusus yang berkaitan dengan pokok fatwa, seperti 
pertimbangan untuk menunjukkan kesungguhan nasabah dalam memohon 
pembiayaan mura>bah}ah, pada fatwa uang muka dalam mura>bah}ah. 
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“Mengingat” berisi tentang dalil-dalil yang digunakan sebagai dasar hukum, 
meliputi dalil al-Quran, dalil hadis, ijma‟ ulama‟, kaidah fiqhiyyah dan dalam 
beberapa fatwa dicantumkan pendapat fukaha terhadap masalah dimaksud. 
 “Memperhatikan”, berisi keterangan adanya pelaksanaan rapat pleno 
DSN-MUI pada waktu tertentu dan dalam beberapa fatwa dijelaskan 
mustaftinya (pihak yang meminta fatwa). “Memutuskan”, berisi fatwa-fatwa 
hukum tentang persoalan dimaksud dan teknis operasional transaksi sesuai 
syari‟ah. Dasar hukum yang digunakan DSN-MUI dalam beberapa fatwa 
menggunakan ayat, hadis, dan kaidah fiqhiyyah yang sama. Di bawah ini 
penulis paparkan dalil yang digunakan DSN-MUI dan penggunaannya dalam 
fatwa. 
No. Dalil Fatwa 
1. QS.4:29 
              
               
                  
         
a. Mura>bah}ah. b. 
Potongan pelunasan 
dalam mura>bah}ah. c. 
Potongan Tagihan 
mura>bah}ah. d. 
Penjadwalan kembali 
tagihan mura>bah}ah. e. 
Penjadwalan kembali 
tagihan mura>bah}ah. f. 
Konversi akad 
mura>bah}ah.    
2. QS.2:275 
               
           
                      
                   
                
a. Mura>bah}ah. b. 
Potongan pelunasan 
dalam mura>bah}ah. b. Jual 
beli mata uang. c. 
Potongan Tagihan 
mura>bah}ah. d. 
Penjadwalan kembali 
tagihan mura>bah}ah. e. 
Konversi akad 
murabahah.   
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                
     
3. QS.5:1 
                 
                
                 
a. Mura>bah}ah. b. Salam. 
c. Uang muka 
mura>bah}ah. d. Diskon 
dalam Murabahah. e. 
Sanksi atas nasabah 
mampu yang menunda-
nunda pembayaran. f. 
Potongan pelunasan 
dalam mura>bah}ah. g. 
Potongan Tagihan 
mura>bah}ah. h. 
Penjadwalan kembali 
tagihan mura>bah}ah. i. 
Konversi akad 
mura>bah}ah.    
4. QS.5:2 
                    
                  
                 
                    
                 
                  
                  
       
a. Potongan pelunasan 
dalam mura>bah}ah, b. 
Potongan tagihan 
mura>bah}ah. c. Potongan 
tagihan mura>bah}ah. d. 
Penjadwalan kembali 
tagihan mura>bah}ah. e. 
Konversi akad 
mura>bah}ah. 
5. QS.2:282 
                 
                
                
a.Salam. b. Uang muka 
mura>bah}ah. 
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                 
                   
               
                 
                  
                 
                    
                    
                 
                    
                  
                 
                 
                 
                    
6. QS.2:280 
                  
                 
a. Potongan tagihan 
mura>bah}ah. b. 
Penyelesaian piutang 
mura>bah}ah  bagi nasabah 
tidak mampu membayar. 
c. Penjadwalan kembali 
tagihan mura>bah}ah. d. 
Konversi akad 
mura>bah}ah. 
7. Hr. Baihaqi dan Ibnu Majah “innamal 
bai‟u “an taradhin” 
a. Mura>bah}ah. b. Salam. 
c. Potongan pelunasan 
dalam mura>bah}ah. d. Jual 
beli mata uang. e. 
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Potongan tagihan 
mura>bah}ah. f. Potongan 
tagihan mura>bah}ah. g. 
Penjadwalan kembali 
tagihan mura>bah}ah. h. 
Konversi akad 
mura>bah}ah. 
8. Hr. Turmudzi dari Amr bin Auf “al-
sulhu...” 
a. Mura>bah}ah. b. Salam. 
c. Istis}na>>’. c. Uang muka 
mura>bah}ah. d. Diskon 
dalam mura>bah}ah. e. 
Sanksi atas nasabah 
mampu yang menunda-
nunda pembayaran. f. 
Jual beli Istis}na>>’ paralel. 
g. Potongan pelunasan 
dalam mura>bah}ah. h. Jual 
beli mata uang. i. 
Potongan tagihan 
mura>bah}ah. j. Potongan 
tagihan mura>bah}ah. k. 
Penjadwalan kembali 
tagihan mura>bah}ah. l. 
Konversi akad 
mura>bah}ah.    
9. Hr. Jama‟ah a. Mura>bah}ah. b. Salam. 
c. Sanksi atas nasabah 
mampu yang menunda-
nunda pembayaran. 
10 Hr.Nasa‟i, Abu Dawud, Ibnu Majah dan 
Ahmad 
a. Mura>bah}ah. b. Salam. 
c. Sanksi atas nasabah 
mampu yang menunda-
nunda pembayaran. 
11. Hr. Abdur Roziq, Zaid bin Aslam Mura>bah}ah 
12. Hr.Ibnu Majah Mura>bah}ah 
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13. Hr. Bukhari Salam 
14. Hr. Ibnu Ma>jah dan Dar al-Qutni, “la 
dharara...” 
a.Istis}na>’. b. Uang Muka 
mura>bah}ah. c. Sanksi atas 
nasabah mampu yang 
menunda-nunda 
pembayaran. d. Jual beli 
istis}na>’ paralel. 
15. Hr. Tabrani dalam al-kabir dan al-hakim 
dalam mustadrak “ lama amara bi ikhraji 
bani nadhir....” 
a. Potongan pelunasan 
dalam mura>bah}ah. b. 
Potongan tagihan 
mura>bah}ah. c. Konversi 
akad mura>bah}ah. 
16. Hr. Muslim, “ man farraja „an muslimin 
kurbatan......” 
a.Potongan tagihan 
mura>bah}ah. b. 
Penjadwalan kembali 
tagihan mura>bah}ah. d. 
Konversi akad 
murabahah.  
. Ijma‟ Fuqaha’ boleh mura>bah}ah dan 
salam.  
a. Mura>bah}ah. b. Salam.  
. Ijma‟ Fuqaha’ Hanafi tentang istis}hna>’ Istis}na>’. 
. Kaidah Fiqhiyyah “ Al-As}lu Fil 
Muamalah al-Iba>hah”  
a. Mura>bah}ah. b. Salam. 
c. Istis}na>’. d. Uang muka 
Istis}na>’. e. Diskon dalam 
mura>bah}ah. f. Sanksi atas 
nasabah mampu yang 
menunda-nunda 
pembayaran.  g. Jual beli 
Istis}na>’ paralel. h. 
Potongan pelunasan 
dalam mura>bah}ah. i. 
Potongan tagihan 
mura>bah}ah. j. Potongan 
tagihan mura>bah}ah. k. 
Penjadwalan kembali 
tagihan mura>bah}ah. l. 
Konversi akad 
mura>bah}ah. 
20. Kaidah Fiqhiyyah “al-dhararu yuzalu” a. Uang Muka 
mura>bah}ah. b. Sanksi 
atas nasabah mampu 
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yang menunda-nunda 
pembayaran. 
21. Kaidah Fiqhiyyah ”ainama wujidad al-
maslahah fasamma hukmullah 
 
Diskon dalam 
mura>bah}ah.   
22. Kaidah fiqh “ al-masaqqatu tajlibut taisir” a.Jual beli istis}na>’ 
paralel. b. Konversi akad 
mura>bah}ah. 
23. Kaidah Fiqh, ” al-khajatu qad tunzalu 
manzilatad dharurah” 
Jual beli istis}na>’ paralel. 
24. Kaidah fiqh, “al-tsabitu bil „urfi ka al-
tsabiti bi al-syar‟i 
 
Jual beli istis}na>’ paralel. 
 
 
D. Fatwa DSN-MUI tentang jual beli pada bank syari’ah. 
Fatwa DSN-MUI yang akan penulis paparkan pada sub. Bab ini adalah 
bagian keputusan fatwa DSN-MUI. Bagian yang lain telah penulis paparkan 
pada sub bab sebelumnya. Keputusan fatwa DSN-MUI yang penulis kaji ada 
13 fatwa meliputi: 
1. Fatwa tentang  jual beli mura>bah}ah. 
2. Fatwa tentang jual beli salam. 
3. Fatwa tentang jual beli isti}sna>’ 
4. Fatwa tentang uang muka dalam mura>bah}ah. 
5. Fatwa tentang diskon dalam mura>bah}ah. 
6. Fatwa tentang sanksi atas nasabah mampu yang menunda-nunda 
pembayaran. 
7. Fatwa tentang jual beli isti}sna>’ paralel. 
8.  Fatwa tentang potongan pelunasan dalam mura>bah}ah. 
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9. Fatwa tentang al-ija>rah al-muntahiyyah bi al-tamlik. 
10. Fatwa tentang potongan tagihan mura>bah}ah. 
11. Fatwa tentang piutang mura>bah}ah bagi nasabah tidak mampu membayar. 
12. Fatwa tentang penjadwalan kembali tagihan mura>bah}ah. 
13. Fatwa tentang konversi akad mura>bah}ah. 
Tiga belas fatwa tersebut penulis kelompokkan menjadi dua, yaitu: fatwa 
tentang proses akad dan fatwa pasca akad untuk mempermudah pembacaan 
terhadap fatwa-fatwa DSN-MUI . 
Kelompok pertama adalah fatwa fatwa yang menjelaskan proses akad. 
Fatwa-fatwa dimaksud adalah: 
1. Fatwa tentang  jual beli mura>bah}ah. 
2. Fatwa tentang jual beli salam. 
3. Fatwa tentang jual beli isti}sna>’ 
4. Fatwa tentang uang muka dalam mura>bah}ah. 
5. Fatwa tentang diskon dalam mura>bah}ah. 
6. Fatwa tentang jual beli isti}sna>’ paralel. 
7. Fatwa tentang al-ija>rah al-muntahiyyah bi al-tamlik. 
Kelompok kedua adalah fatwa-fatwa yang menjelaskan pasca konrak 
jual beli. Fatwa-fatwa dimaksud adalah: 
1. Fatwa tentang sanksi atas nasabah mampu yang menunda-nunda 
pembayaran. 
2. Fatwa tentang potongan pelunasan dalam mura>bah}ah. 
3. Fatwa tentang potongan tagihan mura>bah}ah. 
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4. Fatwa tentang piutang mura>bah}ah bagi nasabah tidak mampu membayar. 
5. Fatwa tentang penjadwalan kembali tagihan mura>bah}ah. 
6. Fatwa tentang konversi akad mura>bah}ah. 
1. Fatwa tentang proses kontrak 
Fatwa-fatwa tentang proses akad jual beli menjelaskan tata cara 
teknis pelaksanaan jual beli. Jual beli ada kalanya digunakan sebagai akad 
pokok seperti akad mura>bah}ah, salam dan isti}sna>’ dan ada kalanya 
digunakan sebagai alternatif akad pelengkap. Posisi jual beli sebagai 
alternatif akad pelengkap akad lain tidak penulis bahas. Penulis menyebut 
sebagai informasi kepada pembaca tentang adanya penggunaan akad jual 
sebagai alternatif akad pelengkap pada transaksi sewa yang diakhiri 
dengan kepemilikan (perpindahan hak milik barang yang disewa). Fatwa 
DSN-MUI tentang  jual beli memberi kemungkinan tiga model jual beli, 
yaitu: mura>bah}ah, salam dan isti}sna>’.  
Tiga fatwa dimaksud memiliki persamaan dan perbedaan. 
Persamaan ketiga model dimaksud adalah penundaan obyek akad. 
Perbedaannya teletak pada apa yang ditunda. Mura>bah}ah menunda harga 
atau uang, sedangkan  salam dan isti}sna>’  menunda barang yang diperjual 
belikan. salam dan isti}sna>’  berbeda pada jenis barang. Salam  menunda 
penyerahan barang yang tidak dibuat manusia, biaanya hasil pertanian 
atau perkebunan. Isti}sna>’  menunda penyerahan barang yang dibuat oleh 
manusia seperti hasil kerajinan. Perbedaaan lainnya ada pada cara 
pembayaran. Salam pembayarannya harus kontan pada saat akad, 
147 
sedangkan isti}sna>’  pembayarannya bisa dibagi dalam termin pembayaran 
misalnya 2 termin atau 3 termin sesuai tahapan pengerjaan barang 
dimaksud. 
Fatwa DSN-MUI (2006: 24-25) tentang jual beli sangat teknis 
menjelaskan akad mura>bah}ah. Ada enam bagian dalam keputusan fatwa  
mura>bah}ah, yaitu ketentuan umum mura>bah}ah pada bank syari’ah, 
ketentuan umum mura>bah}ah kepada nasabah, jaminan dalam mura>bah}ah, 
hutang dalam mura>bah}ah, penundaan pembayaran dalam mura>bah}ah dan 
bangkrut dalam Mura>bah}ah. Dalam ketentuan umum mura>bah}ah pada 
bank syari’ah ada sembilan  item. Pokok ketentuan yang diputuskan 
adalah: 
1. Mura>bah}ah yang dilakukan bank syari’ah harus bebas riba. 
2. Barang yang diperjual belikan bukan barang haram menurut syari’at 
Islam. 
3. Bank syari’ah boleh membiayai sebagian atau seluruh harga barang 
yang akan dijual kepada nasabah 
4. Bank syari’ah membeli barang yang akan dijual kepada nasabah. 
5. Bank syari’ah harus menyampaikan tentang status pembelian yang ia 
lakukan, misalnya pembelian dengan pembayaran tunda atau kredit. 
6. Bank syari’ah menjual barang yang telah ia beli kepada nasabah 
(pemesan) dengan ketenuan harus jujur tentang harga perolehan dan 
biaya yang diperlukan ditambah keuntungan yang disepakati. 
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7. Nasabah membayar sesuai angsuran dan waktu yang disepakati 
dengan bank syari’ah. 
8.  Bank syari’ah boleh mengadakan perjanjian khusus dengan nasabah 
untuk megantisipasi penyalahgnaan akad. 
9. Bank syari’ah boleh mewakilkan dalam pembalian barang dari pihak 
ketiga dan mura>bah}ah dilakukan setelah bank syari’ah menjadi 
pemilik barang yang akan dijual. 
Fatwa DSN-MUI (2006: 26) memberi tujuh ketentuan mura>bah}ah 
kepada nasabah dan dua ketentuan jaminan dalam mura>bah}ah. Pokok-
pokok yang diatur dalam ketentuan tersebut adalah: 
1. Proses transaksi mura>bah}ah diawali dengan pengajuan permohonan 
dan janji pembelian suatu barang  oleh calon nasabah. 
2. Bank syari’ah wajib membeli barang yang akan dibeli (dimohon) oleh 
nasabah secara sah, manakala bank syari’ah menyetujui permohonan 
calon nasabah dimaksud. 
3. Nasabah wajib membeli barang yang tercantum dalam permohonan 
setelah bank syari’ah menawarkan kepada nasabah dimaksud. 
4. Bank syari’ah boleh meminta uang muka kepada nasabah pada saat 
menandatangani pemesanan (bank syari’ah menyetujui permohonan 
nasabah dimaksud). 
5. Uang muka bisa digunakan sebagai pengganti biayai riil akibat 
nasabah membatalkan pembelian. 
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6. Bank syari’ah boleh meminta tambahan pengganti biaya riil kepada 
nasabah manakala uang muka yang ia terima kurang untuk mengganti 
biaya riil.  
7. Uang muka yang dibayar oleh nasabah bisa menjadi bagian dari harga 
yang disepakati manakala nasabah benar membeli. 
8. Bank syari’ah boleh meminta jaminan fisik dalam mura>bah}ah dan 
dimaksudkan agar nasabah serius dalam bertransaksi. 
Fatwa DSN-MUI (2006: 26-27) memberi tiga ketentuan tentang 
hutang mura>bah}ah, dua ketentuan tentang penundaan pembayaran 
mura>bah}ah dan ketentuan bangkrut dalam Mura>bah}ah. isi ketentuan 
dimaksud adalah: 
1. Hutang nasabah dalam Mura>bah}ah tidak boleh dikaitkan dengan 
transaksi lain yang dilakukan nasabah dengan selain bank syari’ah. 
Nasabah boleh menjual barang yang dibeli dari bank syari’ah dengan 
tetap membayar angsuran sesuai kesepakatan. 
2. Nasabah tidak wajib segera melunasi angsuran Mura>bah}ah setelah 
barang yang dibelinya dijual. Jumlah dan waktu angsuran tetap 
berlaku sesuai kesepakatan 
3. Nasabah tidak boleh memperhitungkan kerugian penjualan barang 
atas angsuran dan masa angsuran yang telah disepakati. 
4. Nasabah yang mampu dilarang menunda penbayaran hutangnya 
(angsurannya). 
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5. Jika ada masalah dengan pembayaran atau salah satu pihak tidak 
melaksanakan kewajiban maka kedua belah pihak bermusyawarah dan 
manakala tidak tercapai masalah dibawa ke Badan Arbitrase Syari’ah. 
6. Nasabah yang dinyatakan pailit atau tidak mampu membayar 
hutangnya, tagihan hutangnya diundur oleh bank syari’ah sampai dia 
mampu atau atas   
Fatwa tentang akad mura>bah}ah  di atas dilengkapi dengan dua  
fatwa, yaitu: fatwa diskon dan fatwa uang muka. Ketentuan fatwa DSN-
MUI (2006: 81-82) tentang uang muka dalam  mura>bah}ah sama dengan 
ketentuan  uang muka pada fatwa jual beli mura>bah}ah, hanya ada 
tambahan manakala jumlah uang muka lebih banyak dibandingkan biaya 
riil maka bank syari’ah wajib mengembalikan sisanya kepada nasabah. 
Ketentuan  fatwa DSN-MUI (94-95)  tentang diskon dalam  mura>bah}ah 
ada lima hal, yaitu: 
1. Harga yang sepakati antara bank syari’ah dengan nasabah boleh sama, 
lebih mahal atau lebih murah dibandingkan nilai barang tersebut. 
2. Komponen harga mura>bah}ah adalah harga beli ditambah biaya  
ditambah keuntungan yang disepakati. 
3. Diskon harga dari pihak ketiga (supplier) adalah hak nasabah. Harga 
beli adalah harga setelah didiskon. 
4. Bank syari’ah dan nasabah membuat perjanjian yang dituangkan 
dalam akad untuk mengatur pembagian diskon yang diberikan setelah 
akad mura>bah}ah dilakukan.  
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5. Perjanjian dimaksud harus ditandatangani kedua belah pihak. 
DSN-MUI memandang ada kemungkinan penggunaan akad salam 
dan istis}na>’ pada jual beli di bank syari’ah. DSN-MUI (2006: 29-34) 
memutuskan ketentuan model jual beli salam dalam enam ketentuan, 
yaitu: pembayaran, barang, salam paralel, penyerahan barang sebelum 
waktunya, pembatalan kontrak dan perselisihan.  Ketentuan pembayaran 
salam ada tiga, yaitu: 
1. Alat bayar bisa berupa uang, barang atau manfaat yang mana jumlah 
dan bentuknya diketahui. 
2. Alat pembayaran harus diserahkan tunai pada saat kontrak. 
3. Pembebasan utag tidak bisa digunakan sebagai pembayaran. 
Ketentuan barang yang bisa diperjualbelikan menggunakan akad 
salam   sama dengan ketentuan barang pada akad jual beli lainnya. 
Ketentuan khusus salam ada lima, yaitu:  
1. Barang harus memiliki ciri-ciri yang jelas dan bisa diakui sebagai 
hutang.   
2. Spesifikasi barang harus bisa dijelaskan. 
3. Barang diserahkan tunda (di kemudian hari). 
4. Kedua belah pihak menyepakati waktu dan tempat penyerahan barang. 
5. Barang yang dibeli dengan akan salam tidak boleh dijual sebelum 
barang dimaksud diterima oleh pembelinya. 
6. Barang tidak boleh ditukar kecuali dengan barang sejenis. 
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7. Akad  salam bisa diparalel dengan ketentuan tidak ada keterkaitan 
dengan akad pertama. 
Ketentuan peyerahan barang harus memenuhi lima hal, yaitu: 
1. Barang harus diserahkan oleh penjual tepat waktu dengan kualitas dan 
jumlah yang disepakati. 
2. Penjual dilarang meminta tambahan harga manakala ia menyerahkan 
baran yang lebih bagus dari kesepakatan. 
3. Pembeli dilarang menuntut penurunan harga manakala ia telah rela 
menerima barang yang lebh rendah kualitasnya ari kesepakatan. 
4. Penjual dilarang mintatambahan harga manakala menyerahkan baran 
lebi cepat dari kesepakatan. 
5. Pembeli memiliki dua pilihan manakala barang tidak tersedia pada saat 
penyerahan. Pertama kontrak dibatalkan dan pembeli meminta uang 
kembali. Kedua menunggu sampai barang yang dimaksud ada. 
Akad salam bisa dibatalkan asalkan tidak merugikan kedua belah 
pihak. Manakala kedua belah pihak berselisih, maka permasalahannya 
dibawa ke badan arbitrase syari’ah.       
Jual beli barang dimana penyerahan barang di kemudian hari, 
DSN-MUI (2006: 37-38) memberi fatwa jual beli istis}na>’, selain fatwa 
salam diatas. Ada tiga ketentuan dalam fatwa istis}na>’.  Pertama tentang 
pembayaran. Kedua tentang barang dan ketiga tentang ketentuan lain. 
Pembayaran pada jual beli istis}na>’  sama persis dengan pembayaran pada 
akad salam. Ketentuan tentang barang juga sama dengan barang pada 
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akad salam dan ada tambahan adanya khiya>r  bagi pemesan (mustasni’) 
manakala barang ada cacat atau wujudnya tidak sesuai kesepakatan.  
Khiya>r  berupa melanjukan akad atau membatalkan akad. 
Ketentuan lain pada akad istis}na>’ mengacu pada ketentuan salam  dan ada 
tambahan barang yang telah dibuat sesuai kesepakatan mengikat kedua 
belah pihak untuk melanjutkan akad. DSN-MUI (2006: 138-139) membei 
peluang kepada lembaga keuangan syari’ah (LKS) untuk melakukan akad 
istis}na>’  paralel. Ketentuannya sama dengan salam paralel dan ada 
tambahan yaran lebih LKS selaku pihak yang pesan (mustas}ni>’) dilarang 
memungut margin during construction (MDC) dari nasabah selaku 
pembuat barang (s}a>ni’). 
2. Fatwa pasca kontrak 
Fatwa pasca kontrak semuanya berkaitan dengan mura>bah}ah. 
fatwa-fatwa tersebut adalah solusi yang diberikan DSN-MUI untuk 
mengantisipasi adanya pembayaran lebih cepat atau pembayaran yang 
kurang lancar bahkan membayar tetapi menunda-nunda pembayaran. 
Adapun ketentuan sanksi  dimaksud sebagi berikut: 
1. Sanksi diberikan khusus bagi nasabah yang mampu membayar dan 
dengan sengaja tidak mau membayar atau tidak memiliki itikad baik 
untuk membayar. 
2. Sanksi tidak boleh diberikan kepada nasabah yang tidak mampu atau 
belum mampu membayar karena force majeur. 
154 
3. Sanksi adalah ta’zir,  diberikan agar nasabah lebih disiplin membayar. 
Sanksi bisa berupa denda yang jumlah uangnya ditentukan pada saat 
kontrak dan ditanda tangani kedua belah pihak. 
4. Sanksi denda digunakan untuk dana sosial. 
DSN-MUI (2006: 144) memperbolehkan bank syari’ah memberi 
potongan pelunasan atas pelunasan lebih cepat. Potongan pelunasan boleh 
diberikan dengan syarat tidak diperjanjikan dan jumlah potongannya 
sesuai kebijakan dan pertimbangan LKS. DSN-MUI (2006: 190) juga 
memberi potongan tagihan mura>bah}ah dengan ketentuan: 
1. Nasabah yang membayar tepat waktu  atau nasabah yang mengalami 
penurunan kemampuan membayar. 
2. Nominal yang dipotong sesuai kebijakan LKS. 
3. Potongan tidak boleh diperjanjikan dalam akad. 
Nasabah yang kurang lancar atau macet dalam pembayaran boleh 
dijual jaminannya, diberi penjadwalan ulang atau akad mura>bah}ahnya 
dikonversi menjadi akad mud}a>rabah. DSN-MUI (2006: 353-354) memberi 
peyelesaian mura>bah}ah untuk nasabah yang tidak mampu membayar 
sesuai kesepakatan dengan cara: 
1. Jaminan dijual oleh nasabah atau bank syari’ah dengan harga pasar 
yang disepakati.  
2. Hasil penjualan digunakan untuk melunasi hutang nasabah kepada 
bank syari’ah. Apabila hasil penjualan lebih besar dari hutang nasabah 
maka LKS wajib mengembalikan sisanya  kepada nasabah.  Apabila 
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hasil penjualan lebih kecil dari hutang maka nasabah tetap wajib 
melunasi sisa hutangnya. Bank syari’ah boleh membebaskan hutang 
nasabah yang tidak mampu membayar sisa hutangnya. 
DSN-MUI (2006: 359) memberi kemungkinan penjadwalan 
kembali bagi nasabah yang tidak mampu membayar sesuai kesepakatan. 
Batasan yang diberikan DSN-MUI adalah: 
1. Penjadwalan kembali tidak menambah harga yang tersisa. 
2. Bank syari’ah hanyaboleh meminta biaya riil yang muncul dalam 
proses penjadwalan kembal. 
3. Penjadwalan kembali harus berdasarkan kesepakatan. 
DSN-MUI (365-366) memberi kemungkinan adanya konversi akad 
mura>bah}ah menjadi akad mud}a>rabah, musya>rakah atau ija>rah 
muntahiyyah bi al-tamlik (IMBT).  
Konversi artinya membuat akad baru bagi nasabah yang tidak 
mampu membayara tetapi masih prospektif. Caranya adalah jaminan 
nasabah dijual dan digunakan untuk membayar hutangnya di bank 
syari’ah. Akad baru yang dilakukan kedua belah pihak merujuk pada 
fatwa DSN-MUI tentang akad baru yang digunakan. Misalnya akad  
IMBT meurjuk pada fatwa DSN-MUI no.27. akad  mud}a>rabah merujuk 
pada fatwa DSN-MUI no 07. Akad  musya>rakah   merujuk pada fatwa 
DSN-MUI no.08. Sisa penjualan jaminan bisa digunakan sebagai modal 
untuk melakukan akad baru. Jika hasil penjualan lebih kecil dari hutang 
nasabah maka pembayarannya bisa disepakati teknisnya.     
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Alur proses jual beli mura>bah}ah di bank syari‟ah menurut fatwa DSN-
MUI tahapannya bisa digambarkan sebagai berikut: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tata urutan di atas menunjukkan adanya proses jual beli di bank syari‟ah. 
Jual beli dilakukan setelah nasabah mengajukan permohonan pembiayaan 
pembelian barang. Proses berikutnya adalah perjanjian pembiayaan jual beli. 
Proses selanjutnya adalah pengadaan barang. Jual beli mura>bah}ah dilakukan 
setelah bank syari‟ah memiliki barang. Proses jual beli di atas dilengkapi dengan 
akad urbun (uang muka) yang diletakkan pada saat perjanjian pembiayaan jual 
beli dan wakalah yang diletakkan untuk keperluan pembelian barang. Bank 
syari‟ah melepas uang dalam proses diatas.  
Nasabah sebagai wakil bank syari‟ah mencari dan membayar barang 
yang hendak ia beli. Pembayarannya menggunakan uang muka nasabah dan 
Nasabah: 
Mengajukan 
Pembiayaan 
Ke Bank 
Syari‟ah 
Bank Syari‟ah: 
Menolak atau 
menerima. Jika 
diterima proses 
lanjut 
Nasabah 
membayar 
uang muka 
Bank Syari‟ah 
menerbikan 
wakalah & 
memberi uang kpd 
nasabah 
Nasabah membeli barang 
di penyedia barang,  
untuk atas nama bank 
syari‟ah. 
Bank syari‟ah menerima 
barang atau kwitansi 
pembelian. 
Dua pihak 
melaksanakan 
akad 
mura>bah}ah. 
Kedua belah pihak 
terikat dalam perjanjian 
jual beli. 
Lancar Pembayaran 
hingga akhir perjanjian, 
atau ada persoalan 
pembayaran. 
Jika tidak lancar: 
ditunda 
pembayarannya atau 
agunan dijual atau,  
rescheduling atau 
konversi akad 
mura>bah}ah 
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uang pembiayaan bank syari‟ah. Kegiatan bank syari‟ah menyediakan dana 
untuk pembelian barang. Ia tidak “benar-benar” mengadakan barang. 
Indikasinya wakil yang ditunjuk adalah orang yang akan membeli barang. Bank 
syari‟ah tidak harus menyediakan divisi pembelian barang atau kerjasama 
dengan pihak ketiga sebagai supplier. Bank syari‟ah dalam proses jual beli di 
atas konsisiten dengan fungsinya sebagai lembaga inter mediasi, dimana bank 
syari‟ah menjalankan bisnis jasa keuangan yang menggunakan akad syari‟ah.  
Jual beli mura>bah}ah di bank syari‟ah, manakala dilepaskan dari proses 
pembelian barang, maka akan nampak jual beli yang sempurna dan riil. Penulis 
menganalisis jual beli di bank syariah dengan melihat proses pengadaan barang. 
Akad-akad tambahan berupa uang muka dan wakalah adalah bagian dari proses 
jual beli di bank syari‟ah. Bank syari‟ah tidak melakukan jual beli tanpa dua 
akad pendukung tersebut. Ada hubungan kausalitas antara ada dan tidaknya jual 
beli di bank syari‟ah dengan ada dan tidaknya dua akad pendukung tersebut. 
Kesimpulan penulis atas fakta tata urutan jual beli mura>bah}ah di bank syari‟ah 
memiliki dua tahap yaitu tahap pengadaan barang dan tahap jual beli. Dua tahap 
tersebut mirip dengan tata urutan akad sewa beli yang dilakukan lembaga 
finance (leasing).  
Persamaannya keduanya menyediakan dana untuk tambahan pembelian 
barang oleh nasabah. Keduanya mengambil keuntungan dengan meminta margin 
keuntungan atas modal pembiayaan yang dikeluarkan. Perbedaan keduanya ada 
pada tahap pengadaan barang dan akad akhir yang digunakan. Pengadaan barang 
pada lembaga finance (leasing) dilakukan sendiri tanpa mewakilkan. lembaga 
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finance (leasing) biasanya kerjasama dengan supplier. Pembeli yang 
menghendaki pembayaran dengan cara kredit langsung dirujuk kepada lembaga 
finance (leasing) yang tersedia. Pembeli mengajukan permohonan kredit setelah 
memilih dan memastikan barang yang akan dibeli.  
Permohonan diproses setelah pembeli memastikan mengajukan 
permohonan pembiayaan dan memastikan barang yang hendak dibeli. 
Permohonan yang disetujui dilanjutkan dengan transaksi pembiayaan. Lembaga 
finance (leasing) membayar barang yang menjadi obyek pembiayaan kepada 
supplier dengan kontan. Proses tersebut berbeda dengan konsep jual beli DSN-
MUI. Bank syari‟ah diperkenankan tidak membeli langsung. Bank syari‟ah 
boleh mewakilkan pembelian barang kepada calon nasabah. Hal tersebut bisa 
diasumsikan bank syari‟ah tidak memiliki kewajiban untuk terlibat langsung 
dalam negosiasi harga barang yang akan dibelinya. Bank syari‟ah juga tidak 
perlu memastikan barang yang akan dibelinya.  
Perbedaan kedua adalah bank syari‟ah menggunakan akad jual beli 
sedangkan lembaga finance (leasing) menggunakan akad sewa beli. Perbedaan 
lainnya nampak pada tahapan transaksi. kedua akad tersebut memiliki 
konsekwensi kepemilikan yang berbeda. Akad jual beli berarti ada perpindahan 
hak milik sejak akadnya sah meskipun pembayarannya belum lunas. Akad sewa 
beli tidak ada perpindahan kepemiikan meskipun atas nama pemilik barang 
adalah pembeli. Perpindahan kepemilikan setelah pembayaran lunas. Status 
barang adalah milik lembaga finance (leasing) yang disewakan kepada pembeli. 
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Perbedaan ketiga nampak pada proses pengajuan permohonan dan 
pembelian barang. Proses pada bank syari‟ah dimulai dari pengajuan 
pembiayaan, dilanjut dengan pembelian barang dan diakhiri dengan akad jual 
beli.  Proses pada lembaga finance (leasing) dimulai dengan pencarian barang, 
dilanjutkan dengan pengajuan pembiayaan dan jika disetujui dilanjutkan dengan 
kontrak leasing.  Fatwa DSN-MUI tentang jual beli di bank syari‟ah nampaknya 
didesain berbeda dengan transaksi sewa beli di lembaga finance (leasing). 
Sistem jua beli yang ada pada dua lembaga tersebut menarik untuk dipadukan 
agar konsep fikih jual beli di bank syari‟ah lebih aplikatif dan syar’i.    
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BAB IV 
ANALISIS ATAS FATWA DSN-MUI TENTANG JUAL BELI 
DI BANK SYARI’AH   
               
A. Analisis terhadap Adopsi Pemikiran Ulama Klasik dan Ijtihad DSN-MUI 
dalam Jual Beli di Bank Syari’ah.       
Fatwa DSN-MUI tentang jual beli memiliki dua sisi dalam pemikiran 
hukum Islam. Ia  memiliki sisi adopsi dan sisi ijtihad. Sisi adopsi artinya fatwa 
DSN-MUI mengambil dari pemikiran ulama klasik. Pengambilan pemikiran 
dimaksud bisa dalam bentuk pernyataan yang sama, atau cara pandangan yang 
sama atas suatu persoalan jual beli. Contohnya fatwa DSN-MUI mewajibkan 
bank syari’ah memiliki barang yang akan dijual kepada nasabah. Sisi ijtihad 
artinya fatwa DSN-MUI memiliki inovasi dari pemikiran para ulama klasik. 
Inovasi dimaksud bisa berupa kreatifitas penggabungan akad dalam satu 
transaksi jual beli. Penggabungan akad tidak pernah dilakukan oleh ulama-
ulama fikih klasik, artinya satu akad menjadi sarana untuk satu transaksi. 
Penggabungan akad-akad dalam satu transaksi merupakan bentuk ijtihad 
tat}biqi DSN-MUI yang dibangun dari akad-akad yang dirumuskan oleh para 
ulama fikih klasik. 
Adopsi maupun ijtihad DSN-MUI terkait dengan pendekatan yang 
digunakan MUI (Amin, 2008: 267-272), yaitu qat }’i, qauli dan manhaji. 
Terkait dengan tiga pendekatan di atas, fatwa DSN-MUI memilah persoalan 
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transaksi bisnis bank syari’ah maupun non bank syari’ah dalam tiga 
kelompok, yaitu   
1. Persoalan yang disebut dan dijelaskan oleh nas} (al-Quran dan hadis). 
Persoalan terjawab oleh nas dimaksud. Fatwa DSN-MUI merujuk 
penjelasan nas dimaksud. Pendekatan yang digunakan adalah 
pendekatan qat}’i.   
2. Persoalan yang tidak termasuk kelompok pertama dan dijelaskan oleh 
imam mazhab, dimana hanya ada satu jawaban atas persoalan 
dimaksud. Fatwa DSN-MUI mengadopsi pendapat dimaksud. 
Pendekatan yang digunakan adalah qauli.  
3. Persoalan yang tidak masuk kelompok pertama dan kedua. Fatwa 
DSN-MUI menggunakan kaidah fiqhiyah dalam melakukan ijtihad 
menjawab persoalan dimaksud. Pendekatan yang digunakan adalah 
manhaji. Tiga kelompok persoalan  tersebut ada pada persoalan jual 
beli. 
Hukum jual beli adalah  halal sedangkan riba adalah haram. Hukum 
jual beli dan riba adalah salah satu contoh persoalan yang dijelaskan langsung 
oleh nas} 
                          
                                   
                               
            
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Orang-orang yang makan (mengambil) riba tidak dapat berdiri 
melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan lantaran 
(tekanan) penyakit gila. Keadaan mereka yang demikian itu, adalah 
disebabkan mereka berkata (berpendapat), “Sesungguhnya jual beli itu 
sama dengan riba”, padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan 
mengharamkan riba. orang-orang yang telah sampai kepadanya 
larangan dari Tuhannya, lalu terus berhenti (dari mengambil riba), 
maka baginya apa yang telah diambilnya dahulu (sebelum datang 
larangan) dan urusannya (terserah) kepada Allah. Orang yang kembali 
(mengambil riba), maka orang itu adalah penghuni-penghuni neraka; 
mereka kekal di dalamnya. (Q.S. 2: 275).  
 
Ketentuan nas} tersebut diterapkan pula pada jenis-jenis jual beli yang 
digunakan dalam transaksi jual beli di bank syari’ah; mura>bah}ah, salam dan 
istis}na>’. Tiga jenis akad tersebut termasuk dalam makna umum kata “al-bai’” 
pada Q.S. 2: 275. Keberadaan Q.S. 2: 275 sangat penting perannya dalam 
membangun persepsi perbedaan jual beli dan riba, yang dibawa ke ranah 
transaksi bank syari’ah dan konvensional. Fatwa DSN-MUI tentang jual beli 
tidak memberikan argumentasi penggunaan dalil Q.S. 2: 275 untuk model-
model jual beli yang digunakannya. Argumentasi dimaksud penting adanya 
dalam fatwa DSN-MUI untuk mendudukkan konteks jual beli di bank 
syari’ah.  
Hal ini guna menjawab mengapa harus pakai akad jual beli, di saat 
bank syari’ah tetap dalam posisi dan fungsi lembaga keuangan. Masyarakat 
membutuhkan bank syari’ah untuk memenuhi kebutuhan kekurangan dana 
yang mereka butuhkan untuk membeli barang. Peran bank syari’ah dalam 
konteks jual beli memberi pembiayaan kepada masyarakat untuk membeli 
barang. Peran tersebut tidak sama dengan penjual barang.  Pertimbangan fatwa 
DSN-MUI (2006: 20) tentang mura>bah}ah, menyatakan adanya kebutuhan 
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masyarakat terhadap penyaluran dana bank syari’ah berdasarkan prinsip jual 
beli.  
Pesan yang bisa dipahami adalah ada upaya serius dari DSN-MUI 
untuk meninggalkan transaksi pinjaman atau kredit tanpa diketahui untuk apa 
penggunaan dana oleh nasabah bank syari’ah. Pertimbangan fatwa DSN-MUI 
(2006: 29) tentang salam  menyatakan terbukanya peluang bank syari’ah 
untuk melakukan jual beli dengan ketentuan harga diserahkan dahulu 
sedangkan barang menyusul kemudian sesuai syarat tertentu. Pertimbangan 
yang sama dengan fatwa salam, juga muncul pada fatwa tentang istis}na>’. 
Akad jual beli dipilih atas dasar petunjuk nas yang jelas (jual beli beda dengan 
riba).  
Ketentuan yang lebih lanjut tentang jual beli tidak memadai dengan 
pendekatan qat}’i,  seperti pada hukum jual beli dan riba. Jual beli di bank 
syari’ah tidak sama dengan jual beli langsung antara pemilik barang dengan 
orang yang membutuhkan barang, tanpa melalui bank syari’ah. Menghadapi 
kenyataan perbedaan tersebut, pendekatan qat }’i tidak memadai. Dalam hal ini,  
DSN-MUI mengadopsi pemikiran ulama klasik tentang ketentuan jual beli. 
Sepertinya ia ingin jual beli di bank syari’ah diatur sama dengan jual beli 
langsung, namun ketika menemui kesulitan  DSN-MUI juga melakukan ijtihad 
dalam merumuskan jual beli di bank syari’ah. 
Rukun jual beli;  pembeli, penjual, barang yang diperjualbelikan dan 
sigat diadopsi utuh oleh DSN-MUI. Keempat rukun jual beli tersebut menjadi 
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kesepakatan para ulama fikih klasik. Adopsi pemikiran rukun jual beli nampak 
sekali pada aturan akad mura>bah}ah, salam dan istis}na>’ yaitu:  
1. Bank syari’ah diwajibkan untuk membeli barang yang dikehendaki 
nasabah. Artinya fatwa DSN-MUI mengarahkan bank syari’ah menjadi 
penjual. Ada penjual dalam transaksi jual beli di bank syari’ah.   
2. Nasabah adalah pihak yang membeli barang di bank syari’ah, meskipun 
pada saat nasabah menyatakan maksud bank syari’ah belum memiliki 
barang  yang  dimaksud. Status nasabah sebagai pembeli nampak pada akad 
yang dilakukan setelah bank syari’ah menjadi pemilik barang yang 
dimaksud nasabah. Ada pembeli pada transaksi jual beli di bank syari’ah.   
3. Transaksi jual beli di bank syari’ah diwujudkan dalam bentuk akad jual 
beli. Fatwa DSN-MUI mengatur jual beli bisa dilakukan dengan tiga 
pilihan model jual beli; mura>bahah, salam dan istis}na>’. Ketiganya 
menuntut keterbukaan bank syari’ah dalam menyebut harga perolehan. 
Sigat jual beli menyesuaikan akad yang digunakan. Sigatnya adalah jual 
beli bukan hutang piutang.    
4. Barang yang diperjual belikan adalah sesuatu yang wujud dan harus ada 
pada saat akad dilakukan. Fatwa DSN-MUI bahkan mensyaratkan barang 
wujud pada akad salam dan istis}na>’. Kedua akad tersebut sebenarnya akad 
jual beli dimana barang belum ada. Fatwa DSN-MUI mensyaratkan kepada 
pembeli, baru bisa menjual setelah barang diterima oleh pembeli. Artinya 
harus ada barang pada transaksi jual beli di bank syari’ah. 
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Diadopsinya rukun jual beli oleh fatwa DSN-MUI menunjukkan adanya 
jual beli di dalam transaksi perbankan syari’ah Indonesia. Fatwa DSN-MUI 
mengatur  jual beli yang dilakukan antara bank syari’ah dan nasabah sama 
seperti jual beli yang dilakukan oleh penjual dan pembeli tanpa menggunakan 
fasilitas bank syari’ah. Kewajiban bank syari’ah sebagai penjual dan kewajiban 
nasabah sebagai pembeli secara formal memenuhi syarat-syarat penjual dan 
pembeli sebagaimana dirumuskan ulama fikih. Kekhususan yang dipilih oleh 
DSN-MUI dalam merumuskan ketentuan jual beli di bank syari’ah adalah jual 
beli dengan keuntungan pasti untuk bank syari’ah. Bank syari’ah diberi hak 
untuk mendapatkan keuntungan pasti dari nasabah.  
Cara yang disediakan adalah menggunakan akad mura>bahah. Artinya 
secara substantif, jual beli di bank syari’ah hanya mengenal satu model yaitu 
jual beli, dimana penjual pasti untung. Konsekuensinya bank syari’ah sebagai 
penjual wajib menyebut dengan jujur harga perolehan barang. Model jual beli 
mura>bahah yang diterapkan pada jual beli di bank syari’ah mengacu pada 
ijtihad para ulama fikih, meskipun tidak detail. Nampaknya norma yang 
ditegakkan adalah prinsip keterbukaan informasi harga perolehan dan kepastian 
keuntungan yang disepakati. Persoalan mura>bahah akan penulis paparkan 
setelah pembahasan wakalah.            
Wakalah adalah contoh masalah yang tidak dijelaskan langsung oleh 
nas}, tetapi tidak ada perbedaan pendapat para ulama tentang kebolehan 
pelaksanaannya. DSN-MUI (2006: 66) menyebut kebolehan wakalah adalah 
ijma’ ulama. Perbuatan mewakilkan kepada pihak lain untuk melakukan 
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transaksi sebagaimana maksud orang yang memberi mandat, dibolehkan 
bahkan ada hikmah dibalik tauliyah tersebut (al-Jurjawi, t.th: 125). Ketentuan 
wakalah merupakan salah satu contoh bentuk adopsi pemikiran DSN-MUI 
terhadap pemikiran ulama klasik. Fatwa tentang wakalah, arah pelaksanaannya 
adalah akad pada produk jasa bank syari’ah. Pertimbangan fatwa wakalah dan 
ketentuan wakalah pada fatwa wakalah (DSN-MUI, 2006: 62-67) tidak cocok 
dengan keberadaan wakalah pada pengadaan barang pada transaksi jual beli.  
Fatwa wakalah berorientasi pada jasa yang diberikan bank syari’ah 
kepada nasabah, dimana bank syari’ah menerima amanah nasabah untuk 
melakukan layanan dengan imbalan tertentu. Wakalah pada pengadaan barang 
dalam transaksi jual beli di bank syari’ah  menempatkan bank syari’ah pada 
posisi sebaliknya (DSN-MUI, 2006: 25). Bank syari’ah mewakilkan pembelian 
barang kepada calon nasabah. Bank syari’ah tidak memberi layanan, tetapi 
dilayani oleh calon nasabah. Penempatan klausul “jika bank syari’ah hendak 
mewakilkan kepada nasabah untuk membeli barang dari pihak ketiga” 
menunjukkan eksistensi wakalah pengadaan barang dari bank syari’ah kepada 
nasabah.  
Wakalah pengadaan barang adalah salah satu ijtihad DSN-MUI yang 
penting dalam merumuskan jual beli di bank syari’ah. Wakalah pengadaan 
barang, menegaskan bank syari’ah  sebagai lembaga keuangan, karena tugas 
membeli barang dilimpahkan kepada nasabah. Bank syari’ah diperkenankan 
oleh fatwa DSN-MUI untuk menunjuk nasabah sebagai wakilnya untuk 
membeli barang. Ijtihad ini mengandung beberapa persoalan. Pertama, tidak 
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sinkron dengan fatwa wakalah DSN-MUI sendiri, sebagaimana penulis 
jelaskan di atas. Kedua, terjadi kekaburan posisi akibat tindakan mewakilkan 
pembelian barang.  
Nasabah adalah pihak yang akan membeli dan bank syari’ah tidak 
memiliki barang yang dimaksud nasabah. Artinya nasabah adalah pihak yang 
dilayani sedangkan bank syari’ah adalah pihak yang melayani. Pemindahan 
pembelian barang dari bank syari’ah diwakilkan kepada nasabah membalik 
posisi nasabah sebagai pelayan bank syari’ah sedangkan bank syari’ah menjadi 
pihak yang dilayani. Jika DSN-MUI konsisten dengan fatwa wakalah yang 
difatwakannya sendiri maka bank syari’ah tidak perlu diberi keleluasaan untuk 
mewakilkan pembelian barang. Idealnya bank syari’ah melaksanakan 
permohonan calon nasabah dengan membeli barang yang dimaksud. 
Akad mura>bahah yang terjadi di bank syari’ah mirip dengan mura>bahah 
li-amri bi al-syira’ dalam kita fikih.  Seseorang (dalam hal ini nasabah) 
menghendaki membeli barang dengan memerintahkan seseorang (dalam hal ini 
bank syari’ah)   untuk membelinya terlebih dahulu. Konsekwensi yang ia 
tawarkan adalah memberi keuntungan kepada seseorang yang ia perintahkan 
untuk membeli barang dimaksud dan berjanji membeli barang dimaksud. DSN-
MUI (2006: 25-26) menempatkan janji membeli sebagai sesuatu yang pasti, 
padahal barang belum wujud.  
Relasi pasti yang dibagun DSN-MUI berbeda dengan nalar yang 
digunakan Imam Syafi’i (t.th. : 29), yang menempatkan khiya>r (hak memilih 
jadi ada transaksi atau tidak) dalam persoalan di atas. Fatwa DSN-MUI tentang 
168 
relasi pasti antara permohonan pembelian barang dengan pembelian barang 
pada jual beli di bank syari’ah adalah contoh adopsi pemikiran ulama’ klasik 
yang tidak utuh. DSN-MUI memilih berijtihad mengambil keputusan yang 
lebih pasti dalam persoalan jual beli pada saat barang belum ada. Akad 
mura>bah}ah li amri bi al-syira’ diaplikasikan tanpa menggunakan khiya>r.  
Nalar relasi pasti menjadikan uang muka mura>bah}ah, bisa digunakan 
sebagai pengganti kerugian bank syari’ah, manakala nasabah membatalkan jual 
beli, dan barang masih menjadi milik bank syari’ah atau bahkan belum ada. 
Keputusan DSN-MUI (2006: 25) di atas cenderung kepada salah satu pendapat 
dalam persoalan jual beli urbun. Jual beli urbun adalah jual beli dimana 
pembeli memberi uang (tanda jadi atau uang muka) kepada penjual, yang mana 
uang tersebut adalah bagian dari harga yang akan dibayar manakala jual beli 
nakidjnalid, dan uang itu statusnya hibah (pemberian) manakala jual beli tidak 
dilanjutkan (al-Ṡarbi>ni>, 2006:49-50).   
DSN-MUI memilih membolehkan jual beli urbun dengan segala 
konsekuensinya. Kaidah yang digunakan  adalah “al-d}araru yuzalu”. 
Penerapan kaidah tersebut dalam konteks jual beli di bank syari’ah adalah 
pembatalan jual beli oleh nasabah termasuk bentuk bahaya yang harus 
dihindari. Cara yang digunakan adalah membebankan  kerugian riil yang 
dialami bank syari’ah, pada uang muka yang disetor nasabah. DSN-MUI 
menggunakan pendekatan manhaji dalam menyelesaikan persoalan uang muka 
dan pembatalan pembelian oleh nasabah. 
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Kritik penulis terhadap ijtihad DSN-MUI (2006: 24-26) adalah, tidak 
dimunculkannya khiya>r pada proses dan pelaksanaan jual beli mura>bah}ah di 
bank syari’ah, sedangkan pada akad istis}na>’, DSN-MUI (2006: 38) 
memutuskan khiya>r diterapkan manakal barang yang dibuat telah jadi dan ada 
cacat. Khiya>r dititahkan oleh Nabi sebagai sarana mewujudkan saling rela 
dalam jual beli. Kedua belah pihak dalam posisi yang tidak tertekan oleh 
proses dan latar belakang. Kedua belah pihak terhindar dari kecurangan dan 
kedua belah pihak mendapat kepastian pada saatnya. Urbun dan wakalah yang 
diterapkan pada proses jual beli di bank syari’ah menjadi bermasalah ketika 
proses jual beli tersebut tidak memberi hak khiya>r.  
Urbun dan wakalah menjadi proses untuk memperkuat posisi bank 
syari’ah dalam jual beli. Keduanya akan sesuai peruntukannya manakala hak 
khiya>r diberikan oleh DSN-MUI. Kepastian jual beli baru ada setelah tawaran 
bank syari’ah berupa barang, harga dan waktu pembayaran disepakati oleh 
nasabah. Rasanya menjadi lain manakala kepastian tersebut dibangun dari awal 
sebelum bank syari’ah memiliki barang. Hal yang bisa muncul dengan tidak 
adanya khiyar adalah potensi adanya keterpaksaan dalam jual beli atau 
penipuan dalam jual beli. Menurut penulis fatwa jual beli mura>bah}ah di bank 
syari’ah masih mengandung unsur “nakal” (jawa: urik). Substansinya melepas 
uang untuk dapat tambahan uang, dibungkus dengan proses jual beli.  
Indikasi adanya praktek “nakal” pada transaksi jual beli di bank 
syari’ah, sebagai berikut:  
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1. Adanya kepastian transaksi sejak barang belum ada, meskipun akad jual 
beli baru dilakukan setelah barang dimiliki bank syari’ah. Kepastian 
dimaksud nampak pada pembebanan kerugian bank syari’ah kepada calon 
nasabah yang tidak melanjutkan akad, sementara barang sudah dibeli oleh 
bank syari’ah.  
2. Adanya wakalah pembelian barang dari bank syari’ah kepada nasabah. 
Wakalah tersebut menunjukkan adanya peran bank syari’ah sebatas 
penyedia dana, bukan penyedia barang, sebagaimana penjual. Transaksi 
jual beli di bank syari’ah menurut penulis tidak sama dengan jual beli pada 
umumnya, oleh karenanya ada skema yang berbeda tetapi substansi dan 
etika jual beli harus ditegakkan. Substansi dan etika tersebut bisa tegak 
dengan bank syari’ah mampu memanfaatkan jaringan dan teknologinya 
memberikan khiya>r kepada nasabah untuk negosiasi, memastikan isi  
transaksi dan memastikan jadi jual beli atau tidak, setelah barang dimaksud 
dibeli bank syari’ah.  
Fatwa DSN-MUI tentang jual beli memungkinkan mengarahkan 
mekanisme jual beli di bank syari’ah lebih dekat ke norma dan moral fikih, 
meskipun tidak merubah karakter bank sebagai penyedia dana. Norma yang 
bisa dipertegas adalah kepastian adanya kepemilikan barang oleh penjual dan 
moral yang bisa dipertegas adalah adanya khiya>r. Untuk merealisasikan dua 
prinsip di atas, fatwa DSN-MUI perlu mempertimbangkan untuk 
meminimalkan penggunaan wakalah dan menggeser posisi uang muka. Dua hal 
tersebut diganti dengan pembelian langsung oleh bank syari’ah dari supplier 
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dan menempatkan uang muka pada saat akad mura>bah}ah  dilakukan, bukan 
pada saat perjanjian akan membeli ditandatangani.  
Bank syari’ah bisa memperlakukan calon nasabah sebagai informan 
barang yang akan dibeli. Bank syari’ah juga melakukan pertimbangan serius 
untuk memenuhi permohonan calon nasabah atau menolaknya. Bank syari’ah 
bisa melakukan perjanjian khusus dengan supplier manakala terjadi 
pembatalan pembelian oleh calon nasabah. Calon nasabah diberi hak khiya>r  
untuk menentukan jadi membeli atau tidak, setelah bank syari’ah  benar-benar 
memiliki barang yang dia inginkan. Dengan mekanisme di  atas, fatwa DSN-
MUI akan lebih tegas menegakkan moral fikih jual beli, tidak lagi melakukan 
hilah, seperti yang selama ini terjadi. Uang muka yang diterima bank syari’ah 
bisa difungsikan sebagai bagian harga yang disepakati manakala diterima pada 
saat akad mura>bah}ah dilakukan. Kedua belah pihak tidak perlu khawatir terjadi 
kerugian akibat pembatalan jual beli setelah bank syari’ah memiliki barang.   
Akad salam dan istis}na>’  sebaiknya diletakkan sesuai fungsinya, bukan 
sekedar pembiayaan pembelian barang yang belum ada. Kedua akad tersebut 
bisa menjadi peluang bisnis bank syari’ah yang sehat manakala bank syari’ah 
diarahkan untuk menjadi pihak yang membutuhkan barang. Selisih harga beli 
dan jual bisa menjadi margin keuntungan yang bisa diprediksi. Manakala bank 
syari’ah tetap dalam posisi pemberi pembiayaan, maka kedua akad tersebut 
sebaiknya dihapus karena melanggar norma fikih, yaitu melakukan jual beli 
barang yang belum ada dengan pembayaran tunda. Praktek tersebut berarti 
menjual hutang (belum ada barang) dengan hutang (pembayaran tunda).  
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Penulis memandang ijtihad DSN-MUI tentang jual beli di bank syari’ah 
berada di tengah antara ijtihad ulama’ fikih klasik dengan pemikiran liberal 
seperti Ṡahru>r.  Ulama’ fikih klasik menggunakan akad jual beli sebagai akad 
mandiri (munfarid) bukan akad yang bergabung (murakkab). DSN-MUI 
menggabungkan akad jual beli dengan akad lain dalam transaksi jual beli di 
bank syari’ah. DSN-MUI tetap memakai akad jual beli meskipun mengarah 
pada pemikiran liberal yang membolehkan tambahan pada hutang sepanjang 
tidak menzalimi. Perbedaan fatwa DSN-MUI dengan pemikiran liberal adalah 
DSN-MUI mempertahankan penggunaan akad musammah sedangkan pemikir 
liberal tidak menggunakan akad dimaksud. Mereka lebih menekankan tidak 
adanya kezaliman dalam transaksi bayar tunda.    
                     
B. Analisis terhadap Fatwa Kontrak Jual Beli dalam Fatwa DSN-MUI 
1. Analisis terhadap Fatwa DSN-MUI tentang Teknis Kontrak  
Manusia dititahkan oleh Allah untuk saling bertukar manfaat atas 
nikmat yang Allah berikan kepada manusia. Manusia adalah makhluk 
yang memerlukan pihak lain dalam memenuhi kebutuhannya bukan 
makhluk yang mampu memenuhi kebutuhannya sendirian. Aktifitas 
interaksi antar manusia dalam bentuk-bentuk apapun kebanyakan 
mengarah pada pemenuhan kebutuhan hidupnya. Dalam melakukan 
aktifitas pemenuhan kebutuhannya, manusia sering diselimuti oleh nafsu 
jelek, tamak dan keinginan memperoleh sesuatu berlipat ganda dengan 
kerja yang sedikit.  
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Dalam konteks hal-hal jelek di atas, Allah swt memberi tuntunan 
kepada manusia agar tidak mengambil harta yang bukan haknya atau 
bertransaksi dengan cara yang batil (tidak dibenarkan Allah dan 
Rasulullah). Hukum Allah mengarahkan pertukaran manfaat antara 
manusia berjalan dengan cara yang elok dan sempurna (al-Jurjawi, t.th.: 
90). Perselisihan antar pihak dalam muamalah, banyak disebabkan oleh 
para pihak tidak memenuhi syarat-syarat syar’iyyah yang telah ditetapkan 
oleh Allah.  
Allah telah menetapkan syarat untuk mewujudkan mu’amalah yang 
baik. Maksud kedua belah pihak harus diwujudkan dalam kalimat sigat 
yang jelas, agar tidak terjadi perselisihan. Pelaku akad dalam transaksi jual 
beli adalah pembeli dan penjual. Keduanya harus orang yang cakap 
berbuat hukum dan yakin dengan perbuatan jual beli yang dilakukannya. 
Obyek akadnya adalah barang yang diperjualbelikan. Barang yang 
diperjualbelikan  harus definitif (tertentu) dan wujud  bukan sesuatu yang 
tidak wujud atau tidak jelas barangnya.  
Barang yang diperjualbelikan adalah barang yang memiliki 
manfaat yang diperkenankan syarak untuk dimanfaatkan atau dinikmati. 
Dalam menjamin sempurnanya jual beli, Rasulullah mensyariatkan khiya>r 
dalam transaksi jual beli. Kedua belah pihak memiliki hak untuk berpikir 
menentukan terus atau tidak transaksi yang sedang mereka laksanakan (al-
Jurjawi, t.th.: 90). Allah maha bijaksana dalam mewujudkan kemaslahatan 
manusia. Allah mensyariatkan khiya>r untuk menutup celah-celah 
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terjadinya praktek merugikan dalam transaksi. Khiya>r diharapkan mampu 
menutup celah penipuan dan pemalsuan dalam transaksi (al-Jurjawi, t.th.: 
120). 
Transaksi yang dilaksanakan manusia bisa berkembang dalam 
konteks mengembangkan harta, bukan semata-mata memenuhi 
kebutuhannya saja. Mengembangkan harta artinya menjadikan apa yang 
ada pada manusia menjadi lebih banyak melebihi dari apa yang dia 
butuhkan untuk waktu tertentu. Upaya mengembangkan harta menjadi 
watak dasar manusia hingga berlebihan (Q.S. 102: 1).
1
 Nafsu untuk 
menunpuk-numpuk harta dilaksanakan dengan berbagai cara. Manusia 
memiliki keterbatasan pengetahuan untuk melakukan transaksi yang baik 
dan tidak merugikan, baik ketika mengeksploitasi alam maupun ketika 
bertukar harta dengan yang lain.  
Transaksi untuk mengembangkan harta berjalan mengikuti 
peradaban manusia dan pada saat yang sama manusia sering memiliki 
logika yang salah dan lalai dalam memegang tuntunan Allah swt. Orang-
orang  jahiliyah zaman Nabi menyamakan jual beli dan riba, padahal Allah 
SWT  menghalalkan  jual beli  dan mengharamkan riba (Q.S., 2: 275)
2
. 
Sesat logika  menjadikan praktek pengembangan harta dan pemenuhan 
kebutuhan sebagai tujuan yang sering terlepas dari moral dan hukum.  
                                                             
1
  
          
2
  
              
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Sesat logika yang ditunjukkan oleh al-Quran salah satunya adalah 
persoalan riba. Riba ada dua jenis, yaitu riba jali (jelas) dan khafi (samar). 
Riba jali diharamkan karena ada bahaya besar, sedangkan riba khafi 
diharamkan untuk upaya preventif munculnya riba jali.  Bentuk konkrit riba 
jali adalah riba nasiah, yaitu tambahan jumlah hutang yang diakibatkan oleh 
pengunduran waktu pembayaran. Pengunduran atau penambahan waktu 
pembayaran atau pelunasan hutang dikaitkan dengan penambahan jumlah 
hutang. Model transaksi jahiliyah membiarkan penerima hutang memberi 
tambahan atas hutang yang dia bayar dengan meminta tambahan waktu 
pembayaran atau pelunasan, hingga beban pembayar hutang bisa berlipat-lipat 
dari pokok hutangnya.  
Model transaksi tersebut biasa dilakukan oleh orang-orang yang 
terpaksa. Pemberi hutang cukup bersabar menerima pengembalian hutang 
dengan tanpa usaha yang layak untuk menghasilkan harta. Penerima hutang 
menanggung tambahan hutang dari pokok hutang awal. Bahaya besar yang 
muncul adalah harta penerima hutang bisa habis secara sistemik untuk 
membayar hutang, sebaliknya harta pemberi hutang secara sistemik bertambah 
hanya dengan bersabar atau menanti pengembalian. Moral yang dilanggar 
adalah adanya tambahan tanpa adanya manfaat sebagai dasar munculnya 
tambahan tersebut. Seseorang mengembangkan harta dengan cara memberi 
pinjaman kepada orang yang butuh dana namun tidak ada manfaat yang setara 
dengan konsekwensi munculnya  tambahan atas hutang tersebut (al-Juziyah, 
2004: 326). 
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Dalam Islam nilai suatu perbuatan di mata Allah swt adalah terletak 
pada niatnya. Perbuatan manusia mengikuti maksud melakukan perbuatan 
tersebut. Transaksi yang dilakukan seseorang tidak cukup dilihat dari apa yang 
diucapkan dan apa yang dilakukan, tetapi patut mempertimbangkan maksud 
dan niat melakukan transaksi tersebut. Kaidah dalam akad adalah,  
(Ungkapan dalam akad adalah untuk maksud dan makna, bukan untuk lafal 
dan bentuk katanya) (Zuhaili, 2006: 3647).  
Seseorang yang melakukan transaksi jual beli namun punya niat riba 
maka ia termasuk pelaku riba. Prosedur transaksi telah ditetapkan tuntunannya 
oleh Allah. Pelanggaran atas prosedur tersebut mengindikasikan adanya 
maksud lain dari transaksi yang dilakukan. Jual beli seharusnya dilakukan 
sesuai prosedur jual beli. Akad dilakukan oleh pemilik barang dan pembeli, 
untuk harga dan barang yang jelas. Persoalan jual beli pada bank syari’ah 
adalah bank syari’ah bukan lembaga jual beli, tetapi lembaga jasa keuangan.  
Ia menyediakan sejumlah dana untuk jual beli. 
Pada saat nasabah mengajukan permohonan pembelian barang, bank 
syari’ah belum memiliki barang. Bank syari’ah harus mengadakan (membeli 
barang dimaksud terlebih dahulu). Prosedur jual beli di bank syari’ah dalam 
fatwa DSN-MUI, rentan dengan jual beli semu. Dalam proses pengadaan 
barang muncul wakalah dan dalam prosedur jual beli  muncul penyerahan 
uang muka pada saat pengajuan permohonan pembiayaan. Aktifitas bank 
syari’ah dalam transaksi jual beli diistilahkan oleh DSN-MUI (2006: 24) 
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dengan pembiayaan, dan diberi pilihan bisa membiayai seluruh harga atau 
sebagian harga. Istilah pembiayaan mura>bahah, tidak sama dengan jual beli 
mura>bahah.  
Pembiayaan mekanismenya mirip kredit, karena bertumpu pada 
penyediaan dan penyaluran dana untuk pembelian barang, sedangkan jual beli 
adalah aktifitas pemindahan kepemilikan dengan seperangkat prosedur dan 
konsekuensinya. Fatwa DSN-MUI tentang jual beli secara keseluruhan masih 
menggunakan mekanisme pembiayaan jual beli, belum sampai menegaskan 
prosedur jual beli. Ibrah  dalam fatwa DSN-MUI adalah jual beli, maksud 
yang sebenarnya adalah pembiayaan. Maksud ini yang bisa ditangkap dari 
transaksi jual beli di bank syari’ah.       
Dalam konteks jual beli, aisulullah telah menetapkan adanya khiya>r 
melengkapi syarat dan rukun jual beli. Hak khiya>r melekat pada prosedur jual 
beli. Pembeli maupun penjual memiliki hak yang sama untuk menentukan 
melanjutkan proses jual beli atau menghentikannya. Hak khiya>r  diberikan 
oleh Nabi untuk mencegah adanya pemalsuan dan keterpaksaan dalam jual 
beli. Hak khiya>r diberikan untuk menguatkan prinsip saling rela dalam 
bertransaksi. Menurut Imam Syafii (1983: 39),  hak khiya>r tetap melekat 
meskipun jual beli dilakukan karena adanya permintaan pembelian barang dari 
calon pembeli kepada penjual.  
Jika ada seseorang yang berkata pada temannya, “belilah barang ini 
nanti aku beri keuntungan”, maka jual beli ini sah dengan catatan pembeli 
(orang yang meminta membeli) memiliki hak khiya>r pada saat penjual 
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membeli barang dimaksud dan pembeli melakukan akad pembelian. Khiya>r 
menjadi jaminan kerelaan kedua belah pihak dan jual beli dilakukan atas 
barang yang dimiliki penjual. Artinya, dalam konteks ini pembeli tidak wajib 
membeli meskipun telah ada permintaan pembelian terlebih dahulu. Jika jual 
beli kedua (setelah perintah pembelian dilaksanakan oleh calon penjual) 
dianggap lazim (otomatis atau harus terjadi jual beli) maka jual beli kedua 
cacat hukum.  
Ada dua alasan cacat hukum pada jual beli model ini, yaitu:   
1) Penjual  memastikan menjual  barang yang belum ia miliki. Ketika ada 
permintaan, barang belum menjadi milik penjual. Jika permintaan ini yang 
jadi dasar jual beli kedua, maka penjual menjual barang yang belum ia 
miliki.  
2) Pembeli terpaksa membeli. Calon pembeli telah meminta temannya untuk 
membeli barang, baik barangnya sudah wujud maupun hanya menyebut 
kriteria. Pada saat permintaan dikabulkan ia masih punya hak untuk 
melanjutkan (jadi membeli) atau tidak melanjutkan (tidak jadi membeli). 
Permintaan membeli tidak bisa jadi dasar mengharuskan membeli. Jika 
dilakukan maka sama artinya dengan memaksa membeli. Hal-hal baru bisa 
muncul pada saat barang benar-benar dibeli oleh penjual. Hal-hal baru 
dimaksud menjadi pertimbangan baru bagi pembeli. Secara filosofi, penjual 
siap dengan risiko pengadaan barang. Adanya barang menjadi syarat 
adanya jual beli. Menurut penulis di sinilah nampak ketegasan hukum 
Islam dalam menegaskan kedudukan kedua belah pihak dalam sebuah 
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transaksi. Akad harus cocok dengan konteks maksud kedua belah pihak 
yang bertransaksi.          
Manakala hak khiya>r ditiadakan,  maka ada hak pelaku transaksi yang 
ditinggalkan. Hal tersebut memiliki indikasi maksud lain dari perbuatan dan 
perkataan jual beli. Jual beli tersebut dilakukan bukan dalam konteks yang 
tepat. Dalam istilah fikih menggunakan akad pada konteks yang tidak tepat 
disebut khiyal atau khi>lah. Motif khi>lah adalah mencari solusi atas 
ketidakcocokan maksud dengan aturan syarak.  Solusi yang dipilih adalah 
melakukan formalitas perbuatan yang sesuai syarak seperti jual beli untuk 
mewujudkan maksud yang bertentangan dengan syarak dimaksud (Hasballah, 
1985: 3222).  
Mekanisme jual beli yang disusun DSN-MUI pada bank syari’ah mirip 
dengan pernikahan oleh muh}allil (seseorang yang menikahi janda atau duda 
sekedar untuk memberi jalan mantan suami atau istri kembali menikahi duda 
atau janda dimaksud). Keduanya sama-sama melakukan perbuatan halal untuk 
menyiasati larangan menikah dengan mantan pasangan yang ditalak tiga. 
Pelanggarannya juga sama, moralitas, yaitu pura-pura menikah dan jual beli 
semu. Jual beli semu sangat mungkin terjadi pada tahapan jual beli yang 
disusun DSN-MUI.  
Bank syari’ah hanya mengeluarkan uang kepada nasabah yang 
kekurangan uang untuk  membeli barang. Semua urusan dan resiko pembelian 
diurus oleh nasabah. Seseorang yang bukan penjual (Jawa: bakul) yang 
menjadi seorang pemodal, akan mengaitkan permohonan pembelian dengan 
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kewajiban pembelian, sedangkan pada saat muncul permintaan, barang masih 
milik orang lain (supplier). Alasan yang dibangun adalah dasar perjanjian. 
Hukum Islam melarang melakukan transaksi jual beli pada barang yang belum 
dimiliki penjual.  
Tersirat ada tuntunan, pemodal yang masuk pada bisnis jual beli harus 
siap dengan risiko pengadaan barang dan pembatalan pembelian oleh pemesan, 
karena pemesanan tidak mewajibkan pemesan untuk membeli barang yang 
dipesan, karena pemesan memiliki hak khiya>r atas dasar hal-hal baru yang 
muncul setelah barang ada di tangan penjual. Sesuatu bisa terjadi pada proses 
pengadaan barang dan penetapan harga jual barang oleh penjual. Jika muncul 
ketidaksepakatan, pemesan tidak boleh dipaksa untuk membeli dan penjual 
tidak bisa menjadikan perintah membeli kepadanya (pesanan) sebagai jual beli 
karena saat itu barang belum ada. 
Akad jual beli barang yang mandiri (tidak dikaitkan dengan akad lain) 
yang ditetapkan oleh Fatwa DSN-MUI ada tiga yaitu: akad mura>bah}ah, salam 
dan istis}na>’. Akad jual beli dimungkinkan menjadi akad perpindahan hak milik 
pada akad ijarah muntahiyyah bittamlik. Tiga akad jual beli di atas memiliki 
kekhasan masing-masing. Akad mura>bah}ah digunakan pada transaksi barang 
yang telah wujud pada saat transaksi, sedangkan akad salam dan istis}na>’ 
digunakan pada transaksi barang yang belum wujud. Norma jual beli yang 
wajib diperhatikan adalah pembeli dengan cara salam tidak diperkenankan 
menjual barang yang ia beli sebelum pembeli menerima barang dimaksud. 
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Pembeli dengan cara mura>bah}ah boleh menjual barang yang ia beli dengan 
tetap menanggung hutang pada penjual.  
Perbedaan salam dan istis}na>’ terletak pada jenis barang yang 
diperjualbelikan. Salam digunakan pada transaksi barang yang senantiasa ada 
di pasaran (Zuhaili, 2002: 56) seperti barang yang tumbuh di alam seperti buah 
dan hasil pertanian sedangkan istis}na>’  boleh digunakan pada transaksi barang 
yang tidak ada di pasaran, yaitu barang yang  dikerjakan atau dibuat oleh 
manusia seperti barang buatan pabrik atau kerajinan tangan. Istis}na>’ adalah 
pengembangan dari akad salam. Awalnya transaksi barang yang belum wujud 
hanya terbatas pada barang yang senantiasa ada di pasaran dan relatif mudah 
didapat.   
Kebutuhan manusia menuntun ke arah barang buatan manusia yang 
lebih rumit dan tidak selalu ada di pasaran seperti kapal khusus, bangunan 
tertentu dan kapal terbang khusus. Pola pertukarannya juga mengalami 
perkembangan. Pada akad salam harga wajib dibayar lunas di muka pada saat 
akad, sedangkan barangnya diserahkan sesuai  waktu yang sepakati menurut 
jumlah barang yang dihargai. Pada akad istis}na>’  harga boleh diserahkan  
secara bertahap sesuai dengan tahapan pengerjaan barang.  Pembeli biasanya 
hanya menyerahkan uang muka (urbun) pada saat akad.  Fatwa DSN-MUI 
menggunakan tiga akad jual beli di atas sebagai pilihan akad yang dipakai pada 
transaksi jual beli di bank syari’ah. 
Posisi bank syari’ah dalam akad jual beli salam dan istis}na>’ tidak 
disebut dengan jelas oleh fatwa DSN-MUI. Ada penyebutan posisi bank 
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syari’ah sebagai pemesan (mustas}ni’) dan nasabah sebagai pembuat barang 
(s}a>ni’) dalam keputusan fatwa istis}na>’ paralel. Posisi tersebut susah difahami 
karena dalam pertimbangan fatwa dijelaskan “untuk memenuhi kewajibannya 
kepada nasabah, LKS memerlukan pihak lain sebagai shani’”. Ketentuan yang 
dirumuskan menurut penulis semata-mata mengadopsi dari konsep fikih, belum 
dirumuskan penerapannya di bank syari’ah.  
Hal tersebut berbeda dengan ketentuan jua beli mura>bah}ah yang 
menuntun pelaksanaan teknis jual beli mura>bah}ah di bank syari’ah. Penulis 
mencoba menstimulasi ketentuan akad salam dan istis}na>’ pada bank syari’ah  
dengan berpegang pada nalar fikih untuk menganalisis data. Akad salam 
melibatkan dua pihak, pemilik barang yang belum wujud namun butuh dana 
dan pembeli barang siap dana kontan dan bersedia menerima barang sesuai 
waktu yang ditentukan menurut jumlah barang yang dihargai. Obyek akad 
salam adalah hutang barang dalam tanggungan penjual.  
Bank syari’ah sebagai penyedia dana bisa melayani nasabah yang 
punya barang belum wujud dan melayani pembeli barang yang belum wujud. 
Ketika bank syari’ah melayani pemilik barang yang belum wujud, maka ia 
menjadi pembeli. Konsekuensinya bank syari’ah membayar kontan sejumlah 
harga kepada nasabah pemilik barang yang belum wujud sesuai harga sejumlah 
barang yang dimaksud, dan menunggu beberapa saat serah terima barang yang 
dimaksud. Bank syari’ah tidak diperkenankan menetapkan margin. Harga yang 
dibayar adalah harga tiap satuan barang dikalikan volume barang sesuai 
kesepakatan.  
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Pada saat serah terima barang bank syari’ah menerima barang menurut 
volume dimaksud. Bank syari’ah akan untung manakala harga beli lebih 
rendah dibanding harga jual barang dimaksud, saat diterima. Bank syari’ah bisa 
rugi manakala harga beli lebih tinggi dibanding harga jual barang saat diterima. 
Simulasi ini menurut penulis sulit diterapkan di bank syari’ah, karena bank 
syari’ah menghindari risiko kerugian dan menjaga likuiditas. Meskipun 
demikian, penulis berpandangan bank syari’ah memungkinkan melakukan 
simulasi pertama. Argumentasinya adalah bank syari’ah bisa mengadopsi 
model kredit musiman pada bank konvensional. Akad salam bisa digunakan 
pada produk pembiayaan musiman untuk petani. 
Simulasi pertama menurut penulis ideal untuk pembiayaan petani. 
Petani bisa menjual gabah kepada bank syari’ah dengan ketentuan ciri-ciri dan 
jenis barang, harga satuan dan volume dipastikan pada saat akad. Bank syari’ah 
membayar dengan kontan barang dimaksud kepada petani yang dimaksud, 
tidak ada margin harga. Harga adalah harga yang disepakati pada saat akad. 
Petani membayar kewajibannya dengan gabah yang dihasilkannya sesuai 
volume yang ada dalam akad. Bank syari’ah bisa menjual gabah sesuai dengan 
harga pasar dan mendapat kepastian untung atau rugi. Simulasi ini tidak 
melanggar ketentuan bank syari’ah sebagai penyedia dana yang berbasis 
syari’ah (Pasal 19 UU no.21 tahun 2008).  
Pembiayaan salam menurut simulasi penulis di atas, memerlukan 
kesabaran bank syari’ah dalam menunggu serah terima barang dan bank 
syari’ah seyogyanya meniadakan biaya-biaya di luar pembayaran harga barang 
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seperti uang administrasi, provisi, asuransi dll. Semua problematika yang 
mungkin timbul diselesaikan dengan norma fikih dan moral. Fikih mewakili 
tuntunan syari’ah yang praktis. Moral menjaga substansi syari’ah dalam 
formalitas fikih.  Bank syari’ah harus menanggung semua kemungkinan naik 
turunnya harga dan gagal panen. Semua risiko tersebut berdampak pada 
pengembalian modal yang ia investasikan dan keuntungan yang diharapkan.  
Penulis menengarai akad jual beli di bank syari’ah justru untuk 
menjamin kepastian pengembalian modal dan keuntungan yang diharapkan. 
Kemungkinan pembatalan pembelian oleh calon nasabah adalah potensi 
kerugian bank syari’ah. Potensi kerugian difahami oleh nalar fatwa DSN-MUI 
sebagai d}arar. Solusi yang diberikan adalah penggunaan uang muka yang 
berfungsi sebagai jaminan kepastian pembelian dan cadangan pengganti 
kerugian bank syari’ah akibat pembelian barang. Akad jual beli pada bank 
syari’ah menjadi ujian untuk DSN-MUI dalam hal konsisten ingin merombak 
sistem bunga pinjaman dengan keuntungan jual beli.    
Fatwa DSN-MUI tentang salam nampak tidak operasional karena tidak 
menyebut posisi bank syari’ah dalam akad salam sebagai penjual, pembeli atau 
penyedia dana. Jika diselaraskan dengan prinsip menghindari risiko kerugian 
pada bank syari’ah, fatwa DSN-MUI tentang salam akan banyak menemui 
kendala dan berpotensi besar melanggar prinsip transaksi dalam hukum Islam. 
Bank syari’ah terperangkap membiayai nasabah yang membutuhkan barang 
yang belum ada. Dalam konteks tersebut bank syari’ah terperangkap menjual 
barang sebelum wujud dan belum ia terima.       
185 
Berdasarkan watak bank syari’ah yang menghindari risiko kerugian, 
nalar fikih dan moral memandang bank syari’ah tidak dimungkinkan melayani 
(memberi pembiayaan) kepada  pembeli barang dengan akad salam. 
Kedudukan bank syari’ah dalam konteks ini seharusnya sebagai pemilik barang 
yang belum wujud. Bank syari’ah  harus memiliki barang yang dimaksud yang 
belum wujud, sedangkan nasabah membayar kontan kepada bank syari’ah. 
Simulasi kedua di atas menurut penulis tidak cocok diterapkan di bank 
syari’ah. Bank syari’ah bukanlah pihak yang memiliki barang yang belum 
wujud dan berkarakter membutuhkan dana. Bank syari’ah justru sebagai 
lembaga yang akan menyalurkan pendanaan.  
Bank syari’ah  adalah penyedia dana, maka  akad salam tidak cocok 
diterapkan pada konteks dimana bank syari’ah menjadi penjual barang. Bank 
syari’ah hanya dimungkinkan menjadi penjual barang yang wujud. Menurut 
penulis bank syari’ah tidak cocok memberi pembiayaan kepada nasabah yang 
membutuhkan barang yang belum wujud dengan menggunakan akad salam. 
Nasabah yang akan membeli barang yang belum wujud, bisa menggunakan 
akad kerjasama baik mud}a>rabah atau musya>rakah tergantung porsi modal bank 
syari’ah dan nasabah. Seorang pedagang hasil bumi, menurut penulis bisa 
diberi pembiayaan dengan akad mud}a>rabah muqayyadah. Bank syari’ah boleh 
membuat syarat dalam akad tentang ketentuan jual beli yang harus dilakukan 
oleh nasabah.  
Nasabah menerima pembiayaan untuk membeli hasil bumi petani yang 
membutuhkan dana sebelum panen tiba. Sejumlah barang sesuai jenis yang 
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dimaksud dalam akad, diterima pedagang dari petani kemudian dijual dengan 
harga pasar oleh pedagang. Hasil keuntungan penjualan barang dimaksud 
dibagi dua, bank syari’ah  dan pedagang sesuai dengan nisbah bagi hasil yang 
disepakati. Manakala nasabah yang membutuhkan barang yang belum wujud 
bukanlah pedagang, maka tidak bisa dilakukan dengan akad mud}a>rabah atau 
musya>rakah. Nasabah jenis ini bisa dilayani dengan akad jual beli setelah 
barang wujud.  
Bank syari’ah tidak diperkenankan menjadi penjual dengan 
pembayaran tunda atas barang yang belum wujud. Di simulasi pertama telah 
penulis jelaskan posisi bank syari’ah sebagai pembeli. Sebagai kelanjutannya 
bank syari’ah  akan menjadi penjual, karena barang yang ia miliki wajib 
diuangkan. Barang yang belum wujud milik bank syari’ah tidak bisa dijual 
sebelum barang tersebut wujud.  Menurut norma fikih, dilarang menjual obyek 
salam sebelum barang diserahterimakan dari penjual kepada pembeli. Artinya, 
pembeli dalam akad salam tidak boleh menjual barang sebelum barang 
dimaksud wujud dan diterima oleh pembeli (Qudamah, t.th.: 370).  
Bank syari’ah dilarang menjual barang dalam akad salam sebelum ia 
menerimanya dari penjual (rnllkaus). Nasabah yang akan membeli barang 
salam dari bank syari’ah  sebelum barang salam wujud tercegah oleh norma 
fikih. Manakala bank syari’ah  menjual barang salam setelah wujud, maka 
akadnya bukan salam tetapi jual beli. Bank syari’ah dilarang melayani nasabah 
yang akan membeli barang salam sebelum barang diterima bank syari’ah. 
Dengan demikian bank syari’ah dilarang melayani nasabah yang akan membeli 
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barang salam. Menurut penulis bank syari’ah hanya boleh dan cocok 
menggunakan akad salam pada nasabah penjual barang yang belum wujud. 
Atas dasar simulasi kedua di atas, penulis berpendapat akad salam yang 
difatwakan DSN-MUI sulit diterapkan pada bank syari’ah. Bank syari’ah 
dilarang membiayai pembelian barang yang belum wujud dengan akad salam. 
Ia hanya boleh membiayai kebutuhan dana nasabah yang memiliki barang 
namun belum wujud dengan akad salam. Bank syari’ah dilarang menjual 
barang yang belum wujud, karena ia dilarang oleh norma fikih untuk 
menjualnya barang, sesaat setelah akad salam dilakukan dan barangnya belum 
ia terima. Bank syari’ah bisa menjual barang dimaksud setelah barang 
dimaksud wujud dan diterima.  
Manakala ia menjual setelah barang diterima persoalannya kembali 
pada akad yang cocok dilakukan bank syari’ah  dalam  menjalankan bisnisnya. 
Bank syari’ah tidak punya stok barang apalagi barang yang belum wujud. Ia 
akan membeli atas dasar permohonan calon nasabah. Pada konteks barang 
belum wujud,  bank syari’ah tidak cocok menggunakan akad salam. Pada 
konteks barang telah wujud, bank syari’ah diperkenankan oleh norma fikih 
untuk melakukan jual beli. Penulis menyimpulkan akad salam tepat diterapkan 
di bank syari’ah manakala ia menjadi pembeli barang, dengan pola jual beli 
yang merujuk pada norma fikih sebagaimana pada simulasi pertama.  
Akad istis}na>’ di bank syari’ah memiliki kesulitan yang sama dengan 
akad salam, meskipun ada perbedaan keduanya.  Perbedaan ini berupa 
pembayaran yang tidak harus kontan saat akad, tidak dipersyaratkan menyebut 
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waktu pengerjaan dan penyerahan barang dan barang yang diperjualbelikan 
berupa barang yang tidak selalu ada di pasaran, yaitu yang dibuat oleh manusia 
atau kerajinan tangan manusia (Zuhaili, 2002: 56). Fatwa DSN-MUI tentang 
istis}na>’, pola dan keterangannya hampir sama dengan akad salam. Fatwa DSN-
MUI tidak menerangkan teknis istis}na>’ di bank syari’ah, khususnya  posisi 
bank syari’ah sebagai salah satu  pihak dalam akad istis}na>’.  
Fatwa DSN-MUI tentang istis}na>’ mengadopsi utuh konsep istis}na>’ 
dalam fikih muamalah. Penulis mencoba mensimulasikan akad istis}na>’ di bank 
syari’ah  sesuai dengan norma fikih. Akad istis}na>’ dilakukan oleh pembuat 
barang sebagai penjual dan pihak yang membutuhkan barang sebagai pembeli. 
Obyek istis}na>’ adalah barang yang dibuat oleh pengrajin atau industri (Zuhaili, 
2006: 60). Bank syari’ah  bisa mengambil posisi sebagai pembeli atau penjual. 
Simulasi pertama penulis menempatkan bank syari’ah sebagai pembeli dan 
nasabah sebagai penjual.  
Bank syari’ah dimungkinkan untuk memberi pembiayaan kepada 
pengusaha pembuat barang misalnya pengembang perumahan atau pengrajin 
souvenir dengan akad istis}na>’. Bank syari’ah membeli barang-barang yang 
dibutuhkan oleh pasar, baik karena ada permohonan calon nasabah atau tidak. 
Bank syari’ah membeli barang yang belum wujud dari nasabah pengusaha 
sesuai kriteria dan jenis barang yang dikehendaki. Bank syari’ah berhak 
menentukan kriteria barang dan jenis barang yang dibutuhkan. Bank syari’ah 
berkewajiban membayar harga yang telah disepakati sesuai waktu yang 
disepakati pula.  
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Bank syari’ah tidak wajib membayar kontan harga yang disepakati, 
namun bisa dibayar bertahap sesuai kesepakatan. Pada saat barang selesai 
dikerjakan bank syari’ah dan pengusaha memiliki hak khiya>r (Zuhaili, t.th.: 
70). Meskipun demikian, kedua belah pihak tidak bisa mengelak dari jual beli 
manakala kewajiban kedua belah pihak telah ditunaikan dengan baik sesuai 
kesepakatan. Bank syari’ah bisa menjual secara bayar angsur (taqsit }) kepada 
pihak yang membutuhkan barang dimaksud setelah barang dimaksud diterima 
olehnya dan wujud.  
Bank syari’ah bisa untung bisa rugi dalam memberi pembiayaan 
dengan akad istis}na>’, sesuai simulasi pertama. Jika barang laku dan harganya 
lebih tinggi dibanding harga beli yang ia bayarkan kepada pemilik barang 
berarti ia untung. Manakala barang belum laku atau laku dengan harga lebih 
rendah dibanding harga beli maka berarti ia rugi. Konsekwensi untung dan rugi 
dari bisnis jual  beli istis}na>’ di atas, sesuai dengan kaidah “al-gunmu bi al-
gurmi” (keuntungan diperoleh dengan risiko). Tipe nasabah yang dibidik oleh 
bank syari’ah menurut simulasi pertama adalah para pengusaha pembuat 
barang yang membutuhkan dana untuk menyelesaikan pembuatan barang guna 
mendukung kelancaran usahanya. 
Simulasi kedua, bank syari’ah menjadi penjual. Bank syari’ah memberi 
pembiayaan kepada nasabah yang hendak memiliki barang hasil industri atau 
kerajinan tangan. Bank syari’ah tidak membuat sendiri barang yang 
dikehendaki nasabah. Bank syari’ah  wajib membeli barang yang akan dijual 
kepada nasabah. Bank syari’ah  boleh bekerjasama dengan industri atau 
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pengrajin untuk membuat barang dimaksud. Kerja sama yang penulis maksud 
menggunakan mekanisme simulasi pertama. Persoalan muncul, bolehkah bank 
syari’ah  melakukan akad jual beli dengan nasabah sebelum barang tersebut 
jadi? Bank syari’ah dilarang oleh norma fikih untuk menjual barang yang 
belum wujud. Menurut penulis simulasi kedua ini tidak cocok menggunakan 
akad istis}na>’.  
Konteksnya memungkinkan untuk dilakukan pembiayaan, namun 
akadnya adalah jual beli mura>bah}ah bukan istis}na>’, karena jual beli baru 
dilakukan setelah barang wujud. Posisi bank syari’ah menjadi penjual, ia boleh 
menjual dengan cara bayar angsur (taqsit). Berdasarkan simulasi di atas, 
menurut penulis bank syari’ah  bisa menggunakan akad istis}na>’ terbatas 
kepada para pengusaha pembuat barang untuk tujuan pembuatan barang. Bank 
syari’ah tidak cocok menggunakan akad istis}na>’ kepada nasabah yang 
membutuhkan barang. Dalam konteks melayani nasabah yang membutuhkan 
barang, akad yang cocok bisa menggunakan jual beli mura>bah}ah.  
Akad mura>bah}ah yang difatwakan DSN-MUI telah menuntun teknis 
transaksi jual beli di bank syari’ah. Posisi bank syari’ah  dalam akad 
mura>bah}ah dimaksud jelas sekali, apa yang harus dilakukan juga jelas sekali. 
Hak dan kewajiban antara nasabah dengan bank syari’ah  diterangkan dengan 
jelas. Beberapa persoalan yang mungkin terjadi telah diberi solusi dengan jelas. 
Hambatan teknis pelaksanaan mura>bah}ah diberi jalan keluar oleh fatwa DSN-
MUI. Sebagai hasil pemikiran hukum Islam,  fatwa DSN-MUI tentang 
mura>bah}ah tidak sebatas mengadopsi pemikiran dari fikih klasik tetapi ada 
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inovasi dalam menjawab tantangan pelaksanaan hukum Islam,  ketika 
dilaksanakan dalam konteks lembaga keuangan modern.  
Fatwa DSN-MUI tentang mura>bah}ah adalah ijtihad tat}biqi3 dengan 
menerapkan akad jual beli pada transaksi perbankan syari’ah . Akad 
mura>bah}ah dipilih untuk menunjang maksud adanya transparansi antara bank 
syari’ah dengan nasabah dalam menyepakati harga jual. Akad mura>bah}ah 
memiliki rujukan yang jelas dalam kitab-kitab fikih (Hasanuddin, 2012: 1). 
Teknis jual beli mura>bah}ah melibatkan akad-akad pelengkap yang diambil dari 
konsep fikih klasik, seperti akad wakalah dan urbun. Rangkaian akad-akad 
klasik dalam proses transaksi jual beli mura>bah}ah menjadi inovasi dalam 
pemikiran hukum Islam. Inovasi yang dilakukan adalah memadukan akad 
pokok dengan akad-akad pelengkap, karena sebenarnya akad-akad pelengkap 
tersebut asalnya terpisah. Pemaduan akad-akad tersebut dalam rangka 
menerapkan jual beli      
Ada tarik menarik kepentingan antara penegakan norma dan filosofi 
fikih jual beli dengan nalar transaksi perbankan syari’ah. Akad mura>bah}ah 
adalah pusat perubahan yang diinginkan oleh DSN-MUI dengan menerapkan 
akad jual beli para transaksi perbankan  syari’ah.  Keuntungan didasarkan atas 
transaksi jual beli yang sebenarnya, bukan sebatas penyediaan dana untuk 
pembelian barang. Penjual patut meminta keuntungan kepada pembeli karena 
                                                             
3
 Ijtihad menurut ulama’ us}u>l adalah upaya maksimal untuk dua hal. Pertama, dalam 
konteks istinba>t} al-ahka>m al-Syar’iyyah (menggali hukum-hukum syarak). Kedua, dalam konteks 
tat}bi>qiha  (penerapan hukum syarak) . Ijtihad tat}bi>qi  adalah usaha serius untuk menerapkan 
konsep pemikiran hukum Islam dalam tatanan kehidupan nyata (Zahrah, 1985:379).    
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ada jasa yang ia berikan kepada pembeli atau yang diharapkan pembeli 
kepadanya. Bank syari’ah masih dalam koridor lembaga keuangan.  
Artinya bank syari’ah adalah lembaga yang bisnis utamanya adalah 
menghimpun dana masyarakat dan menyalurkan kembali kepada masyarakat 
melalui sistem dan mekanisme pembiayaan tertentu. Fatwa DSN-MUI 
mewajibkan bank syari’ah membeli barang terlebih dahulu, sebelum menjual 
kepada nasabah. Muncul penyesuaian-penyesuaian aturan jual beli mura>bah}ah 
di bank syari’ah.   Dalam konteks penyesuaian dan tarik menarik inilah penulis 
akan melakukan analisis terhadap fatwa jual beli fatwa DSN-MUI. Fatwa 
DSN-MUI berada diantara dua arus pemikiran, klasik (ortodok) dan liberal.  
Tuntunan teknis jual beli mura>bah}ah di bank syari’ah menuntut 
perubahan substansi model transaksi perbankan syari’ah, namun solusi atas 
persoalan yang mungkin muncul belum melindungi perubahan substansial 
sesuai akad yang digunakan. Teknis pelaksanaan jual beli terkesan formalitas 
untuk merubah tata cara pinjam meminjam dana dengan sistem bunga menjadi 
penyediaan dana (pembiayaan) dengan sistem jual beli. Substansi bank syari’ah 
menjadi penjual masih kabur, dan substansi nasabah sebagai pembeli masih 
kabur juga dan rentan penyelewengan ke arah pemanfaatan dana tidak sesuai 
dengan akad. Bank syari’ah belum bisa keluar dari jati dirinya sebagai lembaga 
bisnis penyedia/ jasa keuangan, sedangkan norma dan filosofi jual beli bertolak 
belakang dengan praktek bisnis jasa keuangan.      
Bank syari’ah diwajibkan oleh fatwa DSN-MUI untuk membeli barang 
yang dikehendaki oleh calon nasabah. Mekanisme ini menurut penulis, 
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idealnya adalah bentuk reformasi substansial (normatif - filosofis) DSN-MUI 
terhadap mekanisme pembiayaan perbankan syari’ah. Kewajiban membeli 
barang merubah status bank syari’ah menjadi pembeli barang dalam sesi 
pengadaan barang dan penjual dalam sesi penjualan barang bukan sebatas 
penyedia  jasa keuangan. Kewajiban membeli barang berarti tanggung jawab 
keabsahan dan kondisi barang ada di pihak bank syari’ah. Kewajiban membeli 
barang artinya bank syari’ah menanggung risiko pengadaan dan pemilik 
sempurna suatu barang.  
Amanat fatwa DSN-MUI kepada bank syari’ah untuk membeli barang 
mengarahkan transaksi pembiayaan di bank syari’ah berbasis pembelian barang 
bukan semata-mata melepas dana kepada masyarakat untuk membeli barang 
atau bahkan melepas dana tanpa kejelasan dan kepastian penggunaan dana 
dimaksud. Penyediaan dana untuk membeli barang status hukumnya sama 
dengan memberi pinjaman uang untuk pembelian barang. Memberi pinjaman 
uang adalah qard, bukan bai’. Nalar pemikiran DSN-MUI, qard tidak boleh 
ada tambahan, sedangkan bai’ boleh ada tambahan harga baik dilakukan 
dengan pembayaran kontan atau tunda. Persoalan besarnya adalah bank 
syari’ah harus benar-benar menjadi penjual yang sebenarnya. Bank syari’ah 
sepatutnya benar-benar membeli barang tanpa wakil pihak di luar bank 
syari’ah, termasuk calon nasabah.         
Persoalan pembelian barang di bank syari’ah dilatarbelakangi oleh 
kenyataan, dimana  bank syari’ah bukan lembaga atau pihak yang memiliki 
barang yang akan dijual. Bahasa sederhananya bank syari’ah bukan pedagang. 
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Tahap pembelian ini penting sekali dalam menelaah jual beli di bank syari’ah. 
Bank syari’ah akan membeli barang berdasarkan permohonan calon nasabah. 
Calon nasabah yang telah diseleksi dan disetujui akan dibiayai untuk 
pembelian barang dimaksud. Idealnya calon nasabah adalah pihak yang 
membutuhkan barang. Ia mendatangi bank syari’ah untuk mendapatkan barang 
dimaksud. Ia akan membeli barang dari bank syari’ah dengan pembayaran 
tunda. Kenyataannya bank syari’ah tidak memiliki barang, namun ia memiliki 
sejumlah dana untuk membeli barang. Mura>bah}ah yang dilakukan atas dasar 
perintah atau permohonan calon nasabah, dalam istilah fikih disebut 
mura>bah}ah al-amru bi al-syira’.    
Akad jual beli mura>bah}ah al-amru bi al-syira’ dipilih oleh DSN-MUI,  
menyesuaikan dengan motif nasabah mengajukan pembiayaan (Hasanudin, 
2012). Calon nasabah yang hendak memiliki barang,  namun  dananya terbatas 
dijembatani dengan akad jual beli. Akad jual beli ditetapkan oleh DSN-MUI 
untuk menggantikan akad hutang piutang antara bank syari’ah dengan nasabah. 
Dalam perspektif Islam, hutang piutang adalah transaksi kebajikan atau nirlaba. 
Motif yang cocok dalam hutang piutang adalah tolong menolong. Konsekwensi 
hutang piutang adalah larangan adanya tambahan yang dipersyaratkan. 
 Perilaku bank syari’ah dan nasabah yang akan direformasi oleh sistem 
syari’ah adalah transaksi hutang piutang dengan tambahan yang 
dipersyaratkan. Jika ada tambahan dalam hutang yang dipersyaratkan adalah 
riba, sesuai dengan hadis (al-Asqalani, t.th.: 176), 
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 Jual beli mura>bah}ah ditetapkan untuk meniadakan transaksi hutang piutang 
dengan tambahan yang dipersyaratkan. Hutang adalah pemindahan hak milik 
seseorang atas barang atau harta yang diserahkan saat akad, dan akan 
dikembalikan dengan harta sejenis oleh penerima hutang pada waktu tertentu 
(Ma’luf, 1985: 620).      
Nasabah yang bermaksud memiliki barang namun dana yang dimiliki 
tidak cukup, bisa dilayani oleh bank syari’ah menggunakan akad jual beli 
mura>bah}ah. Nasabah, dalam ketentuan ideal fatwa DSN-MUI tidak menerima 
uang, tapi menerima barang. Nasabah membayar harga barang ditambah 
keuntungan bagi bank syari’ah yang telah disepakati pada saat akad,  berupa 
uang secara angsuran. Akadnya jual beli bukan hutang piutang. Tambahan 
pembayaran yang dikenakan adalah atas dasar harga barang dalam bentuk 
keuntungan yang pasti dan tidak boleh ditambah lagi, bukan tambahan atas 
dasar sewa atas jumlah hutang yang dikalikan masa pengembalian, dan 
dimungkinkan ditambah denda-denda. Obyek transaksinya adalah barang 
bukan uang.   Oleh karena itu bank syari’ah wajib membeli barang untuk dijual 
kepada nasabah. Inilah paradigma fatwa DSN-MUI dalam merombak sistem 
riba menjadi sistem jual beli.  
Ada kesulitan serius bagi DSN-MUI untuk merumuskan teknis jual beli 
mura>bah}ah pada bank syari’ah, terutama pada tahap pembelian barang. 
Penyesuaian tata cara jual beli di bank syari’ah menunjukkan adanya kesulitan 
dimaksud.  Bank syari’ah bukan pedagang, ia adalah penyedia dana. Bisnis 
bank syari’ah adalah jasa keuangan berdasarkan prinsip syari’ah.  Fatwa DSN-
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MUI mengadopsi akad tambahan dalam transaksi jual beli mura>bah}ah di bank 
syari’ah seperti akad wakalah dan urbun (uang muka) untuk mengatasi 
persoalan pembelian barang. Dua akad tersebut dilengkapi dengan janji 
membeli dari calon nasabah.  
Multi akad dalam transaksi jual beli mura>bah}ah menunjukkan adanya 
proses pengkondisian dan penyesuaian agar akad jual beli cocok digunakan 
untuk transaksi pembiayaan barang di bank syari’ah. Akad jual beli memiliki 
konsekwensi dan filosofi yang berbeda dengan penyediaan dana. Bank syari’ah 
ditetapkan perannya oleh fatwa DSN-MUI menjadi pembeli dan penjual dalam 
sesi yang berbeda, namun fatwa DSN-MUI juga memberi kelonggaran adanya 
wakalah dan urbun yang mengganggu status bank syari’ah sebagai pembeli 
dan penjual. Kedua solusi tersebut mendekatkan pembiayaan mura>bah}ah di 
bank syari’ah mirip dengan sistem leasing dan hutang uang untuk beli barang 
pada lembaga konvensional.  
Bisnis dengan cara membeli dan menjual adalah aktifitas pedagang. 
Aktifitas membeli dan menjual menuntut pertanggungjawaban hukum dan 
moral. Dua aktifitas wajib dilakukan dengan jujur dan sebenarnya. Pedagang 
wajib memiliki dana atau barang sebagai iwaḍ (harga) untuk barang yang 
dikehendaki. Pedagang bertanggung jawab atas pembelian yang dia lakukan. 
Aktifitas membeli  tidak bisa disamakan dengan penyediaan dana. Dalam 
aktifitas membeli ada proses mencari, menemukan dan memastikan terjadinya 
transaksi. Proses tersebut diakhiri dengan tukar menukar antara barang atau 
dana milik pembeli dengan barang milik penjual yang disepakati dalam 
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transaksi. Serangkaian proses tersebut tidak bisa disederhanakan hanya pada 
penyediaan dana untuk membayar saja.  
Jika kegiatannya sebatas menyediakan dana saja maka bank syari’ah 
dipastikan terhindar dari semua risiko pembelian barang. Letak perbedaan 
penjual yang membeli barang dengan pihak yang menyediakan dana untuk 
membeli barang ada pada risiko atas pembelian barang. Dalam akad jual beli 
ada beberapa norma dan moral yang harus ada seperti kejelasan barang saat 
akad, kejelasan harga saat akad, tidak ada unsur pemalsuan dan tipu daya, tidak 
ada bahaya dan tidak mengandung riba, yaitu tambahan atau keuntungan atau 
manfaat tanpa iwaḍ. Akad jual beli tidak boleh dikaitkan atau disyaratkan 
dengan akad hutang. Kedua belah pihak memiliki kemerdekaan penuh dalam 
menentukan terus atau tidaknya akad sebelum berpisah.       
Pembeli adalah pihak yang memiliki dana atau barang yang cukup 
untuk ditukar tanpa campur dengan pihak lain. Pembeli adalah pihak yang 
merdeka dalam transaksi dan pemilik hak mutlak atas barang yang ia kuasai. 
Dana yang digunakan pembeli untuk membeli adalah milik pembeli. Manakala 
ada campuran dana milik pihak lain, seperti calon pembeli atau orang lain 
maka pembeli tersebut status hukumnya bukan  pembeli penuh. Ia bisa menjadi 
anggota serikat pembeli. Barang yang dibeli statusnya milik bersama diantara 
pemilik harga. Dana pihak lain tidak mempengaruhi status kepemilikan jika 
dana dimaksud statusnya hutang (qard).  
Manakala pembeli bukan pemilik harga maka ia adalah wakil pembeli. 
Manakala pembeli hanya memiliki sebagian harga maka ia adalah anggota 
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serikat pembeli. Persoalan kepemilikan dana dan pelaku jual beli, menjadi 
pembeda antara pembeli dengan wakil dan anggota serikat pembeli. Ada 
kemungkinan muncul pula aktifitas perantara (simsar) dalam proses pembelian. 
Pembeli yang telah memastikan adanya transaksi namun tidak melakukan 
pembayaran sebelum menerima pembayaran dari pihak lain (pembeli 
sebenarnya), ia bisa disebut pembeli perantara.  
Fatwa DSN-MUI tentang teknis pembelian barang dalam jual beli 
mura>bah}ah, masih sebatas mewajibkan bank syari’ah untuk menyediakan dana 
untuk membayar barang yang dikehendaki calon nasabah. Dalam fatwa DSN-
MUI tidak muncul ketegasan untuk melakukan pembelian secara langsung dan 
mengambil risiko atas pembelian barang. Fatwa DSN-MUI memberi 
keleluasaan kepada bank syari’ah dalam teknis pembelian. Menurut data 
(Hasanudin: 2012) yang penulis miliki, DSN-MUI menganggap cukup adanya 
bukti kwitansi pembelian barang dari calon nasabah sebagai pihak yang 
mewakili bank syari’ah untuk membeli barang.  
Bank syari’ah menyerahkan uang untuk membeli barang dan kwitansi 
atas nama pembeli yaitu bank syari’ah. Pelaku pembeliannya adalah calon 
nasabah. Persoalan pembelian barang oleh bank syari’ah menimbulkan 
masalah dalam pandangan normatif dan filosofis, dengan adanya aktifitas 
mewakilkan pembelian barang yang nampaknya terencana untuk 
disederhanakan. Fatwa DSN-MUI memperkenankan bank syari’ah mewakilkan 
pembelian barang. Persoalan aktifitas mewakilkan pembelian barang oleh bank 
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syari’ah tidak diatur teknisnya oleh fatwa DSN-MUI. Hal ini memunculkan 
penyederhanaan langkah pembelian.  
Penyederhanaan dimaksud berupa penyediaan dana oleh bank syari’ah  
untuk pembelian barang dan pengalihan aktifitas pembelian dari bank syari’ah 
kepada calon nasabah. Bank syari’ah mewakilkan kepada calon nasabah yang 
statusnya sebagai pihak yang akan membeli barang. Praktek bank syari’ah  
mewakilkan pembelian barang kepada calon nasabah semakin memperkuat 
bukti bank syari’ah hanya menyediakan dana untuk membeli barang, bukan 
melakukan pembelian barang. Bank syari’ah  menjadi pembeli menurut 
formalitas. Sejatinya ia adalah penyedia dana dan hanya menyerahkan dana 
kepada calon nasabah untuk membeli barang yang ia kehendaki. Praktek bank 
syari’ah mewakilkan pembelian barang kepada calon nasabah berarti 
menempatkan semua risiko pembelian barang kepada calon nasabah.  
Aktifitas mewakilkan pembelian kepada calon nasabah menjadi senjata 
bank syari’ah untuk meniadakan khiya>r dalam jual beli mura>bah}ah. Hal 
tersebut juga menjadi senjata bank syari’ah  untuk meminta ganti rugi atas 
kerugian riil manakala ada pembatalan jual beli mura>bah}ah  sedangkan barang 
telah dibayar oleh bank syari’ah . Dalam norma jual beli mura>bah}ah, manakala 
ada kebohongan atas harga pokok, maka pembeli bisa khiya>r, mengambil utuh 
harga yang dibayarkan atau membiarkannya (Niz}am, t.th.: 163). Bank syari’ah 
menyediakan dana diserahkan kepada calon nasabah dan pembelian dilakukan 
oleh calon nasabah. Nasabah posisinya tidak memiliki khiya>r. Ia tidak bisa 
menuntut bank syari’ah atas kemahalan yang ia terima.  
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Bank syari’ah tidak bisa mengontrol jika terjadi kebohongan harga 
yang dilakukan calon nasabah pada saat membeli barang. Hubungan saling 
menggantung ini rentan terjadi perselisihan yang tidak berujung solusinya, 
karena ketidakkonsistenan antara peran dan posisi pelaku jual beli. Penjual 
tidak memiliki barang dan tidak membeli sendiri barang dimaksud,  sedangkan 
pembeli adalah pelaku pembelian barang yang akan ia beli.  Ada kelemahan 
berupa potensi adanya konflik yang tidak berujung dalam fatwa DSN-MUI 
(2006: 24-27)  pada bagian bank syari’ah boleh mewakilkan pembelian barang  
yang mengakibatkan tidak adanya hak khiya>r.   
Akad wakalah dibolehkan oleh syarak. Hikmahnya dalam rangka 
memudahkan kegiatan transaksi dan melibatkan banyak personal dalam 
transaksi. Artinya ada kegiatan membagi rizki kepada orang banyak dan 
memperlancar usaha bisnis  (al-Jurjawi, t.th.: 125). Secara normatif wakil  
bukan pihak yang terlibat dalam pertukaran. Ia adalah pihak lain yang diberi 
kepercayaan untuk melakukan transaksi oleh pihak yang terlibat dalam 
pertukaran. Wakil bisa mewakili pembeli atau penjual. Apa yang ia lakukan 
merujuk kepada perintah pihak yang memberi mandat wakil.    
Aktifitas mewakilkan pembelian barang kepada calon nasabah, tidak 
tepat untuk akad mura>bah}ah. Akad mura>bah}ah dalam fatwa DSN-MUI 
termasuk mura>bah}ah al-amru bi al-syira’. Calon pembeli memerintahkan atau 
meminta bank syari’ah membeli suatu barang yang ditentukan kriterianya oleh 
calon nasabah.  Bank syari’ah diperintah untuk membeli oleh calon nasabah. 
Prinsip ini menjadi berubah, manakala bank syari’ah memerintahkan kembali 
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kepada calon nasabah untuk membeli barang dimaksud. Calon nasabah 
menjadi pihak yang diperintah sedangkan bank syari’ah adalah pihak yang 
memerintah.  
Perbuatan yang dilakukan bank syari’ah adalah menyediakan sejumlah 
uang dan memerintah calon nasabah membeli barang sesuai yang dikehendaki 
oleh nasabah, namun atas nama pembeli yaitu bank syari’ah. Bank syari’ah 
sebagai pihak yang memberi mandat tidak memiliki kekuatan menentukan 
kriteria barang yang akan dibeli. Calon nasabah sebagai pihak yang mendapat 
mandat memiliki kewenangan penuh untuk melakukan pembelian barang. 
Pembalikan nalar filosofi jual beli menggunakan wakil dalam fatwa DSN-MUI 
berpotensi besar meniadakan jual beli yang sebenarnya dan mengukuhkan 
aktifitas penyediaan dana semata.      
 Akad mura>bah}ah sepatutnya dilakukan karena adanya keterbatasan 
informasi dan pengetahuan pembeli barang (nasabah) terhadap barang dan 
harga barang yang akan dibeli. Pembeli barang diperkenankan memberi 
keuntungan yang disepakati setelah diberi informasi oleh penjual tentang harga 
perolehan barang tersebut. Manakala pembeli sendiri yang diminta mencari 
barang dari pihak lain dan ia diberi amanah untuk membeli, rasanya telah 
terjadi praktek yang salah terhadap akad mura>bah}ah. Penjual melakukan jual 
beli mura>bah}ah karena ia merasa menjalankan amanah untuk membeli barang 
yang dikehendaki nasabah. Atas dasar itu bank syari’ah wajib menyebut harga 
perolehan barang tersebut dengan jujur, dan ia boleh meminta keuntungan yang 
ia kehendaki.  
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Jual beli mura>bah}ah masuk dalam kelompok jual beli amanah. 
Penyebutan harga pokok perolehan barang dan keuntungan adalah pelaksanaan  
mekanisme amanah tersebut.  Jika keuntungan yang diminta penjual disepakati 
oleh pembeli, maka jual beli sah dan keuntungannya halal. Jika penjual bohong 
dalam menyebut harga perolehan maka jual beli bisa dibatalkan dengan hak 
khiya>r pembeli. Idealitas di atas terganggu dengan penyederhanaan pembelian 
yang terjadi akibat boleh mewakilkan kepada calon nasabah dalam membeli 
barang.  
Atas dasar apa bank syari’ah meminta keuntungan, jika hanya 
mendanai pembelian barang, sedangkan pembelian dilakukan oleh calon 
nasabah. Hal ini berarti barang yang dibeli adalah tanggungan (żimmah) atas 
hutang pembeli. Barang yang dibeli adalah tujuan pembiayaan. Keuntungan 
bank syari’ah dasarnya adalah modal yang diserahkan kepada nasabah. Akad 
mura>bah}ah yang ditetapkan dalam fatwa DSN-MUI, baru memenuhi unsur 
formal tapi masih meninggalkan substansi dan konteks mura>bah}ah. Bank 
syari’ah dinyatakan oleh fatwa DSN-MUI sebagai penjual. Ia wajib menyebut 
harga perolehan dan berhak atas keuntungan, tetapi ia bisa jadi tidak 
melaksanakan jual beli amanah. Mura>bah}ah subtansinya adalah jual beli 
amanah. Amanah itulah yang menjadi dasar keuntungan yang disepakati. 
Al-Sarbas}i>ni> (t.th.: 285) mengungkapkan adanya keuntungan yang 
jelek (al-ribh}u al-fah}isy). Keuntungan adalah tujuan transaksi bisnis, namun 
agama melarang keuntungan yang jelek. Keuntungan yang jelek adalah 
keuntungan yang melebihi batas kewajaran. Para ulama’ berbeda pendapat 
203 
tentang ukuran melampaui batas tersebut. ada ulama’ yang membuat batasan 
tidak dilakukan dengan cara membodohi dan memperdaya pembeli, yaitu 
maksimal sepertiga. Sebagian ulama’ yang lain berpendapat maksimal 
seperenam. Inti persoalannya adalah ukuran adat kaum muslimin.  Hal yang 
dilarang oleh agama adalah memanfaatkan kebodohan pembeli untuk 
memperoleh keuntungan yang tinggi, dengan menerapkan harga di atas harga 
kewajaran, menurut orang yang tahu harga barang dimaksud. Prilaku 
memperdaya harga sama dengan riba. 
Harga yang lebih tinggi sebagai konsekwensi penundaan pembayaran 
menurut al-Sarbas}i>ni> (t.th.: 148) adalah boleh, sepanjang tidak fa>h}isyah 
(jelek). Substansi moral dan aturan jual beli tunda adalah kejelasan harga dan 
waktu pembayaran. Kesepakatan selisih harga antara harga kontan dan tunda 
adalah bagian dari konsep mura>bah}ah. Harga yang lebih mahal tidak menjadi 
masalah karena termasuk kesepakatan kedua belah pihak. Dalam konsep 
mura>bah}ah kedua belah pihak diperkenankan menyepakati keuntungan, 
sehingga penjual jelas beruntung dalam transaksi jual beli mura>bah}ah. 
Mura>bah}ah dilakukan untuk meniadakan penghianatan dalam transaksi, oleh 
karenanya keuntungan yang disepakati dibatasi dengan moral tidak melampaui 
kewajaran.  
Keuntungan didasarkan atas transaksi antara pemilik barang dengan 
pembeli barang, bukan pemberi pembiayaan dengan penerima fasilitas 
pembiayaan. Bank syari’ah sebagai pembeli, sepatutnya mencari barang 
dimaksud dan bertransaksi pembelian barang dengan supplier atau pemilik 
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barang. Bank syari’ah bisa bekerjasama dengan para supplier untuk 
mengadakan barang bukan mewakilkan pembelian kepada calon nasabah. 
Fatwa DSN-MUI perlu mempertegas ketentuan pembelian barang yang 
dikehendaki calon nasabah oleh bank syari’ah.  
Keberadaan wakalah ditinjau ulang agar bank syari’ah benar-benar 
melaksanakan amanah nasabah mura>bah}ah. Maksud akad jual beli memerlukan 
perlindungan berupa ketegasan dan kejelasan para pihak yang bertransaksi. 
Bank syari’ah sebagai pihak penjual harus benar-benar punya barang yang 
akan diperjualbelikan. Perintah membeli suatu barang dari calon nasabah 
hendaknya ditunaikan. Nasabah sebagai pembeli diberikan hak memilih untuk 
melanjutkan jual beli atau tidak, setelah barang dibeli oleh bank syari’ah dan 
terjadi negosiasi harga. Ketegasan akad sesuai maksud kedua belah pihak 
menuntun ke arah transaksi yang sehat dan meminimalisir pertengkaran.                 
Beberapa nasabah bank syari’ah memanfaatkan wakalah untuk 
membelokkan maksud pengajuan pembiayaan. Calon nasabah tidak membeli 
barang. Ia menggunakan dana bank syari’ah untuk tujuan lain. Wakalah 
dibelokkan untuk melakukan jual beli semu. Ia melaporkan telah membeli 
rumah, tetapi sebenarnya pembelian itu tidak pernah terjadi. Sertifikat rumah 
yang diserahkan ke bank syari’ah sebagai bukti pembelian rumah adalah atas 
nama orang lain yang diakui telah ia beli. Perbuatan yang sebenarnya terjadi 
adalah nasabah meminjam sertifikat orang lain untuk mengajukan pembiayaan 
di bank syari’ah (Sulaiman: 2013). Meskipun ini contoh kasus, penulis 
berusaha membuktikan dampak negatif dibolehkannya wakalah.  
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Posisi bank syari’ah rentan ditipu nasabah atau bank syari’ah tidak 
memperdulikan jual beli semu. Pemilik sertifikat tidak faham konsekwensi 
harga pada akad mura>bah}ah. Ia memahami harga jual seperti transaksi 
perbankan konvensional. Harga yang disepakati saat akad, tidak ada jaminan 
bisa dikurangi (didiskon) karena pembayaran lebih cepat atau pelunasan 
sebelum waktunya. Kesan pihak yang menerima pembiayaan adalah bank 
syari’ah aneh dan mahal. Besaran keuntungan (selisih harga rumah dengan 
total harga rumah yang wajib dibayar nasabah) didasarkan atas tenggang waktu 
pembayaran, namun harga tetap meskipun waktu pembayaran dimajukan 
(Badriyah: 2013). 
Bahaya besar akibat dibolehkannya wakalah adalah tidak adanya hak 
khiya>r dalam akad mura>bah}ah. Khiya>r dalam jual beli mura>bah}ah karena 
adanya permintaan pembelian barang oleh calon pembeli, menurut Ima>m 
Sya>fi’i> (t.th.: 49) wajib. Jika khiya>r dihilangkan jual belinya fasah (rusak). 
Konteks jual beli mura>bah}ah di bank syari’ah adalah jual beli mura>bah}ah 
karena adanya permintaan pembelian barang dari calon nasabah. Nasabah 
mengajukan permohonan pembiayaan pembelian barang. Bank syari’ah pada 
saat muncul permohonan tersebut tidak memiliki barang dimaksud.  
Permohonan tersebut menjadi dasar bank syari’ah untuk membeli barang yang 
dimaksud. Nasabah sadar betul harus memberi keuntungan kepada bank 
syari’ah karena telah meminta bank syari’ah membeli barang yang akan ia beli. 
Ini artinya persoalan jual beli mura>bah}ah dalam fatwa DSN-MUI sama dengan 
keterangan Ima>m al-Sya>fi’i > (t.th.: 29).  
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Ada dua sebab jual beli mura>bah}ah dengan perintah membeli yang 
tidak menggunakan khiya>r menjadi akad yang fasah (rusak). Pertama, penjual 
menjual barang yang belum ia miliki. Perbuatan tersebut melanggar norma jual 
beli. Penjual wajib memiliki barang yang ia jual.  Kedua, perbuatan tersebut 
menyerempet bahaya. Salah satu bahaya yang akan timbul adalah adanya 
pemaksaan kepada pemesan barang (nasabah) untuk membeli. Pemaksaan 
melanggar prinsip kemerdekaan dan kebebasan dalam berakad. Pemaksaan 
yang sistemik akan memaksa pemesan barang (nasabah) untuk mengganti 
kerugian pemilik barang (bank Syariah) manakala nasabah mengurungkan 
pembelian  barang dari bank syariah. Permintaan ganti rugi bisa menjadi cara 
memakan harta orang lain dengan cara tidak sah karena tidak memiliki dasar 
syari’ah.  
Penulis tidak sepakat dengan  pemikiran Wahbah Zuhaili (2006: 3380)  
yang membela bank syariah meniadakan hak khiya>r karena ada janji membeli 
dari nasabah. Janji membeli terjadi pada saat barang belum menjadi milik 
penjual. Calon pembeli boleh berjanji membeli, bahkan boleh menyebut 
keuntungan yang akan ia berikan. Janji ini tidak bisa dijadikan dasar memaksa 
calon nasabah untuk membeli barang dimaksud. Janji membeli calon nasabah 
tidak patut dikaitkan dengan kerugian yang diderita penjual. Pada saat calon 
nasabah mengajukan pembelian barang, bank syari’ah memiliki kewenangan 
menerima atau menolak. Artinya bank syari’ah memiliki hak memilih 
menerima permohonan calon nasabah dan bertanggung jawab atas perbuatan 
membeli barang serta berhak penuh atas barang yang dia beli.  
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Sesuatu bisa terjadi dalam pembelian barang tersebut. Calon nasabah 
memiliki hak untuk menentukan jadi membeli barang dimaksud atau tidak 
setelah barang dimaksud dibeli oleh bank syari’ah. Bank syari’ah juga 
memiliki hak penuh untuk memastikan menjual barang dimaksud kepada calon 
nasabah atau tidak. Prinsip yang dibangun Ima>m al-Sya>fi’i>  lebih adil 
dibanding prinsip yang dibangun Wahbah Zuhaili. Prinsip Ima>m al-Sya>fi’i 
memberikan hak masing-masing pihak  sesuai nalar jual beli yang sehat. Dua 
belah pihak bertransaksi setelah barang dimiliki penjual dan tidak ada kaitan 
perintah membeli dengan kewajiban membeli, karena perintah membeli bukan 
kepastian yang wajib dilaksanakan. Prinsip Wahbah Zuhaili hanya    
menimbulkan kepastian semu dan berpotensi tidak adil. Calon nasabah dipaksa 
membeli barang yang ia pesan dan kerugian pengadaan barang dibebankan 
kepada calon nasabah.   
Bank syari’ah menjadi lembaga yang tidak menanggung risiko tetapi 
berhak atas keuntungan pasti, sedangkan nasabah menanggung semua risiko 
perjanjian pembelian barang yang belum dimiliki pihak penjual. Kepastian 
yang dibangun di atas adalah ketidakpastian yang berarti semu. Manakala bank 
syari’ah benar-benar sebagai penjual barang, maka ia bisa menjual kepada 
pihak lain, manakala barang yang telah ia beli, tidak jadi dibeli oleh calon 
nasabah, tanpa minta ganti rugi. Bank syari’ah bisa juga melakukan perjanjian 
return (pengembalian) barang kepada supplier dengan perjanjian khusus agar 
posisi bank syari’ah sebagai lembaga intermediasi pihak yang butuh barang 
dengan pihak yang memiliki barang berjalan dengan baik.                   
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Persoalan lain yang berkait dengan pembelian barang adalah 
munculnya uang muka (urbun) sebelum bank syari’ah membeli barang. Uang 
muka dimaksudkan untuk mengikat kesungguhan calon nasabah untuk 
membeli barang di bank syari’ah dan sebagai jaminan kerugian riil bank 
syari’ah, akibat pembatalan transaksi jual beli. De facto dan de jure uang muka 
telah diserahkan oleh calon nasabah kepada bank syari’ah, sementara akad jual 
beli mura>bah}ah belum terjadi. Kegiatan awal yang dilakukan bank  syari’ah 
adalah membeli barang. Manakala ia telah menerima uang dari calon nasabah, 
bank syari’ah bukanlah pembeli mandiri. Ada syirkah (kerjasama) pembelian 
barang antara bank syari’ah dengan calon nasabah. Status syirkah ini tidak 
diakomodir oleh fatwa DSN-MUI.  
Fatwa DSN-MUI lebih melindungi kepentingan bank syari’ah 
dibanding hak calon nasabah dalam hubungan jual beli. Fatwa DSN-MUI 
(2006: 105) menegaskan status uang muka sebagai jaminan kerugian riil bank 
syari’ah dan sebagai pengikat kesungguhan calon nasabah. Ada dua pilihan 
yang adil dalam mengatasi persoalan urbun dan pembelian barang. Pertama, 
bank syari’ah dilarang menerima uang muka sebelum akad jual beli mura>bah}ah 
di lakukan. Bank syari’ah  akan menjadi pemilik sempurna barang yang 
dibelinya. Kedua, status calon nasabah sebagai anggota syirkah pembeli diakui.  
Konsekuensinya tidak ada pembebanan kerugian riil kepada calon 
nasabah dari uang muka yang dibayarkan, akibat calon nasabah tidak jadi 
membeli barang dari bank syari’ah. Barang yang tidak jadi dibeli masih milik 
bersama. Penyelesaiannya disesuaikan dengan mekanisme kepemilikan 
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bersama. Jual beli antara bank syari’ah dengan nasabah adalah jual beli antara 
anggota syirkah dengan teman sesama anggota syirkah, manakala nasabah jadi 
membeli barang dimaksud. Anggota syirkah boleh menjual bagian 
kepemilikannya kepada anggota yang lain secara mura>bah}ah (Niz}am, t.th.: 
161).       
Fatwa DSN-MUI tentang bank syari’ah masih menempatkan  bank 
syari’ah sebagai penyedia dana, sebagaimana dalam aturan hukum perbankan 
di Indonesia (UURI no.21 tahun 2008). Artinya bank syari’ah adalah penyedia 
dana untuk melakukan jual beli, bukan penjual yang sebenarnya. Bank syari’ah 
adalah lembaga penyedia dana. Dalam konteks transaksi jual beli ia tidak 
memiliki stok barang yang akan dijual, namun ia melayani penjualan barang. 
Cara yang dilakukan adalah membeli barang yang dikehendaki calon pembeli  
(calon nasabah) dari penyedia barang (pemilik barang yang sebenarnya). 
Segala risiko atas barang ditanggung penyedia barang.  
Dalam proses transaksi jual beli, bank syari’ah meminta uang muka 
(urbun) kepada calon pembeli sebagai pengikat. Bank syari’ah menyerahkan 
uang untuk membeli barang dan mewakilkan kepada nasabah untuk membeli 
barang yang dikehendaki dengan atas nama bank syari’ah. Dalam konteks ini 
bank syari’ah tidak melakukan sendiri pembelian barang. Calon pembeli 
diminta membeli sendiri barang yang dikehendaki dengan dibekali wakalah 
dan uang untuk membeli, dimana uang tersebut ada bagian uang muka yang 
disetor.  
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Setelah pembelian atas nama bank syari’ah terjadi, bank syari’ah 
menjual barang tersebut kepada calon nasabah dengan ketentuan harga beli 
ditambah keuntungan yang disepakati. Bank syari’ah tidak melakukan 
pembelian barang secara langsung, ia tidak menanggung risiko atas barang, 
namun ia berhak atas uang muka pada saat permohonan pembelian, berhak atas 
keuntungan dari harga beli barang, berhak atas penjualan barang dan berhak 
atas ganti rugi riil, manakala calon nasabah menolak untuk melanjutkan jual 
beli. 
Ketentuan jual beli mura>bah}ah di atas menimbulkan persoalan dalam 
perspektif norma fikih dan filosofi. Ketentuan jual beli pada bank syari’ah 
nampak sesuai dengan norma fikih karena telah memenuhi unsur rukun jual 
beli, namun hal tersebut masih menyisakan masalah. Moralitas jual beli berupa 
khiya>r  terabaikan. Efek dominonya bisa menyebabkan pelanggaran moral 
yang lain. Transaksi yang dibangun berpotensi menimbulkan garar, karena 
dimulai semenjak barang belum ada. Potensi garar dimaksud bisa menjadi 
lebih parah manakala nasabah tidak menjalankan amanat wakalah dengan baik. 
Dana yang ia terima tidak untuk membeli barang tetapi disikapi seperti hutang. 
Fatwa DSN-MUI tentang jual beli mura>bah}ah memadukan beberapa 
ijtihad fikih untuk mengatur jual beli pada bank syari’ah. Satuan akadnya 
mengadopsi dari fikih. Rangkaian akad-akad tersebut dalam sebuah aturan 
transaksi menjadi inovasi dalam ijtihad. Hasil inovasi pemikiran jual beli 
dalam fatwa DSN-MUI adalah:  
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1. Diperkenankannya akad wakalah untuk menjembatani bank syari’ah 
dengan pemilik barang.  
2. Diperkenankannya uang muka sebelum transaksi mura>bah}ah dilaksanakan,  
yang dikaitkan dengan kerugian yang dialami bank syari’ah akibat calon 
nasabah mengurungkan langkah untuk membeli.   
3. Harga jual adalah harga perolehan ditambah keuntungan dan biaya. Dua 
inovasi telah penulis analisis pada pembahasan di atas. Biaya masuk 
sebagai harga pokok menjadi pembahasan selanjutnya.  
Variabel biaya dalam harga jual bisa berpotensi besar menimbulkan 
salah aplikasi, meskipun secara normatif  ada mazhab yang membolehkan. 
Biaya yang diperkenankan masuk dalam ra’su al-mal (harga pokok) adalah 
biaya-biaya yang berkenaan langsung dengan barang seperti biaya pengiriman 
dan biaya perbaikan barang agar menjadi sempurna atau lebih baik. Biaya-
biaya yang tidak berkaitan langsung dengan barang seperti biaya makelar/ 
perantara jual beli tidak boleh masuk dalam ra’su al-mal (harga pokok). 
Pemahaman publik pada biaya bisa beragam. Padahal menurut normanya biaya 
memiliki konotasi dengan modal yang digunakan untuk membeli barang yang 
dijual secara mura>bah}ah. 
 Pencantuman kata biaya tanpa penjelasan lebih lanjut dalam fatwa 
DSN-MUI. Kata biaya bisa ditafsirkan bermacam-macam oleh operator atau 
pemikir bank syari’ah. Biaya bisa dimaknai dengan biaya yang dikeluarkan 
oleh bank syari’ah untuk melaksanakan operasionalnya selama masa 
pembayaran berlangsung (Muhammad, 2006: 44). Semua nasabah mura>bah}ah 
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secara proporsional  dibebani biaya operasional bank syari’ah, menurut jumlah 
hutang dan masa pembayaran. Cara penghitungan ini dinilai adil dan terbuka 
menurut Muhammad (2006 : 46). Cara tersebut tidak memiliki dasar normatif 
dan filosofi yang kuat menurut tata aturan jual beli mura>bah}ah.  
Biaya adalah bagian dari ra’su al-mal. Aplikasinya adalah masuk 
menjadi harga pokok. Harga pokok menjadi pijakan penentuan keuntungan 
yang disepakati. Misalnya mobil, biaya dimaksud adalah sebatas kaitannya 
dengan mobil dimaksud, seperti biaya pengiriman dan perbaikan untuk 
kesempurnaan mobil dimaksud. Penjual boleh memasukkan biaya-biaya 
tersebut dalam harga pokok. Biaya-biaya lain di luar soal barang yang 
dikeluarkan oleh penjual, dalam konteks ini adalah bank syari’ah, menjadi 
risiko penjual dari kompensasi keuntungan yang dimintanya. Nalar filosofi ini 
terasa cocok manakala jual beli mura>bah}ah benar-benar memegangi norma jual 
beli.  
Manakala konteksnya dipadukan dengan ranah bank syari’ah sebagai 
intermediator dana, maka bank syari’ah akan cenderung meninggalkan norma 
dan filosofi penjual mura>bah}ah menuju norma dan filosofi intermediasi dana. 
Bank syari’ah akan membebankan biaya operasional kepada nasabah 
disamping keuntungan tetap yang disepakati. Ia merasa berhak dibiayai 
operasionalnya oleh nasabah karena ia sebagai penghubung pihak yang 
kelebihan dana dengan pihak yang kekurangan dana. Bank syari’ah bukan lagi 
menjadi penghubung pada saat bertransaksi pembiayaan menggunakan akad 
mura>bah}ah, tetapi bank syari’ah melakukan jual beli. Ia menjadi penjual bukan 
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penghubung. Idealnya ia tidak berhak jasa-jasa transaksi keuangan yang 
bersifat administratif (biaya pengurusan) dan operasional.      
Fatwa DSN-MUI yang menempatkan bank syari’ah sebagai penyedia 
dana dalam konteks lembaga intermediasi,  menjadikan bank syari’ah sebagai 
pihak yang anti rugi dalam transaksi jual beli. Akad jual beli dipilih untuk 
mendukung kepastian keuntungan dan meniadakan kerugian dalam bisnis 
modal di bank syari’ah. Indikasi ke arah ini nampak pada tahapan dan 
ketentuan jual beli. Tahapan jual beli menurut penulis ada dua tahap, yaitu 
tahap pembelian barang dan tahap penjualan barang. Pada tahap pembelian, 
bank syari’ah hanya membeli barang jika ada permohonan dari calon nasabah. 
Permohonan bisa dikabulkan manakala ada uang muka sebagai jaminan 
kepastian akan keberlanjutan jual beli.  
Pembelian dilakukan oleh calon nasabah yang statusnya sebagai pihak 
yang akan membeli. Bank syari’ah menyerahkan uang dan memberi wakalah 
kepada calon nasabah. Menurut penulis, fatwa DSN-MUI menempatkan bank 
syari’ah dalam posisi tidak menanggung risiko proses karena tidak membeli 
sendiri. Biaya pengadaan akan dibebankan kepada calon nasabah. Risiko atas 
barang ada pada penyedia barang dan calon nasabah. Bank syari’ah berhak 
eudusaei  sesuatu namun tidak menanggung risiko yang timbul dari sesuatu 
tersebut. Ia berhak atas barang namun tidak menanggung biaya pengadaan dan 
kerusakan atau cacat yang mungkin terjadi. 
Melihat masih banyak sisi kelemahan teknis pelaksanaan jual beli yang 
disusun DSN-MUI, perlu ada penyempurnaan akad di bank syari’ah. Bank 
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syari’ah diatur agar lebih konsisten dalam melayani kebutuhan masyarakat 
akan barang konsumtif maupun modal. Penegakan norma dan filosofi jual beli 
menjadi dasar perbaikan fatwa DSN-MUI. Hikmah jual beli untuk saling 
memenuhi kebutuhan manusia berupa barang hendaknya dipisahkan dari 
aktifitas penambahan keuntungan atas penyediaan uang semata. Ketegasan 
Fatwa DSN-MUI pertama, seyogyanya merekomendasikan bank syari’ah agar 
selektif menerima permohonan calon nasabah sesuai kriteria prinsip kehati-
hatian bank syari’ah,  
Menurut pemikiran syahrur, bank syari’ah hanya patut meleyani 
permohonan nasabah yang patut dibebani tambahan atas hutangnya. Bank 
syari’ah tidak patut membiayai nasabah yang kondisinya tidak patut diminta 
bayar hutang atau tidak patut untuk memberi tambahan atas pokok hutangnya. 
Manakala  bank syari’ah tidak selektif secara moral ia melakukan riba menurut 
ukuran syahrur. Bank syari’ah juga secara moral melakukan riba manakala 
menerapkan keuntungan yang tidak wajar menurut pemikiran al-Sarbas}i>ni> 
(t.th.: 148). 
Rekomendasi dimaksud untuk meminimalisir potensi kerugian dan 
kegagalan transaksi. Kedua, DSN-MUI seyogyanya merekomendasikan bank 
syari’ah agar mengontrol betul pengadaan barang. Manakala dimungkinkan 
bank syari’ah didorong melakukan pengadaan barang secara langsung. Ketiga, 
DSN-MUI seyogyanya merekomendasikan bank syari’ah agar melakukan 
penjualan dengan benar. Bank syari’ah tidak boleh menjual barang yang belum 
wujud. Aplikasi akad salam dan istis}na>’ perlu mendapat perhatian serius agar 
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tepat sesuai norma dan hikmah keduanya. Keempat, DSN-MUI seyogyanya 
perlu menjelaskan maksud biaya yang bisa masuk kategori harga pokok (ra’sul 
mal) agar unsur harga pokok menjadi jelas. 
DSN-MUI secara substantif sebenarnya telah melakukan penataan 
transaksi bank syari’ah agar sesuai dengan tuntunan syariah dengan 
menggunakan akad ghairu musammah (akad baru yang belum ada pada masa 
Rasul). Kaidah yang digunakan adalah kaidah kepastian obyek dan harga 
dalam pembiayaan pembelian barang. Faktor yang dipertimbangkan adalah 
maksud pembelian barang, jenis barang dan cara pembayaran. Akad yang 
digunakan adalah pembiayaan pembelian barang, bukan jual beli sebenarnya. 
Akad mura>bah}ah atau jual beli lainnya adalah formalitas yang dipilih untuk 
mengakhiri proses pembiayaan.   
Bank syari’ah cukup mengetahui obyek transaksi. Ia memastikan 
tambahan pengembalian dana, jangka waktu pengembalian dana dan memberi 
alternatif solusi masalah pengembalian dana. Bank syari’ah menyeleksi 
permohonan pembiayaan dari nasabah sesuai prinsip kehati-hatian bank 
syari’ah. Bank syari’ah belum menyeleksi maksud pembelian barang 
sebagaimna diinisiasi oleh Ibnu Taimiyah. Maksud pembelian barang untuk 
diperdagangkan sepatutnya tidak menggunakan transaksi pembiayaan 
pembelian barang, karena ada akad yang lebih tepat, yaitu bagi hasil. Maksud 
pembelian barang yang cocok untuk akad pembiayaan barang adalah barang 
yang akan dipakai sendiri atau sebagai barang modal yang akan menghasilkan 
sesuatu seperti mesin dan alat-alat. 
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Bank syari’ah menyerahkan dana untuk pembelian barang dan 
bersepakat tambahan pengembalian dana dan tidak mempertimbangkan jenis 
barang yang akan dibeli dan manfaat barang dimaksud. Bank syari’ah dan 
nasabah menyepakati jangka waktu pengembalian dana. Kesepakatan 
tambahan dana tidak bisa ditambah dalam keadaan apapun, namun bisa 
diperkecil atau dikurangi setelah adanya hal-hal baru yang terjadi, misalnya 
pembayaran lebih cepat atau penurunan kemampuan membayar nasabah. Bank 
syari’ah tidak selalu memastikan dana yang diserahkan kepada nasabah adalah 
untuk pembelian barang yang telah wujud sesuai perjanjian. Kepastian 
pembelian barang yang dipegangi bank syari’ah adalah kwitansi pembelian, 
akibat adanya aktifitas wakalah.  
Manakala terjadi kemacetan pembayaran, bank syari’ah dibekali oleh 
DSN-MUI dengan pilihan solusi agar tidak ada kerugian pada kedua belah 
pihak. Solusi bisa berupa penjadwalan ulang, penjualan barang yang dijadikan 
agunan oleh nasabah untuk menutup hutang nasabah dan konversi akad 
mura>bah}ah menjadi akad ija>rah muntahiyyah bittamlik atau akad percampuran 
seperti mud}a>rabah. Bank Syari’ah telah desain berbeda dengan sistem bunga. 
Hutang jual beli secara prinsip tidak bisa bertambah sedangkan hutang pada 
sistem konvensional otomatis akan bertambah manakala terjadi masalah 
dengan pembayaran. Persoalan solusi DSN-MUI dimaksud akan penulis 
paparkan pada sub bab berikut ini.     
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2. Analisis terhadap Fatwa DSN-MUI Pasca Kontrak Jual Beli 
Kejadian pasca akad jual beli  yang memiliki akibat hukum dalam 
pandangan hukum Islam ada tiga yaitu: 
a. Kebohongan penjual tentang harga pokok (ra’su al-mal) dalam akad jual 
beli mura>bah}ah, yang diketahui pembeli setelah akad terlaksana.   
b. Penambahan jumlah hutang akibat penundaan pembayaran. 
c. Pengurangan bahkan pembebasan hutang karena ada sesuatu yang baru 
dalam perjalanan pembayaran hutang. Fatwa DSN-MUI telah 
memberikan solusi atas dua persoalan di atas.  
Fatwa DSN-MUI tegas menolak adanya penambahan jumlah hutang 
akibat pembayaran yang tertunda, dan mendorong kejujuran bank syari’ah 
sebagai penjual, dalam menyebut harga pokok perolehan barang. Dua hal 
penting yang ditegaskan DSN-MUI tersebut mengalami kesulitan ketika 
menghadapi sistem perbankan. Fatwa DSN-MUI memberi kemungkinan 
terjadi tambahan atas hutang dengan menggunakan akad syariah. Fatwa DSN-
MUI juga memberi kemungkinan kembali ke perjanjian akad dalam 
menyelesaikan diskon harga dari supplier setelah akad terlaksana. Nasabah 
sebagai pembeli memiliki hak mendapat informasi yang jujur tentang harga 
perolehan barang yang ia beli.  
Harga perolehan meliputi harga barang dan biaya yang diperlukan 
untuk barang dimaksud. Harga dalam jual beli mura>bah}ah meliputi harga beli, 
biaya dan keuntungan yang disepakati (DSN-MUI, 2006: 94).  Dalam konteks 
fatwa DSN-MUI, persoalan yang dimungkinkan muncul adalah diskon harga 
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dari supplier (DSN-MUI, 2006: 94). Diskon menjadi hak penuh nasabah 
ketika diberikan sebelum akad mura>bah}ah dilakukan. Manakala akad 
mura>bah}ah telah dilaksanakan ada kemungkinan diskon harga dibagi antara 
bank syari’ah dengan nasabah, sesuai dengan perjanjian (DSN-MUI, 2006: 
94-95). Persoalan diskon menjadi hak nasabah atau bank syari’ah atau 
menjadi wilayah yang bisa dinegosiasi melalui perjanjian.  
Hal ini menunjukkan adanya masalah teknis distribusi diskon harga 
dari supplier. Jual beli mura>bah}ah adalah jual beli amanah. Artinya bank 
syari’ah wajib jujur menyebut jumlah harga perolehan (ra’su al-mal). Harga 
beli dan biaya tidak boleh dimanipulasi. Penjual memiliki kewajiban 
bertindak seperti pihak yang diberi amanah oleh pembeli, sebagai 
perimbangan hak penjual mendapatkan kepastian keuntungan. Kejujuran 
penjual menjadi jaminan keberlangsungan akad mura>bah}ah. Kebohongan 
penjual bisa menjadi penghalang keberlangsungan akad mura>bah}ah.   
Ketegasan fatwa DSN-MUI tentang diskon harga adalah hak nasabah, 
seharusnya tidak berubah ketika diskon diberikan setelah akad mura>bah}ah 
berlangsung. Hak pembeli memiliki konsekwensi kewajiban kepada pihak 
penjual. Bank syari’ah wajib menyerahkan diskon harga kepada nasabah 
sebagai pembeli. Kemungkinan dari bank syari’ah tidak melaksanakan 
kewajiban menyerahkan diskon adalah nasabah mengalah dan tetap 
melanjutkan jual beli atau nasabah membatalkan jual beli dan berhak atas 
seluruh dana yang telah diserahkannya kepada bank syari’ah. Dalam konteks 
di atas, nasabah memiliki hak khiya>r.   Solusi yang diberikan fatwa DSN-
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MUI berupa kembali ke perjanjian, sepertinya membuka peluang untuk 
membuat pembagian diskon untuk kedua belah pihak atau hanya untuk satu 
pihak saja. Ketidaktegasan fatwa DSN-MUI tentang diskon harga setelah 
mura>bah}ah berlangsung bisa menimbulkan garar (ketidakjelasan).  
Seharusnya fatwa DSN-MUI tetap konsisten mewajibkan bank 
syari’ah menyerahkan diskon kepada nasabah meskipun akad mura>bah}ah 
telah berlangsung. Penyerahan  diskon kepada nasabah tidak mengganggu 
kepastian harga. Bank syari’ah wajib menyerahkan diskon harga dari supplier 
kepada nasabah, dan nasabah wajib membayar sisa harga yang belum dibayar 
sesuai perjanjian kepada bank syari’ah. Persoalan di atas nampaknya 
bermasalah ketika keuntungan yang disepakati didasarkan atas prosentase 
harga pokok dan disesuaikan dengan jangka waktu pengembalian barang. 
Manakala keuntungan yang disepakati tidak dikaitkan secara jelas harga 
pokok, maka penyelesaiannya mudah. Potensi pembatalan jual beli 
mura>bah}ah bisa diselesaikan dengan memberikan diskon kepada nasabah agar 
ia tidak menuntut pembatalan jual beli.              
Status pembayaran tunda adalah hutang. Hutang bisa dikaitkan dengan 
barang yang dibeli atau tidak dikaitkan dengan barang yang dibeli. Hutang 
dikaitkan dengan barang yang dibeli manakala barang yang dibeli dijadikan 
agunan oleh pembeli. Hutang tidak ada kaitannya dengan barang yang dibeli 
manakala barang yang dibeli tidak dijadikan agunan oleh pembeli. Persoalan 
hutang dalam pembayaran tunda telah diatur oleh fatwa DSN-MUI. Hutang 
wajib dibayar sesuai waktu dan jumlah yang disepakati. Hutang tidak bisa 
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bertambah dengan kesepakatan baru. Penundaan pembayaran karena force 
majeur (bencana) tidak bisa dikenai sanksi. Sanksi hanya bisa dikenakan pada 
nasabah yang mampu dan menunda pembayaran.  Hutang bisa dibebaskan 
oleh bank syari’ah dalam keadaan tertentu.     
Fatwa DSN-MUI terkesan memberi jalan untuk terlidunginya norma 
dan hikmah hutang piutang. Penambahan hutang dengan kesepakatan baru 
dilarang. Penambahan tersebut masuk kategori riba. Ketegasan DSN-MUI 
melarang tambahan harga akibat penjadwalan ulang adalah bentuk 
perlindungan jual beli di bank syari’ah dari sistem riba dan garar. Peniadaan 
denda akibat force majeur menunjukkan keinginan besar DSN-MUI 
menghindari aniaya dalam hutang piutang. Denda hanya boleh diberikan 
kepada nasabah yang mampu tetapi enggan membayar hutang ke bank 
syari’ah. Status denda bukan sebagai bagian pendapatan bank syari’ah, tetapi 
sebagai harta sedekah. Fatwa di atas nampaknya menemukan kesulitan besar 
ketika diterapkan pada sistem perbankan yang membutuhkan kepastian dan 
keamanan pengembalian dana dari nasabah. 
Fatwa DSN-MUI memberi solusi bertingkat dan beragam mengatasi 
problematika pembayaran macet dari nasabah. Solusi yang berikan 
menyesuaikan keadaan nasabah. Ada empat kategori nasabah dalam fatwa 
DSN-MUI;   
1. Tidak mampu karena force majeur.   
2. Tidak mampu karena penurunan kemampuan membayar.   
3. Mampu tapi enggan membayar.  
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4. Tidak mampu tapi masih punya potensi besar untuk bangkit.  
Nasabah kelompok pertama, tidak boleh dikenai sanksi dan ditunggu 
pembayarannya sampai ia mampu membayar. Nasabah kelompok kedua bisa 
diperpanjang masa pengembaliannya dengan menurunkan jumlah angsuran 
yang wajib dibayar. Catatan yang diberikan fatwa DSN-MUI adalah tidak 
boleh ada penambahan hutang akibat penambahan jangka waktu pembayaran. 
Nasabah kelompok ketiga, boleh dikenai denda akibat keengganannya 
membayar hutang tepat waktu. Denda yang diterima masuk ke bagian 
sedekah. Nasabah kelompok empat, dimungkinkan adanya konversi akad 
mura>bah}ah menjadi akad mud}a>rabah atau ija>rah muntahiyyah bittamlik. 
Konversi akad sepatutnya tidak menjadi solusi penyelesaian pembiayaan jual 
beli yang kurang lancar atau macet.  
Kekhawatirannya adalah terjadi pengaitan satu akad dengan akad 
yang lain dan terjadi penambahan hutang dengan akad baru. Alur proses dan 
skema yang ditawarkan oleh fatwa DSN-MUI tentang konversi akad 
mura>bah}ah, sebenarnya bisa dilakukan dengan akad baru yang mandiri. Hal 
tersebut penulis pandang lebih aman dari kekhawatiran pengaitan akad satu 
dengan akad lain. Manakala nasabah yang macet bayar masih memiliki  
potensi untuk bangkit dan membayar, maka akad jual beli diselesaikan 
dengan menjual agunan sesuai prosedur yang patut, agar harga yang didapat 
bisa maksimal. Setelah hal tersebut dilakukan, prioritas utamanya adalah 
pelunasan hutang. Hubungan nasabah dan bank syari’ah berakhir setelah 
hutang nasabah dibayar lunas.  
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Akad baru antara bank syari’ah  dengan nasabah bisa dilakukan tanpa 
dikaitkan atau dipersyaratkan dengan akad pertama yang telah berakhir. 
Konversi akad terkesan ada upaya penambahan hutang dengan akad baru. 
Akad pertama yang belum terbayar diselesaikan dengan menjual agunan, 
kemudian muncul akad berikutnya memanfaatkan uang sisa pelunasan. 
Ketika pembiayaan macet diselesaikan dengan penjadwalan ulang, 
konsekuensinya tidak ada tambahan. Ketika diselesaikan dengan konversi 
akad dipastikan ada tambahan atas hutang pertama, akibat melakukan akad 
baru. Nasabah yang masih punya potensi bangkit untuk membayar, 
sebenarnya bisa diberi solusi penjadwalan ulang. Konversi akad nampaknya 
dilakukan mirip metode reconditioning.  
Nasabah diberi pembiayaan lagi agar bisa bangkit dan membayar 
hutang pertama dan kedua. jika hal tersebut yang dimaksud, maka tidak perlu 
menyelesaikan pelunasan hutang pertama. Penyelesaian hutang pertama 
statusnya ditunggu sampai nasabah mampu. Nasabah diberi pembiayaan baru 
dengan akad baru. Harapannya ia lancar membayar cicilan pembiayaan kedua 
dan mampu membayar hutang pertama. Prosedur pelunasan hutang pertama 
dengan cara menjual agunan, dan dilanjutkan dengan akad baru, nasabah 
berpotensi dibebani margin atau nisbah yang lebih tinggi untuk menutup 
keuntungan bank syari’ah yang hilang.              
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BAB V 
KESIMPULAN DAN SARAN 
A. Kesimpulan     
1. Fatwa DSN-MUI mengadopsi hasil-hasil ijtihad ulama’ klasik dalam hal 
penggunaan akad-akad syar’iyyah musammah meskipun tidak utuh. 
Penggunaan akad mura>bah}ah, salam, istis}na>’ dan wakalah dalam 
transaksi jual beli bank syari’ah mengadopsi pemikiran ulama’-ulama’ 
mazhab.  Tata aturan jual beli yang difatwakan DSN-MUI menggunakan 
pilihan-pilihan akad-akad sebagaimana dijelaskan dalam kitab fikih 
mazhab. Tata aturan akad-akad yang digunakan dalam jual beli di bank 
syari’ah, secara terpisah (masing-masing akad) sama dengan akad-akad  
jual beli yang tidak melibatkan bank syari’ah.    
Ijtihad DSN-MUI nampak dalam menggabungkan akad-akad 
musammah menjadi satu petunjuk teknis jual beli di bank syari’ah. Ijtihad 
DSN-MUI juga nampak dalam memberikan solusi terhadap problematika 
teknis pelaksanaan jual beli. Penggabungan akad mura>bah}ah dengan 
wakalah adalah hasil ijtihad DSN-MUI yang penting dalam menata teknis 
jual beli di bank syari’ah. Hasil ijtihad DSN-MUI berupa solusi ada 
beberapa hal:    
a. Konversi akad mura>bah}ah menjadi akad mud}a>rabah atau ija>rah 
muntahiyyah bit tamlik.   
b. Memasukkan denda ke dalam dana sedekah.   
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c. Melarang penambahan harga dalam perjanjian penjadwalan ulang 
hutang murabahah  dan Pengaturan pemberian potongan harga oleh 
bank syari’ah.  
d. Uang muka dalam mura>bah}ah. 
Fatwa DSN-MUI ada yang berpotensi besar melanggar aturan 
normatif yang dibangunnya sendiri dan moral transaksi dalam hukum 
Islam. Potensi dimaksud bisa muncul pada fatwa tentang: salam, istis}na>’,  
mura>bah}ah, uang muka mura>bah}ah. Fatwa salam dan istis}na>’, norma yang 
rentan terlanggar adalah menjual barang yang belum ada dengan cara yang 
salah. Pelanggaran norma ini bisa mengarah kepada pelanggaran moral 
riba dan garar, karena transaksinya bisa terjebak pada hutang piutang dana 
dan jual beli yang dilakukan mengarah pada hutang dengan hutang akibat 
pembayaran tunda dan barangnya juga tunda.  
Fatwa uang muka, norma yang rentan terlanggar adalah 
keuntungan tanpa adanya iwad }. Pelanggaran norma ini bisa mengarah ke 
pelanggaran moral riba dan zulmun (aniaya), karena ada perolehan harta 
tanpa iwad yang sah. Zalim bisa muncul karena ada pengalihan resiko 
calon penjual kepada calon pembeli. Calon penjual tetap menguasai barang 
yang akan dijual dan calon pembeli -menggunakan hak khiya>rnya dalam 
jual beli- memilih tidak melanjutkan jual beli. Dalam konteks di atas calon 
pembeli dikenai “denda”.  
Akad wakalah berpotensi terjadinya pengadaan yang tidak 
terkontrol dan pengadaan barang semu. Wakalah yang diletakkan dalam 
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perjanjian untuk membeli secara sistemik menghilangkan hak khiya>r  
calon pembeli. Hal tersebut bisa mengarah pada jual beli dimana penjual 
belum memiliki barang. Artinya transaksi yang dilakukan bisa rusak 
karena penjual menjual barang milik orang lain. Jika tidak hati-hati 
transaksi jual beli mura>bah}ah menggunakan wakalah terjebak pada 
transaksi pinjam meminjam yang mengandung riba. Janji beli jika 
diterapka dengan kaku akan menimbulkan pemaksaan dalam jual beli..   
2. Fatwa DSN-MUI tentang transaksi jual beli di bank syari’ah, masih 
sebatas memperhatikan aspek normatif formal, dan masih ada kekurangan 
dalam merumuskannya. Pada akad salam dan istis}na>’ fatwa belum 
operatif karena posisi penjual dan pembeli belum dijabarkan dengan baik. 
Akad mura>bah}ah didesain sangat minimalis untuk memenuhi rukun jual 
beli.  
 Aspek filosofis-substantif jual beli belum diperhatikan. Praktek 
yang diatur adalah penyediaan dana untuk membeli dan bank syari’ah 
konsisten dengan karakternya sebagai penyedia dana. Fatwa DSN-MUI 
belum mampu merubah bank syari’ah menjadi pembeli dan penjual yang 
sebenarnya. Jual beli pada bank syari’ah memiliki karakter yang khusus. 
Ia tidak sama persisi dengan fikih tetapi ia juga bukan model liberal. 
Prosedur yang disediakan dikesankan memenuhi tata cara jual beli akan 
tetapi tujuannya memfasilitasi penyediaan dana. Prosedur jual beli yang 
dibangun DSN-MUI  belum mampu melindungi moral jual beli yaitu 
khiya>r.   
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Peniadaan perhatian terhadap aspek filosofis-substantif adalah 
munculnya pembelaan fatwa DSN-MUI terhadap kepentingan salah satu 
pihak yang bertransaksi yaitu bank syari’ah. Kemaslahatan yang 
dimenangkan adalah keamanan dana bank syari’ah dalam transaksi 
pembiayaan. Fatwa DSN-MUI melihat kerugian atau potensi kerugian 
bank syari’ah dalam transaksi jual beli adalah bahaya yang harus 
dihilangkan. Hak khiya>r nasabah tidak diperhatikan, karena bisa 
menimbulkan bahaya bagi bank syari’ah. Hikmah jual beli untuk 
menegakkan kemaslahatan saling menolong dan mempermudah antara 
pihak yang membutuhkan barang dengan pemilik barang masih terasa 
sulit diwujudkan. Prosedur yang disediakan agak memaksakan jual beli 
sedangkan situasinya adalah kebutuhan pembiayaan untuk membeli 
barang.           
             
B. Saran  
1. Fatwa DSN-MUI hendaknya konsisten dalam menerapkan norma transaksi 
dalam hukum Islam. Ciri khas bank syari’ah yang dibangun oleh DSN-
MUI adalah penggunaan akad syari’ah musammah. Diversifikasi produk 
jangan sampai meninggalkan norma. Norma harus menjadi penuntun 
diversifikasi produk. Produk jual beli yang menggunakan akad salam dan 
istis}na>’ hendaknya diganti dengan mura>bahah, atau bank syari’ah 
konsekuen pada salam dan istis}na>’ dengan memposisikan bank syari’ah 
sebagai pihak pembeli.  
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Bank syari’ah melakukan jual beli dengan pihak yang membutuhkan 
barang setelah barang ada atau bank syari’ah menjadi pihak yang 
membutuhkan barang dan akan menjual kembali setelah barang ada. 
Inovasi produk bank syai’ah bisa mengikuti pola kredit musiman pada bank 
konvensional. Ambil model kredit musimannya tetapi merubah akadnya 
dengan salam atau istis}na>’  . Bank syari’ah akan lebih baik dengan cara ini. 
Pertimbangan pembiayaannya lebih jelas dan pelaksanaan transaksi 
syari’ahnya lebih sesuai hikmah jual beli.  
2. Aspek filosofis- substantif perlu mendapat perhatian serius oleh DSN-MUI. 
DSN-MUI perlu menyusun tahapan-tahapan yang jelas untuk mengarahkan 
bank syari’ah melaksanakan syari’ah yang kafah normatif dan filosofis. 
Penggunaan akad jual beli harus dibatasi penggunaannya, sebatas sesuai 
dengan kebutuhan nasabah yang sebenarnya. Mura>bah}ah perlu 
dipertimbangkan untuk diterapkan seperti model finance leasing pada 
lembaga konvensional. Prosedunya mengikuti finance leasing, akadnya 
menggunakan mura>bah}ah. Akad mura>bah}ah dilakukan untuk nasabah yang 
telah memilih barang yang akan dia beli tetapi dananya tidak cukup. Bank 
syari’ah dimungkinkan untuk melakukan hal tersebut seperti ia 
dimungkinkan melakukan gadai (rahn).  
Moralitas jual beli lebih ada manakala bank syari’ah bertindak seperti 
finance leasing. Bank syari’ah bisa membeli langsung barang yang telah 
dipilih nasabah. Bank syari’ah bisa menentukan keuntungan yang lebih 
kompetitif. Ada kejelasan dan kepastian transaksi. Garar dan riba bisa 
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diminimalisir untuk terjadi. Khiya>r memungkinkan untuk dimunculkan, 
karena barang, harga dan keuntungan bisa diprediksi. Pilihan untuk 
melanjutkan atau membatalkan transaksi tidak dikhawatirkan 
menimbulkan kerugian. Nasabah bisa menghitung sendiri kewajibannya 
karena adanya kepastian barang, harga dan keuntungan. Dalam hal tertentu 
model finance leasing bisa menjadikan bank syari’ah lebih kompetitif 
dibanding lembaga keuangan lainnya.      
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Lampiran  I 
 
Fatwa DSN-MUI tentang Jual Beli 
 
1. Fatwa tentang tata cara  jual beli ada pada fatwa nomor: 04/DSN-
MUI/IV/2000   tentang jual beli mura>bah}ah berisi enam bagian.  
Pertama, ketentuan umum mura>bah}ah  dalam bank syari’ah, yaitu: 
a. Bank dan nasabah harus melakukan akad mura>bah}ah yang bebas 
riba. 
b. Barang  yang diperjual belikan tidak diharamkan oleh syari’at Islam. 
c. Bank membiayai sebagian atau seluruh harga pembelian barang yang 
telah disepakati kualifikasinya. 
d. Bank membeli barang yang diperlukan nasabah atas nama bank 
sendiri, dan pembelian ini harus sah dan bebas riba. 
e. Bank harus menyampaikan semua hal yang berkaitan dengan 
pembelian, misalnya jika pembelian dilakukan secara utang. 
f. Bank kemudian menjual barang tersebut kepada nasabah (pemesan) 
dengan harga jual senilai harga plus keuntungannya. Dalam kaitan 
ini bank harus memberitahu secara jujur harga pokok barang kepada 
nasabah berikut biaya yang diperlukan. 
g. Nasabah membayar harga barang yang telah disepakati tersebut pada 
jangka waktu tertentu  yang telah disepakati. 
h. Untuk mencegah terjadinya penyalahgunaan atau kerusakan akad 
tersebut, pihak bank dapat mengadakan perjanjian khusus dengan 
nasabah. 
i. Jika bank hendak mewakilkan kepada nasabah untuk membeli 
barang dari pihak ketiga, akad jual beli mura>bah}ah harus dilakukan 
setelah barang, secara prinsip menjadi milik bank. 
Kedua, ketentuan mura>bah}ah kepada nasabah 
a. Nasabah mengajukan permohonan dan janji pembelian suatu barang 
atau asset kepada bank. 
b. Jika bank menerima permohonan tersebut, ia harus membeli terlebih 
dahulu asset yang dipesannya secara sah dengan pedagang. 
c. Bank kemudian  menawarkan asset tersebut kepada nasabah dan 
nasabah harus menerimanya (membeli) sesuai dengan janji yang 
telah disepakatinya, karena secara hukum janji tersebut mengikat, 
kemudian kedua belah pihak membuat kontrak jual beli.  
d. Dalam jual beli ini bank dibolehkan meminta nasabah untuk 
membayar uang muka saat menandatangani kesepakatan awal 
pemesanan. 
e. Jika nasabah kemudian menolak membeli barang tersebut, biaya riil 
bank harus dibayar dari uang muka tersebut. 
f. Jika nilai uang muka kurang dari kerugian yang harus ditanggung 
oleh bank, bank dapat meminta kembali sisa kerugiannya kepada 
nasabah. 
g. Jika uang muka memakai kontrak ‘urbun sebagai alternatif  dari 
uang muka, maka: pertama, jika nasabah memutuskan untuk 
membeli barang tersebut, ia tinggal membayar sisa harga. Kedua, 
jika nasabah batal membeli, uang muka menjadi milik bank 
maksimal sebesar kerugian yang ditanggung oleh bank akibat 
pembatalan tersebut dan jika uang muka tidak mencukupi, nasabah 
wajib melunasi kekurangannya. 
Ketiga: jaminan dalam mura>bah}ah       
a.   Jaminan mura>bah}ah dibolehkan, agar nasabah serius dengan 
pesanannya. 
b. Bank dapat meminta nasabah untuk menyediakan jaminan yang 
dapat dipegang. 
Keempat : utang dalam mura>bah}ah 
a. Secara prinsip, penyelesaian  utang nasabah dalam transaksi 
mura>bah}ah tidak ada kaitannya dengan transaksi lain yang 
dilakukan nasabah dengan pihak ketiga atas barang tersebut. Jika 
nasabah menjual kembali barang tersebut dengan keuntungan atau 
kerugian, ia tetap berkewajiban untuk menyelesaikan utangnya 
kepada bank. 
b. Jika nasabah menjual barang tersebut sebelum masa angsuran 
berakhir, ia tidak wajib segera melunasi seluruh angsurannya. 
c. Jika penjualan barang tersebut menyebabkan kerugian, nasabah 
harus tetap menyelesaikan utangnya sesuai kesepakatan awal. Ia 
tidak boleh memperlambat pembayaran angsuran atau meminta 
kerugian itu diperhitungkan. 
 
Kelima : penundaan pembayaran dalam mura>bah}ah. 
a. Nasabah yang memiliki kemampuan tidak dibenarkan menunda 
penyelesaian utangnya. 
b. Jika nasabah menunda - nunda pembayaran dengan sengaja , atau 
jika salah satu pihak tidak menunaikan kewajibannya, maka 
penyelesaiannya dilakukan melalui Badan Arbitrase Syari’ah 
setelah tidak tercapai kesepakatan melalui musyawarah. 
Keenam :  Bangkrut dalam mura>bah}ah. 
Jika nasabah telah dinyatakan pailit dan gagal menyelesaikan 
utangnya, bank harus menunda tagihan utang sampai ia menjadi 
sanggup kembali atau berdasarkan kesepakatan (DSN-MUI, 2006: 24-
27). 
 
 
 
 
2. Jual beli salam 
Fatwa tentang jual beli salam dicantumkan pada fatwa nomor: 
05/DSN-MUI/IV/2000 memuat enam ketentuan. 
Pertama, ketentuan tentang pembayaran 
a. Alat bayar harus diketahui jumlah dan bentuknya, baik berupa 
uang, barang atau manfaat. 
b. Pembayaran harus dilakukan pada saat kontrak disepakati 
c. Pembayaran tidak boleh dalam bentuk pembebasan utang. 
Kedua, ketentuan tentang barang 
a. Harus jelas ciri-cirinya dan dapat diakui sebagai utang. 
b. Harus dapat dijelaskan spesifikasinya. 
c. Penyerahannya dilakukan kemudian 
d. Waktu dan tempat penyerahan barang harus ditetapkan 
berdasarkan kesepakatan. 
e. Pembeli tidak boleh menjual barang sebelum menerimanya. 
f. Tidak boleh menukar barang, kecuali dengan barang sejenis sesuai 
kesepakatan. 
Ketiga, ketentuan tentang salam paralel. Dibolehkan melakukan 
salam paralel dengan syarat, akad kedua terpisah dari, dan tidak 
berkaitan dengan akad pertama. 
Keempat, penyerahan barang sebelum atau pada waktunya: 
a. Penjual harus menyerahkan barang tepat pada waktunya dengan 
kualitas dan jumlah yang telah disepakati. 
b. Jika penjual menyerahkan barang dengan kualitas yang lebih 
tinggi, penjual tidak boleh meminta tambahan harga. 
c. Jika penjual menyerahkan barang dengan kualitas yang lebih 
rendah, dan pembeli rela menerimanya, maka ia tidak boleh 
menuntut pengurangan harga (diskon). 
d. Penjual dapat menyerahkan barang lebih cepat dari waktu yang 
disepakati dengan syarat kualitas dan jumlah barang, sesuai 
dengan kesepakatan, ia tidak boleh menuntut tambahan harga. 
e. Jika semua atau sebagian barang tidak tersedia pada waktu 
penyerahan, atau kualitasnya lebih rendah dan pembeli tidak rela 
menerimanya, maka ia memiliki  dua pilihan. Pertama, 
membatalkan kontrak dan meminta kembali uang. Kedua, 
menunggu sampai barang tersedia. 
Kelima, pembatalan kontrak. Pada dasarnya pembatalan salam 
boleh dilakukan selama tidak merugikan kedua belah pihak. 
Keenam, perselisihan. Jika terjadi perselisihan diantara kedua 
belah pihak, maka persoalannya diselesaikan melalui badan arbitrase 
syari’ah setelah tidak tercapai kesepakatan (DSN-MUI, 2006: 29-34). 
 
3. Jual beli Istis}na>>>’.  
Ada tiga ketentuan tentang jual beli istis}na>’. 
Pertama, ketentuan tentang pembayaran: 
a. Alat bayar harus diketahui jumlah dan bentuknya, baik berupa 
uang, barang atau manfaat. 
b. Pembayaran dilakukan sesuai dengan kesepakatan. 
c. Pembayaran tidak boleh dalam bentuk pembebasan utang. 
Kedua, ketentuan tentang barang 
a. Harus jelas cirri - cirinya dan dapat diakui sebagai utang. 
b. Harus dapat dijelaskan spesifikasinya. 
c. Penyerahannya dilakukan kemudian. 
d. Waktu dan tempat penyerahan barang harus ditetapkan 
berdasarkan kesepakatan. 
e. Pembeli (mustas}ni’) tidak boleh menjual barang sebelum 
menerimanya. 
f. Tidak boleh menukar barang, kecuali dengan barang sejenis sesuai 
kesepakatan. 
g. Dalam hal terdapat cacat atau barang tidak sesuai dengan 
kesepakatan, pemesan memiliki hak khiya>r (hak memilih) untuk 
melanjutkan atau membatalkan akad. 
Ketiga, ketentuan lain. 
a. Dalam hal pesanan sudah dikerjakan sesuai dengan kesepakatan, 
hukumnya mengikat. 
b. Semua ketentuan dalam jual beli salam yang tidak disebutkan di 
atas berlaku pula pada jual beli istis}na>’. 
c. Jika salah satu pihak tidak menunaikan kewajibannya atau jika 
terjadi perselisihan antara kedua belah pihak, maka 
penyelesaiannya dilakukan melalui badan arbitrase syari’ah 
setelah tidak tercapai kesepakatan melalui musyawarah (DSN-
MUI, 2006: 37-38). 
 
4. Uang Muka dalam Mura>bah}ah. 
Ketentuan pokok tentang uang muka dalam mura>bah}}ah. Sebagai 
berikut: 
a. Dalam akad  pembiayaan mura>bah}}ah, lembaga keuangan syari’ah  
dibolehkan untuk meminta uang muka apabila kedua belah pihak 
bersepakat. 
b. Besar jumlah uang muka ditentukan berdasarkan kesepakatan. 
c. Jika nasabah membatalkan akad mura>bah}}ah, nasabah harus 
memberikan ganti rugi kepada LKS dari uang muka tersebut. 
d. Jika jumlah uang muka lebih kecil dari kerugian, LKS dapat 
meminta tambahan kepada nasabah. 
e. Jika jumlah uang muka lebih besar dari kerugian, LKS harus 
mengembalikan kelebihannya kepada nasabah (DSN-MUI, 2006: 
81-82). 
 
5. Diskon dalam Mura>bah}}ah. 
Ketentuan pokok tentang diskon dalam mura>bah}}ah sebagai berikut: 
a. Harga (ṡaman) dalam jual beli adalah suatu jumlah yang disepakati 
oleh kedua belah pihak, baik sama dengan nilai (qimah) benda 
yang menjadi obyek jual beli, lebih tinggi maupun lebih rendah.  
b. Harga dalam jual beli mura>bah}}ah adalah harga beli dan biaya yang 
diperlukan ditambah keuntungan sesuai dengan kesepakatan. 
c. Jika dalam jual beli mura>bah}}ah mura>bah}}ah LKS mendapat diskon 
dari supplier, harga sebenarnya adalah harga setelah diskon, karena 
itu diskon adalah hak nasabah. 
d. Jika pemberian diskon terjadi setelah akad, pembagian diskon 
tersebut dilakukan berdasarkan perjanjian (persetujuan) yang 
dimuat dalam akad. 
e. Dalam akad, pembagian diskon setelah akad hendaklah 
diperjanjikan dan ditanda tangani (DSN-MUI, 2006: 94-95)   
 
6. Sanksi atas Nasabah Mampu yang Menunda-Nunda Pembayaran. 
Ketentuan umum tentang fatwa tersebut sebagai berikut: 
a. Sanksi yang disebut dalam fatwa ini adalah sanksi yang dikenakan 
LKS kepada nasabah yang mampu membayar, tetapi menunda-
nunda pembayaran dengan sengaja. 
b. Nasabah yang tidak /belum mampu membayar disebabkan force 
majeur tidak boleh dikenakan sanksi.  
c. Nasabah  mampu  yang menunda-nunda  pembayaran dan/atau 
tidak mempunyai kemauan dan itikad baik untuk membayar 
utangnya boleh dikenakan sanksi. 
d. Sanksi didasarkan pada prinsip ta’zi>r, yaitu bertujuan agar nasabah 
lebih disiplin dalam melaksanakan kewajibannya. 
e. Sanksi dapat berupa denda sejumlah uang yang besarnya 
ditentukan atas dasar kesepakatan dan dibuat saat akad ditanda 
tangani. 
f. Dana yang berasal dari denda diperuntukkan sebagai dana sosial 
(DSN-MUI, 2006: 110-111) 
7. Fatwa tentang Jual Beli Istis}na>’ Parallel. 
Ketentuan umum tentang fatwa tersebut adalah sebagai berikut: 
a. Jika LKS melakukan transaksi istis}na>’ untuk memenuhi 
kewajibannya kepada nasabah ia dapat melakukan istis}na>’ lagi 
dengan pihak lain pada objek yang sama, dengan syarat istis}na>’ 
pertama  tidak bergantung (mu’allaq) pada istis}na>’ kedua. 
b. LKS selaku mustas}ni’ tidak diperkenankan untuk memungut 
MDC (margin during construction) dari nasabah (s}a>ni’) karena hal 
ini tidak sesuai dengan prinsip syari’ah. 
c. Semua rukun dan syarat yang berlaku dalam akad istis}na>’ (fatwa 
no.6) berlaku pula dalam istis}na>’ paralel (DSN-MUI, 2006: 138-
139). 
8. Fatwa tentang Potongan  Pelunasan dalam Mura>bah}ah 
Ketentuan umum tentang fatwa ini adalah sebagai berikut: 
a. Jika nasabah dalam transaksi mura>bah}ah melakukan pelunasan 
pembayaran  tepat waktu atau lebih cepat dari waktu yang telah 
disepakati, LKS boleh memberikan potongan dari kewajiban 
pembayaran tersebut, dengan syarat tidak diperjanjikan.  
b. Besar potongan sebagaimana dimaksud di atas diserahkan pada 
kebijakan dan pertimbangan LKS (DSN-MUI, 2006: 144). 
 
9. Fatwa Al-Ija>rah  Al-Muntahiyyah bi al-Tamlik 
Ada dua ketentuan pokok dalam fatwa tersebut. 
Pertama, ketentuan umum. Akad al-ija>rah  al-muntahiyyah bi al-
tamlik boleh dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut: 
a. Semua rukun dan syarat yang berlaku dalam akad ija>rah (fatwa 
no.09) berlaku pula dalam akad al-ija>rah  al-muntahiyyah bi al-
tamlik. 
b. Perjanjian untuk melakukan akad al-ija>rah  al-muntahiyyah bi al-
tamlik harus disepakati ketika akad ijarah ditanda tangani. 
c. Hak dan kewajiban setiap pihak harus dijelaskan dalam akad. 
Kedua, ketentuan tentang al-ija>rah  al-muntahiyyah bi al-tamlik. 
a. Pihak yang melakukan al-ija>rah  al-muntahiyyah bi al-tamlik harus 
melaksanakan akad al-ija>rah terlebih dahulu. Akad pemindahan 
kepemilikan, baik dengan jual beli atau pemberian, hanya dapat 
dilakukan setelah masa al-ija>rah selesai. 
b. Janji pemindahan kepemilikan yang disepakati di awal akad al-
ija>rah adalah wa’d, yang hukumnya tidak mengikat. Apabila janji 
itu ingin dilaksanakan, maka harus ada akad pemindahan 
kepemilikan yang dilakukan setelah masa al-ija>rah selesai (DSN-
MUI, 2006: 161-162). 
 
10.  Potongan Tagihan Mura>bah}ah. 
Ketentuan pokok dalam fatwa tersebut. 
Pertama, ketentuan pemberian potongan 
a. LKS boleh memberikan potongan dari total kewajiban 
pembayaran kepada nasabah dalam transaksi (akad) mura>bah}ah 
yang telah melakukan kewajiban pembayaran cicilannya dengan 
tepat waktu dan nasabah yang mengalami penurunan kemampuan 
pembayaran. 
b. Besar potongan sebagaimana dimaksud di atas diserahkan pada 
kebijakan LKS. 
c. Pemberian potongan tidak boleh diperjanjikan dalam akad (DSN-
MUI, 2006: 190). 
 
11.  Penyelesaian Piutang Mura>bah}ah bagi Nasabah tidak Mampu 
Membayar. 
Ketentuan penyelesaian pokok masalah dalam fatwa tersebut 
adalah LKS boleh melakukan penyelesaian mura>bah}ah bagi nasabah 
yang tidak bisa menyelesaikan / melunasi pembiayaan sesuai jumlah 
dan waktu yang telah disepakati dengan ketentuan: 
a. Obyek mura>bah}ah atau jaminan lainnya dijual oleh nasabah 
kepada atau melalui LKS dengan harga pasar yang disepakati. 
b. Nasabah melunasi sisa utangnya kepada LKS dari hasil penjualan. 
c. Apabila hasil penjualan melebihi sisa utang maka LKS 
mengembalikan sisanya kepada nasabah. 
d. Apabila hasil penjualan lebih kecil dari sisa utang maka sisa utang 
tetap menjadi utang nasabah. 
e. Apabila nasabah tidak mampu membayar sisa utangnya, maka 
LKS dapat membebaskannya (DSN-MUI, 2006: 353-354). 
 
12. Penjadwalan Kembali Tagihan Mura>bah}ah. 
Ketentuan pokok dalam fatwa tersebut adalah LKS boleh 
melakukan penjadwalan kembali  (rescheduling) tagihan mura>bah}ah 
bagi nasabah yang tidak menyelesaikan / melunasi pembiayannya 
sesuai jumlah dan waktu yang telah disepakati, dengan ketentuan: 
a. Tidak menambah jumlah tagihan yang tersisa. 
b. Pembebanan biaya dalam proses penjadwalan kembali  adalah 
biaya riil. 
c. Perpanjangan masa pembayaran harus berdasarkan kesepakatan  
kedua belah pihak (DSN-MUI, 2006: 359). 
 
13. Konversi Akad Mura>bah}ah 
Ketentuan akad tersebut adalah: LKS boleh melakukan konversi 
dengan membuat akad (membuat akad baru) bagi nasabah yang tidak 
bisa menyelesaikan/melunasi pembiayaan mura>bah}ahnya sesuai 
jumlah dan waktu yang telah disepakati, tetapi ia masih prospektif 
dengan ketentuan: 
a. Mura}bah>>ah dihentikan dengan cara. Pertama, obyek mura>bah}ah 
dijual oleh nasabah kepada LKS dengan harga pasar. Kedua 
nasabah melunasi sisa utangnya kepada LKS dari hasil penjualan. 
Ketiga, apabila hasil penjualan melebihi sisa utang maka 
kelebihan itu dapat dijadikan uang muka untuk akad al-ija>rah atau 
bagian modal dari mud}a>rabah  dan musya>rakah. Keempat, apabila 
hasil penjualan lebih kecil dari sisa utang maka sisa utang tetap 
menjadi utang nasabah yang cara pelunasannya disepakati  antara 
LKS dan nasbah. 
b. LKS dan nasabah eks - mura>bah}ah tersebut dapat membuat akad 
baru dengan akad: Pertama, al-ijarah al-muntahiyyah bi al- tamlik 
atas barang tersebut di atas dengan merujuk fatwa DSN no.27. 
kedua, mud}a>rabah dengan merujuk pada fatwa DSN no.07. ketiga, 
musya>rakah dengan merujuk kepada fatwa no.08 (DSN-MUI, 
2006: 365-366). 
  
Lampiran II: 
 
Daftar Fatwa DSN-MUI Tahun 2000 sampai dengan 2011. 
1. Giro.  
2. Tabungan.  
3. Deposito.  
4. Mura>bah}ah. 
5. Jual Beli Salam.  
6. Jual Beli Istis}na>’.  
7. Pembiayaan mud}a>rabah (qira>d}).  
8. Pembiayaan Musya>rakah.  
9. Pembiayaan Ija>rah.  
10. Waka>lah.  
11. Kafa>lah.  
12. H}awa>lah.  
13. Uang Muka Dalam Mura>bah}ah. 
14. Sistem Distribusi Hasil Usaha dalam LKS.  
15. Prinsip Distribusi Hasil Usaha dalam LKS.  
16. Diskon dalam Mura>bah}ah.  
17. Sanksi atas Nasabah Mampu yang Menunda-menunda Pembayaran.  
18. Pencadangan Penghapusan Aktiva Produktif dalam LKS.  
19. Al-qard}.  
20. Pedoman Pelaksanaan Investasi untuk  Reksadana Syari’ah. 
21. Pedoman Umum Asuransi Syari’ah.  
22. Jual Beli Istis}na>’ Paralel.  
23. Potongan Pelunasan Dalam Mura>bah}ah.  
24. Safe Deposit Box.  
25. Rahn.  
26. Rahn Emas.  
27. Al-Ija>rah al-Muntahiyyah Bi al-Tamlik.  
28. Jual beli Mata Uang (sa}rf).  
29. Pembiayaan Pengurusan Haji LKS.  
30. Pembiayaan Rekening Koran Syari’ah.  
31. Pengalihan Hutang (non syari’ah menjadi hutang yang syari’ah) .  
32. Obligasi Syari’ah.  
33. Obligasi Syari’ah mud}a>rabah.   
34. L/C Impor Syari’ah.  
35. L/C Ekspor Syari’ah.  
36. Sertifikat wadi>’ah bank Indonesia (SWBI).  
37. Pasar Uang Antar Bank Berdasarkan Prinsip Syari’ah (PUAS).  
38. Sertifikat Investasi mud}a>rabah Antar Bank.   
39. Asuransi Haji. 
40. Pasar Modal dan Pedoman Umum Penerapan Prinsip Syari’ah di 
Bidang Pasar Modal.  
41. Obligasi Syari’ah Ija>rah.  
42. Syari’ah Charge Card.  
43. Ganti Rugi (Ta’wi>d}).  
44. Pembiayaan Multijasa.  
45. Line Facility (al-Tas}ilat).  
46. Potongan Tagihan Mura>bah}ah.  
47. Penyelesaian Piutang Mura>bah}ah Bagi Nasabah Tidak Mampu Bayar. 
48. Penjadwalan Kembali Tagihan Mura>bah}ah.   
49. Konversi Akad Mura>bah}ah.  
50. Mud}a>rabah Musytarakah.   
51. Mud}a>rabah Musytarakah pada Asuransi Syari’ah.   
52. Akad Waka>lah bi al-ujrah pada Asuransi dan Reasuransi.  
53. Akad Tabarru’ pada Asuransi dan Reasuransi.  
54. Syari’ah Card.  
55. PRKS Musya>rakah.  
56. Ketentuan Review Ujrah Pada LKS.  
57. L/C dengan akadKafa>lah bi al-Ujrah.  
58. H}awalah bi al-Ujrah.  
59. Obligasi Syari’ah Mud}a>rabah Konversi.  
60. Penyelesaian piutang dalam ekspor.  
61. Penyelesaian utang dalam impor.  
62. Akad Ju’a>lah.  
63. Sertifikat Bank Indonesia. Syari’ah (SBIS).  
64. SBISJu’a>lah. 
65. Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu.  
66. Waran.  
67. Anjak Piutang.  
68. RahnTasjili.  
69. Surat Berharga Syari’ah Negara (SBSN).  
70. Metode Penerbitan SBSN.  
71. Sale and lease Back.  
72. SBSNIja>rahSale and Lease Back.  
73. Musya>rakahMutana>qis}ah.  
74. Penjaminan Syari’ah.  
75. Pedoman Penjualan Langsung Berjenjang Syari’ah (PLBS).  
76. SBSNIjarah Asset To Be Leased.  
77. Jual Beli Emas Secara tidak Tunai.  
78. Mekanisme dan instrumen pasar uang antar bank Berdasarkan Prinsip 
Syari’ah.      
79. Qard} dengan Menggunakan Dana Nasabah.  
80. Penerapan Prinsip Syari’ah dalam Mekanisme Perdagangan Efek 
Bersifat Ekuitas di Pasar Reguler Bursa Efek. 
81. Pengembalian Kontribusi Tabarru’  bagi Peserta Asuransi yang 
Berhenti Sebelum Masa Perjanjian Berakhir.  
82. Perdagangan Komoditi Berdasarkan prinsip Syari’ah di Bursa 
Komoditi. 
  
Lampiran III. 
Daftar Lembaga Keuangan dan Bisnis Syari’ah yang memiliki DPS 
dan direkomendasi oleh Dewan Syari’ah Nasional Majelis Ulama’ 
Indonesia (DSN-MUI) sampai tahun 2011.
I. Bank Umum Syariah 
  
1. Bank Muamalat Indonesia  
2. Bank Syariah Mandiri  
3. Bank Mega Syariah  
4. Bank Syariah Bukopin  
5. Bank Panin Syariah  
6. Bank BRI Syariah  
7. Bank BCA Syariah  
8. Bank Victoria Syariah  
9. Maybank Syariah  
10. BNI Syariah  
11. Bank Jabar Banten Syariah  
 
II. Unit Usaha Syariah Bank Umum  
1. Bank Danamon Syariah  
2. Bank BII Syariah  
3. Bank HSBC Amanah Syariah  
4. Bank CIMB Niaga Syariah  
5. Bank Permata Syariah  
6. Bank BTN Syariah  
7. Bank BTPN Syariah  
8. Bank OCBC NISP Syariah  
9. Bank Sinar Mas Syariah  
 
III. Unit Usaha Syariah BPD  
1. Bank DKI Syariah  
2. Bank Riau Syariah  
3. Bank Sumut Syariah  
4. BPD Aceh Syariah  
5. BPD Kalsel Syariah  
6. BPD NTB Syariah  
7. Bank Sumsel Babel Syariah  
8. Bank Kalbar Syariah  
9. BPD DIY Syariah  
10. BPD Kaltim Syariah  
11. Bank Nagari Syariah  
12. Bank Jatim  Syariah  
13. Bank Sulsel Syariah  
14. Bank Jateng Syariah  
15.  Bank Jambi  
 
IV. Bank Kustodian Syariah  
1. Deutsche Bank  
- Kustodian Bank HSBC  
- Kustodian Bank Niaga  
2. Citibank NA Indonesia  
- Kustodian Bank Bukopin  
3. Standard Chartered Bank  
4.  Bank Permata 
 
V. Asuransi Syariah 
 PT Asuransi Takaful Umum  
1. PT Asuransi Takaful Keluarga  
2. PT Asuransi Syariah Mubarakah  
3. PT MAA Life Assurance  
4. PT MAA Life Assurance  
5. PT Great Eastern Life Indonesia  
6. PT Asuransi Trik Pakarta  
7. PT AJB Bumiputera 1912  
8. PT Asuransi Jiwa BRIngin Life Sejahtera  
9. PT Asuransi BRIngin Sejahtera Artamakmur  
10. PT Asuransi Jasindu Takaful  
11. PT Asuransi Central Asia  
12. PT Asuransi Umum Bumi Putera Muda 1967  
13. PT Asuransi Astra Buana  
14. PT Asuransi BNI Life Insurance  
15. PT Asuransi Adira Dinamika  
16. PT Asuransi Staco Jasapratama  
17. PT Asuransi Sinar Mas  
18. PT Asuransi Tokio Marine Indonesia  
19. PT Asuransi Jiwa Sinar Mas  
20. PT Tugu Pratama Indonesia  
21. PT Avrist Assurance  
22. PT Asuransi Allianz Life Indonesia  
23. PT Panin Life  
24. PT Asuransi Allianz Utama Indonesia  
25. PT Asuransi Ramayana Tbk  
26. PT Asuransi Jiwa Mega Life  
27. PT AJ Central Asia Raya  
28. PT Asuransi Parolamas  
29. PT Asuransi Umum mega  
30. PT Asuransi Jiwa Askrida  
31. PT Asuransi Jiwasraya (Persero)  
32. PT Equity Life Indonesia  
33. PT Asuransi Kredit Indonesia (Askrindo)  
34. PT Asuransi Bintang  Tbk  
35. PT Asuransi Bangun Askrida  
36. PT Prudential Life Assurance  
37. PT Jasaraharja Putera  
38. PT AIA Financial  
39. PT Asuransi Jiwa Sequis Life  
40. PT Sun Life Financial Indonesia  
41. PT AXA Service Indonesia  
42. PT Chartis Insurance Indonesia  
43. PT Asuransi Jiwa Manulife Indonesia  
44. PT Anugerah Life  
45. PT Asuransi Syariah Duta Finance International  
46. PT Jaya Proteksi Takaful  
47. PT Asuransi Jiwa Syariah al-Amin  
48. PT Asuransi Ekspor Indonesia (Persero)  
 
VI.  Reasuransi Syariah 
1. PT. Reasuransi Internasional Indonesia (Relndo)  
2. PT. Reasuransi Nasional Indonesia (Nasre)  
3. PT. Maskapai Reasuransi Indonesia (Marein)  
 
VII. Broker Asuransi dan Reasuransi 
1. PT. Fresnel Perdana Mandiri  
2. PT. Asiare Binajasa  
3. PT. Amanah Jamin Indonesia  
4. PT. Asrinda Re-Brokers dan AA Pialang Asuransi  
5. PT. Madani Karsa Mandiri  
6. PT. Aon Indonesia  
7. PT. Visi Bersama Serantau  
 
VIII. Lembaga Reksadana yang memiliki DPS ada 26, yaitu: 
1. PT Danareksa Investment Management 
2. PT Permodalan Nasional Madani (Persero)  
3. PT Batasa Capital  
4. PT BNI Securities  
5. PT AAA Sekuritas  
6. PT Indo Premier Securities  
7. PT Bhakti Asset Management  
8. PT Mandiri Sekuritas Tbk  
9. PT Insight Investment Management  
10. PT Re Capital Asset Management  
11. PT Kresna Graha Securindo Tbk  
12. PT CIMB-GK Securities Indonesia  
13. PT Optima Kharya Capital Management  
14. PT Mega Capital Indonesia  
15. PT Eurocapital Peregrine Securities  
16. PT Fortis Investment  
17. PT Trimegah Securities Tbk  
18. PT Batavia Prosperindo Aset Manajemen  
19. PT Jatim Investment Management  
20. PT Ciptadana Asset Management  
21. PT Manulife Aset Manajemen Indonesia  
22. PT Asia Kapitalindo Securities Tbk  
23. PT AIM Trust  
24. PT Schroder Investment Management Indonesia  
25. PT Samuel Aset Manajemen  
26. PT Bahana TWC Investment Management 
 
 
 
 
 
IX. Lembaga pemiayaan syari’ah  
pegadaian syari’ah dan DPLK sari’ah yaitu:  
1. PT Federal Internasional Finance 
2. PT Semesta Citra Dana  
3. PT Mandala Multifinance Tbk  
4. PT Wahana Ottomitra Multiartha Tbk  
5. PT Amanah Finance  
6. PT Fortuna Multi Finance  
7. PT Trust Finance Indonesia Tbk  
8. PT Capitalinc Finance  
9. PT Al-Ijarah Indonesia Finance  
10. PT Trihamas Finance  
11. PT Nusa Surya Ciptadana  
12. PT Woka International  
13. PT Astra Multi Finance  
14. PT Bess Finance  
15. PT MNC Finance  
16. PT PANN (Persero)  
17. Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia  
18. PT Tirta Larastama Dinamika Finance  
19. PT Mitra Dana Putra Utama Finance  
20. PT Patra Multifinance  
21. PT Pro Mitra Finance  
22. PT Intan Baruprana Finance  
23. PT Tifa Finance  
24. PT Pracico Finance  
25. PT Otomas Finance  
26. PT Sinar Mitra Sepadan Finance  
27. PT Asia Multidana  
28. PT Bima Finance  
29. PT Smart Multi Finance  
30. PT Sejahtera Pertama Multifinance  
31. PT B II Finance Center  
 
X. Pegadaian Syariah, yaitu Perum Pegadaian Syariah.  
 
XI.DPLK Syariah, yaitu:  
1. DPLK Manulife Indonesia  
2. DPLK Muamalat Indonesia 
XII. Lembaga Bisnis  
1. PT Sofyan Hotels  
2. PT Tuara Natama  
3. PT Ahad-Net Internasional  
4. PT UFO BKB Syariah  
5. PT Exer Indonesia  
6. PT Azza Syariah Utama  
7. PT Mitra Permata Mandiri  
8. PT K-Link Nusantara  
9. PT Mitra Pengembangan Lahan Indonesia  
10. PT Armanireka Perdana  
11. PT Al-Wahida Marketing Internasional  
12. Arzuda Group (SAFT)  
13. PT Golden Traders Indonesia  
14. PT Bursa Berjangka Jakarta  
 
XIII. Modal Ventura Syariah:  
1. PT Bahana Artha Ventura  
2. PT Sarana Sumut Ventura  
3. PT Mitra Bisnis Keluarga Ventura  
4. PT Permodalan BMT Ventura  
 
XIV. Lembaga Penjaminan Syariah, yaitu: Perum Pinjaman Kredit Indonesia  
XV. Koperasi Syariah:  
1. Kospin Jasa Syariah  
2. Koperasi Mitra Sejati  
3. Koperasi Khairu Ummah  
4. KOSPPI  
5. KOPTEL  
6. Koperasi al-Musaid  
7. Koperasi Tenov Bhakti Nusantara  
8. Koperasi Danatama 
 
  
Lampiran IV. 
 
Daftar Lembaga pemiayaan syari’ah yang DPSnya direkomendasi  
oleh DSN-MUI. 
 
Pertama, Pembiayaan Syariah, pegadaian syari’ah dan DPLK sari’ah yaitu:  
1. PT Federal Internasional Finance 
2. PT Semesta Citra Dana  
3. PT Mandala Multifinance Tbk  
4. PT Wahana Ottomitra Multiartha Tbk  
5. PT Amanah Finance  
6. PT Fortuna Multi Finance  
7. PT Trust Finance Indonesia Tbk  
8. PT Capitalinc Finance  
9. PT Al-Ijarah Indonesia Finance  
10. PT Trihamas Finance  
11. PT Nusa Surya Ciptadana  
12. PT Woka International  
13. PT Astra Multi Finance  
14. PT Bess Finance  
15. PT MNC Finance  
16. PT PANN (Persero)  
17. Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia  
18. PT Tirta Larastama Dinamika Finance  
19. PT Mitra Dana Putra Utama Finance  
20. PT Patra Multifinance  
21. PT Pro Mitra Finance  
22. PT Intan Baruprana Finance  
23. PT Tifa Finance  
24. PT Pracico Finance  
25. PT Otomas Finance  
26. PT Sinar Mitra Sepadan Finance  
27. PT Asia Multidana  
28. PT Bima Finance  
29. PT Smart Multi Finance  
30. PT Sejahtera Pertama Multifinance  
31. PT B II Finance Center  
 
Kedua, Pegadaian Syariah, yaitu Perum Pegadaian Syariah.  
Ketiga,  DPLK Syariah, yaitu:  
1. DPLK Manulife Indonesia  
2. DPLK Muamalat Indonesia 
  
Lampiran V. 
 
Daftar lembaga bisnis yang DPSnya diekomendasi DSN-MUI. 
Pertama, Bisnis Syariah:  
1. PT Sofyan Hotels  
2. PT Tuara Natama  
3. PT Ahad-Net Internasional  
4. PT UFO BKB Syariah  
5. PT Exer Indonesia  
6. PT Azza Syariah Utama  
7. PT Mitra Permata Mandiri  
8. PT K-Link Nusantara  
9. PT Mitra Pengembangan Lahan Indonesia  
10. PT Armanireka Perdana  
11. PT Al-Wahida Marketing Internasional  
12. Arzuda Group (SAFT)  
13. PT Golden Traders Indonesia  
14. PT Bursa Berjangka Jakarta  
 
Kedua, Modal Ventura Syariah:  
1. PT Bahana Artha Ventura  
2. PT Sarana Sumut Ventura  
3. PT Mitra Bisnis Keluarga Ventura  
4. PT Permodalan BMT Ventura  
 
Ketiga, Lembaga Penjaminan Syariah, yaitu: Perum Pinjaman Kredit Indonesia  
Keempat,  Koperasi Syariah:  
1. Kospin Jasa Syariah  
2. Koperasi Mitra Sejati  
3. Koperasi Khairu Ummah  
4. KOSPPI  
5. KOPTEL  
6. Koperasi al-Musaid  
7. Koperasi Tenov Bhakti Nusantara  
8. Koperasi Danatama 
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c. Penelitian (5 tahun terakhir): 
1) Kearifan Islam atas Jual Beli kredit (Studi terhadap Praktek Jual Beli 
Kredit Barang di Kecamatan Cepiring Kabupaten Kendal), Dibiayai 
oleh DIPA IAIN Walisongo tahun 2014.   
2) “Dinamika Hukum dan Moral pada Akad Jual Beli (studi terhadap 
fatwa DSN MUI) “. Dibiayai oleh DIPA IAIN Walisongo tahun 2012. 
3) “Manajemen Wakaf Pesantren (Studi Kasus Pondok Pesantren Tebu 
Ireng) “. Dibiayai oleh DIPA Fakultas Syari‟ah lAIN Walisongo tahun 
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17. Organisasi Profesi yang diikuti: (Nama organisasi, Jabatan, masa Bakti)  
a. LP2EI sebagai anggota periode 2002 sampai sekarang. 
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sampai sekarang. 
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